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KATA PENGANTAR 

 

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT atas limpahan rahmat, 

taufik, dan hidayah-Nya, sehingga Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 

(LPPD) Tahun 2025 ini dapat disusun dan diselesaikan dengan baik. Laporan ini 

merupakan bentuk pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten Demak atas 

penyelenggaraan pemerintahan daerah sepanjang Tahun Anggaran 2025 serta 

menjadi instrumen evaluasi untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan 

akuntabilitas dalam tata kelola pemerintahan daerah. 

Penyusunan LPPD ini mengacu pada ketentuan yang tertuang dalam 

peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu Undang-Undang Nomor 23 

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 

2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, serta 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan 

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019. Laporan ini disusun 

untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai kinerja penyelenggaraan 

pemerintahan daerah, efektivitas pelayanan publik, serta pelaksanaan berbagai 

kebijakan dan program strategis sepanjang Tahun Anggaran 2025. 

Ruang lingkup LPPD ini mencakup beberapa aspek utama, antara lain: 

1. Kondisi Umum Daerah: Penjelasan Umum dan Perencanaan Pembangunan 

Daerah; 

2. Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; 

a. Capaian Kinerja Makro 

b. Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang terdiri dari: 

1) Urusan Konkuren (Urusan Wajib Pelayanan Dasar, Wajib Pelayanan Non; 

Dasar dan Urusan Pilihan), Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan 

Daerah;  

2) Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah. 

3. Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan 

4. Penerapan dan Pencapaian SPM 

Kami menyadari bahwa laporan ini masih memiliki keterbatasan dan 

kekurangan. Oleh karena itu, saran dan masukan yang konstruktif dari berbagai 

pihak sangat kami harapkan agar laporan ini semakin baik dan dapat menjadi dasar 
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dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah di masa 

mendatang. 

Kami juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh pihak 

yang telah berkontribusi dalam penyusunan laporan ini, baik dari jajaran pemerintah 

daerah, perangkat daerah, maupun berbagai pemangku kepentingan yang telah 

memberikan dukungan dan kerja sama dalam proses penyusunan LPPD ini. 

Harapan kami, laporan ini dapat memberikan manfaat bagi seluruh pemangku 

kepentingan serta menjadi referensi dalam pengambilan kebijakan yang lebih baik di 

masa depan. Semoga dengan tata kelola pemerintahan yang semakin efektif dan 

akuntabel, kesejahteraan masyarakat Kabupaten Demak dapat terus meningkat. 

Semoga Allah SWT senantiasa memberikan bimbingan dan keberkahan bagi kita 

semua dalam menjalankan tugas dan amanah demi kemajuan bersama. 

 

Demak,  26  Maret 2025 

Bupati Demak 
 
 

 
 

 
   dr. Hj. EISTI’ANAH, S.E. 
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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

1.1 LATAR BELAKANG 

1.1.1 PENJELASAN UMUM 

Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, kualitas 

pelayanan publik dan meningkatkan daya saing daerah melalui kinerja 

penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan asas umum tata kelola 

pemerintahan yang baik (good local governance), disusun Laporan 

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) sebagai bentuk 

pertanggungjawaban atas penyelenggaraan urusan pemerintahan yang 

dilaksanakan oleh Kepala Daerah dan DPRD dalam kerangka kebijakan 

desentralisasi dan otonomi daerah.  LPPD merupakan laporan yang 

disampaikan oleh pemerintah daerah kepada pemerintah pusat yang memuat 

satu kesatuan hasil pengukuran kinerja pemerintahan daerah, yang terdiri atas 

capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dan capaian kinerja 

pelaksanaan tugas pembantuan selama 1 (satu) tahun anggaran. LPPD 

merupakan salah satu laporan yang wajib disusun dan disampaikan oleh 

Kepala Daerah sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 69 ayat (1) Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.  

Penyusunan LPPD Tahun 2025 dilakukan dengan berpedoman pada 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024 tentang Peraturan 

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan 

dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Sehubungan dengan 

hal tersebut, telah diterbitkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 

100.2.1.7-109 Tahun 2026 tanggal 27 Januari 2026 tentang Indikator Kinerja 

Kunci, Bobot, dan Penilaian Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. 

Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri tersebut, dapat diketahui 

bahwa penyusunan LPPD tahun 2025 memiliki perbedaan dari penyusunan 

LPPD tahun 2024. Perbedaan ini kemudian dijelaskan lebih lanjut dalam Surat 

Direktur Jenderal Otonomi Daerah Nomor: 100.2.7/989/OTDA tanggal 12 

Februari 2026 Hal Penyampaian Pedoman Penyusunan Laporan 

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Tahun 2025. 

LPPD hasil penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Kabupaten 

Demak tahun 2025, yang juga merupakan implementasi RPJMD Kabupaten 

Demak Tahun 2021-2026 pada tahun keempat, disampaikan oleh Bupati 

Demak kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur Jawa Tengah sebagai 

wakil Pemerintah Pusat. Penyampaian LPPD dilakukan paling lambat 3 (tiga) 

bulan setelah tahun anggaran berakhir dan akan digunakan sebagai bahan 

evaluasi dan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan daerah oleh 

Pemerintah Pusat. Seluruh data dan informasi yang dimasukkan ke dalam 
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LPPD disusun berdasarkan prinsip transparansi, akuntabilitas, akurasi, dan 

objektif. 

LPPD memuat satu kesatuan hasil pengukuran kinerja Pemerintah 

Daerah yang terdiri atas: 

1. Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, yaitu: 

a. Capaian Kinerja Makro 

Capaian kinerja makro akan mengukur kinerja pemerintahan daerah 

dengan menggunakan berbagai indikator makro antara lain Indeks 

Pembangunan Manusia (IPM), angka kemiskinan, angka 

pengangguran, pertumbuhan ekonomi, pendapatan per kapita dan 

ketimpangan pendapatan. 

b. Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah 

Capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah akan 

mengukur kinerja pemerintahan daerah berdasarkan indikator kinerja 

kunci pada masingmasing urusan pemerintahan yang menjadi 

kewenangan daerah. Indikator kinerja kunci yang digunakan dapat 

diukur secara objektif dan dapat diperbandingkan antar Daerah. 

c. Capaian Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah 

Capaian akuntabilitas kinerja Pemerintah merupakan capaian atas 

perjanjian kinerja kepala daerah yang merupakan bagian dari sistem 

akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. 

2. Capaian kinerja pelaksanaan tugas pembantuan 

Capaian kinerja pelaksanaan tugas pembantuan merupakan informasi 

yang terdiri atas capaian kinerja pelaksanaan tugas pembantuan yang 

diterima oleh daerah kabupaten dari pemerinah pusat dan/ atau 

pemerintah daerah provinsi. Capaian kinerja pelaksanaan tugas 

pembantuan dimaksud akan diukur dengan membandingkan antara target 

dan realisasi yang dicapai dari aspek fisik dan keuangan. 

Selain muatan sebagaimana disebut di atas, LPPD juga memuat laporan 

penerapan standar pelayanan minimal yang memuat hasil capaian penerapan 

standar pelayanan minimal, kendala penerapan standar pelayanan minimal 

dan ketersediaan anggaran dalam penerapan standar pelayanan minimal. 

Adapun penyusunan LPPD Kabupaten Demak Tahun 2025 didasarkan 

pada beberapa peraturan perundang-undangan antara lain: 

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-

daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42); 

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara 

yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah 

beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 
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tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 

tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6409); 

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 

Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja 

menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6856); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114; 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 

Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 

Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6402); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan 

Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6041); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan 

Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6323); 

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024 tentang Peraturan 

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang 

Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 845); 

8. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2006 tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Demak Tahun 2006-

2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2006 Nomor 8, 

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 6); 

9. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2016 tentang 

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Demak 

(Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan 

Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 5) sebagaimana telah 

diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten 
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Demak Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan 

Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan 

dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Demak (Lembaran Daerah 

Tahun 2024 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak 

Nomor 10); 

10. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 11 Tahun 2021 tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Demak 

Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2021 

Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 11); 

11. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 13 Tahun 2023 tentang 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 

(Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2023 Nomor 13, Tambahan 

Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 13); 

12. Peraturan Bupati Demak Nomor 21 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja 

Pemerintah Daerah Kabupaten Demak Tahun 2024 (Berita Daerah 

Kabupaten Demak Tahun 2023 Nomor 21) sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Bupati Demak Nomor 31 Tahun 2024 tentang 

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Demak Tahun 

2024 (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2024 Nomor 31);  

13. Peraturan Bupati Demak Nomor 40 Tahun 2023 tentang Penjabaran 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita 

Daerah Kabupaten Demak Tahun 2023 Nomor 40) sebagaimana telah 

diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Demak Nomor 16 

Tahun 2024 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Bupati Demak 

Nomor 40 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Demak 

Tahun 2024 Nomor 16); 

14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.7-109 Tahun 2026 

tentang Indikator Kinerja Kunci, Bobot, dan Penilaian Penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah; dan 

15. Surat Direktur Jenderal Otonomi Daerah Nomor 100.2.7/909/OTDA 

tanggal 12 Februari 2026 Hal Penyampaian Pedoman Penyusunan 

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Tahun 2025. 

A. Undang-Undang Pembentukan Daerah 

Pembentukan daerah Kabupaten Demak didasarkan pada Undang-

Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah 

Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah yang ditetapkan pada 

tanggal 8 Agustus 1950. Berdasarkan ketentuan tersebut, Kabupaten Demak 

memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan 

serta rumah tangganya sendiri dalam lingkungan Provinsi Jawa Tengah. 

Sebagai salah satu kabupaten di wilayah Provinsi Jawa Tengah, Kabupaten 



 

 BAB I PENDAHULUAN 

 

LPPD KABUPATEN DEMAK TAHUN 2025  I - 5 
 

 

Demak secara administratif terbagi ke dalam 14 (empat belas) kecamatan, 

yaitu Kecamatan Mranggen, Kecamatan Karangawen, Kecamatan 

Kebonagung, Kecamatan Guntur, Kecamatan Dempet, Kecamatan 

Wonosalam, Kecamatan Karanganyar, Kecamatan Gajah, Kecamatan Mijen, 

Kecamatan Demak, Kecamatan Karangtengah, Kecamatan Sayung, 

Kecamatan Bonang dan Kecamatan Wedung. 

B. Data Geografis Wilayah 

Kabupaten Demak merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Jawa 

Tengah yang terletak pada koordinat 6°43’26”-7°09’43” LS dan 110°27’58”-

110°48’47” BT. Sesuai Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 tentang 

Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana 

Tata Ruang Wilayah Kabupaten Demak Tahun 2011-2031, Kabupaten Demak 

memiliki luas wilayah kurang lebih 99.532 ha. Batas-batas administrasi 

Kabupaten Demak adalah sebagai berikut: 

a. sebelah Utara  : Kabupaten Jepara dan Laut Jawa;   

b. sebelah Timur  : Kabupaten Kudus dan Kabupaten Grobogan;  

c. sebelah Selatan : Kabupaten Grobogan dan Kabupaten Semarang; 

d. sebelah Barat  : Kota Semarang. 

Wilayah administratif Kabupaten Demak terdiri dari 14 kecamatan, 6 

kelurahan, 243 desa, terbagi menjadi 786 dusun, 1.324 Rukun Warga (RW) 

dan 6.942 Rukun Tetangga (RT).  

Wilayah administrasi Kabupaten Demak dapat dilihat pada gambar 

berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: RKPD Kabupaten Demak Tahun 2025 

Gambar I.1 Peta Administrasi Kabupaten Demak 
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Luas wilayah masing-masing kecamatan dapat dilihat pada tabel 

berikut: 

Tabel I.1 
Luas Wilayah Menurut Kecamatan di Kabupaten Demak 

No Kecamatan 
Luas Kecamatan 

(Ha) 

Jumlah Kelurahan/ 

Desa 

Persentase Luas 

(%) 

1. Mranggen 7.759 19 7,80 

2. Karangawen 8.171 12 8,21 

3. Guntur 6.428 20 6,46 

4. Sayung 8.597 20 8,64 

5. Karangtengah 5.644 17 5,67 

6. Wonosalam 6.279 21 6,31 

7. Dempet 6.394 16 6,42 

8. Gajah 5.373 18 5,40 

9. Karanganyar 6.987 17 7,02 

10. Mijen 5.500 15 5,53 

11. Demak 6.305 19 6,33 

12. Bonang 8.706 21 8,75 

13. Wedung 12.942 20 13 

14. Kebonagung 4.446 14 4,47 

 Jumlah 99.531 249 100 

Sumber: RKPD Kabupaten Demak Tahun 2025 

Kecamatan terluas dengan luas wilayah 13% dari seluruh luasan 

Kabupaten Demak atau 12.942 ha adalah Kecamatan Wedung. Sedangkan 

Kecamatan yang memiliki luasan wilayah terkecil adalah Kecamatan 

Kebonagung yakni 4.446 ha atau sebesar 4,47% dari luasan Kabupaten 

Demak. Seluruh wilayah kecamatan di Kabupaten Demak mudah dijangkau 

dan memiliki akses transportasi umum, terutama pusat-pusat perkembangan 

perekonomian daerah.  

Berdasarkan topografi wilayah, Kabupaten Demak terdiri atas dataran 

rendah, kawasan pantai/pesisir serta perbukitan, dengan rata-rata ketinggian 

permukaan antara 0-100 meter di atas permukaan air laut (mdpl). Berdasarkan 

letak ketinggian dari permukaan air laut, wilayah Kabupaten Demak dibatasi 

atas 3 region, sebagai berikut: 

a. Region A: 0-3 meter, meliputi sebagian besar Kecamatan Bonang, 

Demak, Karangtengah, Mijen, Sayung dan Wedung; 

b. Region B: 3-10 meter, meliputi sebagian besar di tiap-tiap kecamatan yang 

ada di Kabupaten Demak; 10-25 meter, meliputi sebagian besar 
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Kecamatan Dempet, Karangawen dan Mranggen; 5-100 meter, meliputi 

sebagian besar Kec. Karangawen dan Mranggen; 

c. Region C: lebih dari 100 meter, meliputi sebagian kecil Kecamatan 

Karangawen dan Mranggen.  

Sebagian besar, kemiringan lahan di Kabupaten Demak relatif datar, 

yaitu berada pada lahan dengan kemiringan 0-8%. Sedangkan pada bagian 

selatan Kabupaten Demak memiliki kemiringan lahan yang sangat bervariasi 

terutama di wilayah Desa Banyumeneng dan Sumberejo. Kedua desa ini 

memiliki lahan dengan kemiringan 0-2%, 2-8%, 8-15%, 15-40%, dan lebih 

besar dari 40%. 

Mayoritas lahan di Kabupaten Demak (58,85%) digunakan sebagai lahan 

sawah. Lahan pertanian bukan sawah yang terdiri dari tegal/ kebun, tambak 

dan hutan rakyat menempati 22,45% luas keseluruhan, sedangkan sisanya 

(18,70%) digunakan untuk perumahan-permukiman, industri, perdagangan 

dan perkantoran serta prasarana umum lainnya. 

Tabel I.2  

Luas Penggunaan Lahan Berdasarkan Penggunaan Lahan  

Kabupaten Demak Tahun 2020-2025 

Tahun 
Penggunaan Lahan Total Luas 

Lahan Sawah Pertanian Bukan Sawah Bukan Pertanian 

2020 53.597 18.938 17.208 89.743 

2021 52.761 20.759 16.223 89.743 

2022 52.681 20.260 16.802 89.743 

2023 52.813 20.149 16.782 89.743 

2024 53.034 19.908 16.800 89.743 

2025 56.473 16.611 16.659 89.743 

Sumber: Dinpertan Pangan Kab. Demak (2025) 

Berdasarkan data tersebut, terdapat perubahan fungsi lahan yang 

digunakan setiap tahunnya. Dapat terlihat bahwa lahan persawahan dan lahan 

bukan pertanian mengalami perluasan yang berdampak pada pengurangan 

porsi lahan pertanian bukan sawah. Pada Tahun 2021-2022 lahan sawah 

mengalami penurunan sebagai dampak dari berubahnya penggunaan lahan 

sawah menjadi lahan tambak serta dampak rob yang telah meluas ke tiga 

kecamatan diantaranya Kecamatan Sayung, Kecamatan Bonang, dan 

Kecamatan Wedung. Penggunaan lahan kembali mengalami peningkatan 

sawah pada tahun 2024-2025 yang menunjukkan adanya peralihan guna 

lahan terutama pada Kecamatan Karangawen dari sebelumnya merupakan 

lahan pertanian bukan sawah menjadi lahan sawah.  
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C. Informasi Umum Data Kependudukan 

Dalam konteks pengembangan wilayah, penduduk merupakan potensi 

sumber daya manusia (SDM) yang memiliki peran strategis dalam proses 

pembangunan. SDM yang berasal dari masyarakat lokal berkontribusi dalam 

pengelolaan dan pemanfaatan potensi wilayah secara berkelanjutan serta 

bertanggung jawab. Oleh karena itu, penduduk tidak hanya diposisikan 

sebagai objek pembangunan, tetapi juga sebagai subjek yang berperan aktif 

dalam menentukan arah dan keberhasilan pembangunan. 

Namun demikian, jumlah penduduk dapat memberikan dampak yang 

berbeda terhadap pembangunan. Kuantitas penduduk akan menjadi modal 

pembangunan apabila didukung oleh kualitas yang memadai, seperti tingkat 

pendidikan, keterampilan, kesehatan, dan produktivitas. Sebaliknya, apabila 

kualitas penduduk masih rendah, maka jumlah yang besar justru berpotensi 

menjadi beban pembangunan. 

Berdasarkan Data Konsolidasi Bersih II Tahun 2025, Jumlah Penduduk 

Kabupaten Demak pada tahun 2025 sebanyak 1.266.666 jiwa yang terdiri dari 

640.257 berjenis kelamin laki-laki, dan 626.409 berjenis kelamin Perempuan. 

Jumlah penduduk di Kabupaten Demak paling banyak terdapat di Kecamatan 

Mranggen sebesar 176.733 jiwa dan penduduk terkecil terdapat di Kecamatan 

Kebonagung yaitu sebesar 44.069 jiwa (Dinas Kependudukan dan Pencatatan 

Sipil Kabupaten Demak, 2025). Data tersebut disajikan sebagai berikut: 

Tabel I.3 

Jumlah Penduduk Kabupaten Demak 

Data Konsolidasi Bersih (DKB) Semester II Tahun 2025 

NO KODE KECAMATAN LAKI - LAKI PEREMPUAN JUMLAH 

1 33.21.01 MRANGGEN 
                  
88.737  

                 
87.996  

                
176.733  

2 33.21.02 KARANGAWEN 
                  
50.993  

                 
50.330  

                
101.323  

3 33.21.03 GUNTUR 
                  
47.470  

                 
46.308  

                   
93.778  

4 33.21.04 SAYUNG 
                  
55.637  

                 
53.791  

                
109.428  

5 33.21.05 KARANGTENGAH 
                  
37.480  

                 
36.537  

                   
74.017  

6 33.21.06 WONOSALAM 
                  
45.844  

                 
44.808  

                   
90.652  

7 33.21.07 DEMPET 
                  
31.314  

                 
31.299  

                   
62.613  

8 33.21.08 GAJAH 
                  
27.677  

                 
27.019  

                   
54.696  

9 33.21.09 KARANGANYAR 
                  
40.938  

                 
40.042  

                   
80.980  

10 33.21.10 MIJEN 
                  
31.091  

                 
30.601  

                   
61.692  

11 33.21.11 DEMAK 
                  
58.224  

                 
58.176  

                
116.400  



 

 BAB I PENDAHULUAN 

 

LPPD KABUPATEN DEMAK TAHUN 2025  I - 9 
 

 

NO KODE KECAMATAN LAKI - LAKI PEREMPUAN JUMLAH 

12 33.21.12 BONANG 
                  
57.933  

                 
55.127  

                
113.060  

13 33.21.13 WEDUNG 
                  
44.650  

                 
42.575  

                   
87.225  

14 33.21.14 KEBONAGUNG 
                  
22.269  

                 
21.800  

                   
44.069  

JUMLAH               640.257  
             
626.409  

             
1.266.666  

Sumber Data: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2025 

D. Jumlah Kecamatan dan Desa/ Kelurahan 

Secara administratif, pada tahun 2025 wilayah Kabupaten Demak terbagi 

ke dalam 14 kecamatan yang masing-masing tersusun atas beberapa desa 

dan/atau kelurahan. Desa dipahami sebagai kesatuan masyarakat hukum 

yang memiliki batas wilayah tertentu serta kewenangan untuk mengatur dan 

mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat, yang 

pelaksanaannya didasarkan pada prakarsa masyarakat, hak asal usul, 

maupun hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan 

Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berbeda dengan desa, kelurahan 

merupakan wilayah kerja lurah yang berfungsi sebagai perangkat 

kabupaten/kota dan berada dalam cakupan wilayah kerja kecamatan. 

Sebaran wilayah administratif di Kabupaten Demak mencakup sebanyak 

243 desa dan 6 kelurahan dengan perincian: 13 desa dan 6 kelurahan di 

Kecamatan Demak, 12 desa di Kecamatan Karangawen, 20 desa di 

Kecamatan Guntur, 20 desa di Kecamatan Sayung, 17 desa di Kecamatan 

Karangtengah, 21 desa di Kecamatan Wonosalam, 16 desa di Kecamatan 

Dempet, 18 desa di Kecamatan Gajah, 17 desa di Kecamatan Karanganyar, 

16 desa di Kecamatan Mijen, 19 desa di Kecamatan Mranggen, 21 desa di 

Kecamatan Bonang, 20 desa di Kecamatan Wedung, 14 desa di Kecamatan 

Kebonagung. Kecamatan Bonang dan Kecamatan Wonosalam merupakan 

kecamatan dengan jumlah desa/ kelurahan terbanyak yaitu 21 desa/ 

kelurahan, sedangkan Kecamatan Kebonagung adalah kecamatan dengan 

jumlah desa terkecil yaitu 14 desa. 

 

Tabel I.4 

Jumlah Kecamatan, Desa, dan Kelurahan Kabupaten Demak Tahun 2025 

NO 
DAFTAR 

KECAMATAN 
DAFTAR DESA 

JUMLAH 

DESA 

DAFTAR 

KELURAHAN 

JUMLAH 

KELURAHAN 

1 
Kecamatan 

Demak 

1. Bolo 8. Cabean 

13 

1. Mangunjiwan 

6 
2. Bango 9. Tempuran 2. Kalicilik 

3. Kedondong 10. Karangmlati 3. Singorejo 

4. Sedo 11. Katonsari 4. Betokan 



 

 BAB I PENDAHULUAN 

 

LPPD KABUPATEN DEMAK TAHUN 2025  I - 10 
 

 

NO 
DAFTAR 

KECAMATAN 
DAFTAR DESA 

JUMLAH 

DESA 

DAFTAR 

KELURAHAN 

JUMLAH 

KELURAHAN 

5. Mulyorejo 12. Kalikondang 5. Bintoro 

6. Turirejo 13. Donorojo 6. Kadilangu 

7. Raji         

2 
Kecataman 

Karangawen 

1. Jragung 7. Karangsono 

12 - 0 

2. Wonosekar 8. Tamansari 

3. Margohayu 9. Ngemplak 

4. Teluk 10. Menur 

5. Tlogorejo 11. Jamus 

6. Rejosari 12. Wringinjajar 

3 
Kecamatan 

Guntur 

1. Blerong 11. Krandon 

20 - 0 

2. Banjarejo 12. Tangkis 

3. Wonorejo 13. Temuroso 

4. Sarirejo 14. Bakalrejo 

5. Pamongan 15. Guntur 

6. Tlogoweru 16. Bumiharjo 

7. Bogosari 17. Tlogorejo 

8. Sukorejo 18. Trimulyo 

9. Sidokumpul 19. Sidoharjo 

10. Gaji 20. Turitempel 

4 
Kecamatan 

Sayung 

1. Bulusari 11. Sriwulan 

20 - 0 

2. Dombo 12. Bedono 

3. Jetaksari 13. Purwosari 

4. Kalisari 14. Sidogemah 

5. Karangasem 15. Gemulak 

6. Prampelan 16. Timbulsloko 

7. Pilangsari 17. Surodadi 

8. Tambakroto 18. Tugu 

9. Loireng 19. Sidorejo 

10. Sayung 20. Banjarsari 

5 
Kecamatan 

Karangtengah 

1. Ploso 10. Karangsari 

17 - 0 

2. Grogol 11. Karangtowo 

3. Pulosari 12. Wonowoso 

4. Donorejo 13. Wonokerto 

5. Pidodo 14. Batu 



 

 BAB I PENDAHULUAN 

 

LPPD KABUPATEN DEMAK TAHUN 2025  I - 11 
 

 

NO 
DAFTAR 

KECAMATAN 
DAFTAR DESA 

JUMLAH 

DESA 

DAFTAR 

KELURAHAN 

JUMLAH 

KELURAHAN 

6. Klitih 15. Rejosari 

7. Sampang 16. Wonoagung 

8. Kedunguter 17. Tambakbulusan 

9. Dukun     

6 
Kecamatan 

Wonosalam 

1. Doreng 12. Pilangrejo 

21 - 0 

2. Kalianyar 13. Tlogorejo 

3. Tlogodowo 14. Kerangkulon 

4. Karangrowo 15. Bunderan 

5. Lempuyang 16. Getas 

6. Kendaldoyong 17. Mojodemak 

7. Wonosalam 18. Kuncir 

8. Karangrejo 19. Trengguli 

9. Jogoloyo 20. Mrisen 

10. Botorejo 21 Mranak 

11. Sidomulyo     

7 
Kecamatan 

Dempet 

1. Merak 9. Baleromo 

16 - 0 

2. Karangrejo 10. Kedungori 

3. Dempet 11. Kuwu 

4. Botosengon 12. Kebonsari 

5. Jerukgulung 13. Gempoldenok 

6. Kunir 14. Sidomulyo 

7. Brakas 15. Harjowinangun 

8. Balerejo 16. Kramat 

8 
Kecamatan 

Gajah 

1. Surodadi 10. Tambirejo 

18 - 0 

2. Jatisono 11. Banjarsari 

3. Kedondong 12. Boyolali 

4. Gedangalas 13. Gajah 

5. Sambiroto 14. Sari 

6. Tanjunganyar 15. Mlekang 

7. Wilalung 16. Sambung 

8. Medini 17. Tlogopandogan 

9. Mlatiharjo 18 Mojosimo 

9 
Kecamatan 

Karanganyar 

1. Jatirejo 10. Ngemplik 

Wetan 
17 - 0 



 

 BAB I PENDAHULUAN 

 

LPPD KABUPATEN DEMAK TAHUN 2025  I - 12 
 

 

NO 
DAFTAR 

KECAMATAN 
DAFTAR DESA 

JUMLAH 

DESA 

DAFTAR 

KELURAHAN 

JUMLAH 

KELURAHAN 

2. Ngaluran 11. Wonorejo 

3. Wonoketingal 12. Karanganyar 

4. Cangkring 

Rembang 

13. Kedungwaru 

Kidul 

5. Cangkring 14. Kedungwaru 

Lor 

6. Tuwang 15. Bandungrejo 

7. Undaan Kidul 16. Tugu Lor 

8. Undaan Lor 17. Kotakan 

9. Ketanjung     

10 
Kecamatan 

Mijen 

1. Geneng 9. Jleper 

15 - 0 

2. Ngelowetan 10. Pecuk 

3. Mlaten 11. Tanggul 

4. Bantengmati 12. Bakung 

5. Ngelokulon 13. Bermi 

6. Pasir 14. Mijen 

7. Rejosari 15. Gempolsongo 

8. Ngegot     

11 
Kecamatan 

Mranggen 

1. Banyumeneng 11. Karangsono 

19 - 0 

2. Kebonbatur 12. Tamansari 

3. Sumberejo 13. Ngemplak 

4. Kalitengah 14. Menur 

5. Kangkung 15. Jamus 

6. Mranggen 16. Wringinjajar 

7. Batursari 17. Waru 

8. Bandungrejo 18. Tegalarum 

9. Brumbung 19. Candisari 

10. Kembangarum     

12 
Kecamatan 

Bonang 

1. Jatimulyo 12. Betahwalang 

21 - 0 

2. Krajanbogo 13. Serangan 

3. Sukodono 14. Tridonorejo 

4. Sumberejo 15. Tlogoboyo 

5. Kembangan 16. Jatirogo 

6. Karangrejo 17. Bonangrejo 



 

 BAB I PENDAHULUAN 

 

LPPD KABUPATEN DEMAK TAHUN 2025  I - 13 
 

 

NO 
DAFTAR 

KECAMATAN 
DAFTAR DESA 

JUMLAH 

DESA 

DAFTAR 

KELURAHAN 

JUMLAH 

KELURAHAN 

7. Gebangarum 18. Poncoharjo 

8. Gebang 19. Wonosari 

9. Margolinduk 20. Jali 

10. Morodemak 21 Weding 

11. Purworejo     

13 
Kecamatan 

Wedung 

1. Wedung 11. Jetak 

20 - 0 

2. Ngawen 12. Jungsemi 

3. Ruwit 13. Jungpasir 

4. Kenduren 14. Mutih Wetan 

5. Buko 15. Babalan 

6. Mandung 16. Mutih Kulon 

7. Berahan 

Kulon 

17. Tedunan 

8. Berahan 

Wetan 

18. Kendalasem 

9. Bungo 19. Kedungmutih 

10. Tempel 20. Kedungkarang 

14 
Kecamatan 

Kebonagung 

1. Pilangwetan 8. Mangunanlor 

14 - 0 

2. Kebonagung 9. Tlogosih 

3. Klampok Lor 10. Prigi 

4. Mijen 11. Sarimulyo 

5. Werdoyo 12. Solowire 

6. Mangunrejo 13. Sokokidul 

7. Babad 14. Megonten 

Jumlah 
 

243 
 

 
 

6 
 

Sumber: Bagian Pemerintahan Setda Kab.Demak Tahun 2025 

E. Rincian Perangkat Daerah dan Unit Kerja Perangkat Daerah, serta Dasar 
Hukum Pembentukan Perangkat Daerah 

Dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi 

kewenangan daerah, Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dibantu 

oleh Perangkat Daerah sebagai unsur pelaksana. Pembentukan Perangkat 

Daerah tersebut dilakukan dengan berlandaskan prinsip ketepatan fungsi dan 

ketepatan ukuran (rightsizing), yang ditetapkan berdasarkan beban kerja serta 

disesuaikan dengan kondisi nyata yang ada di daerah. 



 

 BAB I PENDAHULUAN 

 

LPPD KABUPATEN DEMAK TAHUN 2025  I - 14 
 

 

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Demak 

didasarkan atas: 

1. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan 

Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Demak; 

2. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan 

Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan 

Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Demak; 

3. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas 

Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan 

Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Demak; 

4. Peraturan Bupati Demak Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pembentukan, 

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit 

Pelaksana Teknis Daerah pada Perangkat Daerah di Lingkungan 

Pemerintah Kabupaten Demak; 

5. Peraturan Bupati Demak Nomor 61 Tahun 2020 tentang Perubahan atas 

Peraturan Bupati Demak Nomor 4 Tahun 2018 Pembentukan, Kedudukan, 

Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana 

Teknis Daerah pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah 

Kabupaten Demak. 

Rincian Perangkat Daerah dan Unit Kerja Perangkat Daerah serta Dasar 

Hukum Pembentukan Perangkat Daerah dapat dilihat dalam Tabel berikut ini: 

Tabel I.5 

Rincian Perangkat Daerah dan Unit Kerja Perangkat Daerah serta  

Dasar Hukum Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Demak  

Tahun 2025 

No 

Nama Perangkat 

Daerah/ Unit Kerja 

Perangkat Daerah 

Dasar Hukum 

1 Sekretariat Daerah 

dan Staf Ahli Bupati 

Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2021 tentang Kedudukan, 

Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja 

Sekretariat Daerah dan Staf Ahli Bupati Kabupaten Demak 

2 Sekretariat Dewan 

Perwakilan Rakyat 

Daerah  

Peraturan Bupati Nomor 65 Tahun 2021 tentang Kedudukan, 

Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja 

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten 

Demak 

3 Inspektorat Daerah Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kedudukan, 

Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja 

Inspektorat Daerah Kabupaten Demak 

4 Dinas Pendidikan 

dan Kebudayaan 

Peraturan Bupati Nomor 66 Tahun 2021 tentang Kedudukan, 

Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja 

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Demak 



 

 BAB I PENDAHULUAN 

 

LPPD KABUPATEN DEMAK TAHUN 2025  I - 15 
 

 

No 

Nama Perangkat 

Daerah/ Unit Kerja 

Perangkat Daerah 

Dasar Hukum 

5 Dinas Kepemudaan 

dan Olahraga 

Peraturan Bupati Nomor 67 Tahun 2021 tentang Kedudukan, 

Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja 

Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Demak 

6 Dinas Pariwisata Peraturan Bupati Nomor 60 Tahun 2021 tentang Kedudukan, 

Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja 

Dinas Pariwisata Kabupaten Demak 

7 Dinas Kesehatan 

Daerah 

Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2024 tentang Kedudukan, 

Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja 

Dinas Kesehatan Daerah 

 a. Rumah Sakit 

Umum Daerah 

Sunan Kalijaga 

Kabupaten Demak 

Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2021 tentang Kedudukan, 

Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja 

Rumah Sakit Umum Daerah Sunan Kalijaga Kabupaten 

Demak Kelas C 

 b. Rumah Sakit 

Umum Daerah 

Sultan Fatah 

Kabupaten Demak  

Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2021 tentang Kedudukan, 

Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja 

Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Fatah Kabupaten Demak 

Kelas C 

 c. Puskesmas Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2021 tentang 

Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta 

Tata Hubungan Kerja Pusat Kesehatan Masyarakat pada 

Dinas Kesehatan Kabupaten Demak 

8 Dinas Sosial, 

Pemberdayaan 

Perempuan dan 

Perlindungan Anak 

Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, 

Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja 

Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan 

Anak Kabupaten Demak 

9 Dinas Kependudukan 

dan Pencatatan Sipil 

Peraturan Bupati Nomor 70 Tahun 2021 tentang Kedudukan, 

Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja 

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten 

Demak 

10 Dinas Pemberdayaan 

Masyarakat dan 

Desa, Pengendalian 

Penduduk dan 

Keluarga Berencana 

Peraturan Bupati Nomor 71 Tahun 2021 tentang Kedudukan, 

Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja 

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian 

Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Demak 

11 Satuan Polisi 

Pamong Praja 

Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2016 tentang Susunan 

Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja 

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Demak 

12 Dinas Penanaman 

Modal dan Pelayanan 

Terpadu Satu Pintu 

Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2022 tentang Kedudukan, 

Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja 

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

Kabupaten Demak 



 

 BAB I PENDAHULUAN 

 

LPPD KABUPATEN DEMAK TAHUN 2025  I - 16 
 

 

No 

Nama Perangkat 

Daerah/ Unit Kerja 

Perangkat Daerah 

Dasar Hukum 

13 Dinas Perdagangan, 

Koperasi, Usaha 

Kecil dan Menengah 

Peraturan Bupati Nomor 72 Tahun 2021 tentang Kedudukan, 

Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja 

Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 

Kabupaten Demak 

14 Dinas Tenaga Kerja 

dan Perindustrian 

Peraturan Bupati Nomor 73 Tahun 2021 tentang Kedudukan, 

Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja 

Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Demak 

15 Dinas Komunikasi 

dan Informatika 

Peraturan Bupati Nomor 74 Tahun 2021 tentang Kedudukan, 

Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja 

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Demak 

16 Dinas Pekerjaan 

Umum dan Penataan 

Ruang 

Peraturan Bupati Nomor 79 Tahun 2021 tentang Kedudukan, 

Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja 

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten 

Demak 

17 Dinas Perumahan 

dan Kawasan 

Permukiman 

Peraturan Bupati Nomor 76 Tahun 2021 tentang Kedudukan, 

Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja 

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten 

Demak 

18 Dinas Perhubungan Peraturan Bupati Nomor 77 Tahun 2021 tentang Kedudukan, 

Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja 

Dinas Perhubungan Kabupaten Demak 

19 Dinas Lingkungan 

Hidup 

Peraturan Bupati Nomor 78 Tahun 2021 tentang Kedudukan, 

Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja 

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Demak 

20 Dinas Pertanian dan 

Pangan 

Peraturan Bupati Nomor 75 Tahun 2021 tentang Kedudukan, 

Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja 

Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Demak 

21 Dinas Kelautan dan 

Perikanan 

Peraturan Bupati Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kedudukan, 

Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja 

Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Demak 

22 Dinas Perpustakaan 

dan Kearsipan 

Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2021 tentang Kedudukan, 

Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja 

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Demak 

23 Badan Kepegawaian 

dan Pengembangan 

Sumber Daya 

Manusia 

Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2024 tentang Kedudukan, 

Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja 

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya 

Manusia 

24 Badan Perencanaan 

Pembangunan, Riset, 

dan Inovasi Daerah 

Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2024 tentang Kedudukan, 

Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja 

Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi 

Daerah 

25 Badan Pengelolaan 

Keuangan, 

Peraturan Bupati Nomor 82 Tahun 2021 tentang Kedudukan, 

Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja 
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LPPD KABUPATEN DEMAK TAHUN 2025  I - 17 
 

 

No 

Nama Perangkat 

Daerah/ Unit Kerja 

Perangkat Daerah 

Dasar Hukum 

Pendapatan dan Aset 

Daerah 

Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset 

Daerah Kabupaten Demak 

26 Badan Kesatuan 

Bangsa dan Politik 

Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2024 tentang Kedudukan, 

Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja 

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 

27 Badan 

Penanggulangan 

Bencana Daerah 

Peraturan Bupati Nomor 84 Tahun 2021 tentang Kedudukan, 

Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja 

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Demak 

28 Kecamatan Peraturan Bupati Nomor 61 Tahun 2016 tentang Susunan 

Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja 

Kecamatan Kabupaten Demak 

Sumber: JDIH Kabupaten Demak, 2025 

F. Rincian Aparatur Sipil Negara 

Pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah diselenggarakan 

berdasarkan desain organisasi yang mengedepankan prinsip efisiensi dan 

efektivitas. Selain itu, pengaturan organisasi dilakukan dengan 

memperhatikan pembagian tugas secara tuntas, kejelasan tata kerja, rentang 

kendali yang proporsional, serta tingkat fleksibilitas organisasi. Desain 

tersebut juga disesuaikan dengan urusan pemerintahan yang menjadi 

kewenangan daerah, intensitas pelaksanaan urusan, serta potensi yang 

dimiliki daerah. Jumlah terkait Aparatur Sipil Negara (ASN) berdasarkan unit 

kerja Perangkat Daerah, antara lain: 

 

Tabel I.6 

Jumlah ASN Menurut Unit Kerja Perangkat Daerah 

NO PERANGKAT DAERAH 
RINCIAN ASN 

TOTAL 
Struktural Fungsional Pelaksana 

1 Sekretariat Daerah 20 36 132 188 

2 Sekretariat DPRD 7 9 36 52 

3 Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik 8 6 15 29 

4 
Badan Perencanaan Pembangunan, 
Riset, dan Inovasi Daerah 

16 10 22 48 

5 
Badan Kepegawaian dan 
Pengembangan Sumber Daya 
Manusia 

15 15 22 52 

6 
Badan Penanggulangan Bencana 
Daerah 

8 11 35 54 

7 
Badan Pengelolaan Keuangan, 
Pendapatan dan Aset Daerah 

14 9 56 79 

8 
Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha 
Kecil dan Menengah 

14 5 107 126 



 

 BAB I PENDAHULUAN 

 

LPPD KABUPATEN DEMAK TAHUN 2025  I - 18 
 

 

NO PERANGKAT DAERAH 
RINCIAN ASN 

TOTAL 
Struktural Fungsional Pelaksana 

  UPTD PASAR 3 0 28 31 

  UPTD METROLOGI LEGAL  1 4 2 7 

9 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 8 7 132 147 

  SD NEGERI 0 4104 335 4439 

  SMP NEGERI 0 977 160 1137 

  SPNF SKB 0 8 3 11 

  TK NEGERI 0 10 2 12 

  KORWIL 0 75 30 105 

  UPTD MUSEUM 0 0  3 3 

10 
Dinas Kependudukan dan Pencatatan 
Sipil 

7 10 63 80 

11 Dinas Perhubungan 7 8 59 74 

  
UPTD SARANA DAN 
PRASARANA PERHUBUNGAN 

1 0 1 2 

12 Dinas Kesehatan Daerah 19 45 46 110 

  Puskesmas 4 1106 125 1235 

  RSUD Sultan Fatah 13 185 56 254 

  RSUD Sunan Kalijaga 12 355 190 557 

  UPTD LABKES 1 10 6 17 

13 Dinas Komunikasi dan Informatika 10 15 29 54 

14 Dinas Lingkungan Hidup 9 9 233 251 

15 Dinas Kelautan dan Perikanan 9 6 23 38 

  UPTD Balai Benih Ikan 0 1 0  1 

16 
Dinas Tenaga Kerja dan 
Perindustrian 

11 16 24 51 

  UPTD Balai Latihan Kerja 1 1 2 4 

17 Dinas Pariwisata 9 9 36 54 

18 
Dinas Perumahan dan Kawasan 
Permukiman 

6 16 74 96 

19 
Dinas Pemberdayaan Masyarakat 
dan Desa, Pengendalian Penduduk 
dan Keluarga Berencana 

12 11 45 68 

20 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 9 9 26 44 

21 Dinas Pertanian dan Pangan 13 89 57 159 

  UPTD Balai Benih 1 0 0 1 

22 Dinas Kepemudaan dan Olah Raga 7 3 27 37 
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LPPD KABUPATEN DEMAK TAHUN 2025  I - 19 
 

 

NO PERANGKAT DAERAH 
RINCIAN ASN 

TOTAL 
Struktural Fungsional Pelaksana 

23 
Dinas Pekerjaan Umum dan 
Penataan Ruang 

16 21 106 143 

  
UPTD Pemeliharaan Jalan, 
Jembatan dan Irigasi Wilayah I - IV 

1 0 56 57 

24 
Dinas Sosial, Pemberdayaan 
Perempuan dan Perlindungan Anak 

11 5 49 65 

  UPTD Rumah Pelayanan Sosial  1 0 2 3 

25 
Dinas Penanaman Modal dan 
Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

8 14 21 43 

26 Inspektorat Daerah 8 33 22 63 

27 Satuan Polisi Pamong Praja 4 7 124 135 

28 Kecamatan Bonang 3 0 12 15 

29 Kecamatan Demak 5 0 17 22 

30 Kecamatan Dempet 2 
0 

8 10 

31 Kecamatan Gajah 3 
0 

8 11 

32 Kecamatan Guntur 4 1 9 14 

33 Kecamatan Karanganyar 4 
0 

14 18 

34 Kecamatan Karangawen 5 
0 

10 15 

35 Kecamatan Karangtengah 4 
0 

13 17 

36 Kecamatan Kebonagung 3 
0 

11 14 

37 Kecamatan Mijen 4 
0 

13 17 

38 Kecamatan Mranggen 2 
0 

14 16 

39 Kecamatan Sayung 4 
0 

11 15 

40 Kecamatan Wedung 4 
0 

11 15 

41 Kecamatan Wonosalam 5 
0 

11 16 

42 Kelurahan Betokan 2 
0 

7 9 

43 Kelurahan Bintoro 2 
0 

9 11 

44 Kelurahan Kadilangu 1 
0 

10 11 

45 Kelurahan Kalicilik 2 
0 

6 8 

46 Kelurahan Mangunjiwan 1 
0 

8 9 

47 Kelurahan Singorejo 1 
0 

6 7 

48 Pemerintah Kabupaten Demak 0  13 33 46 

  GRAND TOTAL 385 7286 2860 10531 

Sumber Data: BKPSDM Kabupaten Demak Tahun 2025 
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G. Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

1. Realisasi Anggaran Pendapatan Menurut Jenis Pendapatan 

Pada tahun 2025, realisasi pendapatan daerah sebesar 

Rp2.661.325.816.563,83 (turun -1,58%) dari realisasi tahun 2024 dengan 

penurunan tertinggi di lain-lain pendapatan daerah yang sah pada 

komponen pendapatan hibah (turun -99,92%). Selain itu Pendapatan Asli 

Daerah komponen lain-lain PAD yang sah juga menunjukkan penurunan 

(turun -94,68%), pendapatan transfer pemerintah daerah lainnya (turun -

35,72%), pendapatan transfer pemerintah pusat – lainnya (turun -22,14%), 

dan pendapatan transfer pemerintah pusat (turun -3,68%). 

Selain beberapa komponen yang mengalami penurunan, terdapat 

beberapa komponen pendapatan yang juga mengalami kenaikan. 

Kenaikan terbesar terlihat pada komponen pendapatan lainnya retribusi 

daerah yang naik sebesar 1273,72%. Selain itu komponen lain yang 

mengalami kenaikan adalah retribusi daerah (naik 704,29%), pendapatan 

pajak daerah (52,46%), bantuan keuangan (38,25%), dan pendapatan 

hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan (17,14%). 

Arah kebijakan Pendapatan Daerah pada Tahun Anggaran 2025, 

meliputi: 

a. Mengintensifkan penagihan pembayaran piutang pajak, selain tetap 

meningkatkan promosi pembayaran pajak, terutama pada Pajak Bumi 

dan Bangunan melalui kegiatan-kegiatan seperti undian berhadiah 

untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak; 

b. Meningkatkan pelayanan pembayaran pajak, retribusi dan investasi 

dengan penguatan Mall Pelayanan Publik termasuk MPP digital; 

c. Melakukan sinergi dan koordinasi dengan pemerintah provinsi dalam 

hal penghitungan opsen pajak PKB dan BBNKB dan validitas data 

wajib pajak untuk memberikan kepastian penerimaan kepada 

pemerintah kabupaten; 

d. Melakukan sinergi pemungutan opsen PKB dan BBNKB melalui 

pembentukan tim intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan pajak 

daerah, melakukan sinergi pelayanan bersama antara pelayanan 

pembayaran PBB-P2 dan pembayaran PKB, sosialisasi melalui media 

elektronik dan papan ruang untuk meningkatkan kesadaran 

pembayaran PKB dan BBNKB, dan pemberian apresiasi kepada desa 

yang taat dalam membayarkan PKB; 

e. Mendorong kegiatan-kegiatan kepariwisataan dan penyelenggaraan 

hiburan legal yang dapat berkontribusi pada penerimaan pajak dan 

retribusi; 
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f. Melakukan rehabilitasi pada pasar-pasar yang belum representatif 

untuk meningkatkan penerimaan dari retribusi pasar grosir/pertokoan; 

g. Menata penerimaan retribusi melalui digitalisasi dan penerapan billing 

center untuk mengurangi potensi kebocoran penerimaan; 

h. Memprioritaskan alokasi belanja operasional pada UPTD/Balai 

penghasil retribusi selain memberikan insentif pada unit penghasil 

retribusi; 

i. Melakukan penatausahaan Barang Milik Daerah dengan cermat dan 

menggiatkan penghapusan aset yang telah melewati waktu pakai; 

Mengupayakan penambahan Dana Alokasi Khusus, terutama untuk 

penanganan banjir dan rob; dengan memperbaiki kualitas pelaporan 

dan pengusulan; 

j. Mengupayakan peningkatan pendapatan Dana Insentif Fiskal dengan 

mengupayakan pemenuhan passing grade kesehatan fiskal dan 

pengelolaan keuangan daerah; mengupayakan pemenuhan standar 

pelayanan minimal terutama dalam bidang kesehatan, pendidikan, 

sanitasi dan air minum; menjaga iklim inovasi sinergi kebijakan; serta 

pemenuhan indikator kesejahteraan masyarakat;  

k. Menguatkan kerjasama Pemerintah-Swasta untuk meningkatkan 

peran serta dunia usaha dalam partisipasi pembangunan melalui 

program-program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan; dan 

l. Memperkuat kapasitas fiskal daerah, dengan peningkatan 

pendapatan dan kualitas belanja daerah, mendorong integrasi dan 

optimalisasi pendanaan dari berbagai sumber serta perbaikan tata 

kelola keuangan daerah. 
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Diagram I.1 

Anggaran dan Realisasi Pendapatan Daerah  

Kabupaten Demak Tahun 2025 

Sumber Data: BPKPAD Kabupaten Demak Tahun 2025 

Adapun rincian anggaran dan realisasi pendapatan daerah 

Kabupaten Demak Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam tabel 

berikut: 

Tabel I.7 

Rincian Anggaran dan Realisasi Pendapatan Daerah  

Kabupaten Demak Tahun 2025 

URAIAN ANGGARAN 

2025 

REALISASI 

2025 * 

% 

PENDAPATAN - LRA 2.610.961.447.170,00 2.661.325.816.563,83 101,93 

 
PENDAPATAN ASLI DAERAH 

(PAD) - LRA 

638.040.856.895,00 724.687.560.867,83 113,58 

  
Pendapatan Pajak Daerah - LRA 287.837.738.497,00 340.767.833.524,00 118,39 

  
Pendapatan Retribusi Daerah - 

LRA 

307.438.169.398,00 329.599.739.265,83 107,21 

  
Pendapatan Hasil Pengelolaan 

Kekayaan Daerah yang 

Dipisahkan - LRA 

33.959.699.000,00 38.477.679.571,00 113,30 

  
Lain-lain PAD Yang Sah - LRA 8.805.250.000,00 15.842.308.507,00 179,92 

 
PENDAPATAN TRANSFER - 

LRA 

1.963.064.205.956,00 1.926.777.382.839,00 98,15 

  
Pendapatan Transfer Pemerintah 

Pusat - LRA 

1.474.822.169.508,00 1.509.639.702.893,00 102,36 

  
Pendapatan Transfer Pemerintah 

Pusat - Lainnya - LRA 

282.893.766.000,00 221.984.381.524,00 78,47 

0,00

500.000.000.000,00

1.000.000.000.000,00

1.500.000.000.000,00

2.000.000.000.000,00

2.500.000.000.000,00

PENDAPATAN
ASLI DAERAH

 PENDAPATAN
TRANSFER

 LAIN-LAIN
PENDAPATAN
DAERAH YANG

SAH

Anggaran 638.040.856.895,00 1.963.064.205.956,0 9.856.384.319,00

Realisasi 724.687.560.867,83 1.926.777.382.839,0 9.860.872.857,00



 

 BAB I PENDAHULUAN 

 

LPPD KABUPATEN DEMAK TAHUN 2025  I - 23 
 

 

  
Pendapatan Transfer Pemerintah 

Daerah Lainnya - LRA 

141.000.270.448,00 131.270.431.705,00 93,10 

  
Bantuan Keuangan - LRA 64.348.000.000,00 63.882.866.717,00 99,28 

 
LAIN-LAIN PENDAPATAN 

DAERAH YANG SAH - LRA 

9.856.384.319,00 9.860.872.857,00 100,05 

  
Pendapatan Hibah - LRA 0,00 4.488.538,00 0,00 

  
Pendapatan Lainnya - LRA 9.856.384.319,00 9.856.384.319,00 0,00 

*unaudited 

 Sumber Data: BPKPAD Kabupaten Demak Tahun 2025 

2. Realisasi Belanja Menurut Jenis Belanja 

Belanja daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui 

sebagai pengurang nilai kekayaan daerah yang meliputi semua 

pengeluaran dalam satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh 

pembayarannya kembali oleh Daerah. Belanja Daerah Kabupaten Demak 

selama 2022-2024 rata-rata meningkat 3,50%. Meningkatnya belanja 

daerah terjadi pada komponen belanja pegawai, hal ini karena adanya 

penambahan ASN P3K pada tahun 2024. Selain itu, alokasi untuk belanja 

modal tanah serta belanja aset lainnya (belanja modal BLUD) juga 

mengalami kenaikan. Sebaliknya, penurunan terjadi pada belanja bantuan 

sosial, belanja modal dan peralatan, Belanja Modal Gedung dan 

Bangunan, dan belanja transfer.  

Penurunan yang paling menonjol di antara komponen belanja 

modal, terjadi pada Belanja Modal Gedung dan Bangunan. Pada tahun 

2022, Pemerintah Kabupaten Demak merealisasikan pembangunan 

berbagai sarana fisik, antara lain sport center, Mall Pelayanan Publik, satu 

unit gedung perkantoran, serta melakukan rehabilitasi terhadap enam 

pasar. Sementara itu, pada tahun 2023 kegiatan pembangunan gedung 

mengalami penurunan, yang ditandai dengan pembangunan dua unit 

pasar dan pelaksanaan rehabilitasi gedung. Sementara tahun 2024, 

Pemerintah Kabupaten Demak telah membangun dua unit Gedung 

perkantoran, satu unit Gedung pelayanan kesehatan dan rehabilitasi 

gedung. 

Setelah mengalami penurunan sebesar 5,63% pada tahun 2023, 

belanja transfer pada tahun 2024 kembali menunjukkan peningkatan 

sebesar 5,19% dibandingkan tahun 2023. Belanja transfer merupakan 

bentuk pengeluaran Pemerintah Daerah yang dialokasikan kepada 

Pemerintah Daerah lainnya dan/atau Pemerintah Desa. Komponen 

belanja ini terdiri atas belanja bagi hasil dan belanja bantuan keuangan. 

Penyaluran belanja bagi hasil dilakukan berdasarkan perolehan pajak dan 

pendapatan daerah, sementara belanja bantuan keuangan pada 

umumnya dialokasikan untuk Pemerintah Desa. 



 

 BAB I PENDAHULUAN 

 

LPPD KABUPATEN DEMAK TAHUN 2025  I - 24 
 

 

Belanja operasi mengalami kenaikan dengan rata-rata 6,82% per 

tahun. Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan 

sehari-hari pemerintah daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Di 

dalam belanja operasi, terdapat belanja pegawai, belanja barang jasa, 

belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah dan belanja bantuan sosial. 

Belanja pegawai sempat berkurang pada tahun 2021, tetapi naik kembali 

di tahun 2022, 2023 dan 2024 karena adanya penambahan CPNS dan 

PPPK. Belanja pegawai merupakan kompensasi yang diberikan kepada 

Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, pimpinan dan anggota DPRD, 

Pegawai ASN berupa gaji dan tunjangan, tambahan penghasilan, serta 

insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah. 

Pada tahun 2023 dan 2024, belanja hibah menunjukkan 

peningkatan yang cukup signifikan, yang lebih banyak digunakan untuk 

pembiayaan pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak. Pada tahun 

2023, Pemerintah Kabupaten Demak mengalokasikan sebesar 40 persen 

dari NPHD atau setara dengan Rp18,8 miliar, yang disalurkan antara lain 

kepada KPU, Bawaslu, Polres, dan Kodim. Selanjutnya pada tahun 2024, 

sebesar Rp38 miliar belanja hibah dialokasikan kepada lembaga 

penyelenggara Pilkada 2024. Selain itu, belanja hibah juga diberikan 

kepada berbagai lembaga, seperti lembaga keagamaan, lembaga 

kemasyarakatan, lembaga politik, organisasi olahraga daerah, serta 

lembaga atau organisasi lain yang peruntukannya telah ditetapkan secara 

khusus. 

Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran anggaran atas 

beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang 

tidak dapat diprediksi sebelumnya. Belanja tak terduga tidak digunakan 

pada tahun 2024. 

Secara rata-rata, proporsi belanja daerah selama 2022-2024 yaitu 

71,02% belanja operasi, 11,87% belanja modal, dan 17,11% belanja 

transfer. Belanja pegawai masih menempati porsi terbesar belanja daerah, 

yaitu sebesar 36,99%. Proporsi belanja pegawai terhadap APBD sempat 

berkurang di angka 35,74% pada tahun 2022. Porsi ini bertambah 

signifikan pada tahun 2023 dan 2024 karena masuknya 523 PPPK tahun 

2023 dan 436 PPPK tahun 2024, sehingga proporsi belanja pegawai naik 

kembali di angka 38,01% (2024). Adanya kebijakan kenaikan gaji ASN 

sebesar 8% juga menjadi salah satu faktor. 

Sampai dengan 31 Maret 2025, realisasi belanja baru tercapai 

sebesar 19,68%. Komponen dengan realisasi terbesar adalah belanja 

transfer yaitu 31,64% yang terdiri dari bantuan keuangan umum dan 

khusus yang diberikan kepada desa, kemudian belanja pegawai mencapai 

24,01% disusul belanja barang dan jasa sebesar 12,77%. Sementara itu, 

realisasi belanja lainnya masih di bawah 10%. Belanja yang bersumber 
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dari DAK sebagian besar belum dilaksanakan karena menunggu 

perubahan juknis dari pemerintah pusat. Keseluruhan belanja akan 

didorong pelaksanaannya agar pembangunan dapat berjalan tepat waktu.  

Pada Perubahan RKPD 2025, proyeksi belanja naik 5,24% seiring 

dengan naiknya Pendapatan Daerah dan Penerimaan Pembiayaan. 

Kenaikan signifikan terjadi pada Belanja Modal sebesar 39,64%, disusul 

Belanja Operasi 3,68% dan Belanja Transfer 0,22%. Belanja Tak Terduga 

berkurang 60% dari semula Rp5 miliar menjadi Rp2 miliar. 

Pada Perubahan RKPD Tahun 2025, belanja pegawai naik 1,69% 

atau sebesar Rp19,2 miliar yang sebagian besar berasal dari 

bertambahnya Tunjangan Profesi Guru. Dengan penambahan tersebut, 

proporsi belanja pegawai bertambah menjadi 41,85%. Alokasi belanja 

pegawai di luar tunjangan guru sebesar Rp917,74 miliar atau setara 

33,33%. 

Belanja barang dan jasa pada Perubahan RKPD 2025 diproyeksi 

meningkat 7,15%. Salah satu penggunaan belanja barang dan jasa yaitu 

pembayaran iur jaminan kesehatan untuk mempertahankan universal 

health coverage (UHC) di atas 98%. Kabupaten Demak telah meraih UHC 

pada tahun 2023 dan telah memberikan pula jaminan ketenagakerjaan 

kepada aparatur pemerintah desa dan pekerja rentan. 

Belanja hibah antara lain digunakan untuk hibah kepada lembaga 

keagamaan, lembaga masyarakat, lembaga politik, organisasi olahraga 

daerah dan lembaga/organisasi lain yang secara spesifik telah ditetapkan 

peruntukannya. Pada RKPD 2025, belanja hibah menurun signifikan 

setidaknya Rp44 miliar setelah berakhirnya pilkada serentak tahun 2024 

lalu. Total belanja hibah pada APBD 2025 yaitu sebesar Rp82,1 miliar, 

sementara pada Perubahan RKPD 2025 berkurang Rp420 juta. 

Belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan 

pemberian bantuan kepada individu, keluarga dan atau masyarakat yang 

bertujuan untuk perlindungan risiko sosial. Belanja bantuan sosial pada 

RKPD 2025 dianggarkan sebesar Rp10,5 miliar, bertambah pada tahap 

APBD 2025 menjadi Rp12,18 miliar dan diproyeksikan turun menjadi 

Rp11,76 miliar pada perubahan RKPD 2025. 

Alokasi belanja modal pada Perubahan RKPD 2025 diproyeksikan 

naik 39,64% dari APBD 2025 (Pergeseran). Kenaikan terbesar ada pada 

komponen belanja modal peralatan dan mesin yang sebagian besar 

merupakan belanja alat peraga pendidikan, alat kesehatan, alat 

kelengkapan jalan, dan alat dan mesin perkantoran. 

Besaran belanja modal gedung dan bangunan pada Perubahan 

RKPD 2025 juga diproyeksikan naik signifikan sebesar 69,76% dari APBD 

2025 (pergeseran). Pemerintah Kabupaten Demak pada tahun 2025 
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berencana membangun dua unit gedung perkantoran, gedung pelayanan 

kesehatan, puskesmas pembantu, pembangunan pasar, rehabilitasi 

sarana pendidikan, olahraga serta pembangunan sejumlah ruang terbuka 

hijau. 

Belanja modal jalan, irigasi dan jaringan pada Perubahan RKPD 

2025 juga naik 28,78% seiring bertambahnya pembangunan dan 

rehabilitasi jalan kabupaten, prasarana dan sarana utilitas umum, jaringan 

irigasi dan jaringan kelengkapan jalan. 

Belanja modal aset tetap lainnya naik 100,56% pada Perubahan 

RKPD 2025. Penambahan tersebut karena penambahan aset BOS, 

pengadaan buku, bahan bacaan, dan alat musik untuk pelestarian 

kesenian tradisional. Belanja modal aset lainnya turun 63,76%, menjadi 

Rp540 juta karena beralihnya kegiatan pengadaan software. 

Besaran belanja transfer tahun 2025 relatif sama dengan APBD. 

Alokasi dana desa yang masuk dalam belanja bantuan keuangan 

dianggarkan sesuai dengan PMK Nomor 130 Tahun 2023 tentang Tata 

Cara Penundaan dan/atau Pemotongan Dana Alokasi Umum dan/atau 

Dana Bagi Hasil terhadap Daerah yang Tidak Memenuhi Alokasi Dana 

Desa yang menyebutkan ADD paling sedikit 10% dari DAU dan DBH. 

DAU-SG pada tahun 2025 telah dipenuhi sesuai KMK Nomor 29 

Tahun 2025 tentang Penyesuaian Rincian Alokasi Transfer ke Daerah 

menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2025 dalam rangka 

Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran APBN dan APBD Tahun 

Anggaran 2025. Alokasi belanja pendidikan sebesar paling rendah 20% 

dari total belanja daerah telah dipenuhi. Namun alokasi belanja pegawai 

di luar tunjangan guru dan belanja infrastruktur pelayanan publik belum 

dapat terpenuhi sebagaimana disebutkan dalam PMK Nomor 24 Tahun 

2024 tentang Tata Cara Penundaan dan/atau Pemotongan Dana Transfer 

ke Daerah atas Pemenuhan Belanja Wajib dalam Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Daerah. Alokasi belanja untuk pengembangan kompetensi 

penyelenggara pemerintah daerah dan alokasi belanja pengawasan 

belum dapat dipenuhi sesuai ketentuan perundang-undangan mengingat 

ruang fiskal yang sangat terbatas. Demikian pula pada pemenuhan 

pendanaan kelurahan yang belum dapat didanai sesuai ketentuan 

Permendagri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan 

Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di 

Kelurahan. Namun, Pemerintah Kabupaten Demak tetap berupaya 

meningkatkan anggaran mandatory spending secara bertahap sampai 

memenuhi ketentuan yang disyaratkan. 

Mempertimbangkan proyeksi Belanja Daerah yang telah disusun, 

maka arah kebijakan belanja daerah tahun 2025, yaitu: 
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a. Belanja daerah digunakan dengan urutan prioritas membiayai 

kebutuhan belanja mengikat (gaji pegawai, tagihan listrik, tagihan air, 

dsb), kebutuhan belanja yang telah diatur penggunaannya oleh 

peraturan perundangan/mandatory spending (SPM, pemenuhan 

alokasi pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dsb), SiLPA mengikat, 

kebutuhan belanja untuk mendukung program unggulan daerah dan 

terakhir untuk membiayai belanja lainnya yang menjadi kewenangan 

Pemerintah Kabupaten; 

b. Menindaklanjuti Inpres Nomor 1 Tahun 2025 dengan membatasi 

belanja daerah untuk kegiatan yang bersifat seremonial, kajian, studi 

banding, pencetakan, publikasi, dan seminar; mengurangi belanja 

perjalanan dinas sebesar 50%; serta memfokuskan alokasi anggaran 

belanja pada target kinerja pelayanan publik; 

c. Belanja yang bersumber dari DAU spesifik tetap dipenuhi sesuai 

ketentuan perundangan; 

d. Belanja pegawai agar dianggarkan dengan cermat, memperhatikan 

peraturan perundangan, dan secara bertahap melakukan 

penyesuaian maksimal 30% dari total belanja daerah pada tahun 

2027. Selain itu, perlu dipersiapkan kebijakan sebagai antisipasi 

keberlanjutan pegawai tidak tetap/honorer/non ASN; 

e. Penggunaan belanja barang dan jasa didorong untuk peningkatan 

daya saing perekonomian daerah yang berdampak pada penurunan 

tingkat kemiskinan dan menghilangkan kemiskinan ekstrem di 

Kabupaten Demak. Belanja barang dan jasa diprioritaskan untuk 

menggunakan produk lokal, terutama UMKM, dan tenaga kerja dalam 

daerah guna mengurangi pengangguran dan meningkatkan nilai 

tambah produksi. Belanja barang dan jasa harus mendasarkan prinsip 

selektif dan efisien, menghasilkan efek berganda pada sektor lainnya, 

dan berorientasi pelayanan; 

f. Belanja hibah digunakan antara lain untuk memenuhi keperluan 

Pemilihan Serentak, diberikan kepada lembaga/kelompok/partai 

politik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan 

diarahkan untuk mendukung prioritas Pembangunan; 

g. Belanja bantuan sosial dioptimalkan untuk mengurangi angka 

kemiskinan dan pengentasan kemiskinan ekstrim, serta mendukung 

program prioritas; 

h. Belanja modal digunakan dengan urutan prioritas pemenuhan 

kebutuhan dasar (pendidikan, kesehatan, air minum, sanitasi, 

perumahan, sosial, ketentraman dan ketertiban, serta kebencanaan); 

belanja modal yang dapat berkontribusi pada pendapatan; dan belanja 

modal untuk mendukung program prioritas Bupati; 
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i. Belanja tidak terduga agar tetap dianggarkan untuk cadangan apabila 

terjadi keadaan darurat dan mendesak yang tidak dapat diprediksi 

sebelumnya seperti bencana alam, bencana non alam, dan bencana 

sosial;  

j. Belanja transfer diberikan kepada Pemerintah Provinsi atas bagi hasil 

pajak/pendapatan lainnya dan Pemerintah Desa dalam bentuk 

bantuan keuangan.  

k. Bantuan keuangan kepada Desa diarahkan untuk pemerataan 

pembangunan infrastruktur dan penanganan kemiskinan ekstrem. 

Diagram I.2 

Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah 

Kabupaten Demak Tahun 2025 

 

Sumber Data: BPKPAD Kabupaten Demak Tahun 2025                          

Adapun rincian anggaran dan realisasi belanja daerah Kabupaten 

Demak Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam tabel berikut: 

Tabel I.8 

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah  

Kabupaten Demak Tahun 2025 

URAIAN ANGGARAN 

2025 

REALISASI 

2025* 

% 

BELANJA 2.782.179.122.141,34 2.578.924.935.659,20 92,69 

       
 

BELANJA OPERASI 2.097.774.650.558,34 1.975.565.414.646,20 94,17 
  

Belanja Pegawai 1.114.958.187.286,00 1.037.230.057.560,00 93,03 

0,00

500.000.000.000,00

1.000.000.000.000,00

1.500.000.000.000,00

2.000.000.000.000,00

2.500.000.000.000,00

BELANJA
OPERASI

 BELANJA
MODAL

 BELANJA
TAK

TERDUGA

 BELANJA
TRANSFER

Anggaran 2.097.774.650. 239.177.959.43 1.541.000.000, 443.685.512.14

Realisasi 1.975.565.414. 221.122.666.89 339.610.000,00 381.897.244.11
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Belanja Barang dan Jasa 886.989.966.272,34 848.321.266.555,20 95,64 

  
Belanja Hibah 82.965.510.000,00 78.218.668.531,00 94,28 

  
Belanja Bantuan Sosial 12.860.987.000,00 11.795.422.000,00 91,71 

       
 

BELANJA MODAL 239.177.959.437,00 221.122.666.897,00 92,45 

  
Belanja Modal Tanah 0,00 0,00 0,00 

  
Belanja Modal Peralatan dan 

Mesin 

90.180.705.927,00 79.211.657.041,00 87,84 

  
Belanja Modal Gedung dan 

Bangunan 

46.825.637.409,00 42.369.633.602,00 90,48 

  
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan 

Jaringan 

90.271.142.307,00 87.752.972.060,00 97,21 

  
Belanja Modal Aset Tetap 

Lainnya 

11.799.473.794,00 11.724.364.194,00 99,36 

  
Belanja Modal Aset Lainnya                 

101.000.000,00  

64.040.000,00 63,41 

       
 

BELANJA TAK TERDUGA 1.541.000.000,00 339.610.000,00 22,04 

    Belanja Tak Terduga 1.541.000.000,00 339.610.000,00 22,04 

BELANJA TRANSFER 443.685.512.146,00 381.897.244.116,00 86,07 
       
 

TRANSFER BAGI HASIL 

PENDAPATAN 

26.863.712.846,00 26.714.829.292,00 99,45 

  
Transfer Bagi Hasil Pajak 

Daerah 

22.415.694.336,00 22.359.694.336,00 99,75 

  
Transfer Bagi Hasil Pendapatan 

Lainnya 

4.448.018.510,00 4.355.134.956,00 97,91 

 
TRANSFER BANTUAN 

KEUANGAN 

416.821.799.300,00 355.182.414.824,00 85,21 

  
Transfer Bantuan Keuangan ke 

Desa 

416.821.799.300,00 355.182.414.824,00 85,21 

*Unaudited 

Sumber Data: BPKPAD Kabupaten Demak Tahun 2025 

3. Realisasi Pembiayaan Menurut Jenis Pembiayaan 

Dalam pengelolaan keuangan daerah, pembiayaan daerah 

mencakup seluruh transaksi berupa penerimaan yang wajib dibayar 

dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik dalam tahun 

anggaran berjalan maupun pada tahun anggaran berikutnya. Secara 

prinsip, pembiayaan daerah digunakan untuk menutup defisit anggaran 

atau memanfaatkan surplus yang terjadi. Penerimaan pembiayaan dapat 

bersumber dari berbagai pos, antara lain pencairan sisa lebih perhitungan 

anggaran tahun sebelumnya, pemanfaatan dana cadangan, hasil 

penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman 

daerah, pengembalian pinjaman yang diberikan, serta penerimaan 

piutang daerah yang disesuaikan dengan kondisi keuangan daerah. 

Adapun pengeluaran pembiayaan dialokasikan untuk pembentukan dana 

cadangan, penyertaan modal atau investasi daerah yang ditetapkan 

melalui Peraturan Daerah, pembayaran pokok utang yang telah jatuh 
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tempo, serta pemberian pinjaman kepada pemerintah daerah lain sesuai 

dengan perjanjian pinjaman yang berlaku. 

Penerimaan pembiayaan daerah Kabupaten Demak selama kurun 

waktu 2022-2024 sebagian besar bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan 

Anggaran (SiLPA) tahun anggaran sebelumnya. Besaran SiLPA rata-rata 

turun 24,49% per tahun. Penurunan terbesar terjadi di tahun 2023, 

sebesar 42,52%. Hal ini salah satunya akibat diberlakukannya DAU 

spesifik. Pada APBD 2025, SiLPA dipasang Rp85,5 miliar dan 

diproyeksikan naik menjadi Rp171,2 miliar pada Perubahan RKPD 2025. 

Kenaikan SiLPA lebih banyak disumbang dari SiLPA terikat, yaitu 

SiLPA yang telah ditentukan penggunaannya SiLPA terikat meliputi dana 

insentif fiskal, DAK Fisik dan DAK NonFisik, DBHCHT, DAU-SG, BOS, 

BOK dan BLUD. Dengan total SiLPA terikat sebesar Rp86,2 miliar dan 

SiLPA yang sudah dipasang kembali Rp82,5 miliar, maka SiLPA bebas 

yang dapat digunakan hanya sebesar Rp2,4 miliar. 

Pengeluaran pembiayaan dialokasikan untuk membiayai 

pengeluaran yang pada prinsipnya akan diterima kembali, baik dalam 

tahun anggaran berjalan maupun pada tahun anggaran berikutnya. 

Selama ini, Pengeluaran Pembiayaan Daerah di Kabupaten Demak hanya 

dimanfaatkan untuk kegiatan penyertaan modal, yang pengaturannya 

ditetapkan melalui Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2018. Pada tahun 

2023, Pemerintah Kabupaten Demak menurunkan nilai penyertaan modal 

menjadi sebesar Rp12 miliar dan kembali mengalami penurunan pada 

tahun 2024 hingga mencapai Rp2 miliar. Selanjutnya, seiring dengan 

beratnya beban alokasi belanja dalam APBD Tahun 2025, Pemerintah 

Kabupaten Demak tidak menganggarkan penyertaan modal pada tahun 

tersebut. 

Pada tahun 2025, arah kebijakan pembiayaan daerah disesuaikan 

dengan kondisi keseimbangan anggaran. Apabila terdapat indikasi 

terjadinya defisit anggaran, maka perlu diantisipasi melalui penetapan 

kebijakan yang berdampak pada peningkatan penerimaan pembiayaan 

daerah. Sebaliknya, apabila terdapat kecenderungan surplus anggaran, 

kebijakan pembiayaan diarahkan pada pengelolaan pengeluaran 

pembiayaan daerah, khususnya pada pos penyertaan modal. 

Arah kebijakan pembiayaan daerah tahun 2025 meliputi: 

a. Dalam hal terdapat sisa lebih perhitungan anggaran tahun 

sebelumnya (SILPA), maka penggunaannya akan disesuaikan pada 

Perubahan RKPD; dan 

b. Mengupayakan perluasan akses terhadap alternatif pembiayaan 

untuk akselerasi pembangunan. 
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Diagram I.3 

Anggaran dan Realisasi Pembiayaan Kabupaten Demak Tahun 2025 

 

 
Sumber Data: BPKPAD Kabupaten Demak Tahun 2025 

Adapun rincian anggaran dan realisasi pembiayaan daerah 

Kabupaten Demak Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam tabel 

berikut: 

Tabel I.9 

Rincian Anggaran dan Realisasi Pembiayaan 

Kabupaten Demak Tahun 2025 

URAIAN ANGGARAN 

2025 

REALISASI 

2025* 

% 

PEMBIAYAAN 
   

 
PENERIMAAN 

PEMBIAYAAN 

171.217.674.971,34 171.256.472.096,34 100,02 

  
Penggunaan SiLPA 171.217.674.971,34 171.217.674.971,34 100,00 

  
Penerimaan Kembali Piutang 0,00 38.797.125,00 0,00 

 
PENGELUARAN 

PEMBIAYAAN 

0,00 0,00 0,00 

  
Penyertaan Modal/Investasi 

Pemerintah Daerah 

0,00 0,00 0,00 

*Unaudited 

Sumber Data: BPKPAD Kabupaten Demak Tahun 2025 
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Anggaran 171.217.674.971,34 0,00

Realisasi 171.256.472.096,34 0,00
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H. Pelaksanaan Program Berdasarkan Urusan Pemerintahan, Fungsi 
Penunjang Urusan Pemerintahan, Fungsi Pengawasan dan Fungsi 
Pendukung Urusan Pemerintahan yang Memuat Alokasi Anggaran dan 
Realisasi Belanja 

Dalam rangka mendukung tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, 

dan transparan, setiap program ditetapkan dan dilaksanakan berdasarkan 

urusan pemerintahan yang telah ditentukan. Pelaksanaan program tersebut 

mencakup berbagai aspek, termasuk fungsi penunjang, pengawasan, serta 

fungsi pendukung, agar kebijakan yang diterapkan dapat berjalan optimal dan 

sesuai dengan kebutuhan pembangunan serta pelayanan publik. 

Keberhasilan pelaksanaan program sangat dipengaruhi oleh ketepatan 

dalam pengalokasian anggaran serta realisasi belanja. Oleh karena itu, 

kesesuaian antara perencanaan anggaran dan implementasinya di lapangan 

perlu dievaluasi secara berkelanjutan untuk menjamin pemanfaatan sumber 

daya yang efisien dan mendukung tercapainya sasaran pembangunan. 

Melalui pendekatan tersebut, kebijakan yang ditetapkan diharapkan menjadi 

lebih terarah dan mampu memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat. 

Berdasarkan data yang tersedia, alokasi anggaran untuk berbagai 

urusan pemerintahan mencakup bidang pendidikan, kesehatan, pekerjaan 

umum, perumahan, ketertiban umum, sosial, tenaga kerja, pemberdayaan 

perempuan, pangan, lingkungan hidup, serta bidang administrasi 

kependudukan dan pencatatan sipil. Beberapa sektor lain yang turut 

mendapatkan alokasi anggaran meliputi perhubungan, komunikasi dan 

informatika, koperasi dan UKM, penanaman modal, kepemudaan dan 

olahraga, kebudayaan, perpustakaan, kelautan dan perikanan, perindustrian, 

perdagangan, pertanian, serta transmigrasi. Selain itu, unsur penunjang 

urusan pemerintahan, unsur pengawasan, dan unsur pemerintahan umum 

juga memperoleh alokasi anggaran sesuai dengan kebutuhan. 

Dari total anggaran yang dialokasikan sebesar Rp2.782.179.122.141,34, 

realisasi belanja yang telah terserap mencapai Rp2.578.924.935.659,20. Hal 

ini menunjukkan bahwa sebagian besar program telah dijalankan sesuai 

rencana, meskipun terdapat selisih antara anggaran yang disediakan dan 

realisasinya. Beberapa sektor, seperti pendidikan dan kesehatan, memiliki 

tingkat penyerapan yang cukup tinggi, menandakan bahwa alokasi anggaran 

yang diberikan telah dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung 

penyelenggaraan layanan publik. 

Meskipun demikian, masih terdapat beberapa bidang dengan selisih 

yang cukup signifikan antara anggaran dan realisasi belanja, yang 

mengindikasikan adanya kendala dalam pelaksanaan program. Beberapa 

unsur kewilayahan pada kecamatan seperti Kecamatan Kebonagung dan 

Kecamatan Dempet masih memiliki tingkat penyerapan yang cukup rendah 

dibandingkan dengan unsur pemerintahan lainnya. Pada Kecamatan 

Kebonagung, anggaran yang dialokasikan sebesar Rp2.644.487.251 dengan 
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realisasi sebesar 76,70% atau sebesar Rp2.028.361.824. Faktor-faktor seperti 

efisiensi dalam pengadaan, perubahan prioritas kebijakan, serta tantangan 

dalam implementasi dapat berkontribusi terhadap perbedaan ini. Oleh karena 

itu, diperlukan evaluasi lebih lanjut untuk mengidentifikasi faktor penyebab dan 

meningkatkan efektivitas pengelolaan anggaran di masa mendatang. 
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Tabel I.10 

Pelaksanaan Program Berdasarkan Urusan Pemerintahan, Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan, Fungsi Pengawasan dan 

Fungsi Pendukung Urusan Pemerintahan yang Memuat Alokasi Anggaran dan Realisasi Belanja 

Kabupaten Demak Tahun 2025 

KODE 

URUSAN 
KODE OPD 

KODE 

PROGRAM 

KEGIATAN 

URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN 

DAN SUB KEGIATAN 
ANGGARAN REALISASI 

1     
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN 

DENGAN PELAYANAN DASAR 
1.788.674.455.305,64 1.696.368.650.040,20 

1.01     URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN 830.852.358.835,00 793.376.678.359,00 

1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000   DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 830.852.358.835,00 793.376.678.359,00 

1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 1.01.01 
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 

Kabupaten/Kota 
625.596.609.871,00 593.478.276.902,00 

1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 1.01.02 Program Pengelolaan Pendidikan 203.569.730.060,00 198.610.543.582,00 

1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 1.01.03 Program Pengembangan Kurikulum 160.000.000,00 77.665.000,00 

1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 1.01.04 Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan 1.526.018.904,00 1.201.945.875,00 

1.02     URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 607.525.465.986,84 575.004.529.642,20 

1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000   DINAS KESEHATAN DAERAH 238.911.630.524,50 226.249.251.958,00 

1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.01 
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 

Kabupaten/Kota 
141.939.206.645,00 132.798.524.928,00 

1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02 
Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya 

Kesehatan Masyarakat 
94.024.430.779,50 90.568.756.602,00 

1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.03 
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia 

Kesehatan 
1.591.791.000,00 1.566.221.178,00 
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KODE 

URUSAN 
KODE OPD 

KODE 

PROGRAM 

KEGIATAN 

URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN 

DAN SUB KEGIATAN 
ANGGARAN REALISASI 

1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.04 
Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan 

Minuman 
632.302.000,00 617.083.800,00 

1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.05 Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan 723.900.100,00 698.665.450,00 

1.02 1.02.0.00.0.00.01.0001   RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SUNAN KALIJAGA 172.239.505.153,35 163.498.180.002,00 

1.02 1.02.0.00.0.00.01.0001 1.02.01 
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 

Kabupaten/Kota 
156.223.309.153,35 147.877.750.712,00 

1.02 1.02.0.00.0.00.01.0001 1.02.02 
Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya 

Kesehatan Masyarakat 
16.016.196.000,00 15.620.429.290,00 

1.02 1.02.0.00.0.00.01.0002   RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SULTAN FATAH 99.352.578.451,99 92.530.602.409,20 

1.02 1.02.0.00.0.00.01.0002 1.02.01 
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 

Kabupaten/Kota 
96.252.578.451,99 89.612.391.032,20 

1.02 1.02.0.00.0.00.01.0002 1.02.02 
Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya 

Kesehatan Masyarakat 
3.100.000.000,00 2.918.211.377,00 

1.02 1.02.0.00.0.00.01.0004   PUSKESMAS MRANGGEN I 3.219.042.763,00 2.995.373.437,00 

1.02 1.02.0.00.0.00.01.0004 1.02.01 
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 

Kabupaten/Kota 
2.443.849.763,00 2.225.709.720,00 

1.02 1.02.0.00.0.00.01.0004 1.02.02 
Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya 

Kesehatan Masyarakat 
769.291.000,00 764.037.717,00 

1.02 1.02.0.00.0.00.01.0004 1.02.05 Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan 5.902.000,00 5.626.000,00 

1.02 1.02.0.00.0.00.01.0005   PUSKESMAS MRANGGEN II 2.708.202.138,00 2.634.227.374,00 

1.02 1.02.0.00.0.00.01.0005 1.02.01 
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 

Kabupaten/Kota 
1.946.068.138,00 1.875.426.870,00 
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KODE 

URUSAN 
KODE OPD 

KODE 

PROGRAM 

KEGIATAN 

URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN 

DAN SUB KEGIATAN 
ANGGARAN REALISASI 

1.02 1.02.0.00.0.00.01.0005 1.02.02 
Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya 

Kesehatan Masyarakat 
748.212.000,00 744.878.504,00 

1.02 1.02.0.00.0.00.01.0005 1.02.05 Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan 13.922.000,00 13.922.000,00 

1.02 1.02.0.00.0.00.01.0006   PUSKESMAS MRANGGEN III 3.789.545.478,00 3.411.317.244,00 

1.02 1.02.0.00.0.00.01.0006 1.02.01 
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 

Kabupaten/Kota 
3.022.820.478,00 2.647.117.208,00 

1.02 1.02.0.00.0.00.01.0006 1.02.02 
Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya 

Kesehatan Masyarakat 
758.743.000,00 756.218.036,00 

1.02 1.02.0.00.0.00.01.0006 1.02.05 Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan 7.982.000,00 7.982.000,00 

1.02 1.02.0.00.0.00.01.0007   PUSKESMAS KARANGAWEN I 4.304.800.821,00 3.998.290.098,00 

1.02 1.02.0.00.0.00.01.0007 1.02.01 
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 

Kabupaten/Kota 
3.530.601.821,00 3.226.514.842,00 

1.02 1.02.0.00.0.00.01.0007 1.02.02 
Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya 

Kesehatan Masyarakat 
767.364.000,00 764.959.256,00 

1.02 1.02.0.00.0.00.01.0007 1.02.05 Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan 6.835.000,00 6.816.000,00 

1.02 1.02.0.00.0.00.01.0008   PUSKESMAS KARANGAWEN II 4.000.375.753,00 3.899.481.904,00 

1.02 1.02.0.00.0.00.01.0008 1.02.01 
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 

Kabupaten/Kota 
3.244.243.753,00 3.143.517.810,00 

1.02 1.02.0.00.0.00.01.0008 1.02.02 
Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya 

Kesehatan Masyarakat 
751.762.000,00 751.698.094,00 

1.02 1.02.0.00.0.00.01.0008 1.02.05 Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan 4.370.000,00 4.266.000,00 

1.02 1.02.0.00.0.00.01.0009   PUSKESMAS GUNTUR I 5.091.527.829,00 4.962.967.492,00 
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KODE 

URUSAN 
KODE OPD 

KODE 

PROGRAM 

KEGIATAN 

URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN 

DAN SUB KEGIATAN 
ANGGARAN REALISASI 

1.02 1.02.0.00.0.00.01.0009 1.02.01 
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 

Kabupaten/Kota 
4.338.687.829,00 4.210.439.492,00 

1.02 1.02.0.00.0.00.01.0009 1.02.02 
Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya 

Kesehatan Masyarakat 
747.022.000,00 746.894.000,00 

1.02 1.02.0.00.0.00.01.0009 1.02.05 Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan 5.818.000,00 5.634.000,00 

1.02 1.02.0.00.0.00.01.0010   PUSKESMAS GUNTUR II 3.325.985.173,00 3.172.721.828,00 

1.02 1.02.0.00.0.00.01.0010 1.02.01 
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 

Kabupaten/Kota 
2.587.498.173,00 2.436.684.828,00 

1.02 1.02.0.00.0.00.01.0010 1.02.02 
Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya 

Kesehatan Masyarakat 
738.487.000,00 736.037.000,00 

1.02 1.02.0.00.0.00.01.0011   PUSKESMAS SAYUNG I 3.482.416.355,00 3.295.208.832,00 

1.02 1.02.0.00.0.00.01.0011 1.02.01 
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 

Kabupaten/Kota 
2.712.722.355,00 2.525.811.832,00 

1.02 1.02.0.00.0.00.01.0011 1.02.02 
Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya 

Kesehatan Masyarakat 
758.144.000,00 757.847.000,00 

1.02 1.02.0.00.0.00.01.0011 1.02.05 Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan 11.550.000,00 11.550.000,00 

1.02 1.02.0.00.0.00.01.0012   PUSKESMAS SAYUNG II 3.441.344.483,00 3.313.469.215,00 

1.02 1.02.0.00.0.00.01.0012 1.02.01 
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 

Kabupaten/Kota 
2.700.080.483,00 2.573.111.215,00 

1.02 1.02.0.00.0.00.01.0012 1.02.02 
Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya 

Kesehatan Masyarakat 
736.717.000,00 735.898.000,00 

1.02 1.02.0.00.0.00.01.0012 1.02.05 Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan 4.547.000,00 4.460.000,00 

1.02 1.02.0.00.0.00.01.0013   PUSKESMAS KARANGTENGAH 3.845.676.253,00 3.632.490.452,00 
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1.02 1.02.0.00.0.00.01.0013 1.02.01 
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 

Kabupaten/Kota 
3.068.913.253,00 2.864.309.123,00 

1.02 1.02.0.00.0.00.01.0013 1.02.02 
Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya 

Kesehatan Masyarakat 
770.790.000,00 762.208.329,00 

1.02 1.02.0.00.0.00.01.0013 1.02.05 Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan 5.973.000,00 5.973.000,00 

1.02 1.02.0.00.0.00.01.0014   PUSKESMAS BONANG I 5.806.179.394,00 5.729.477.161,00 

1.02 1.02.0.00.0.00.01.0014 1.02.01 
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 

Kabupaten/Kota 
5.075.527.394,00 4.999.262.275,00 

1.02 1.02.0.00.0.00.01.0014 1.02.02 
Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya 

Kesehatan Masyarakat 
724.668.000,00 724.230.886,00 

1.02 1.02.0.00.0.00.01.0014 1.02.05 Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan 5.984.000,00 5.984.000,00 

1.02 1.02.0.00.0.00.01.0015   PUSKESMAS BONANG II 3.871.568.301,00 3.843.126.474,00 

1.02 1.02.0.00.0.00.01.0015 1.02.01 
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 

Kabupaten/Kota 
3.117.384.301,00 3.090.983.474,00 

1.02 1.02.0.00.0.00.01.0015 1.02.02 
Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya 

Kesehatan Masyarakat 
682.376.000,00 680.335.000,00 

1.02 1.02.0.00.0.00.01.0015 1.02.05 Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan 71.808.000,00 71.808.000,00 

1.02 1.02.0.00.0.00.01.0016   PUSKESMAS DEMAK I 2.191.695.161,00 2.162.970.365,00 

1.02 1.02.0.00.0.00.01.0016 1.02.01 
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 

Kabupaten/Kota 
1.456.449.161,00 1.428.839.365,00 

1.02 1.02.0.00.0.00.01.0016 1.02.02 
Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya 

Kesehatan Masyarakat 
735.246.000,00 734.131.000,00 

1.02 1.02.0.00.0.00.01.0017   PUSKESMAS DEMAK II 2.394.173.869,00 2.321.081.685,00 
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1.02 1.02.0.00.0.00.01.0017 1.02.01 
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 

Kabupaten/Kota 
1.669.359.869,00 1.596.609.685,00 

1.02 1.02.0.00.0.00.01.0017 1.02.02 
Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya 

Kesehatan Masyarakat 
719.107.000,00 718.765.000,00 

1.02 1.02.0.00.0.00.01.0017 1.02.05 Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan 5.707.000,00 5.707.000,00 

1.02 1.02.0.00.0.00.01.0018   PUSKESMAS DEMAK III 2.186.402.867,00 2.095.990.208,00 

1.02 1.02.0.00.0.00.01.0018 1.02.01 
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 

Kabupaten/Kota 
1.449.898.867,00 1.359.486.208,00 

1.02 1.02.0.00.0.00.01.0018 1.02.02 
Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya 

Kesehatan Masyarakat 
729.946.000,00 729.946.000,00 

1.02 1.02.0.00.0.00.01.0018 1.02.05 Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan 6.558.000,00 6.558.000,00 

1.02 1.02.0.00.0.00.01.0019   PUSKESMAS WONOSALAM I 3.707.444.206,00 3.351.701.097,00 

1.02 1.02.0.00.0.00.01.0019 1.02.01 
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 

Kabupaten/Kota 
2.941.064.206,00 2.586.048.211,00 

1.02 1.02.0.00.0.00.01.0019 1.02.02 
Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya 

Kesehatan Masyarakat 
759.797.000,00 759.602.886,00 

1.02 1.02.0.00.0.00.01.0019 1.02.05 Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan 6.583.000,00 6.050.000,00 

1.02 1.02.0.00.0.00.01.0020   PUSKESMAS WONOSALAM II 3.990.642.198,00 3.813.928.182,00 

1.02 1.02.0.00.0.00.01.0020 1.02.01 
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 

Kabupaten/Kota 
3.239.404.198,00 3.071.370.182,00 

1.02 1.02.0.00.0.00.01.0020 1.02.02 
Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya 

Kesehatan Masyarakat 
741.119.000,00 732.439.000,00 

1.02 1.02.0.00.0.00.01.0020 1.02.05 Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan 10.119.000,00 10.119.000,00 
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1.02 1.02.0.00.0.00.01.0021   PUSKESMAS DEMPET 4.805.833.118,00 4.503.643.765,00 

1.02 1.02.0.00.0.00.01.0021 1.02.01 
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 

Kabupaten/Kota 
4.040.058.118,00 3.738.032.708,00 

1.02 1.02.0.00.0.00.01.0021 1.02.02 
Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya 

Kesehatan Masyarakat 
761.297.000,00 761.133.057,00 

1.02 1.02.0.00.0.00.01.0021 1.02.05 Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan 4.478.000,00 4.478.000,00 

1.02 1.02.0.00.0.00.01.0022   PUSKESMAS KEBONAGUNG 3.690.058.212,00 3.618.867.423,00 

1.02 1.02.0.00.0.00.01.0022 1.02.01 
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 

Kabupaten/Kota 
2.923.737.212,00 2.852.708.423,00 

1.02 1.02.0.00.0.00.01.0022 1.02.02 
Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya 

Kesehatan Masyarakat 
760.695.000,00 760.533.000,00 

1.02 1.02.0.00.0.00.01.0022 1.02.05 Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan 5.626.000,00 5.626.000,00 

1.02 1.02.0.00.0.00.01.0023   PUSKESMAS GAJAH I 3.706.012.672,00 3.615.892.991,00 

1.02 1.02.0.00.0.00.01.0023 1.02.01 
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 

Kabupaten/Kota 
2.959.729.672,00 2.874.160.991,00 

1.02 1.02.0.00.0.00.01.0023 1.02.02 
Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya 

Kesehatan Masyarakat 
737.533.000,00 733.032.000,00 

1.02 1.02.0.00.0.00.01.0023 1.02.05 Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan 8.750.000,00 8.700.000,00 

1.02 1.02.0.00.0.00.01.0024   PUSKESMAS GAJAH II 2.607.551.818,00 2.581.078.980,00 

1.02 1.02.0.00.0.00.01.0024 1.02.01 
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 

Kabupaten/Kota 
1.879.886.818,00 1.856.690.417,00 

1.02 1.02.0.00.0.00.01.0024 1.02.02 
Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya 

Kesehatan Masyarakat 
722.135.000,00 718.858.563,00 
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1.02 1.02.0.00.0.00.01.0024 1.02.05 Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan 5.530.000,00 5.530.000,00 

1.02 1.02.0.00.0.00.01.0025   PUSKESMAS KARANGANYAR I 3.283.381.643,00 3.234.933.896,00 

1.02 1.02.0.00.0.00.01.0025 1.02.01 
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 

Kabupaten/Kota 
2.536.520.643,00 2.510.623.896,00 

1.02 1.02.0.00.0.00.01.0025 1.02.02 
Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya 

Kesehatan Masyarakat 
744.366.000,00 721.815.000,00 

1.02 1.02.0.00.0.00.01.0025 1.02.05 Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan 2.495.000,00 2.495.000,00 

1.02 1.02.0.00.0.00.01.0026   PUSKESMAS KARANGANYAR II 3.359.925.139,00 3.107.450.848,00 

1.02 1.02.0.00.0.00.01.0026 1.02.01 
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 

Kabupaten/Kota 
2.632.697.139,00 2.380.993.178,00 

1.02 1.02.0.00.0.00.01.0026 1.02.02 
Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya 

Kesehatan Masyarakat 
694.466.000,00 693.695.670,00 

1.02 1.02.0.00.0.00.01.0026 1.02.05 Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan 32.762.000,00 32.762.000,00 

1.02 1.02.0.00.0.00.01.0027   PUSKESMAS MIJEN I 3.378.058.758,00 3.211.125.136,00 

1.02 1.02.0.00.0.00.01.0027 1.02.01 
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 

Kabupaten/Kota 
2.623.389.758,00 2.460.391.300,00 

1.02 1.02.0.00.0.00.01.0027 1.02.02 
Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya 

Kesehatan Masyarakat 
717.654.000,00 713.718.836,00 

1.02 1.02.0.00.0.00.01.0027 1.02.05 Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan 37.015.000,00 37.015.000,00 

1.02 1.02.0.00.0.00.01.0028   PUSKESMAS MIJEN II 2.366.903.196,00 2.296.766.921,00 

1.02 1.02.0.00.0.00.01.0028 1.02.01 
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 

Kabupaten/Kota 
1.632.676.196,00 1.570.433.601,00 
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1.02 1.02.0.00.0.00.01.0028 1.02.02 
Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya 

Kesehatan Masyarakat 
734.227.000,00 726.333.320,00 

1.02 1.02.0.00.0.00.01.0029   PUSKESMAS WEDUNG I 4.824.101.717,00 4.347.398.691,00 

1.02 1.02.0.00.0.00.01.0029 1.02.01 
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 

Kabupaten/Kota 
4.061.202.717,00 3.585.465.697,00 

1.02 1.02.0.00.0.00.01.0029 1.02.02 
Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya 

Kesehatan Masyarakat 
723.618.000,00 723.020.994,00 

1.02 1.02.0.00.0.00.01.0029 1.02.05 Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan 39.281.000,00 38.912.000,00 

1.02 1.02.0.00.0.00.01.0030   PUSKESMAS WEDUNG II 3.642.902.542,00 3.585.420.574,00 

1.02 1.02.0.00.0.00.01.0030 1.02.01 
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 

Kabupaten/Kota 
2.898.407.542,00 2.831.362.574,00 

1.02 1.02.0.00.0.00.01.0030 1.02.02 
Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya 

Kesehatan Masyarakat 
741.025.000,00 740.751.000,00 

1.02 1.02.0.00.0.00.01.0030 1.02.05 Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan 3.470.000,00 3.400.000,00 

1.03     
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM 

DAN PENATAAN RUANG 
214.749.489.753,00 197.811.114.693,00 

1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000   DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 214.749.489.753,00 197.811.114.693,00 

1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 1.03.01 
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 

Kabupaten/Kota 
23.126.423.696,00 20.456.592.748,00 

1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 1.03.02 Program Pengelolaan Sumber Daya Air (Sda) 34.472.788.750,00 33.304.221.561,00 

1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 1.03.03 
Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan 

Air Minum 
4.691.800.000,00 4.463.623.000,00 

1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 1.03.05 Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah 8.918.292.000,00 8.517.276.110,00 
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1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 1.03.06 Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase 6.150.000.000,00 6.034.605.100,00 

1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 1.03.08 Program Penataan Bangunan Gedung 29.273.225.000,00 20.046.153.240,00 

1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 1.03.10 Program Penyelenggaraan Jalan 106.035.569.307,00 102.981.798.093,00 

1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 1.03.11 Program Pengembangan Jasa Konstruksi 463.165.000,00 446.863.300,00 

1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 1.03.12 Program Penyelenggaraan Penataan Ruang 1.618.226.000,00 1.559.981.541,00 

1.04     
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN 

KAWASAN PERMUKIMAN 
84.288.576.409,00 83.092.752.146,00 

1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000   DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 84.288.576.409,00 83.092.752.146,00 

1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 1.04.01 
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 

Kabupaten/Kota 
8.911.741.409,00 8.111.334.779,00 

1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 1.04.02 Program Pengembangan Perumahan 4.224.820.000,00 4.104.051.751,00 

1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 1.04.03 Program Kawasan Permukiman 2.703.180.000,00 2.691.424.250,00 

1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 1.04.04 Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh 3.823.835.000,00 3.798.367.366,00 

1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 1.04.05 
Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum 

(PSU) 
64.625.000.000,00 64.387.574.000,00 

1.05     

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN 

KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN 

MASYARAKAT 

23.317.788.713,00 21.137.448.561,00 

1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000   SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 14.607.528.157,00 13.373.797.443,00 

1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 1.05.01 
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 

Kabupaten/Kota 
11.052.696.783,00 9.944.340.792,00 

1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 1.05.02 Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum 3.366.645.480,00 3.241.952.951,00 
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1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 1.05.04 
Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan 

Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran 
188.185.894,00 187.503.700,00 

1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000   BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 8.710.260.556,00 7.763.651.118,00 

1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 1.05.01 
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 

Kabupaten/Kota 
6.481.523.056,00 5.727.067.409,00 

1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 1.05.03 Program Penanggulangan Bencana 2.228.737.500,00 2.036.583.709,00 

1.06     URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL 27.940.775.608,80 25.946.126.639,00 

1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000   
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN 

PERLINDUNGAN ANAK 
27.940.775.608,80 25.946.126.639,00 

1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 1.06.01 
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 

Kabupaten/Kota 
8.638.609.097,00 7.283.531.453,00 

1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 1.06.02 Program Pemberdayaan Sosial 834.635.000,00 630.809.000,00 

1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 1.06.04 Program Rehabilitasi Sosial 1.098.505.000,00 1.061.236.547,00 

1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 1.06.05 Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial 15.591.937.951,80 15.207.203.609,00 

1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 1.06.06 Program Penanganan Bencana 1.745.085.000,00 1.733.525.000,00 

1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 1.06.07 Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan 32.003.560,00 29.821.030,00 

2     
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN 

DENGAN PELAYANAN DASAR 
196.451.674.558,70 184.160.274.992,00 

2.07     URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA 14.527.068.003,70 12.169.156.193,00 

2.07 2.07.3.31.3.32.05.0000   DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN 14.527.068.003,70 12.169.156.193,00 

2.07 2.07.3.31.3.32.05.0000 2.07.01 
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 

Kabupaten/Kota 
8.830.157.826,00 6.718.514.224,00 
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2.07 2.07.3.31.3.32.05.0000 2.07.02 Program Perencanaan Tenaga Kerja 46.500.000,00 42.781.100,00 

2.07 2.07.3.31.3.32.05.0000 2.07.03 Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja 2.679.306.851,80 2.546.078.428,00 

2.07 2.07.3.31.3.32.05.0000 2.07.04 Program Penempatan Tenaga Kerja 344.110.000,00 337.482.441,00 

2.07 2.07.3.31.3.32.05.0000 2.07.05 Program Hubungan Industrial 2.626.993.325,90 2.524.300.000,00 

2.08     
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN 

PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 
974.345.000,00 929.575.314,00 

2.08 1.06.2.08.0.00.02.0000   
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN 

PERLINDUNGAN ANAK 
974.345.000,00 929.575.314,00 

2.08 1.06.2.08.0.00.02.0000 2.08.02 
Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan 

Perempuan 
101.475.000,00 97.492.700,00 

2.08 1.06.2.08.0.00.02.0000 2.08.03 Program Perlindungan Perempuan 76.580.000,00 64.490.648,00 

2.08 1.06.2.08.0.00.02.0000 2.08.04 Program Peningkatan Kualitas Keluarga 491.570.000,00 483.991.000,00 

2.08 1.06.2.08.0.00.02.0000 2.08.05 Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak 8.585.000,00 7.578.200,00 

2.08 1.06.2.08.0.00.02.0000 2.08.06 Program Pemenuhan Hak Anak (Pha) 224.240.000,00 223.206.109,00 

2.08 1.06.2.08.0.00.02.0000 2.08.07 Program Perlindungan Khusus Anak 71.895.000,00 52.816.657,00 

2.09     URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN 18.573.183.130,00 17.284.969.793,00 

2.09 3.27.2.09.0.00.01.0000   DINAS PERTANIAN DAN PANGAN 18.573.183.130,00 17.284.969.793,00 

2.09 3.27.2.09.0.00.01.0000 2.09.01 
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 

Kabupaten/Kota 
17.824.223.130,00 16.572.696.641,00 

2.09 3.27.2.09.0.00.01.0000 2.09.02 
PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI 

UNTUK KEDAULATAN Dan KEMANDIRIAN PANGAN 
8.285.000,00 8.201.025,00 
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2.09 3.27.2.09.0.00.01.0000 2.09.03 
Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan 

Masyarakat 
740.675.000,00 704.072.127,00 

2.10     URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN 361.350.000,00 330.064.000,00 

2.10 1.03.2.10.0.00.01.0000   DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 361.350.000,00 330.064.000,00 

2.10 1.03.2.10.0.00.01.0000 2.10.10 Program Penatagunaan Tanah 361.350.000,00 330.064.000,00 

2.11     URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP 26.823.954.024,00 25.099.409.659,00 

2.11 2.11.3.28.0.00.02.0000   DINAS LINGKUNGAN HIDUP 26.823.954.024,00 25.099.409.659,00 

2.11 2.11.3.28.0.00.02.0000 2.11.01 
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 

Kabupaten/Kota 
16.641.540.524,00 15.323.846.441,00 

2.11 2.11.3.28.0.00.02.0000 2.11.03 
Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan 

Lingkungan Hidup 
811.425.000,00 680.436.400,00 

2.11 2.11.3.28.0.00.02.0000 2.11.04 Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati) 2.941.685.000,00 2.848.252.685,00 

2.11 2.11.3.28.0.00.02.0000 2.11.05 
Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan 

Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3) 
18.360.000,00 18.285.000,00 

2.11 2.11.3.28.0.00.02.0000 2.11.06 

Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin 

Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan 

Hidup (Pplh) 

46.680.000,00 45.219.792,00 

2.11 2.11.3.28.0.00.02.0000 2.11.09 Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat 35.810.000,00 34.534.850,00 

2.11 2.11.3.28.0.00.02.0000 2.11.11 Program Pengelolaan Persampahan 6.328.453.500,00 6.148.834.491,00 

2.12     
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI 

KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 
10.414.655.247,00 9.617.029.880,00 

2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000   DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 10.414.655.247,00 9.617.029.880,00 
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2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 2.12.01 
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 

Kabupaten/Kota 
8.231.107.147,00 7.485.320.770,00 

2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 2.12.02 Program Pendaftaran Penduduk 1.839.247.300,00 1.793.499.912,00 

2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 2.12.03 Program Pencatatan Sipil 138.734.800,00 135.327.500,00 

2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 2.12.04 Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan 205.566.000,00 202.881.698,00 

2.13     
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN 

MASYARAKAT DAN DESA 
18.429.828.225,00 17.154.614.083,00 

2.13 2.13.2.14.0.00.03.0000   

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, 

PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA 

BERENCANA 

18.429.828.225,00 17.154.614.083,00 

2.13 2.13.2.14.0.00.03.0000 2.13.01 
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 

Kabupaten/Kota 
8.381.138.225,00 7.168.335.821,00 

2.13 2.13.2.14.0.00.03.0000 2.13.03 Program Peningkatan Kerjasama Desa 71.675.000,00 70.667.500,00 

2.13 2.13.2.14.0.00.03.0000 2.13.04 Program Administrasi Pemerintahan Desa 8.976.048.000,00 8.932.215.172,00 

2.13 2.13.2.14.0.00.03.0000 2.13.05 
Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga 

Adat Dan Masyarakat Hukum Adat 
1.000.967.000,00 983.395.590,00 

2.14     
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN 

PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 
13.793.526.900,00 13.477.316.634,00 

2.14 2.13.2.14.0.00.03.0000   

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, 

PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA 

BERENCANA 

13.793.526.900,00 13.477.316.634,00 

2.14 2.13.2.14.0.00.03.0000 2.14.02 Program Pengendalian Penduduk 482.178.550,00 458.433.815,00 

2.14 2.13.2.14.0.00.03.0000 2.14.03 Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB) 6.854.692.650,00 6.607.019.825,00 
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2.14 2.13.2.14.0.00.03.0000 2.14.04 
Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera 

(KS) 
6.456.655.700,00 6.411.862.994,00 

2.15     URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN 43.882.697.903,00 42.687.415.136,00 

2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000   DINAS PERHUBUNGAN 43.882.697.903,00 42.687.415.136,00 

2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 2.15.01 
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 

Kabupaten/Kota 
9.153.367.403,00 8.423.976.515,00 

2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 2.15.02 
Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan 

(LLAJ) 
34.729.330.500,00 34.263.438.621,00 

2.16     
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN 

INFORMATIKA 
11.574.423.184,00 10.940.510.391,00 

2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000   DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 11.574.423.184,00 10.940.510.391,00 

2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 2.16.01 
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 

Kabupaten/Kota 
8.153.900.479,00 7.594.588.676,00 

2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 2.16.02 Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik 2.548.174.000,00 2.488.543.623,00 

2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 2.16.03 Program Pengelolaan Aplikasi Informatika 872.348.705,00 857.378.092,00 

2.17     
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA 

KECIL, DAN MENENGAH 
2.492.990.000,00 2.440.717.069,00 

2.17 3.30.2.17.0.00.01.0000   
DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN 

MENENGAH 
2.492.990.000,00 2.440.717.069,00 

2.17 3.30.2.17.0.00.01.0000 2.17.01 
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 

Kabupaten/Kota 
30.000.000,00 22.755.000,00 

2.17 3.30.2.17.0.00.01.0000 2.17.06 Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi 452.410.000,00 447.444.886,00 
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2.17 3.30.2.17.0.00.01.0000 2.17.07 
Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan 

Usaha Mikro (Umkm) 
1.515.678.000,00 1.486.069.448,00 

2.17 3.30.2.17.0.00.01.0000 2.17.08 Program Pengembangan Umkm 494.902.000,00 484.447.735,00 

2.18     URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL 6.251.916.371,00 5.656.230.272,00 

2.18 2.18.3.29.0.00.01.0000   
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU 

SATU PINTU 
6.251.916.371,00 5.656.230.272,00 

2.18 2.18.3.29.0.00.01.0000 2.18.01 
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 

Kabupaten/Kota 
5.986.072.317,00 5.399.599.963,00 

2.18 2.18.3.29.0.00.01.0000 2.18.02 Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal 31.893.000,00 31.603.200,00 

2.18 2.18.3.29.0.00.01.0000 2.18.03 Program Promosi Penanaman Modal 49.173.000,00 46.123.700,00 

2.18 2.18.3.29.0.00.01.0000 2.18.04 Program Pelayanan Penanaman Modal 79.131.554,00 78.128.541,00 

2.18 2.18.3.29.0.00.01.0000 2.18.05 Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal 34.630.500,00 34.166.318,00 

2.18 2.18.3.29.0.00.01.0000 2.18.06 
Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman 

Modal 
71.016.000,00 66.608.550,00 

2.19     
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN 

OLAHRAGA 
19.182.424.603,00 17.809.690.283,00 

2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000   DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA 19.182.424.603,00 17.809.690.283,00 

2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 2.19.01 
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 

Kabupaten/Kota 
5.683.675.153,00 4.571.084.005,00 

2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 2.19.02 Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan 538.685.700,00 502.089.596,00 

2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 2.19.03 Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan 11.809.663.750,00 11.586.866.282,00 

2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 2.19.04 Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan 1.150.400.000,00 1.149.650.400,00 



 
 

  
BAB I PENDAHULUAN 

 

LPPD KABUPATEN DEMAK TAHUN 2024    I - 50 
 
 
 

KODE 

URUSAN 
KODE OPD 

KODE 

PROGRAM 

KEGIATAN 

URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN 

DAN SUB KEGIATAN 
ANGGARAN REALISASI 

2.20     URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK 128.440.000,00 127.172.847,00 

2.20 2.16.2.20.2.21.01.0000   DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 128.440.000,00 127.172.847,00 

2.20 2.16.2.20.2.21.01.0000 2.20.02 Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral 128.440.000,00 127.172.847,00 

2.21     URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN 91.235.000,00 89.983.926,00 

2.21 2.16.2.20.2.21.01.0000   DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 91.235.000,00 89.983.926,00 

2.21 2.16.2.20.2.21.01.0000 2.21.02 
Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan 

Informasi 
91.235.000,00 89.983.926,00 

2.22     URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN 2.104.070.000,00 1.919.820.954,00 

2.22 1.01.2.22.0.00.02.0000   DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 2.104.070.000,00 1.919.820.954,00 

2.22 1.01.2.22.0.00.02.0000 2.22.02 Program Pengembangan Kebudayaan 1.259.730.000,00 1.236.051.116,00 

2.22 1.01.2.22.0.00.02.0000 2.22.05 Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya 181.380.000,00 177.733.868,00 

2.22 1.01.2.22.0.00.02.0000 2.22.06 Program Pengelolaan Permuseuman 662.960.000,00 506.035.970,00 

2.23     URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN 6.481.761.968,00 6.094.517.784,00 

2.23 2.23.2.24.0.00.02.0000   DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 6.481.761.968,00 6.094.517.784,00 

2.23 2.23.2.24.0.00.02.0000 2.23.01 
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 

Kabupaten/Kota 
5.165.721.968,00 4.894.159.386,00 

2.23 2.23.2.24.0.00.02.0000 2.23.02 Program Pembinaan Perpustakaan 1.227.455.500,00 1.128.106.898,00 

2.23 2.23.2.24.0.00.02.0000 2.23.03 Program Pelestarian Koleksi Nasional Dan Naskah Kuno 88.584.500,00 72.251.500,00 

2.24     URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN 363.805.000,00 332.080.774,00 

2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000   DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 363.805.000,00 332.080.774,00 

2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 2.24.02 Program Pengelolaan Arsip 348.275.000,00 316.636.774,00 



 
 

  
BAB I PENDAHULUAN 

 

LPPD KABUPATEN DEMAK TAHUN 2024    I - 51 
 
 
 

KODE 

URUSAN 
KODE OPD 

KODE 

PROGRAM 

KEGIATAN 

URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN 

DAN SUB KEGIATAN 
ANGGARAN REALISASI 

3     URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 77.792.899.213,00 72.024.228.509,00 

3.25     
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN 

PERIKANAN 
10.093.195.297,00 9.280.678.631,00 

3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000   DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 10.093.195.297,00 9.280.678.631,00 

3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 3.25.01 
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 

Kabupaten/Kota 
5.411.822.767,00 4.683.135.128,00 

3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 3.25.03 Program Pengelolaan Perikanan Tangkap 1.584.082.530,00 1.550.186.852,00 

3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 3.25.04 Program Pengelolaan Perikanan Budidaya 1.925.270.000,00 1.900.631.338,00 

3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 3.25.06 Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan 1.172.020.000,00 1.146.725.313,00 

3.26     URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA 9.866.824.299,00 8.052.825.715,00 

3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000   DINAS PARIWISATA 9.866.824.299,00 8.052.825.715,00 

3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 3.26.01 
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 

Kabupaten/Kota 
7.251.619.699,00 5.490.485.766,00 

3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 3.26.02 Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata 1.690.420.000,00 1.661.264.999,00 

3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 3.26.03 Program Pemasaran Pariwisata 725.760.300,00 703.648.950,00 

3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 3.26.05 
Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi 

Kreatif 
199.024.300,00 197.426.000,00 

3.27     URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN 32.868.631.000,00 30.886.720.923,00 

3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000   DINAS PERTANIAN DAN PANGAN 32.868.631.000,00 30.886.720.923,00 

3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 3.27.02 Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian 15.822.909.000,00 14.154.714.019,00 

3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 3.27.03 Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian 15.687.561.500,00 15.437.573.360,00 
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3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 3.27.04 
Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan 

Masyarakat Veteriner 
120.255.000,00 115.012.044,00 

3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 3.27.07 Program Penyuluhan Pertanian 1.237.905.500,00 1.179.421.500,00 

3.30     URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN 24.128.742.617,00 22.993.393.982,00 

3.30 3.30.2.17.0.00.01.0000   
DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN 

MENENGAH 
24.128.742.617,00 22.993.393.982,00 

3.30 3.30.2.17.0.00.01.0000 3.30.01 
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 

Kabupaten/Kota 
13.192.166.352,00 12.242.707.596,00 

3.30 3.30.2.17.0.00.01.0000 3.30.02 Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan 3.000.000,00 2.910.000,00 

3.30 3.30.2.17.0.00.01.0000 3.30.03 Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan 10.526.613.215,00 10.360.095.286,00 

3.30 3.30.2.17.0.00.01.0000 3.30.04 
Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang 

Penting 
189.350.000,00 176.917.200,00 

3.30 3.30.2.17.0.00.01.0000 3.30.05 Program Pengembangan Ekspor 80.360.000,00 76.520.700,00 

3.30 3.30.2.17.0.00.01.0000 3.30.06 Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen 137.253.050,00 134.243.200,00 

3.31     URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN 750.415.000,00 739.085.472,00 

3.31 2.07.3.31.3.32.05.0000   DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN 750.415.000,00 739.085.472,00 

3.31 2.07.3.31.3.32.05.0000 3.31.02 Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri 703.770.000,00 693.034.722,00 

3.31 2.07.3.31.3.32.05.0000 3.31.03 Program Pengendalian Izin Usaha Industri 7.835.000,00 7.805.550,00 

3.31 2.07.3.31.3.32.05.0000 3.31.04 Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional 38.810.000,00 38.245.200,00 

3.32     URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI 85.091.000,00 71.523.786,00 

3.32 2.07.3.31.3.32.05.0000   DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN 85.091.000,00 71.523.786,00 

3.32 2.07.3.31.3.32.05.0000 3.32.04 Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi 85.091.000,00 71.523.786,00 
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4     UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN 127.514.196.181,00 117.393.269.166,00 

4.01     SEKRETARIAT DAERAH 59.533.780.335,00 51.557.871.237,00 

4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000   SEKRETARIAT DAERAH 59.533.780.335,00 51.557.871.237,00 

4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 4.01.01 
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 

Kabupaten/Kota 
39.205.582.135,00 35.041.500.459,00 

4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 4.01.02 Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat 18.340.140.200,00 14.589.305.500,00 

4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 4.01.03 Program Perekonomian Dan Pembangunan 1.988.058.000,00 1.927.065.278,00 

4.02     SEKRETARIAT DPRD 67.980.415.846,00 65.835.397.929,00 

4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000   SEKRETARIAT DPRD 67.980.415.846,00 65.835.397.929,00 

4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.01 
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 

Kabupaten/Kota 
47.276.817.680,00 45.885.935.895,00 

4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.02 Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Dprd 20.703.598.166,00 19.949.462.034,00 

5     UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 505.120.929.768,00 434.044.259.524,00 

5.01     PERENCANAAN 13.113.485.384,00 12.161.267.205,00 

5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000   
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN 

INOVASI DAERAH 
13.113.485.384,00 12.161.267.205,00 

5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 5.01.01 
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 

Kabupaten/Kota 
7.620.456.984,00 6.878.904.869,00 

5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 5.01.02 
Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi 

Pembangunan Daerah 
3.939.097.400,00 3.761.216.893,00 

5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 5.01.03 
Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan 

Pembangunan Daerah 
1.553.931.000,00 1.521.145.443,00 
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5.02     KEUANGAN 480.930.646.261,00 411.797.339.056,00 

5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000   
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN 

ASET DAERAH 
480.930.646.261,00 411.797.339.056,00 

5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 5.02.01 
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 

Kabupaten/Kota 
23.811.605.415,00 19.928.379.228,00 

5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 5.02.02 Program Pengelolaan Keuangan Daerah 420.737.878.300,00 357.519.987.260,00 

5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 5.02.03 Program Pengelolaan Barang Milik Daerah 1.279.114.000,00 1.195.674.523,00 

5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 5.02.04 Program Pengelolaan Pendapatan Daerah 35.102.048.546,00 33.153.298.045,00 

5.03     KEPEGAWAIAN 9.223.025.523,00 8.299.666.955,00 

5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000   
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER 

DAYA MANUSIA 
9.223.025.523,00 8.299.666.955,00 

5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 5.03.01 
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 

Kabupaten/Kota 
7.756.130.548,00 6.912.980.031,00 

5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 5.03.02 Program Kepegawaian Daerah 1.466.894.975,00 1.386.686.924,00 

5.04     PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 917.501.000,00 862.287.205,00 

5.04 5.03.5.04.0.00.01.0000   
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER 

DAYA MANUSIA 
917.501.000,00 862.287.205,00 

5.04 5.03.5.04.0.00.01.0000 5.04.02 Program Pengembangan Sumber Daya Manusia 917.501.000,00 862.287.205,00 

5.05     PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 936.271.600,00 923.699.103,00 

5.05 5.01.5.05.0.00.02.0000   
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN 

INOVASI DAERAH 
936.271.600,00 923.699.103,00 

6     UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN 20.411.650.954,00 17.654.476.281,00 
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6.01     INSPEKTORAT DAERAH 20.411.650.954,00 17.654.476.281,00 

6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000   INSPEKTORAT DAERAH 20.411.650.954,00 17.654.476.281,00 

6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 6.01.01 
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 

Kabupaten/Kota 
15.685.201.954,00 14.006.077.375,00 

6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 6.01.02 Program Penyelenggaraan Pengawasan 2.737.798.000,00 2.262.765.127,00 

6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 6.01.03 Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi 1.988.651.000,00 1.385.633.779,00 

7     UNSUR KEWILAYAHAN 50.183.353.772,00 42.126.090.735,00 

7.01     KECAMATAN 50.174.713.772,00 42.120.330.735,00 

7.01       8.640.000,00 5.760.000,00 

7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000   KECAMATAN MRANGGEN 2.573.995.724,00 2.212.861.667,00 

7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 7.01.01 
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 

Kabupaten/Kota 
2.141.442.688,00 1.790.791.222,00 

7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 7.01.02 Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik 85.045.536,00 84.355.095,00 

7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 7.01.03 Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan 90.437.500,00 86.679.500,00 

7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 7.01.04 Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum 149.165.000,00 145.796.150,00 

7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 7.01.05 Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum 73.785.000,00 72.439.700,00 

7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 7.01.06 Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa 34.120.000,00 32.800.000,00 

7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000   KECAMATAN KARANGAWEN 3.358.094.984,00 2.715.379.577,00 

7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 7.01.01 
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 

Kabupaten/Kota 
3.057.804.184,00 2.424.761.002,00 

7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 7.01.02 Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik 14.490.800,00 14.151.375,00 
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7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 7.01.03 Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan 67.808.500,00 63.185.000,00 

7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 7.01.04 Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum 110.297.200,00 106.912.050,00 

7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 7.01.05 Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum 48.150.000,00 47.547.500,00 

7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 7.01.06 Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa 59.544.300,00 58.822.650,00 

7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000   KECAMATAN GUNTUR 3.047.589.325,00 2.609.886.455,00 

7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 7.01.01 
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 

Kabupaten/Kota 
2.582.286.325,00 2.160.778.143,00 

7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 7.01.02 Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik 17.177.900,00 16.569.500,00 

7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 7.01.03 Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan 100.345.800,00 99.297.500,00 

7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 7.01.04 Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum 117.705.300,00 114.714.500,00 

7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 7.01.05 Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum 16.502.900,00 16.337.000,00 

7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 7.01.06 Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa 213.571.100,00 202.189.812,00 

7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000   KECAMATAN SAYUNG 3.596.294.675,00 2.894.738.502,00 

7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 7.01.01 
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 

Kabupaten/Kota 
3.316.940.875,00 2.629.728.377,00 

7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 7.01.02 Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik 22.929.300,00 18.117.000,00 

7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 7.01.03 Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan 85.493.000,00 80.986.475,00 

7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 7.01.04 Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum 105.753.000,00 102.085.000,00 

7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 7.01.05 Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum 30.662.000,00 29.665.000,00 

7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 7.01.06 Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa 34.516.500,00 34.156.650,00 

7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000   KECAMATAN KARANGTENGAH 3.067.568.072,00 2.546.506.079,00 
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7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 7.01.01 
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 

Kabupaten/Kota 
2.769.605.872,00 2.252.004.479,00 

7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 7.01.02 Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik 44.497.600,00 44.014.000,00 

7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 7.01.03 Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan 75.664.400,00 73.836.650,00 

7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 7.01.04 Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum 110.194.400,00 109.915.950,00 

7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 7.01.05 Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum 20.793.800,00 20.611.000,00 

7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 7.01.06 Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa 46.812.000,00 46.124.000,00 

7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000   KECAMATAN WONOSALAM 2.612.858.352,00 2.370.885.839,00 

7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 7.01.01 
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 

Kabupaten/Kota 
2.176.332.365,00 1.987.116.737,00 

7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 7.01.02 Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik 133.226.767,00 113.392.000,00 

7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 7.01.03 Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan 82.920.671,00 77.576.522,00 

7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 7.01.04 Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum 96.532.500,00 88.011.000,00 

7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 7.01.05 Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum 50.972.563,00 42.730.580,00 

7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 7.01.06 Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa 72.873.486,00 62.059.000,00 

7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000   KECAMATAN DEMPET 2.598.098.314,00 2.017.149.893,00 

7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 7.01.01 
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 

Kabupaten/Kota 
2.277.670.314,00 1.723.008.093,00 

7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 7.01.02 Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik 15.000.000,00 12.982.150,00 

7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 7.01.03 Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan 95.000.000,00 91.447.650,00 

7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 7.01.04 Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum 101.500.000,00 96.785.000,00 



 
 

  
BAB I PENDAHULUAN 

 

LPPD KABUPATEN DEMAK TAHUN 2024    I - 58 
 
 
 

KODE 

URUSAN 
KODE OPD 

KODE 

PROGRAM 

KEGIATAN 

URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN 

DAN SUB KEGIATAN 
ANGGARAN REALISASI 

7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 7.01.05 Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum 58.903.000,00 56.085.000,00 

7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 7.01.06 Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa 50.025.000,00 36.842.000,00 

7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000   KECAMATAN GAJAH 8.640.000,00 5.760.000,00 

7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000     2.906.375.338,00 2.505.240.261,00 

7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 7.01.01 
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 

Kabupaten/Kota 
8.640.000,00 5.760.000,00 

7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 7.01.02 Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik 72.125.000,00 64.765.000,00 

7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 7.01.03 Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan 82.975.000,00 82.337.295,00 

7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 7.01.04 Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum 108.750.000,00 105.561.275,00 

7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 7.01.05 Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum 42.440.000,00 37.086.500,00 

7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 7.01.06 Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa 98.540.000,00 94.137.628,00 

7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000   KECAMATAN KARANGANYAR 3.007.710.727,00 2.534.059.121,00 

7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 7.01.01 
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 

Kabupaten/Kota 
2.653.042.027,00 2.188.977.596,00 

7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 7.01.02 Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik 47.493.000,00 45.043.000,00 

7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 7.01.03 Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan 71.735.000,00 71.067.850,00 

7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 7.01.04 Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum 108.982.500,00 105.900.375,00 

7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 7.01.05 Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum 49.417.000,00 48.373.000,00 

7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 7.01.06 Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa 77.041.200,00 74.697.300,00 

7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000   KECAMATAN MIJEN 2.660.237.732,00 2.204.550.276,00 



 
 

  
BAB I PENDAHULUAN 

 

LPPD KABUPATEN DEMAK TAHUN 2024    I - 59 
 
 
 

KODE 

URUSAN 
KODE OPD 

KODE 

PROGRAM 

KEGIATAN 

URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN 

DAN SUB KEGIATAN 
ANGGARAN REALISASI 

7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 7.01.01 
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 

Kabupaten/Kota 
2.240.661.032,00 1.793.693.721,00 

7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 7.01.02 Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik 45.113.700,00 44.364.000,00 

7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 7.01.03 Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan 88.467.600,00 86.646.900,00 

7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 7.01.04 Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum 141.710.400,00 139.662.155,00 

7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 7.01.05 Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum 76.527.400,00 73.765.500,00 

7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 7.01.06 Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa 67.757.600,00 66.418.000,00 

7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000   KECAMATAN DEMAK 12.064.103.269,00 10.262.344.736,00 

7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 7.01.01 
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 

Kabupaten/Kota 
8.797.315.269,00 7.016.785.011,00 

7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 7.01.02 Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik 5.000.000,00 4.906.100,00 

7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 7.01.03 Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan 1.485.187.000,00 1.475.034.075,00 

7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 7.01.04 Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum 274.122.500,00 272.358.725,00 

7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 7.01.05 Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum 160.000.000,00 154.187.150,00 

7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 7.01.06 Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa 1.342.478.500,00 1.339.073.675,00 

7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000   KECAMATAN BONANG 2.964.633.844,00 2.522.306.596,00 

7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 7.01.01 
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 

Kabupaten/Kota 
2.631.801.194,00 2.192.879.096,00 

7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 7.01.02 Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik 22.582.900,00 22.159.500,00 

7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 7.01.03 Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan 96.600.000,00 95.824.875,00 

7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 7.01.04 Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum 105.954.750,00 105.077.725,00 
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7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 7.01.05 Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum 52.520.000,00 51.854.500,00 

7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 7.01.06 Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa 55.175.000,00 54.510.900,00 

7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000   KECAMATAN WEDUNG 3.072.666.165,00 2.696.059.909,00 

7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 7.01.01 
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 

Kabupaten/Kota 
2.799.816.165,00 2.435.308.759,00 

7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 7.01.02 Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik 22.300.000,00 21.953.225,00 

7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 7.01.03 Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan 99.000.000,00 91.814.300,00 

7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 7.01.04 Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum 90.950.000,00 87.268.925,00 

7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 7.01.05 Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum 21.775.000,00 21.476.975,00 

7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 7.01.06 Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa 38.825.000,00 38.237.725,00 

7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000   KECAMATAN KEBONAGUNG 2.644.487.251,00 2.028.361.824,00 

7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 7.01.01 
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 

Kabupaten/Kota 
2.267.937.251,00 1.673.650.440,00 

7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 7.01.02 Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik 30.600.000,00 28.372.514,00 

7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 7.01.03 Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan 98.200.000,00 95.955.400,00 

7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 7.01.04 Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum 134.975.000,00 127.530.610,00 

7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 7.01.05 Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum 30.000.000,00 28.138.500,00 

7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 7.01.06 Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa 82.775.000,00 74.714.360,00 

8     UNSUR PEMERINTAHAN UMUM 16.029.962.389,00 15.137.516.412,00 

8.01     KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 16.029.962.389,00 15.137.516.412,00 
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KODE 

URUSAN 
KODE OPD 

KODE 

PROGRAM 

KEGIATAN 

URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN 

DAN SUB KEGIATAN 
ANGGARAN REALISASI 

8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000   BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 16.029.962.389,00 15.137.516.412,00 

8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 8.01.01 
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 

Kabupaten/Kota 
4.245.847.789,00 3.734.017.463,00 

8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 8.01.02 
Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter 

Kebangsaan 
2.460.190.000,00 2.424.740.589,00 

8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 8.01.03 

Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga 

Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika 

Serta Budaya Politik 

4.932.389.500,00 4.904.479.160,00 

8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 8.01.04 
Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi 

Kemasyarakatan 
2.542.698.600,00 2.235.216.425,00 

8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 8.01.05 
Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, 

Sosial, Dan Budaya 
265.000.000,00 257.274.650,00 

8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 8.01.06 
Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan 

Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial 
1.583.836.500,00 1.581.788.125,00 

      Jumlah 2.782.179.122.141,34 2.578.908.765.659,20 

Sumber Data: BPKPAD Kabupaten Demak Tahun 2025
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1.1.2 PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 

Tahun 2025 merupakan tahun keempat periode pelaksanaan RPJMD 

Kabupaten Demak Tahun 2021-2026. Pembangunan Kabupaten Demak 

Tahun 2025 di bawah kepemimpinan dr. Hj. Eisti’anah, S.E. – Muhammad 

Badruddin, M.Pd. diarahkan untuk mendukung visi dan misi Kabupaten 

Demak. Tema pembangunan pada tahun 2025 yaitu Penguatan Kapasitas 

Pembangunan Infrastruktur Berkelanjutan. Kondisi pandemi selama beberapa 

tahun mengakibatkan menurunnya kapasitas keuangan daerah dalam 

membiayai proyek-proyek infrastruktur strategis. Berdasarkan gambaran 

proyeksi keuangan daerah, penataan Kawasan Kabupaten Demak dapat 

difokuskan pada tahun keempat RPJMD. Pembangunan infrastruktur menjadi 

pendorong peningkatan dan pemerataan ekonomi yang telah dimulai 

pemulihannya sejak tahun 2022. Pemerataan pembangunan dilakukan 

dengan meningkatkan konektivitas melalui pembangunan jalan, jembatan, 

ketersediaan air bersih dan sanitasi serta penataan kawasan kumuh.  

Pembangunan infrastruktur juga mencakup penataan kawasan 

perkotaan dan kawasan pesisir. Penataan kawasan dan pembangunan 

infrastruktur secara umum harus memenuhi kaidah pembangunan 

berkelanjutan, yaitu pembangunan yang memperhatikan keberlanjutan tidak 

hanya dari segi ekonomi, tetapi juga dari segi social dan lingkungan. 

Pembangunan harus memperhatikan kesesuaian RTRW dan telah disiapkan 

infrastruktur dasar seperti air minum, sanitasi, dan pengelolaan sampah/ 

limbah terpadu. 

A. Permasalahan Strategis Pemerintah Daerah 

Sebagai bagian dari proses penyusunan dokumen perencanaan 

pembangunan daerah, identifikasi dan perumusan permasalahan 

pembangunan Kabupaten Demak menjadi langkah krusial dalam menentukan 

arah dan tahapan kebijakan pembangunan untuk mencapai visi pembangunan 

yang diharapkan. Permasalahan tersebut disusun berdasarkan pemahaman 

yang utuh dan dapat menggambarkan kondisi faktual daerah, sehingga 

kebijakan yang dirancang mampu menjawab kebutuhan pembangunan secara 

tepat. Dengan mendasarkan pada kajian data dan informasi mengenai 

gambaran umum kondisi daerah serta analisis permasalahan pembangunan 

pada setiap bidang urusan sesuai dengan kondisi objektif daerah, diperoleh 

isu strategis pembangunan Kabupaten Demak, yakni: 

1. Implementasi Reformasi Birokrasi 

2. Optimalisasi Kinerja Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan menuju 

Kemandirian dan Daya Saing SDM yang Berkeadilan 

3. Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan secara Menyeluruh 

4. Tingginya Potensi Kebencanaan Daerah 

5. Penguatan Struktur Ekonomi melalui Pendayagunaan Sektor Unggulan 

Daerah 

6. Percepatan Pengentasan Kemiskinan 
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7. Upaya Pemenuhan Ketersediaan dan Kualitas PSU (Prasarana, Sarana 

dan Utilitas Umum) 

Permasalahan daerah tersebut merupakan permasalahan yang bersifat 

lintas sektor dan membutuhkan keterlibatan dari berbagai pihak. Dalam hal 

permasalahan daerah tersebut bersifat lintas sektor dan membutuhkan 

intervensi oleh berbagai pihak, maka permasalahan penyelenggaraan urusan 

pemerintahan dirumuskan sebagai hasil identifikasi persoalan pada masing-

masing urusan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah. Proses 

identifikasi permasalahan per urusan ini menjadi dasar bagi pemerintah 

daerah dalam menentukan kebijakan, baik yang memerlukan program cross 

cutting maupun permasalahan yang cukup ditangani oleh perangkat daerah.  

Penyajian permasalahan urusan membutuhkan sinkronisasi dengan 

perencanaan perangkat daerah dalam penyusunan rencana strategis. 

Permasalahan per urusan pemerintahan di Kabupaten Demak dapat dirinci 

sebagai berikut: 

1. Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar 

a. Pendidikan 

Tingkat partisipasi penduduk Kabupaten Demak dalam bidang 

Pendidikan dasar semakin membaik. Walaupun secara umum 

membaik, masih terdapat beberapa permasalahan yang ditemukan 

pada bidang Pendidikan, di antaranya: 

1) rata-rata lama sekolah di Kabupaten Demak masih rendah; 

2) APS pendidikan kesetaraan belum mencapai 100%; 

3) kualitas dan kuantitas pendidik dan tenaga kependidikan belum 

optimal; 

4) kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pendidikan masih 

kurang;  

5) masih adanya risiko anak putus sekolah karena kondisi ekonomi; 

dan 

6) tata kelola satuan pendidikan belum optimal. 

b. Kesehatan 

Salah satu kebutuhan dasar yang wajib diupayakan oleh 

pemerintah adalah pelayanan kesehatan masyarakat. Dalam bidang 

kesehatan, masih ditemukan beberapa permasalahan dalam 

pelayanan kesehatan, di antaranya yaitu: 

1) masih ditemukannya kasus stunting dan kekurangan gizi; 

2) masih ditemukannya kasus penyakit menular AIDS, Tubercolosis, 

dan Malaria;  

3) Perilaku Hidup Bersih dan Sehat belum sepenuhnya diterapkan 

dalam masyarakat; dan 

4) belum optimalnya standardisasi dan jaminan pelayanan 

kesehatan keluarga miskin. 
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c. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 

Terdapat beberapa permasalahan yang masih ditemukan pada 

urusan pekerjaan umum dan penataan ruang di Kabupaten Demak 

yang mencakup pekerjaan-pekerjaan di bidang sumber daya air; air 

minum dan sanitasi; jalan dan jembatan; serta penataan ruang. 

Masalah-masalah tersebut di antaranya:  

1) layanan air minum dan sanitasi masih kurang; 

2) masih terdapat jalan dan jembatan kewenangan kabupaten belum 

memenuhi standar jalan dan jembatan kabupaten;  

3) belum semua drainase berfungsi dengan baik; 

4) kurangnya ketersediaan air untuk kebutuhan air baku dan irigasi; 

5) masih adanya kejadian limpasan air dan longsoran tanggul pada 

musim penghujan; 

6) masih belum terselesaikannya permasalahan banjir rob; 

7) masih adanya kasus alih fungsi lahan; 

8) kerusakan infrastruktur akibat bencana banjir dan rob. 

d. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman 

Pada urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman, 

masih ditemukan permasalahan yang perlu diselesaikan yaitu: 

1) belum optimalnya penanganan perumahan terdampak bencana 

dan terimbas program pemerintah kabupaten; 

2) masih banyak rumah tidak layak huni; 

3) penanganan pemukiman kumuh belum optimal; dan 

4) belum semua permukiman dilengkapi dengan prasarana, sarana 

dan utilitas umum yang memadai. 

e. Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat 

Sejumlah ancaman masih ditemukan walaupun selama ini 

kondusivitas di Kabupaten Demak dapat terjaga dengan baik. 

Dinamika di tingkat nasional dan provinsi turut memengaruhi 

ketenteraman dan ketertiban masyarakat di kabupaten, di antaranya 

ancaman intoleransi, NAPZA dan kebebasan berdemokrasi. Selain 

itu, sejumlah daerah di Kabupaten Demak juga masih menjadi daerah 

rawan bencana. Oleh karena itu, permasalahan-permasalahan yang 

masih membutuhkan penyelesaian yaitu: 

1) belum optimalnya kinerja ketertiban umum, ketenteraman, 

keindahan dan perlindungan masyarakat; 

2) masih ditemukan pelanggaran PERDA; 

3) bencana kebakaran masih sering terjadi; dan 

4) belum optimalnya mitigasi dan penanganan bencana. 
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f. Sosial 

Salah satu pelayanan dasar yang wajib disediakan oleh 

pemerintah kabupaten adalah Kesejahteraan sosial. Akan tetapi, 

masih terdapat sejumlah permasalahan yang belum selesai, yaitu: 

1) kurangnya pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial 

(PSKS); 

2) pelayanan rehabilitasi sosial kepada Penyandang Masalah 

Kesejahteraan Sosial (PMKS)/Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan 

Sosial (PPKS) masih kurang; dan 

3) kurangnya cakupan perlindungan dan jaminan sosial 

PMKS/PPKS.  

2. Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan 
Dasar 

a. Tenaga Kerja 

Sebagai isu strategis di tingkat nasional, produktivitas mendapat 

perhatian yang signifikan. Pada tingkat provinsi, tantangan yang 

dihadapi berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan tenaga kerja yang 

sesuai dengan tuntutan pasar ekonomi global. Di Kabupaten Demak, 

isu terkait pengangguran juga masih menjadi permasalahan utama 

yang harus segera ditangani. Adapun permasalahan-permasalahan di 

bidang ketenagakerjaan secara rinci antara lain: 

1) tingginya tingkat pengangguran terbuka (TPT); 

2) rendahnya kualitas dan produktivitas tenaga kerja;  

3) kurang optimalnya perlindungan tenaga kerja dan pengembangan 

lembaga tenaga kerja; dan 

4) rendahnya SDM dan soft skill tenaga kerja. 

b. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 

Pada tahap preventif, pembangunan yang berorientasi pada 

perempuan dan anak diarahkan untuk menjamin tidak adanya praktik 

diskriminasi, eksploitasi, maupun kekerasan yang bersumber dari 

kekeliruan perspektif gender dan anak. Pembangunan perempuan 

dan anak secara progresif ditujukan untuk meningkatkan ketahanan 

dan kesejahteraan keluarga guna mewujudkan sumber daya manusia 

yang berkualitas, Tangguh, dan berkarakter. Dalam hal 

pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, masih ditemukan 

masalah-masalah sebagai berikut: 

1) pemberdayaan gender belum optimal; 

2) belum optimalnya pemenuhan hak anak;  

3) masih dijumpai kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak; 

dan 

4) masih ditemukannya kasus kenakalan remaja. 
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c. Pangan 

Walaupun dikenal sebagai salah satu lumbung pangan di Jawa 

Tengah, Kabupaten Demak masih memiliki beberapa permasalahan 

yang perlu diatasi, yaitu: 

1) masih adanya daerah rawan pangan; 

2) cadangan pangan pemerintah masih kurang; dan 

3) konsumsi pangan belum beragam, bergizi seimbang dan aman. 

d. Pertanahan 

Pelaksanaan pembangunan infrastruktur strategis di Kabupaten 

Demak, memerlukan dukungan lokasi dari pemerintah kabupaten. 

Akan tetapi, pengelolaan aset tanah milik Pemerintah Kabupaten 

Demak masih belum berjalan secara optimal, misalnya ditunjukkan 

dengan masih adanya aset lahan pemerintah kabupaten yang belum 

memiliki sertifikat kepemilikan. 

e. Lingkungan Hidup 

Salah satu syarat keberhasilan dari pembangunan berkelanjutan 

yaitu kelestarian lingkungan hidup. Dalam rangka mewujudkan 

lingkungan hidup yang berkualitas, Kabupaten Demak masih memiliki 

kelemahan dan tantangan, yaitu:  

1) kualitas air masih rendah; 

2) tutupan lahan masih rendah; 

3) manajemen pengelolaan sampah belum optimal; dan 

4) belum optimalnya layanan pemeliharaan dan perlindungan 

lingkungan. 

f. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil 

Manusia atau masyarakat merupakan subjek sekaligus sasaran 

utama pembangunan, sehingga ketersediaan data kependudukan 

yang akurat dan mutakhir menjadi suatu keharusan. Oleh karena itu, 

setiap perumusan keputusan dan kebijakan pembangunan 

seharusnya didasarkan pada data kependudukan tersebut agar tepat 

sasaran dan efektif. Namun, dalam prakteknya masih ditemukan 

beberapa permasalahan seperti: 

1) belum maksimalnya pelayanan administrasi kependudukan dan 

pencatatan sipil; dan 

2) informasi data kependudukan belum dimanfaatkan dengan baik.  

g. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 

Salah satu pendekatan efektif yang terbukti dapat mendukung 

keberhasilan pembangunan adalah pemberdayaan masyarakat. 

Pemberdayaan masyarakat dimulai dari tingkat desa, sehingga peran 

kelembagaan desa perlu diperhatikan dalam proses pembangunan. 
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Masih terdapat beberapa permasalahan dalam pemberdayaan 

masyarakat dan desa, yaitu: 

1) potensi sumber daya desa belum tergarap dengan baik; dan 

2) belum optimalnya tata kelola pemerintahan desa dalam upaya 

pemberdayaan masyarakat; 

h. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 

Beberapa permasalahan pembangunan dipengaruhi oleh 

peningkatan jumlah penduduk. Oleh karena itu, upaya pengendalian 

penduduk dan penguatan perencanaan keluarga perlu dilakukan 

supaya pelaksanaan berbagai agenda pembangunan dapat 

berlangsung dengan optimal. Dalam hal pengendalian penduduk dan 

keluarga berencana, terdapat sejumlah persoalan, yaitu: 

1) akses dan pelayanan KB masih kurang; dan 

2) upaya peningkatan kesejahteraan keluarga yang masih kurang. 

i. Perhubungan 

Peningkatan jumlah penduduk dapat mendorong perluasan 

wilayah pembangunan serta meningkatnya mobilitas masyarakat. 

Kondisi tersebut perlu diimbangi dengan penyediaan sarana dan 

prasarana perhubungan yang memadai agar aktivitas masyarakat 

dapat berjalan dengan lancar. Akan tetapi, terdapat beberapa 

permasalahan yang perlu diatasi di sektor perhubungan, antara lain: 

1) menurunnya jumlah penumpang angkutan umum; 

2) masih terdapat titik-titik rawan kemacetan dan kecelakaan; dan 

3) belum optimalnya terminal tipe C untuk melayani penumpang. 

j. Komunikasi dan Informatika 

Perkembangan era industri 4.0 menemukan dorongan yang 

signifikan pada masa pandemic Covid-19. Sektor yang semakin 

banyak berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi ini, menjadi 

salah salah satu sektor yang patut diperhitungkan dalam beberapa 

tahun ke depan. Namun, masih ditemukan sejumlah permasalahan, 

yaitu:  

1) belum optimalnya layanan dan jangkauan jaringan 

telekomunikasi; 

2) aplikasi-aplikasi e-government belum terintegrasi; dan 

3) pelayanan informasi dan komunikasi publik masih dapat 

ditingkatkan. 

k. Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah 

Penguatan koperasi dan usaha kecil dan menengah diharapkan 

dapat mempercepat pemulihan ekonomi di Kabupaten Demak. Sektor 

ini telah terbukti berhasil bertahan di segala krisis. Oleh karena itu, 
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permasalahan-permasalahn berikut perlu diatasi agar pemulihan 

ekonomi dapat segera terwujud:  

1) masih adanya koperasi di Kabupaten Demak yang belum 

memenuhi regulasi perkoperasian; 

2) masih kurangnya permodalan dan kapasitas usaha koperasi dan 

UMKM; 

3) kualitas SDM koperasi dan UMKM masih rendah; 

4) belum optimalnya pemasaran produk UMKM Demak; dan 

5) belum tertatanya pedagang kaki lima. 

l. Penanaman Modal Daerah 

Penanaman modal merupakan salah satu sektor strategis dalam 

mendukung pemulihan ekonomi. Terciptanya iklim investasi yang 

kondusif tidak hanya berkontribusi terhadap PDRB, juga akan 

mendorong perluasan penyerapan tenaga kerja yang berujung pada 

penurunan tingkat kemiskinan. Akan tetapi, sejumlah permasalahan 

masih ditemukan, yaitu: 

1) pengembangan iklim penanaman modal belum optimal; 

2) pengendalian pelaksanaan penanaman modal belum optimal; 

3) pelayanan perizinan dan non perizinan di bidang penanaman 

modal belum optimal; 

4) data dan sistem informasi penanaman modal belum dikelola 

dengan optimal. 

m. Kepemudaan dan Olahraga 

Dalam upaya mewujudkan Generasi Emas Tahun 2045, pemuda 

diposisikan sebagai aset strategis bangsa yang berperan penting 

dalam menentukan kualitas sumber daya manusia. Oleh karena itu, 

Pemerintah perlu secara sungguh-sungguh membuka ruang bagi 

pemuda untuk berkontribusi dan berprestasi sebagai generasi yang 

unggul. Kontribusi tersebut dapat diwujudkan melalui berbagai bidang, 

baik prestasi olahraga maupun keterlibatan dalam organisasi 

kepemudaan yang berfungsi sebagai wadah penyaluran peran aktif 

pemuda dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan. 

Beberapa permasalahan masih ditemukan dalam urusan pemuda dan 

olahraga, yaitu: 

1) daya saing pemuda dalam perekonomian dan pembangunan 

belum optimal;  

2) daya saing keolahragaan belum optimal; 

3) belum memadainya kapasitas dan kondisi sarana dan prasarana 

kepemudaan, kepramukaan dan olahraga. 

n. Statistik 

Belum optimalnya penerapan single data system (SDS) menjadi 

salah satu akar permasalahan dalam bidang statistik. Kondisi tersebut 
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menyebabkan data sektoral yang dimanfaatkan dalam proses 

perencanaan dan pengendalian kerap bersumber dari berbagai pihak, 

sehingga berpotensi menimbulkan ketidaktepatan dalam pengambilan 

keputusan. Selain itu, ketersediaan data yang dibutuhkan untuk 

perencanaan sering kali tidak dapat dipenuhi tepat waktu sesuai 

dengan tata kelola perencanaan yang telah ditetapkan. 

o. Persandian 

Seiring dengan meningkatnya intensitas pertukaran informasi, 

pengelolaan urusan persandian dituntut untuk memperoleh perhatian 

yang lebih serius. Saat ini, jaringan keamanan informasi di Kabupaten 

Demak masih menunjukkan tingkat kerentanan terhadap ancaman 

peretasan, sehingga permasalahan tersebut perlu ditangani secara 

berkesinambungan pada tahun-tahun mendatang. 

p. Kebudayaan 

Seiring dengan dinamika perkembangan zaman, pembangunan 

kebudayaan menghadapi tantangan yang semakin kompleks. Secara 

historis, Kabupaten Demak pernah menjadi sentra budaya Jawa-Islam 

di abad ke-14. Agar nilai-nilai budaya tetap lestari, permasalahan-

permasalahan berikut perlu diatasi, yaitu: 

1) pelestarian warisan budaya belum optimal; dan 

2) terbatasnya ruang ekspresi berkesenian. 

q. Perpustakaan 

Upaya peningkatan minat baca dan tingkat literasi masyarakat di 

Kabupaten Demak masih dihadapkan pada berbagai permasalahan. 

Beberapa di antaranya adalah belum maksimalnya pelayanan 

perpustakaan serta pengelolaan perpustakaan yang belum berjalan 

secara optimal. 

r. Kearsipan 

Dalam mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang 

baik, arsip memiliki peran yang sangat penting. Ketersediaan serta 

keamanan dokumentasi kegiatan, peraturan, dan berbagai dokumen 

pemerintahan lainnya harus dapat dijamin secara berkelanjutan. 

Namun demikian, layanan dan pengelolaan kearsipan hingga saat ini 

masih belum optimal, sehingga menjadi permasalahan yang perlu 

ditangani pada tahun-tahun mendatang.   

3. Urusan Pemerintahan Pilihan 

a. Kelautan dan Perikanan 

Kabupaten Demak merupakan daerah yang dilewati oleh jalur 

pantura dan memiliki garis pantai yang potensial untuk dikembangkan. 
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Dalam hal urusan kelautan dan perikanan, masih terdapat beberapa 

permasalahan yang harus dihadapi, antara lain: 

1) belum optimalnya pembangunan masyarakat pesisir dalam 

pengelolaan potensi sumberdaya ikan dan pesisir;  

2) produksi perikanan budidaya belum optimal; dan 

3) masih rendahnya angka konsumsi ikan. 

b. Pariwisata 

Sektor pariwisata merupakan salah satu sektor yang memiliki 

potensi besar sebagai sumber pendapatan daerah. Akan tetapi, 

jumlah kunjungan wisatawan mulai mengalami penurunan sejak 

terjadinya pandemi Covid-19. Selain itu, masih ditemukannya 

beberapa permasalahan pada sektor ini, antara lain: 

1) masih banyak produk kepariwisataan yang belum dikenal di 

tingkat nasional; 

2) pengembangan dan pengelolaan destinasi wisata belum optimal;  

3) belum optimalnya kinerja lembaga/forum pariwisata dan 

ekosistem ekonomi kreatif; 

4) Sarana dan prasarana pariwisata kurang memadai; dan 

5) Belum berkembangnya ekonomi kreatif. 

c. Pertanian 

Sebagai salah satu penggerak utama perekonomian daerah, 

sektor pertanian menempati posisi kedua terbesar dalam 

kontribusinya terhadap PDRB Kabupaten Demak. Ketergantungan 

sebagian besar penduduk Demak terhadap sektor ini sebagai sumber 

mata pencaharian menjadikan pertanian memiliki peran yang sangat 

strategis. Namun demikian, dalam pengembangannya masih dijumpai 

sejumlah permasalahan, antara lain: 

1) produksi pertanian tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan 

peternakanbelum optimal; 

2) adanya ancaman zoonosis; 

3) belum optimalnya nilai tambah produksi hasil pertanian dan 

peternakan; dan 

4) sarana dan prasarana pertanian/peternakan belum memadai 

untuk mendukung peningkatan produksi; 

d. Perdagangan 

Sebagai bagian hilir dari berbagai sektor produksi, sektor 

perdagangan memiliki peran strategis dalam menjamin kelancaran 

distribusi barang dan jasa. Dalam rangka mendukung upaya 

pemulihan ekonomi, sektor ini masih dihadapkan pada sejumlah 

persoalan yang perlu ditangani, antara lain: 

1) belum optimalnya pengelolaan pasar rakyat; 

2) kurangnya pengawasan dan izin usaha toko swalayan; 
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3) nilai bersih ekspor perdagangan belum optimal;  

4) belum optimalnya pengelolaan retribusi pasar; dan 

5) masih kurangnya informasi harga kebutuhan pokok masyarakat 

dan barang penting bagi masyarakat. 

e. Perindustrian 

Sejalan dengan revisi RTRW Tahun 2020, pengembangan 

sektor perindustrian diproyeksikan menjadi salah satu fokus utama 

pada tahun-tahun mendatang. Diharapkan, masuknya investasi di 

sektor industri mampu mendorong peningkatan penyerapan tenaga 

kerja. Untuk memastikan tercapainya tujuan pembangunan sektor 

perindustrian tersebut, sejumlah permasalahan berikut perlu 

mendapatkan perhatian dan penanganan, yaitu: 

1) belum maksimalnya pengembangan sentra-sentra industri 

berbasis produk unggulan daerah; 

2) masih kurangnya produk industri kecil dan menengah yang 

memenuhi standarisasi dan bersertifikasi; 

3) belum semua IKM mempunyai legal perijinan; 

f. Transmigrasi 

Sebagai salah satu instrumen kebijakan untuk mengurangi 

kesenjangan antarwilayah dan meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat, program transmigrasi memiliki peran yang strategis. 

Namun demikian, pelaksanaan transmigrasi di Kabupaten Demak 

masih menghadapi kendala, terutama terbatasnya kuota yang 

ditetapkan oleh pemerintah pusat bagi daerah tujuan, meskipun minat 

masyarakat untuk mengikuti program transmigrasi tergolong tinggi. 

4. Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan 

a. Sekretariat Daerah 

Sekretariat Daerah berperan dalam melaksanakan fungsi 

koordinasi terhadap penyelenggaraan pelayanan di lingkungan 

pemerintah daerah. Namun dalam pelaksanaannya, masih terdapat 

beberapa permasalahan, antara lain: 

1) capaian kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah masih dapat 

ditingkatkan; 

2) perlunya sinergitas kebijakan perekonomian dan pembangunan 

daerah; 

3) belum optimalnya penataan organisasi dalam menjawab 

tantangan regulasi pemerintah pusat dan tuntutan reformasi 

birokrasi; dan 

4) perlunya pemenuhan kebutuhan pimpinan dan kesekretariatan 

daerah. 
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Di luar permasalahan yang berkaitan dengan fungsi pelayanan, 

Sekretariat Daerah juga bertanggung jawab dalam pelaksanaan 

Program Unggulan Bupati pertama, yaitu peningkatan harmonisasi 

dan fasilitasi kehidupan beragama. Kabupaten Demak yang dikenal 

luas dengan julukan Kota Wali memiliki karakter religius yang kuat dan 

menjadi bagian dari identitas daerah. Walaupun dalam lima tahun 

terakhir tidak tercatat adanya konflik keagamaan, upaya menjaga 

harmonisasi antarumat beragama tetap perlu dilakukan secara 

berkelanjutan guna mempertahankan budaya serta citra Kabupaten 

Demak. Selain itu, langkah-langkah pencegahan terhadap potensi 

konflik keagamaan juga harus diantisipasi sejak dini agar tidak 

berkembang menjadi permasalahan di masa mendatang. 

  

b. Sekretariat DPRD 

Sekretariat DPRD memiliki tugas yang secara teknis operasional 

bertanggung jawab kepada pimpinan DPRD dan secara administratif 

kepada Bupati. Dalam fungsi pelayanannya kepada DPRD, sekretariat 

DPRD memiliki sejumlah permasalahan sebagai berikut: 

1) belum optimalnya tata kelola kesekretariatan DPRD dalam 

meningkatkan capaian kinerja DPRD; dan 

2) belum optimalnya dukungan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi 

DPRD; 

5. Permasalahan Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan 

a. Perencanaan Pembangunan 

Dalam perencanaan pembangunan di Kabupaten Demak, telah 

ditemukan beberapa permasalahan. Secara umum, masih 

menunjukkan bahwa kualitas perencanaan di Kabupaten Demak 

masih perlu adanya peningkatan. Setidaknya terdapat dua 

permasalahan utama yang teridentifikasi yaitu: 

1) masih ditemukannya muatan program antar dokumen 

perencanaan pembangunan daerah yang belum selaras; dan 

2) masih ditemukannya muatan dokumen perencanaan 

pembangunan daerah dengan dokumen perencanaan sektoral 

perangkat daerah yang belum selaras. 

b. Keuangan Daerah 

Sebagai wujud penerapan prinsip akuntabilitas dalam 

penyelenggaraan pemerintahan, penatausahaan keuangan 

memegang peran yang sangat penting. Walaupun Kabupaten Demak 

secara konsisten memperoleh opini Badan Pemeriksa Keuangan 

(BPK) Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sejak tahun 2016, 
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pengelolaan keuangan daerah masih menghadapi sejumlah 

permasalahan yang perlu mendapat perhatian, antara lain: 

1) kualitas penatausahaan keuangan daerah masih dapat 

ditingkatkan; 

2) adanya tuntutan peningkatan kemandirian keuangan daerah 

melalui penggalian potensi lokal; dan 

3) pengalokasian anggaran belanja yang belum efektif dan efisien. 

c. Kepegawaian 

Dinamika dan tantangan Aparatur Sipil Negara (ASN) ke depan 

semakin meningkat, sehingga diperlukan sumber daya manusia yang 

andal, adaptif, dan berintegritas. Kebijakan penyederhanaan birokrasi 

sebagai agenda nasional memberikan dampak signifikan terhadap 

tata kelola kepegawaian di daerah. Adapun permasalahan yang 

dihadapi dalam kepegawaian antara lain: 

1) rasio ASN dengan kebutuhan belum ideal; 

2) pengembangan karir ASN belum sepenuhnya menggunakan 

penilaian kinerja; dan 

3) layanan kepegawaian belum optimal. 

d. Pendidikan dan Pelatihan 

Sejalan dengan urusan kepegawaian, bidang diklat juga 

menghadapi tantangan dalam peningkatan kualitas Aparatur Sipil 

Negara (ASN). Kompetensi fungsional dan manajerial ASN di 

Kabupaten Demak masih perlu terus ditingkatkan dan dikembangkan 

agar mampu menjawab berbagai tantangan penyelenggaraan 

pemerintahan dan pembangunan daerah. 

e. Penelitian dan Pengembangan 

Dalam perumusan kebijakan, hasil penelitian dan 

pengembangan seharusnya menjadi dasar pengambilan keputusan. 

Namun demikian, pemanfaatan hasil kelitbangan di Kabupaten 

Demak masih belum optimal dalam mendukung kebijakan 

pembangunan daerah. Di samping itu, upaya fasilitasi kegiatan 

kelitbangan juga belum sepenuhnya mampu meningkatkan kualitas 

penelitian dan pengembangan pada bidang pemerintahan, sosial 

kependudukan, ekonomi, maupun pembangunan. 

6. Permasalahan Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan 

Penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik menuntut 

adanya sistem pengawasan internal yang transparan dan responsif. 

Dalam pelaksanaannya, pengawasan di lingkungan Pemerintah 

Kabupaten Demak masih menghadapi sejumlah tantangan, khususnya 

perlunya penguatan sistem pengendalian intern. Selain itu, peningkatan 

kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) juga menjadi 
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kebutuhan mendesak guna menjawab tuntutan masyarakat yang semakin 

berkembang terhadap fungsi pengawasan. 

7. Permasalahan Unsur Kewilayahan 

Pada lingkungan pemerintah kabupaten, unsur kewilayahan 

tercermin dalam penyelenggaraan tata kelola pemerintahan di tingkat 

kecamatan. Permasalahan yang muncul di kecamatan dapat dikaji melalui 

dua sudut pandang, yaitu kecamatan sebagai organisasi perangkat 

daerah dan kecamatan sebagai lokus permasalahan daerah. Dalam 

kapasitasnya sebagai perangkat daerah, kecamatan-kecamatan di 

Kabupaten Demak pada umumnya masih menghadapi sejumlah 

permasalahan, antara lain: 

a. penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik belum optimal; 

b. potensi pemberdayaan masyarakat belum terkelola dengan baik; 

c. keamanan dan kenyamanan lingkungan untuk mendukung aktivitas 

masyarakat belum merata; 

d. perlunya upaya pemeliharaan persatuan dan kesatuan bangsa dari 

level masyarakat terkecil; dan 

e. fasilitasi, pembinaan dan pengawasan Pemerintah Desa belum 

optimal. 

8. Permasalahan Unsur Pemerintahan Umum 

Upaya menjaga kondusifitas wilayah tidak hanya berfokus pada 

aspek keamanan dan ketertiban, tetapi juga memerlukan adanya 

penguatan kualitas demokrasi, peningkatan pendidikan politik, serta 

internalisasi nilai-nilai ideologi Pancasila. Dalam pelaksanaannya, pada 

unsur ini masih dijumpai sejumlah permasalahan yang memerlukan 

penanganan lebih lanjut, yaitu: 

a. menurunnya kualitas pemahaman ideologi Pancasila dan wawasan 

kebangsaan; dan 

b. belum optimalnya pendidikan politik di masyarakat. 

B. Visi dan Misi Kepala Daerah 

Perumusan Visi dan Misi RPJMD Kabupaten Demak Tahun 2021–2026 

dilandasi oleh permasalahan pembangunan serta isu-isu strategis yang 

berkembang di daerah. Arah pembangunan Kabupaten Demak difokuskan 

pada upaya pemantapan pembangunan secara menyeluruh pada berbagai 

sektor. Untuk mewujudkan visi dan mendukung pelaksanaan misi Kabupaten 

Demak Tahun 2021–2026, dirumuskan tujuan dan sasaran pembangunan 

yang pada hakikatnya berfungsi sebagai pedoman dalam penyelenggaraan 

setiap urusan pemerintahan daerah. Selanjutnya, berdasarkan visi dan misi 

kepala daerah terpilih, ditetapkan tujuan dan sasaran pembangunan jangka 

menengah daerah Kabupaten Demak Tahun 2021–2026 sebagaimana 

diuraikan berikut ini. 
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1. Visi Kepala Daerah 

Visi dirumuskan sebagai gambaran kondisi Kabupaten Demak yang 

ingin diwujudkan pada akhir periode perencanaan, yaitu tahun 2026. Visi 

tersebut diharapkan mampu memberikan kejelasan arah (clarity of 

direction) mengenai keadaan masa depan yang hendak dicapai dalam 

jangka menengah lima tahun, sekaligus menjadi landasan dalam 

penyelesaian permasalahan pembangunan daerah dan/atau isu-isu 

strategis Kabupaten Demak pada periode tersebut. 

Visi Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Demak 

Tahun 2021-2026 diselaraskan dengan visi jangka panjang daerah 

(RPJPD) Kabupaten Demak Tahun 2005-2025 yaitu Terwujudnya 

masyarakat Kabupaten Demak yang Sejahtera, Sehat, dan Cerdas dalam 

Lingkungan yang Agamis dan Demokratis. Terdapat keselarasan visi 

pembangunan jangka menengah Kabupaten Demak dengan visi jangka 

panjang Kabupaten Demak. Keselarasan tersebut khususnya terletak 

pada frase SEJAHTERA. Artinya adalah apa yang dicita-citakan untuk 

diwujudkan dalam pembangunan jangka menengah akan mampu 

menyumbang pencapaian cita-cita jangka panjang. Visi pembangunan 

jangka menengah daerah Kabupaten Demak Tahun 2021-2026 yaitu: 

“Demak Bermartabat, Maju dan Sejahtera”  

Visi tersebut terdiri dari 3 frase (bagian), yaitu Kabupaten Demak 

Bermartabat, Maju dan Sejahtera, yang masing-masing dapat dijelaskan 

sebagai berikut: 

a. Kabupaten Demak yang Bermartabat, martabat merupakan hak 

seseorang untuk dihargai dan dihormati dan diperlakukan secara etis. 

Martabat merupakan konsep yang penting dalan bidang moralitas, 

etika, hukum dan politik. Bermartabat dimaknai sebagai sikap yang 

berwibawa yang harus dimiliki dalam menjalankan reformasi birokrasi. 

b. Kabupaten Demak yang Maju, Maju dapat menyatakan suatu 

tindakan keberadaan, dan pengalaman. Maju dimaknai dengan 

berada pada tingkat peradaban yang tinggi, yang dimaksud adalah 

para manusia. Hal ini dimaksudkan bahwa sumber daya manusia 

telah berkembang pikirannya. 

c. Kabupaten Demak yang Sejahtera, Sejahtera merupakan sebuah 

kondisi kehidupan individu dan masyarakat yang dapat memenuhi 

standar kehidupan yang layak sesuai harkat dan martabat 

kemanusiaan. Sejahtera juga dimaknai sebagai sebuah kondisi 

derajat kehidupan masyarakat Kabupaten Demak yang semakin 

membaik terutama pada sektor ekonomi. 

Berdasarkan tiga frasa tersebut, dapat dirumuskan bahwa cita-cita 

yang diharapkan dapat tercapai pada Tahun 2026 mencakup 

terselenggaranya reformasi birokrasi yang bermartabat, meningkatnya 
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kualitas sumber daya manusia, serta terwujudnya perekonomian 

masyarakat yang lebih sejahtera. 

2. Misi Kepala Daerah 

Misi merupakan rumusan umum mengenai langkah dan upaya yang 

akan ditempuh untuk mewujudkan visi yang telah ditetapkan. Misi ini 

secara jelas menggambarkan arah dan bentuk upaya yang akan 

dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Demak dalam rangka 

pencapaian visi tersebut. Adapun misi dimaksud dirumuskan dalam tiga 

pernyataan sebagai berikut: 

a. Memperkuat Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, serta Kehidupan 

Bermasyarakat yang Agamis, Kondusif dan Berbudaya 

b. Meningkatkan Sumber Daya Manusia, Sumber Daya Alam dan 

Lingkungan Hidup yang Berkualitas dan Berdaya Saing 

c. Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Potensi Lokal, Membuka 

Lapangan Kerja, Mengurangi Kemiskinan dan Pengangguran 

Misi merupakan upaya yang dilakukan untuk mencapai visi. Oleh 

karena itu perlu dilihat keterkaitan Antara unsur-unsur visi dengan misi 

yang telah ditetapkan. 

Tabel I.11 

Keterkaitan Unsur Visi dengan Uraian Misi 

Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2021-2026 

Unsur Visi 
No 

Misi 
Uraian Misi 

Bermartabat 1 

Memperkuat Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, serta 

Kehidupan Bermasyarakat yang Agamis, Kondusif dan 

Berbudaya 

Maju 2 
Meningkatkan Sumber Daya Manusia, Sumber Daya Alam 

dan Lingkungan Hidup yang Berkualitas dan Berdaya Saing 

Sejahtera 3 

Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Potensi Lokal, 

Membuka Lapangan Kerja, Mengurangi Kemiskinan dan 

Pengangguran 

Sumber: RPJMD Kab. Demak Tahun 2021-2026 

Apabila ditinjau dari keterkaitan antara visi dan misi sebagaimana 

diuraikan di atas, maka penjabaran Misi Kabupaten Demak Tahun 2021–

2026 adalah sebagai berikut: 

a. Memperkuat Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, serta 

Kehidupan Bermasyarakat yang Agamis, Kondusif dan 

Berbudaya 

Pada misi pertama terdapat dua frasa kunci, yaitu tata kelola 

pemerintahan dan kehidupan masyarakat. Pembentukan tata 

kelola pemerintahan yang baik memerlukan adanya manajemen 
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pembangunan yang sinergis dalam birokrasi sebagai upaya 

membangun tatanan kehidupan masyarakat, birokrasi, dan sektor 

swasta yang selaras. Kondisi tersebut memungkinkan 

terselenggaranya fungsi pelayanan, pemerintahan, dan 

pembangunan secara efektif dan kondusif guna mencapai tujuan 

Demak Bermartabat. Selain itu terciptanya kehidupan masyarakat 

yang agamis, kondusif, dan berbudaya menjadi prasyarat penting 

dalam mendukung penyelenggaraan fungsi-fungsi publik. Dalam 

implementasinya, kondisi sosial yang demikian juga berperan dalam 

menciptakan iklim investasi yang sehat serta menopang kelancaran 

roda perekonomian daerah. 

b. Meningkatkan Sumber Daya Manusia, Sumber Daya Alam dan 

Lingkungan Hidup yang Berkualitas dan Berdaya Saing 

Dalam rumusan misi tersebut terdapat dua frasa kunci yang 

menjadi fokus utama pembangunan, yaitu sumber daya manusia dan 

sumber daya alam. Sumber daya manusia memegang peranan 

strategis dalam menentukan arah dan kemajuan suatu daerah, karena 

manusia berfungsi sebagai penggerak, pemikir, sekaligus perencana 

pembangunan. Sementara itu, sumber daya alam merupakan potensi 

yang berasal dari alam dan dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan 

serta kepentingan kehidupan manusia. Kedua unsur tersebut memiliki 

keterkaitan yang erat dan saling memengaruhi. Sumber daya manusia 

yang berkualitas diharapkan mampu mengelola sumber daya alam 

secara bijaksana, sehingga tercipta lingkungan hidup yang 

berkelanjutan. Selain itu, lingkungan hidup yang berkualitas dan 

berkelanjutan akan mendukung peningkatan kualitas sumber daya 

manusia yang memiliki daya saing. 

c. Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Potensi Lokal, 

Membuka Lapangan Kerja, Mengurangi Kemiskinan dan 

Pengangguran 

Rumusan misi tersebut dimaknai bahwa peningkatan 

kesejahteraan masyarakat dapat diwujudkan melalui upaya 

mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan disertai 

dengan penurunan tingkat kemiskinan. Kabupaten Demak memiliki 

beragam potensi ekonomi yang perlu dioptimalkan sebagai fondasi 

perekonomian daerah yang kuat, sehingga mampu berkontribusi 

dalam upaya pengentasan kemiskinan. Sektor-sektor ekonomi yang 

terbukti menjadi penyumbang utama PDRB Kabupaten Demak antara 

lain industri pengolahan, pertanian, perikanan, perdagangan, dan 

UMKM. Selain itu, Kabupaten Demak juga memiliki potensi pariwisata 

yang perlu dikembangkan secara lebih serius guna meningkatkan 
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penyerapan tenaga kerja serta memperluas pemasaran produk-

produk lokal. 

C. Program Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan 
Jangka Menengah  

Program pembangunan daerah Kabupaten Demak disusun berdasarkan 

program unggulan Bupati dan Wakil Bupati Periode 2021–2026 yang juga 

merupakan penjabaran dari tujuan dan sasaran pada setiap misi 

pembangunan. Pada Tahun 2025, pembangunan Kabupaten Demak 

diarahkan pada sembilan prioritas yang sekaligus ditetapkan sebagai Program 

Unggulan Daerah. Adapun uraian mengenai prioritas pembangunan 

Kabupaten Demak Tahun 2025 disajikan sebagai berikut: 

Tabel I.12 

Program Prioritas 1 Pembangunan Kabupaten Demak Tahun 2025 

PRIORITAS 1: 

PENINGKATAN HARMONISASI DAN FASILITASI 

KEHIDUPAN BERAGAMA 

Rencana implementasi: 

1) Bantuan tempat ibadah/lembaga keagamaan 
2) Tambahan kesejahteraan guru Madin/TPQ/Ponpes 

3) Beasiswa penghapal Alqur'an 
4) Fasilitasi Forum Ulama-Umaro' 

Sumber: RKPD Perubahan Kabupaten Demak Tahun 2025 

Harmonisasi dan fasilitasi kehidupan beragama dalam kerangka Negara 

Kesatuan Republik Indonesia merupakan prasyarat penting dalam 

mewujudkan masyarakat madani yang bermartabat. Terbangunnya hubungan 

yang harmonis, baik antar maupun intern umat beragama, akan menciptakan 

sinergi yang kuat dalam mendukung pelaksanaan berbagai program 

pembangunan. Kondisi masyarakat yang tertib, aman, dan damai diharapkan 

mampu meningkatkan daya tarik Kabupaten Demak bagi investor maupun 

wisatawan. Iklim investasi yang kondusif tersebut juga berperan dalam 

menjaga keberlanjutan investasi agar tetap bertahan dan berkembang di 

wilayah Kabupaten Demak. 

Oleh karena itu, sangat diperlukan bantuan tempat ibadah/ lembaga 

keagamaan, tambahan kesejahteraan guru Madin/TPQ/Ponpes dengan tetap 

mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah, dengan prioritas guru 

Madin/TPQ/Ponpes yang belum mendapatkan bantuan insentif dari Provinsi 

Jawa Tengah. Selain itu, beasiswa bagi penghapal Al-Qur’an yang akan 

melanjutkan sekolah/kuliah juga perlu diberikan sesuai kemampuan keuangan 

daerah. 

Fasilitasi forum ulama-umaro’ merupakan salah satu bentuk kearifan 

lokal yang perlu terus dipertahankan sebagai wadah silaturahmi, komunikasi, 
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dan konsultasi antara pemerintah daerah dengan para 

masyayikh/kyai/ulama/sesepuh sebagai representasi tokoh masyarakat dalam 

membahas berbagai permasalahan daerah. Upaya ini sekaligus menjadi 

bagian dari pelestarian budaya Kasultanan Demak yang secara historis tidak 

terlepas dari peran dan dukungan para ulama dan Walisongo. 

Program Unggulan ini didukung dengan Program Perangkat Daerah 

sebagai berikut: 

1) Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat 

2) Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum 

  Tabel I.13 

Program Prioritas 2 Pembangunan Kabupaten Demak Tahun 2025 

PRIORITAS 2: 

PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN 

PELAYANAN PUBLIK BERBASIS ‘SMART CITY’ 

Rencana Implementasi: 

1) Integrasi e-government 
2) Paperless office (administrasi kantor hemat kertas) 

3) Digitalisasi desa 

4) Anjungan Dukcapil Mandiri 
5) Pengembangan single database (kebijakan satu data) 

6) Mall Pelayanan Publik (MPP) 

Sumber: RKPD Perubahan Kabupaten Demak Tahun 2025 

Pada Tahun 2025, prioritas pembangunan kedua diarahkan pada 

peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis Smart 

City. Penguatan integrasi e-government diharapkan mampu meningkatkan 

efektivitas kinerja aparatur sipil negara sekaligus menekan potensi terjadinya 

kecurangan. Selain itu, penerapan digitalisasi dalam tata kelola pemerintahan 

diharapkan dapat mengurangi belanja alat tulis kantor serta mempermudah 

pengelolaan dan pemeliharaan arsip melalui penerapan konsep paperless 

office. 

Pada tingkat desa, digitalisasi diarahkan pada penguatan lumbung data 

desa serta penerapan crowdfunding untuk penanganan kemiskinan dan 

pengembangan UMKM. Program lumbung data desa telah mulai diluncurkan 

pada akhir Tahun 2022. Pada Tahun 2025, lumbung data desa diharapkan 

telah dapat dimanfaatkan, setidaknya pada lima desa sebagai proyek 

percontohan. Selanjutnya, basis data yang bersumber dari desa tersebut akan 

digunakan sebagai landasan pengambilan keputusan guna mendukung 

rencana implementasi pengembangan single database. 

Mall Pelayanan Publik (MPP) yang dibangun pada tahun 2023, 

diharapkan telah beroperasi memberikan pelayanan secara penuh pada tahun 

2025. Tahun 2025 difokuskan untuk peningkatan kepuasan pelayanan MPP 

dan peningkatan kinerja Mall Informasi Pelayanan Publik (MIPP online) 
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Prioritas daerah ini didukung dengan Program Perangkat Daerah 

sebagai berikut: 

1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 

2) Program Pengelolaan Arsip 

3) Program Administrasi Pemerintahan Desa 

4) Program Penelitian dan Pengembangan Daerah 

5) Program Pengelolaan Aplikasi Informatika 

6) Program Pendaftaran Penduduk 

7) Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral 

 Tabel I.14 

Program Prioritas 3 Pembangunan Kabupaten Demak Tahun 2025 

PRIORITAS 3: 

PENINGKATAN KEBERSIHAN DAN KEINDAHAN WILAYAH 

Rencana Implementasi: 

1) Penataan taman/Ruang Terbuka Hijau dan Pedagang Kaki Lima 

2) Pengelolaan sampah terpadu (TPA/TPST/TPS-3R/TPS) 
3) Bank sampah 

4) Gerakan kali bersih 

Sumber: RKPD Perubahan Kabupaten Demak Tahun 2025 

Berdasarkan RKPD Kabupaten Demak tahun 2025, proporsi RTH 

perkotaan di Kabupaten Demak masih belum mencapai 20%, sehingga untuk 

meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan dalam rangka meningkatkan 

kualitas lingkungan hidup serta mendukung pengembangan kawasan 

perkotaan, diperlukan penambahan luasan RTH. Pemerintah daerah 

merencanakan kerja sama dengan dunia usaha melalui program Tanggung 

Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan sebagai sumber pendanaan. 

Selain itu, penataan RTH juga diarahkan untuk penataan taman kota yang 

sekaligus dapat difungsikan sebagai kawasan penataan pedagang kaki lima. 

Pengelolaan sampah yang masih menjadi permasalahan utama di 

Kabupaten Demak memerlukan upaya penanganan yang terpadu dan 

berkelanjutan. Pemerintah daerah perlu mengintensifkan pengelolaan 

sampah mulai dari tingkat tempat penampungan sementara (TPS) hingga 

proses akhir di tempat pemrosesan akhir (TPA) dengan mengoptimalkan 

penerapan konsep bank sampah. Sebagai bentuk apresiasi dan peningkatan 

partisipasi masyarakat, dilaksanakan lomba bank sampah. Dalam 

pelaksanaannya, pemerintah daerah akan berkolaborasi dengan organisasi 

penggiat lingkungan hidup untuk memasyarakatkan bank sampah, serta 

secara bertahap meningkatkan sarana dan prasarana di TPA Berahan Kulon 

melalui pendanaan APBD maupun pengajuan Bantuan Keuangan kepada 

Provinsi Jawa Tengah. 

Permasalahan kebersihan dan keindahan wilayah juga menyangkut 

kebersihan sungai/kali terutama yang melintas di kawasan perkotaan sebagai 

cerminan wajah kota. Dalam pelaksanaannya, program kali bersih akan 
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melibatkan DLH dan masyarakat untuk proses pembersihan sungai dari 

sampah dan gulma. Untuk melancarkan aliran sungai, Dinputaru melakukan 

normalisasi di sungai-sungai setiap hari.  

Prioritas daerah ini didukung dengan Program Perangkat Daerah 

sebagai berikut: 

1) Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan  

2) Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum 

3) Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI) 

4) Program Pengelolaan Persampahan 

5) Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah 

6) Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) 

7) Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan 

Hidup 

Tabel I.15 

Program Prioritas 4 Pembangunan Kabupaten Demak Tahun 2025 

PRIORITAS 4: 

PENINGKATAN KUALITAS DAN AKSESIBILITAS PELAYANAN 

PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 

Rencana Implementasi: 

1) Peningkatan kapasitas tenaga pendidik/tenaga kependidikan 
2) Ajang/lomba kreativitas guru dan siswa 

3) Beasiswa miskin 
4) Literasi berbasis inklusi sosial 

5) Taman baca integratif 
6) Percepatan penanganan stunting 

7) Revitalisasi posyandu 
8) Pelayanan kesehatan untuk semua (health for all): ibu hamil 

(bumil), ibu bersalin, bayi baru lahir, balita, usia pendidikan 
dasar, usia produktif, usia lanjut 

9) Pembangunan sport center dan pembinaan olahraga 

Sumber: RKPD Perubahan Kabupaten Demak Tahun 2025 

Peningkatan kualitas sumber daya manusia diawali melalui perbaikan 

mutu pelayanan pada sektor pendidikan dan kesehatan. Rencana 

implementasi diarahkan pada berbagai upaya, antara lain peningkatan 

kapasitas pendidik dan tenaga kependidikan, penyelenggaraan lomba 

kreativitas bagi guru dan peserta didik, serta pemberian beasiswa bagi 

keluarga miskin yang menempuh pendidikan pada jenjang SD/MI/Paket A, 

SMP/MTs/Paket B, SMA/SMK/MA/Paket C, termasuk program Beasiswa Ayo 

Sekolah Kembali. 

Peningkatan kapasitas pendidik dan tenaga kependidikan dilakukan 

melalui penyempurnaan kurikulum pendidikan dan pelatihan (diklat) 

kompetensi, serta pemberian tambahan kesejahteraan bagi Guru Tidak Tetap 

dan Pegawai Tidak Tetap (GTT/PTT) sesuai dengan kemampuan keuangan 
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daerah. Selain itu, diselenggarakan pula workshop kebudayaan sebagai 

upaya pelestarian budaya dan penguatan nilai-nilai luhur bangsa. 

Dalam upaya meningkatkan minat baca masyarakat, dilakukan 

pembangunan taman baca serta penguatan gerakan literasi berbasis inklusi 

sosial. Penyediaan koleksi pustaka diarahkan terutama pada bahan bacaan 

yang berkaitan dengan teknologi tepat guna dan pengembangan soft skill, 

yang dilengkapi dengan pelaksanaan pelatihan praktis (topical training). 

Taman baca integratif dirancang dengan mengombinasikan fungsi taman baca 

dan posyandu, atau memadukan taman baca dengan ruang terbuka hijau 

(RTH) yang dilengkapi dengan akses internet terbuka. Peningkatan literasi 

juga didukung melalui penambahan armada mobil pustaka guna memperluas 

jangkauan layanan bahan bacaan kepada masyarakat. Dalam 

pelaksanaannya, diperlukan kerja sama lintas sektor yang melibatkan 

Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Desa, serta peran aktif tokoh agama dan 

tokoh masyarakat. 

Penanganan stunting masih menjadi prioritas utama, mengingat masih 

ditemukannya 9,5% anak stunting di Demak (SSGI, 2023). Pada tahun 2025, 

prevalensi stunting diharapkan turun menjadi 7,5%. Strategi yang diterapkan 

dalam penanganan stunting yaitu: 

1) Peningkatan kualitas penyiapan kehidupan berkeluarga. Strategi ini 

mencakup edukasi pranikah dan pemberian tablet tambah darah kepada 

remaja putri,  

2) Pemenuhan asupan gizi Ibu hamil dan balita; termasuk pemberian 

makanan tambahan, tablet penambah darah dan penguatan cadangan 

pangan masyarakat. 

3) Kampanye perbaikan pola asuh. Aktivitas di dalam strategi ini termasuk 

kampanye gemar makan ikan, pelatihan guru/pendamping stimulasi 

penanganan stunting, penguatan PAUD HI dan peningkatan peran KP ASI. 

4) Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan. Strategi ini utamanya 

ditujukan untuk menekan angka kematian ibu, bayi dan balita. 

5) Peningkatan akses air minum dan sanitasi; termasuk di dalamnya adalah 

penyediaan air minum yang bersumber dari air baku permukaan, 

penyediaan toilet dan jamban serta sosialisasi perilaku hidup bersih dan 

sehat. 

6) Perbaikan data, koordinasi dan sinergi lintas sektoral. Di dalamnya 

termasuk penguatan kinerja Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS), 

perbaikan kualitas data, pendampingan PKH dan komitmen penganggaran 

daerah. 

Revitalisasi posyandu merupakan aktivitas yang hadir pada semua 

strategi penanganan stunting dan pelayanan kesehatan pada umumnya. 

Posyandu menjadi ujung tombak pelayanan di tingkat terkecil yang terbukti 

efektif dalam memantau kondisi ibu hamil, nifas, bayi dan tumbuh kembang 

balita. Penggunaan aplikasi Cengkeraman Mata Elang (CME) terus 
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digalakkan untuk membantu pemantauan. Posyandu perlu meningkatkan 

kapasitas kader posyandu dan pendayagunaan bidan desa, puskesmas dan 

RSUD untuk mewujudkan kualitas dan aksesibilitas layanan kesehatan tanpa 

sekat dan menjangkau semua strata masyarakat (health for all). Saat ini 

Kabupaten Demak telah memiliki 1294 Posyandu, 27 Puskesmas, 5 Rumah 

Sakit, 42 Klinik Pratama dan 2 Klinik Utama serta 113 Apotik yang tersebar di 

14 kecamatan. 

Dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, Kabupaten Demak 

telah memiliki Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2023 tentang Jaminan 

Kesehatan Daerah. Perda tersebut diperlukan dalam rangka. mendukung 

kebijakan transformasi pelayanan kesehatan untuk meningkatkan akses 

layanan kesehatan di daerah. Pada tahun 2023 Kabupaten Demak telah 

meraih Universal Health Coverage (UHC) dengan capaian jumlah masyarakat 

yang sudah terdaftar Jaminan Kesehatan Nasional Kartu Indonesia Sehat 

(JKN-KIS) sejumlah 97,22 %. Diraihnya kembali penghargaan UHC yang 

pernah diperoleh pada tahun 2018, merupakan wujud komitmen Pemerintah 

Kabupaten Demak dalam memberikan perlindungan dan jaminan kesehatan 

bagi masyarakat serta komitmen dalam meningkatkan kualitas dan 

aksesibilitas pelayanan kesehatan. Pada tahun 2025, kondisi ini akan tetap 

dipertahankan. 

Peningkatan kualitas pelayanan di bidang pendidikan dan kesehatan 

juga didukung melalui penyediaan sport center yang representatif bagi 

masyarakat Kabupaten Demak. Pembangunan sport center telah dimulai 

sejak Tahun 2022 dan mulai dimanfaatkan pada Tahun 2023. Selanjutnya, 

pada Tahun 2024, sport center diharapkan telah dilengkapi dengan berbagai 

fasilitas keolahragaan yang memenuhi standar nasional. Pengoperasian sport 

center merupakan salah satu bentuk komitmen Pemerintah Kabupaten Demak 

dalam membentuk sumber daya manusia yang tidak hanya sehat, tetapi juga 

bugar. Selain pengoperasian fasilitas tersebut, Pemerintah Kabupaten Demak 

juga menyiapkan alokasi khusus untuk pembinaan atlet serta peningkatan 

kapasitas dan pelatihan bagi pelatih olahraga. 

Prioritas daerah ini didukung dengan Program Perangkat Daerah 

sebagai berikut: 

1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 

2) Program Pengembangan Sumber Daya Manusia 

3) Program Pengelolaan Pendidikan 

4) Program Pembinaan Perpustakaan 

5) Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS) 

6) Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Lembaga adat dan 

Masyarakat Hukum Adat 

7) Program    Koordinasi    dan    Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan 

Daerah 
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8) Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya 

Kesehatan Masyarakat 

9) Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan 

10) Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan 

11) Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan 

 

Tabel I.16 

Program Prioritas 5 Pembangunan Kabupaten Demak Tahun 2025 

PRIORITAS 5: 

PENGEMBANGAN INOVASI DAERAH  

Rencana Implementasi: 

1) Fasilitasi Dewan Riset Daerah 
2) Hilirisasi hasil penelitian/penerapan teknologi tepat guna 

3) Ajang kreasi dan inovasi daerah 
4) Expo produk unggulan daerah 

Sumber: RKPD Perubahan Kabupaten Demak Tahun 2025 

Pelaksanaan fasilitasi Dewan Riset Daerah (DRD) atau lembaga sejenis 

sempat terhenti seiring adanya perubahan regulasi yang mengamanatkan 

pembubaran DRD dan pembentukan Badan Riset dan Inovasi Daerah 

(BRIDA). Pada Tahun 2023, Kabupaten Demak telah mengajukan proposal 

pembentukan BRIDA. Selanjutnya, pada Tahun 2024 diharapkan Rancangan 

Peraturan Daerah tentang Perubahan Susunan Organisasi dan Tata Kerja 

(SOT) Bappelitbangda telah ditetapkan sehingga terbentuk Bidang Riset dan 

Inovasi. Peningkatan level kelembagaan riset dan inovasi dari subbidang 

menjadi bidang diharapkan dapat memperkuat pelaksanaan penelitian dan 

pengembangan inovasi di Kabupaten Demak. 

Ajang kreasi dan inovasi tetap menjadi salah satu prioritas pada Tahun 

2025, mengingat melalui kegiatan tersebut dapat dihimpun berbagai inovasi 

dan teknologi yang berpotensi untuk direplikasi serta diterapkan di tengah 

masyarakat. Sejak Tahun 2022, hasil pemenang kreasi dan inovasi (krenova) 

telah ditindaklanjuti melalui kegiatan diseminasi agar dapat dimanfaatkan oleh 

masyarakat sebagai bentuk penerapan teknologi tepat guna, demikian pula 

dengan hasil-hasil penelitian. Sementara itu, pelaksanaan ekspo produk 

unggulan daerah yang sempat terhenti akibat pandemi Covid-19 mulai 

dilaksanakan kembali pada Tahun 2023 dan direncanakan untuk semakin 

diintensifkan pada Tahun 2025. 

Prioritas daerah ini didukung dengan Program Perangkat Daerah 

sebagai berikut: 

1) Program Penelitian dan Pengembangan Daerah 

2) Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Lembaga Adat dan 

Masyarakat Hukum Adat 

3) Program Peningkatan Sarana dan Distribusi Perdagangan 

4) Program Perekonomian dan Pembangunan 
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5) Program Pengembangan Ekspor 

6) Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan 

 

Tabel I.17 

Program Prioritas 6 Pembangunan Kabupaten Demak Tahun 2025 

PRIORITAS 6: 

PERLUASAN KAWASAN PERKOTAAN 

Rencana Implementasi: 

1) Penyusunan masterplan perluasan kawasan perkotaan 
2) Pembangunan perluasan kawasan perkotaan 

Sumber: RKPD Perubahan Kabupaten Demak Tahun 2025 

Perluasan kawasan perkotaan merupakan salah satu upaya dalam 

rangka peningkatan pelayanan dan pemerataan pembangunan. Penyusunan 

masterplan direncanakan dilaksanakan pada tahun 2023 diikuti dengan 

penyusunan DED dan kajian lainnya yang diperlukan. Sebelumnya, pada 

tahun 2021 telah diselenggarakan sayembara desain kawasan perkotaan 

yang mengintegrasikan konsep smart city dan berkelanjutan. Desain yang 

telah siap digarap, secara bertahap akan dilaksanakan pada tahun 2024, 

dimulai dengan pembangunan RTH dan penataan kawasan perbatasan kota 

termasuk pembangunan landmark di beberapa titik. 

Pembangunan perluasan kawasan perkotaan selaras dengan tema 

pembangunan Tahun 2025, yaitu Peningkatan Kapasitas Pembangunan 

Infrastruktur Berkelanjutan. Implementasi perluasan kawasan perkotaan 

diawali melalui pembangunan ruang terbuka hijau (RTH) serta penataan 

kawasan perbatasan kota, termasuk pembangunan landmark pada beberapa 

titik strategis. Penataan wajah kota juga dilakukan melalui pembangunan 

dan/atau rehabilitasi gedung perkantoran pemerintah serta pasar yang 

memerlukan peningkatan kualitas. Selain itu, penataan kawasan perkotaan 

diintegrasikan dengan program prioritas ketujuh, khususnya melalui rencana 

pelaksanaan penataan trotoar dan sistem drainase perkotaan. 

Prioritas daerah ini didukung dengan Program Perangkat Daerah 

sebagai berikut: 

1) Program Penyelenggaraan Penataan Ruang 

2) Program Penataan Bangunan Gedung 

Tabel I.18 

Program Prioritas 7 Pembangunan Kabupaten Demak Tahun 2025 

PRIORITAS 7: 

PERCEPATAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR, 

TERUTAMA DI KAWASAN PESISIR, PERTANIAN DAN PUSAT 

PERTUMBUHAN/PUSAT PRODUKSI 

Rencana Implementasi: 
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1) Peningkatan dan pemeliharaan jaringan jalan dan 
jembatan kabupaten 

2) Jaringan Irigasi Terpadu Usaha Tani (JITUT) 

3) Penanganan banjir dan rob 
4) Jalan Usaha Tani (JUT) 

5) Embung Pertanian 
6) Rehabilitasi tanggul sungai 

7) Penataan trotoar dan drainase kota 
8) Sistem Pengelolaan Air Minum (SPAM) 

9) Sistem pengelolaan air limbah (SPAL) / sanitasi 
10) Peningkatan sarana dan prasarana objek wisata 

11) Peningkatan Bantuan Keuangan kepada Pemerintah 
Desa 

Sumber: RKPD Perubahan Kabupaten Demak Tahun 2025 

Prioritas ketujuh merupakan wujud utama implementasi tema 

pembangunan Tahun 2025, yaitu Peningkatan Kapasitas Pembangunan 

Infrastruktur Berkelanjutan. Sejumlah infrastruktur strategis di Kabupaten 

Demak mengalami kerusakan akibat bencana banjir yang melanda hampir 

seluruh kecamatan pada Tahun 2024. Kerusakan tersebut antara lain ditandai 

dengan jebolnya tanggul sungai di beberapa lokasi, khususnya di Kecamatan 

Karanganyar, Gajah, Mranggen, Mijen, dan Wonosalam. 

Pada Tahun 2025, kegiatan normalisasi dan rehabilitasi tanggul sungai 

ditetapkan sebagai prioritas utama. Mengingat sebagian besar sungai yang 

melintasi wilayah Kabupaten Demak berada di bawah kewenangan 

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Pusat, Pemerintah 

Kabupaten Demak akan memperkuat koordinasi dengan instansi vertikal 

terkait. Selain itu, pengajuan bantuan keuangan juga akan diupayakan 

sebagai salah satu alternatif pendanaan. 

Di kawasan pesisir, Kabupaten Demak masih dihadapkan pada 

permasalahan banjir rob serta keterbatasan ketersediaan air baku, termasuk 

untuk kebutuhan industri. Kekurangan air baku tersebut semakin dirasakan 

setelah diberlakukannya pembatasan pengambilan air tanah. Untuk 

mengatasi kondisi tersebut, Pemerintah Kabupaten Demak akan 

mengupayakan kerjasama dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam 

penyediaan suplai air baku. 

Penanganan permasalahan banjir rob yang terjadi di Kecamatan 

Sayung, Karangtengah, Bonang, dan Wedung dilakukan melalui peningkatan 

koordinasi dengan instansi vertikal serta penguatan konsolidasi antar daerah. 

Pemerintah Kabupaten Demak telah menyusun masterplan kawasan pesisir 

sebagai dasar penanganan terpadu. Dengan tersusunnya masterplan 

tersebut, diharapkan Pemerintah Pusat dapat melanjutkan pelaksanaan Major 

Project Pengamanan Pesisir 5 Perkotaan Pantura Jawa dengan Kabupaten 

Demak sebagai salah satu lokasi prioritas. Selain itu, Pemerintah Kabupaten 

Demak juga akan terus menangani kawasan kumuh di wilayah terdampak rob 
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melalui perbaikan infrastruktur jalan, penyediaan air minum dan sanitasi, 

pelaksanaan program relokasi, serta rehabilitasi ekosistem pesisir melalui 

penanaman mangrove. 

Pembangunan infrastruktur juga diprioritaskan untuk mendukung 

pengembangan pusat-pusat produksi, khususnya yang terdampak bencana 

banjir. Upaya pembangunan tersebut meliputi peningkatan dan/atau 

rehabilitasi jalan dan jembatan, pembangunan jalan usaha tani, perbaikan 

jaringan irigasi, serta penyediaan prasarana pendukung menuju kawasan 

objek wisata. Selain itu, pada tahun berjalan direncanakan pembangunan 

embung di Desa Kunir guna memenuhi kebutuhan air baku, terutama untuk 

mendukung kegiatan pertanian. 

Sistem pengelolaan air minum dan air limbah tetap menjadi prioritas 

pada Tahun 2024 karena termasuk urusan wajib dasar yang harus dipenuhi 

serta menjadi bagian dari upaya pengentasan kemiskinan ekstrem dan 

penurunan stunting. Pada tahun tersebut, penanganan air limbah diharapkan 

dapat diselesaikan secara menyeluruh. Sejalan dengan upaya pemerataan 

pembangunan, Pemerintah Kabupaten Demak juga terus berupaya 

meningkatkan alokasi bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa. 

Prioritas daerah ini didukung dengan Program Perangkat Daerah 

sebagai berikut: 

1) Program Penyelenggaraan Jalan 

2) Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) 

3) Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase 

4) Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air 

Minum 

5) Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah 

6) Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) 

7) Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian 

8) Program Penanggulangan Bencana 

9) Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan 

Masyarakat Hukum Adat 

10) Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya 

Kesehatan Masyarakat 

11) Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata 

12) Program Administrasi Pemerintahan Desa 

Tabel I.19 

Program Prioritas 8 Pembangunan Kabupaten Demak Tahun 2025 

PRIORITAS 8: 

PERCEPATAN PEMULIHAN EKONOMI MASYARAKAT 

Rencana Implementasi: 

1) Peningkatan investasi 
2) Pembentukan klaster UMKM 
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3) Gerakan ‘one village one product’ 
4) Pengembangan ekonomi kreatif 

5) Pelatihan start up wirausaha muda 

6) Pelatihan ketrampilan, bantuan stimulan, dan 
pendampingan jaringan pemasaran untuk pelaku UMKM 

terutama kelompok muda dan perempuan 
7) Kemudahan perizinan usaha mikro 

Sumber: RKPD Perubahan Kabupaten Demak Tahun 2025 

Untuk meningkatkan kinerja perekonomian, perlu dilakukan peningkatan 

investasi. Promosi investasi dan pemberian kemudahan investasi terus 

dilakukan, termasuk kemudahan perizinan bagi usaha mikro. Investasi pada 

industri besar selain berfungsi sebagai penyumbang PDRB, diharapkan 

mampu menyerap tenaga kerja dan mengurangi pengangguran.   

Bagi industri kecil dan menengah, diberikan pelatihan peningkatan 

produktivitas, pendampingan perizinan berusaha, fasilitasi sertifikasi halal, 

fasilitasi SNI, fasilitasi HKI merek, pelatihan pemasaran digital/e-commerce 

dan pemagangan bagi pelaku usaha untuk meningkatkan kualitas produksi. 

Pembinaan IKM terutama difokuskan pada IKM Industri Agro dan Pengolahan 

Kayu, IKM Industri Tekstil, Elektronika dan Aneka, serta IKM Industri Kimia, 

Logam, Mesin, dan Alat Angkut. IKM tersebut merupakan IKM unggulan. 

Sementara itu, UMKM yang sejenis didorong untuk pembentukan klaster 

UMKM dan mendukung gerakan one village one product. 

Peningkatan kinerja UMKM dimulai dengan diterapkannya Peraturan 

Bupati Demak Nomor 19 Tahun 2021 tentang Bela dan Beli Produk Demak. 

Selain itu, seluruh kegiatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak sejak 

tahun 2024 harus sudah menggunakan produk dalam negeri menyusul telah 

diterbitkannya Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Peningkatan 

Penggunaan Produk Dalam Negeri. Keputusan tersebut dalam rangka 

menindaklanjuti Inpres Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan 

Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan 

Koperasi dalam rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan 

Indonesia pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Salah 

satu tugas tim P3DN yaitu melakukan investigasi terhadap produk dalam 

daerah, khususnya produk yang akan dimasukkan ke dalam e-Katalog Lokal 

dan melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Peningkatan 

Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN). 

Tidak hanya itu, dukungan terhadap pemanfaatan produk lokal juga 

didukung oleh Surat dari Sekretaris Daerah Kabupaten Demak nomor 

556/0587 tanggal 11 April 2025 hal Pemanfaatan Produk Lokal. Dalam surat 

ini, perangkat daerah, BUMD, pengelola hotel dan pariwisata hingga desa 

wisata didorong untuk melestarikan budaya lokal dengan meningkatkan 

pemanfaatan produk unggulan daerah. Pemanfaatan tersebut seperti sajian 

tradisional untuk konsumsi kegiatan dan acara resmi. Seluruh stakeholder 
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juga diarahkan untuk mendukung pengembangan desa wisata dengan 

menggunakan desa wisata sebagai lokasi diadakannya kegiatan. 

Pencetakan wirausahawan baru juga digalakkan dengan kolaborasi 

program pembinaan start-up wirausaha muda antara Dindagkop UKM, 

Dinpora dan Dinkominfo. Pengembangan ekonomi kreatif akan didorong 

sesuai Peta Jalan Ekonomi Kreatif yang disusun pada tahun 2023. Peta jalan 

Ekraf memiliki enam pilar yaitu regulasi, kelembagaan, technopreneur, 

chanelling dan promosi, infrastruktur, serta dukungan TIK. Berdasarkan peta 

jalan tersebut, potensi terbesar Kabupaten Demak terdapat pada seni kriya, 

seni pertunjukan dan seni rupa. Upaya Pemerintah Daerah dalam 

pengembangan potensi tersebut yakni mengadakan pelatihan dan pembinaan 

kepada para pelaku ekonomi kreatif serta mengadakan pameran dan lomba. 

Prioritas daerah ini didukung dengan Program Perangkat Daerah 

sebagai berikut: 

1) Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal 

2) Program Promosi Penanaman Modal 

3) Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal 

4) Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha 

Mikro (UMKM) 

5) Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah 

6) Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 

7) Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan 

8) Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan 

9) Program Perencanaan dan Pembangunan Industri 

10) Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat 

Tabel I.20 

Program Prioritas 9 Pembangunan Kabupaten Demak Tahun 2025 

PRIORITAS 9: 

PENINGKATAN KEBERDAYAAN, PERLINDUNGAN DAN 

REHABILITASI SOSIAL 

Rencana Implementasi: 

1) Pelatihan ketrampilan dan sertifikasi bagi pencari kerja 
2) Pemagangan dan penyaluran tenaga kerja baru 

3) Bursa kerja (job fair) dan informasi pasar kerja on-line 
4) Bina kelompok petani/nelayan 

5) Bantuan sosial untuk RTM (rumah tangga 
miskin)/difabel/lansia (Lanjut usia) 

6) Padat karya 
7) Bantuan rehabilitasi RTLH (Rumah Tidak Layak 

Huni/rumah korban bencana) 
8) Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT) – online 

Sumber: RKPD Perubahan Kabupaten Demak Tahun 2025 
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Peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui percepatan penanganan 

kemiskinan masih menjadi prioritas di tahun 2025. Tiga strategi utama yang 

digunakan untuk menanggulangi kemiskinan yaitu mengurangi beban 

pengeluaran, meningkatkan pendapatan dan meminimalkan wilayah kantong 

kemiskinan. Pengurangan beban pengeluaran dilakukan dengan memenuhi 

kebutuhan dasar dan penguatan Jaring Pengaman Sosial. Wilayah kantong 

kemiskinan dapat dikendalikan melalui pemerataan pembangunan. 

Angka kemiskinan di Kabupaten Demak pada tahun 2025 sebesar 

10,87%. Program prioritas beserta rencana implementasinya pada tahun 2025 

sedapat mungkin diarahkan untuk mengentaskan kemiskinan dengan cara 

mensinergikan lokus, sasaran, kelembagaan, pembiayaan dan 

pendampingan. Beberapa rencana implementasi yang dapat disinergikan di 

antaranya penanganan stunting, penyediaan SPAM, SPAL, RTLH, beasiswa 

miskin, pelatihan keterampilan, penanganan banjir dan rob, perluasan 

kawasan perkotaan, literasi berbasis inklusi sosial, dsb. Sinergi kelembagaan 

dan pembiayaan perlu melibatkan kolaborasi pentahelix dan dukungan 

anggaran tidak hanya dari APBN/APBD tetapi juga Dana Desa, dan dana dari 

non pemerintah. 

Secara umum, penanganan kemiskinan dilakukan melalui strategi 

sebagai berikut: 

1) mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin dan pemenuhan 

kebutuhan dasar, yang akan dicapai melalui pelaksanaan Prioritas ke-

sembilan; 

2) meningkatkan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin, yang 

sebagian besar telah dijabarkan pada Prioritas kedelapan. Strategi 

peningkatan pendapatan memiliki dua keuntungan. Selain mengentaskan 

kemiskinan, peningkatan pendapatan juga mampu menguatkan daya 

saing ekonomi daerah. Potensi lokal yang dimiliki Kabupaten Demak perlu 

diberi perhatian khusus karena terbukti lebih berdampak langsung pada 

perekonomian masyarakat dan lebih tahan goncangan resesi global. 

Potensi lokal Kabupaten Demak yaitu sektor pertanian, perikanan dan 

kelautan, industri, UMKM dan pariwisata; 

3) meminimalkan wilayah kantong kemiskinan, dicapai melalui peningkatan 

akses terhadap layanan dasar dan meningkatkan konektivitas antar 

wilayah; dan 

4) mensinergikan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan. 

Program unggulan beserta rencana implementasinya pada tahun 2024 

sedapat mungkin diarahkan untuk mengentaskan kemiskinan dengan cara 

mensinergikan lokus, sasaran, kelembagaan, pembiayaan dan 

pendampingan. Beberapa rencana implementasi yang dapat disinergikan 

di antaranya penanganan stunting, penyediaan SPAM, SPAL, RTLH, 

beasiswa miskin, pelatihan keterampilan, penanganan banjir dan rob, 

perluasan kawasan perkotaan, literasi berbasis inklusi sosial, dsb. Sinergi 
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kelembagaan dan pembiayaan perlu melibatkan kolaborasi pentahelix dan 

dukungan anggaran tidak hanya dari APBN/APBD tetapi juga Dana Desa, 

dan dana dari non pemerintah. 

Penanganan kemiskinan ekstrem memerlukan strategi yang lebih 

spesifik dan terarah. Pada Tahun 2022, tingkat kemiskinan ekstrem di 

Kabupaten Demak masih tercatat sebesar 2,16% dengan jumlah penduduk 

miskin ekstrem sebanyak 25.590 jiwa. Sesuai dengan arahan Wakil Presiden, 

pada Tahun 2024 target kemiskinan ekstrem diharapkan berada pada kisaran 

0–1%. Oleh karena itu, upaya penanganan dilakukan secara tertarget melalui 

pendekatan by name by address, dengan fokus pada pemenuhan indikator-

indikator yang masih menjadi kelemahan pada kelompok penduduk miskin 

ekstrem. 

Bantuan RTLH (Rumah Tidak Layak Huni) diberikan secara bertahap 

dengan prioritas kelompok Rumah Tangga Miskin pada desil 1 (sangat 

miskin). Untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi penanganan fakir miskin 

dan pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) akan dilakukan 

penguatan database di tingkat desa. Pemerintah daerah juga akan 

menguatkan program kolaborasi antara masyarakat dan dunia usaha dalam 

program-program pengentasan kemiskinan. 

Selain melakukan upaya pemulihan perekonomian secara proaktif, 

Pemerintah Kabupaten Demak terus mengoptimalkan pelaksanaan jaring 

pengaman sosial atau perlindungan sosial bagi kelompok rentan, antara lain 

rumah tangga miskin, penyandang disabilitas, lanjut usia, serta korban 

pemutusan hubungan kerja (PHK). Salah satu prioritas yang tetap dilanjutkan 

pada Tahun 2025 adalah pemberian perlindungan BPJS Ketenagakerjaan 

bagi tenaga kerja rentan. Pada Tahun 2023, sebanyak 12.550 tenaga kerja 

rentan telah mendapatkan perlindungan BPJS Ketenagakerjaan dengan 

pendanaan yang bersumber dari APBD serta sebagian dari program 

Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP). Melalui 

pemberian perlindungan BPJS Ketenagakerjaan tersebut, Pemerintah 

Kabupaten Demak berupaya mencegah keluarga rentan jatuh ke dalam 

kemiskinan akibat kehilangan pencari nafkah. 

Untuk mengatasi pengangguran, perlu dilakukan upaya sinergisitas 

yaitu: 

1) pelaku usaha menyampaikan grand design kebutuhan tenaga kerja sesuai 

kualifikasi/kompetensi saat melakukan investasi maupun saat terjadi 

perubahan kebutuhan tenaga kerja; 

2) Pemerintah Daerah berupaya meningkatkan keterampilan tenaga kerja 

melalui pendidikan dan pelatihan baik oleh BLK maupun LPK sesuai 

kebutuhan dunia industri dan dunia. Upaya yang dilakukan adalah dengan 

memberikan pelatihan berbasis kompetensi sesuai standar kompetensi 

nasional yang telah ditetapkan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi Nasional; 
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3) melaksanakan program kolaborasi pemagangan tenaga kerja antara 

Pemerintah Daerah dan Pelaku Usaha; 

4) menggelar bursa kerja (job fair) dan informasi pasar kerja on-line untuk 

mempertemukan pencari kerja dan pelaku usaha; 

Lapangan usaha yang memberikan kontribusi terbesar terhadap Produk 

Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Demak saat ini adalah industri 

pengolahan. Sektor ini memiliki sejumlah keunggulan, antara lain besarnya 

nilai kapitalisasi modal yang tertanam, kapasitas penyerapan tenaga kerja 

yang relatif tinggi, serta kemampuan menciptakan nilai tambah dari setiap 

input atau bahan baku yang diolah. Oleh karena itu, upaya kolaborasi dan 

sinergi perlu terus diperkuat antara sektor penyedia bahan baku, tenaga kerja, 

industri, dan perdagangan guna mendukung keberlanjutan pertumbuhan 

ekonomi daerah. 

Pembangunan dari dana desa/ADD diarahkan untuk kegiatan padat 

karya agar memberi kesempatan kerja terutama bagi kelompok masyarakat 

rentan. Dalam rangka penguatan kapasitas petani dan nelayan maka 

diadakan kegiatan bina kelompok petani/nelayan; selain pelatihan kegiatan 

terkait pertanian/nelayan juga diperkenalkan kegiatan ekonomi alternatif 

lainnya.   

Prioritas daerah ini didukung dengan Program Perangkat Daerah 

sebagai berikut: 

1) Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja 

2) Program Penempatan Tenaga Kerja 

3) Program Rehabilitasi Sosial 

4) Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan 

Kemandirian Pangan 

5) Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat 

6) Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian 

7) Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian 

8) Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat 

9) Program Penyuluhan Pertanian 

10) Program Pengolahan Perikanan Budidaya 

11) Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan 

12) Program Pengelolaan Perikanan Tangkap 

13) Program Perlindungan dan Jaminan Sosial 

14) Program Pengembangan Perumahan 

15) Program Kawasan Permukiman 
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Tabel I.21 

Program Pembangunan Daerah yang Disertai Pagu Indikatif 

Kabupaten Demak Tahun 2021-2026 

KODE 

MISI/TUJUAN/ 

SASARAN/ 

PROGRAM 

PEMBANGUNAN 

DAERAH 

INDIKATOR 

KINERJA 

(TUJUAN/IMPACT/ 

OUTCOME) 

KONDISI 

KINERJA 

AWAL 

RPJMD 

TARGET 
KONDISI KINERJA 

PADA AKHIR PERIODE 

RPJMD 

PERANGKAT 

DAERAH 

PENANGGUNG 

JAWAB 
2022 2023 2024 2025 2026 

K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp  

VISI: DEMAK BERMARTABAT, MAJU DAN 

SEJAHTERA 

  
1.018.768.400.735 1.031.861.768.164 1.196.706.324.184 1.226.190.031 1.320.209.393.516 5.794.154.076.630   

M1 

Memperkuat Tata Kelola Pemerintahan 

yang Baik, serta Kehidupan 

Bermasyarakat yang Agamis, Kondusif 

dan Berbudaya 

    

388.553.313

.106 

  

420.847.258

.425 

  

441.009.837

.078 

  

462.865.268

.292 

  

487.068.865

.278 

  

2.200.344.542

.179 
  

T1 

Meningkatkan 

Tata Kelola 

Pemerintahan 

yang Baik dan 

Bersih  

Indeks Reformasi 

Birokrasi (dengan 

satuan Angka) 

64,99 
68,9

9 

388.553.313

.106 

70,9

9 

420.847.258

.425 

72,9

9 

441.009.837

.078 

74,9

9 

462.865.268

.292 

76,9

9 

487.068.865

.278 

76,9

9 

2.200.344.542

.179 
  

T1S1 

Meningkatnya 

kinerja pelayanan 

publik 

Pemerintahan 

Daerah 

Indeks Kepuasan 

Masyarakat (IKM) 

Daerah (dengan 

satuan Angka) 

84,86 85,5 
349.719.376

.742 
86 

369.823.624

.279 
86,5 

384.828.450

.792 
87 

390.767.700

.312 
88 

408.798.763

.963 
88 

1.903.937.916

.088 
  

01.01.

01 

PROGRAM 

PENUNJANG 

URUSAN 

PEMERINTAHAN 

DAERAH 

Persentase 

pelayanan sesuai 

standar pelayanan 

(Satuan:%) 

100 100 
323.640.208

.439 
100 

341.429.253

.280 
100 

348.966.624

.842 
100 

357.027.373

.845 
100 

372.717.210

.314 
100 

1.743.780.670

.720 
SEMUA PD 

07.01.

02 

PROGRAM 

PENYELENGGA-

RAAN 

PEMERINTAHAN 

DAN PELAYANAN 

PUBLIK 

Persentase 

penyelenggaraan 

pemerintahan & 

pelayanan publik 

yang baik 

(Satuan:%) 

100 100 284.307.200 100 588.777.393 100 889.955.497 100 790.548.387 100 893.150.611 100 3.446.739.088 KECAMATAN 
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KODE 

MISI/TUJUAN/ 

SASARAN/ 

PROGRAM 

PEMBANGUNAN 

DAERAH 

INDIKATOR 

KINERJA 

(TUJUAN/IMPACT/ 

OUTCOME) 

KONDISI 

KINERJA 

AWAL 

RPJMD 

TARGET 
KONDISI KINERJA 

PADA AKHIR PERIODE 

RPJMD 

PERANGKAT 

DAERAH 

PENANGGUNG 

JAWAB 
2022 2023 2024 2025 2026 

K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp  

07.01.

03 

PROGRAM 

PEMBERDAYAAN 

MASYARAKAT 

DESA DAN 

KELURAHAN 

Persentase 

Lembaga 

Pemerdayaan 

Masy. yang Aktif 

(Satuan:%) 

100 100 600.848.200 100 722.810.466 100 836.298.206 100 925.421.549 100 
1.066.756.9

84 
100 4.152.135.405 KECAMATAN 

07.01.

04 

PROGRAM 

KOORDINASI 

KETENTRAMAN 

DAN KETERTIBAN 

UMUM 

Cakupan  

Keamanan  

Wilayah 

(Satuan:%) 

100 100 
3.059.508.7

00 
100 

1.958.175.1

51 
100 

4.898.477.1

50 
100 

2.199.456.2

06 
100 

2.318.295.8

45 
100 

14.433.913.05

2 
KECAMATAN 

07.01.

05 

PROGRAM 

PENYELENGGARA

AN URUSAN 

PEMERINTAHAN 

UMUM 

Persentase   

Penyelenggaraan  

Urusan 

Pemerintahan yang 

dilaksanakan 

(Satuan:%) 

100 100 204.381.500 100 287.426.759 100 426.709.452 100 488.148.359 100 677.619.305 100 2.084.285.375 KECAMATAN 

07.01.

06 

PROGRAM 

PEMBINAAN DAN 

PENGAWASAN 

PEMERINTAHAN 

DESA 

Persentase Desa 

yang Tertib dalam 

Pengelolaan Adm., 

Keu. dan Aset 

Pemerintahan Desa 

(%)   

100 100 
1.192.699.3

00 
100 

1.691.086.4

27 
100 

2.006.137.9

60 
100 

2.118.052.2

81 
100 

2.388.104.5

28 
100 9.396.080.496 KECAMATAN 

05.03.

02 

PROGRAM 

KEPEGAWAIAN 

DAERAH 

Persentase layanan 

kepegawaian yang 

tepat waktu (%) 

0 100 772.770.900 100 782.500.000 100 657.500.000 100 787.500.000 100 987.500.000 100 3.987.770.900 BKPP 

04.02.

02 

PROGRAM 

DUKUNGAN 

PELAKSANAAN 

TUGAS DAN 

FUNGSI DPRD 

Persentase 

Rencana Kerja 

Tahunan DPRD 

yang difasilitasi (%) 

75 76 
18.898.239.

803 
77 

18.898.239.

803 
78 

20.082.671.

685 
79 

19.312.859.

685 
80 

20.041.926.

376 
80 

97.233.937.35

2 
SET DPRD 

02.15.

02 
PROGRAM 

PENYELENGGARA

Persentase sarana 

dan prasarana 
100 100 574.500.000 100 

1.075.000.0

00 
100 

2.765.000.0

00 
100 

2.660.000.0

00 
100 

3.030.000.0

00 
100 

10.104.500.00

0 
DINHUB 
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KODE 

MISI/TUJUAN/ 

SASARAN/ 

PROGRAM 

PEMBANGUNAN 

DAERAH 

INDIKATOR 

KINERJA 

(TUJUAN/IMPACT/ 

OUTCOME) 

KONDISI 

KINERJA 

AWAL 

RPJMD 

TARGET 
KONDISI KINERJA 

PADA AKHIR PERIODE 

RPJMD 

PERANGKAT 

DAERAH 

PENANGGUNG 

JAWAB 
2022 2023 2024 2025 2026 

K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp  

AN LALU LINTAS 

DAN ANGKUTAN 

JALAN (LLAJ) 

Perhubungan dalam 

kondisi baik. (%) 

02.12.

02 

PROGRAM 

PENDAFTARAN 

PENDUDUK 

Persentase 

Perekaman KTP el 

(Satuan:%) 

98,21 95,1 155.494.000 95,2 
1.804.740.0

00 
95,3 

2.681.576.0

00 
95,4 

3.787.340.0

00 
95,5 

3.818.200.0

00 
95,5 

12.247.350.00

0 

DINDUK 

CAPIL 

02.12.

03 

PROGRAM 

PENCATATAN 

SIPIL 

Persentase 

kepemilikan 

dokumen  

pencatatan sipil (%) 

77,52 78 78.667.000 78,5 89.900.000 79 90.500.000 79,5 91.000.000 80 123.000.000 80 473.067.000 
DINDUK 

CAPIL 

02.12.

04 

PROGRAM 

PENGELOLAAN 

INFORMASI 

ADMINISTRASI 

KEPENDUDUKAN 

Persentase PD 

yang memanfaatk-

an data   

kependudukan 

berdasarkan per 

janjian kerja sama 

(%) 

100 100 95.004.000 100 198.500.000 100 213.000.000 100 215.000.000 100 247.000.000 100 968.504.000 
DINDUK 

CAPIL 

02.18.

04 

PROGRAM 

PELAYANAN 

PENANAMAN 

MODAL 

Jumlah perizinan yg 

dikeluarkan sesuai 

standar 

(Satuan:Ketetapan) 

10.478 
650

0 
162.747.700 

6.65

0 
297.215.000 

6.75

0 
314.000.000 

6.85

0 
365.000.000 

7.00

0 
490.000.000 

33.7

50 
1.628.962.700 DINPMPTSP 

T1S2 

Meningkatnya 

akuntabilitas 

kinerja 

Pemerintahan 

Daerah 

Nilai SAKIP 

Daerah (satuan 

Angka) 

64,95 
68,9

5 

30.513.643.

114 

70,9

5 

39.070.931.

730 

72,9

5 

44.924.739.

586 

74,9

5 

61.924.069.

867 

76,9

5 

68.036.080.

835 

76,9

5 

244.469.465.1

32 
  

01.01.

01 

PROGRAM 

PENUNJANG 

URUSAN 

PEMERINTAHAN 

DAERAH 

Persentase 

rekomendasi hasil 

monev. Perangkat 

Daerah yang 

ditindaklanjuti 

(Satuan:%) 

100 100 451.499.308 100 826.658.000 100 
1.009.542.0

00 
100 

1.286.045.4

00 
100 

1.264.494.1

40 
100 4.838.238.848 SEMUA PD 
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KODE 

MISI/TUJUAN/ 

SASARAN/ 

PROGRAM 

PEMBANGUNAN 

DAERAH 

INDIKATOR 

KINERJA 

(TUJUAN/IMPACT/ 

OUTCOME) 

KONDISI 

KINERJA 

AWAL 

RPJMD 

TARGET 
KONDISI KINERJA 

PADA AKHIR PERIODE 

RPJMD 

PERANGKAT 

DAERAH 

PENANGGUNG 

JAWAB 
2022 2023 2024 2025 2026 

K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp  

04.01.

02 

PROGRAM 

PEMERINTAHAN 

DAN 

KESEJAHTERAAN 

RAKYAT 

Persentase   

Penyelenggaraan   

Urusan 

Pemerintahan dan  

Kesra (Satuan:%) 

100 67,8 
16.360.948.

000 

67,8

1 

22.916.209.

784 

67,8

2 

26.122.482.

821 

67,8

3 

41.676.194.

588 

67,8

4 

45.295.770.

542 

67,8

4 

152.371.605.7

35 
SETDA 

04.01.

03 

PROGRAM 

PEREKONOMIAN 

DAN 

PEMBANGUNAN 

Persentase   

Penyelenggaraan   

Urusan 

Perekonomian dan 

Pembangunan 

(Satuan:%) 

100 
46,1

6 

8.641.990.1

50 

46,1

7 

8.871.961.2

67 

46,1

8 

9.430.415.6

91 

46,1

9 

9.833.691.8

49 
46,2 

10.185.733.

474 
46,2 

46.963.792.43

1 
SETDA 

02.24.

02 

PROGRAM 

PENGELOLAAN 

ARSIP 

Persentase Arsip 

yang dimasukkan 

dalam simpul  

jaringan kearsipan 

(%) 

88,1 88,2 321.389.000 88,5 342.000.000 89 385.000.000 89,1 450.000.000 89,2 580.000.000 89,2 2.078.389.000 
DINPER 

PUSAR 

02.24.

03 

PROGRAM 

PERLINDUNGAN 

DAN 

PENYELAMATAN 

ARSIP 

Persentase Arsip 

yang sesuai 

Norma, Standar, 

Prosedur, dan 

Kriteria (NSPK) 

(Satuan: %) 

75 
93,7

5 
70.000.000 

95,2

5 
105.602.679 

96,9

4 
115.602.679 

99,2

3 
135.300.000 

99,4

6 
185.602.679 

99,4

6 
612.108.037 

DINPER 

PUSAR 

05.01.

02 

PROGRAM 

PERENCANAAN, 

PENGENDALIAN 

DAN EVALUASI 

PEMBANGUNAN 

DAERAH 

Persentase 

keselarasan 

program RKPD 

dengan program 

RPJMD  

(Satuan: %) 

100 100 575.473.056 100 665.000.000 100 
1.141.000.0

00 
100 

3.075.000.0

00 
100 

2.555.000.0

00 
100 8.011.473.056 

BAPPEDA 

LITBANG 

   
Persentase 

perencanaan 

pembangunan 

100 100 
  

100 
  

100 
  

100 
  

100 
  

100 
  BAPPEDA 

LITBANG 
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KODE 

MISI/TUJUAN/ 

SASARAN/ 

PROGRAM 

PEMBANGUNAN 

DAERAH 

INDIKATOR 

KINERJA 

(TUJUAN/IMPACT/ 

OUTCOME) 

KONDISI 

KINERJA 

AWAL 

RPJMD 

TARGET 
KONDISI KINERJA 

PADA AKHIR PERIODE 

RPJMD 

PERANGKAT 

DAERAH 

PENANGGUNG 

JAWAB 
2022 2023 2024 2025 2026 

K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp  

daerah berbasis IT 

(Satuan: %) 

   

Persentase IKU 

Daer. yg mencapai 

target (Satuan: %) 

100 100 

  

100 

  

100 

  

100 

  

100 

  

100 

  
BAPPEDA 

LITBANG 

05.01.

03 

PROGRAM 

KOORDINASI 

DAN 

SINKRONISASI 

PERENCANAAN 

PEMBANGUNAN 

DAERAH 

Indeks, 

Perencanaan 

program lingkup 

bidang 

pemerintahan dan 

pembangunan 

manusia  

(Satuan: %) 

80 75 
1.375.931.7

00 
78 

1.439.500.0

00 
80 

1.611.529.3

94 
85 

1.226.000.0

00 
88 

2.520.000.0

00 
88 8.172.961.094 

BAPPEDA 

LITBANG 

   

Indeks perenc. 

program lingkup 

bid. perekonomian,  

SDA, infrasruktur &  

kewilayahan  

(Satuan:%) 

80 75 

  

78 

  

80 

  

85 

  

88 

  

88 

  

BAPPEDA 

LITBANG 

05.05.

02 

PROGRAM 

PENELITIAN & 

PENGEMBANGAN 

DAERAH 

Persentase 

pemanfatan hasil 

kelitbangan 

(Satuan:%) 

30 50 585.618.200 60 515.000.000 70 820.000.000 80 775.000.000 100 930.000.000 100 3.625.618.200 
BAPPEDA 

LITBANG 

   

Persentase 

kebijakan inovasi 

yang diterapkan di 

daerah (Satuan%) 

20 40 

  

60 

  

70 

  

80 

  

100 

  

100 

  

BAPPEDA 

LITBANG 

02.16.

02 

PROGRAM 

PENGELOLAAN 

INFORMASI DAN 

KOMUNIKASI 

PUBLIK 

Nilai Keterbukaan 

Informasi Publik 

(KIP) di Tingkat 

Jawa Tengah 

(Satuan:Nilai) 

98,58 98,7 675.000.000 98,8 472.000.000 98,9 510.000.000 99 480.000.000 99,1 475.000.000 99,1 2.612.000.000 DINKOMINFO 



 

  
BAB I PENDAHULUAN 

LPPD KABUPATEN DEMAK TAHUN 2025    I - 98 
 
 

 

KODE 

MISI/TUJUAN/ 

SASARAN/ 

PROGRAM 

PEMBANGUNAN 

DAERAH 

INDIKATOR 

KINERJA 

(TUJUAN/IMPACT/ 

OUTCOME) 

KONDISI 

KINERJA 

AWAL 

RPJMD 

TARGET 
KONDISI KINERJA 

PADA AKHIR PERIODE 

RPJMD 

PERANGKAT 

DAERAH 

PENANGGUNG 

JAWAB 
2022 2023 2024 2025 2026 

K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp  

02.16.

03 

PROGRAM 

PENGELOLAAN 

APLIKASI 

INFORMATIKA 

Persentase 

aplikasi e-gov yang 

terintegrasi dengan 

portal daerah 

(Satuan:%) 

50 
54,7

6 
509.258.000 

59,5

2 
523.000.000 

64,2

8 
963.000.000 

69,0

4 
401.000.000 73,8 586.000.000 73,8 2.982.258.000 DINKOMINFO 

02.20.

02 

PROGRAM 

PENYELENGGA-

RAAN STATISTIK 

SEKTORAL 

Tingkat Ketersedia-

an Sistem Data dan 

Statistik yang 

Terintegrasi 

(Satuan:%) 

0 100 53.215.800 100 120.000.000 100 200.000.000 100 200.000.000 100 190.000.000 100 763.215.800 DINKOMINFO 

02.21.

02 

PROGRAM 

PENYELENGGA-

RAAN 

PERSANDIAN 

UNTUK 

PENGAMANAN 

INFORMASI 

Tingkat keamanan 

informasi  

pemerintah 

(Dengan 

Satuan:%) 

25 62,5 39.700.000 62,5 65.000.000 75 130.000.000 87,5 110.000.000 92 80.000.000 92 424.700.000 DINKOMINFO 

05.04.

02 

PROGRAM 

PENGEMBANGAN 

SUMBER DAYA 

MANUSIA 

Persentase ASN 

yang mengikuti 

diklat sesuai 

dengan 

pengembangan 

kompetensi 

(Satuan:%) 

80 80 789.000.100 80 
2.139.000.0

00 
80 

2.416.167.0

01 
80 

2.205.838.0

30 
80 

3.118.480.0

00 
80 

10.668.485.13

1 
BKPP 

05.03.

02 

PROGRAM 

KEPEGAWAIAN 

DAERAH 

Persentase  

perangkat daerah  

yg melaksanakan 

pembinaan disiplin 

pegawainya 

(Satuan:%) 

89 89 64.619.800 90 70.000.000 92 70.000.000 94 70.000.000 95 70.000.000 95 344.619.800 BKPP 
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KODE 

MISI/TUJUAN/ 

SASARAN/ 

PROGRAM 

PEMBANGUNAN 

DAERAH 

INDIKATOR 

KINERJA 

(TUJUAN/IMPACT/ 

OUTCOME) 

KONDISI 

KINERJA 

AWAL 

RPJMD 

TARGET 
KONDISI KINERJA 

PADA AKHIR PERIODE 

RPJMD 

PERANGKAT 

DAERAH 

PENANGGUNG 

JAWAB 
2022 2023 2024 2025 2026 

K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp  

T1S2 

Meningkatnya 

akuntabilitas 

kinerja 

Pemerintahan 

Daerah 

Indeks Persepsi 

Korupsi (satuan 

Angka) 

3,71 3,73 
1.137.500.0

00 
3,74 

1.166.416.0

36 
3,75 

1.812.386.6

27 
3,76 

1.921.438.5

41 
3,77 

2.700.792.0

40 
3,77 8.738.533.244   

06.01.

02 

PROGRAM 

PENYELENGGA-

RAAN 

PENGAWASAN 

Persentase  

penurunan  

rekomendasi  BPK 

(Satuan:%) 

10 10 819.850.000 10 841.980.000 10 
1.403.460.0

00 
10 

1.504.350.0

00 
10 

2.137.660.0

00 
10 6.707.300.000 

INSPEK 

TORAT 

DAERAH  

06.01.

03 

PROGRAM 

PERUMUSAN 

KEBIJAKAN, 

PENDAMPINGAN 

DAN ASISTENSI 

Persentase TLHP  

BPK dan APIP  

yang ditindaklanjuti 

(Satuan:%) 

90 92 317.650.000 94 324.436.036 96 408.926.627 97 417.088.541 98 563.132.040 98 2.031.233.244 

INSPEK 

TORAT 

DAERAH  

T1S2 

Meningkatnya 

akuntabilitas 

kinerja 

Pemerintahan 

Daerah 

Indeks 

Pengelolaan 

Keuangan Daerah 

(IPKD)          

(satuan Angka) 

NA 72,5 
7.182.793.2

50 
75 

10.786.286.

380 
77,5 

9.444.260.0

73 
80 

8.252.059.5

72 
82,5 

7.533.228.4

40 
82,5 

43.198.627.71

5 
  

05.02.

02 

PROGRAM 

PENGELOLAAN 

KEUANGAN 

DAERAH 

Persentase 

penetapan APBD 

tepat waktu 

(Satuan:%) 

100 100 
1.686.016.0

00 
100 

5.344.386.4

30 
100 

4.002.360.1

23 
100 

2.810.159.6

22 
100 

2.091.328.4

90 
100 

15.934.250.66

5 
BPKPAD 

   

Persentase 

penyampaian LKPD 

tepat waktu 

(Satuan:%) 

100 100 

  

100 

  

100 

  

100 

  

100 

  

100 

  

BPKPAD 

   

Persentase 

Perangkat Daerah 

menyampaikan 

laporan keuangan 

0 100 

  

100 

  

100 

  

100 

  

100 

  

100 

  

BPKPAD 
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KODE 

MISI/TUJUAN/ 

SASARAN/ 

PROGRAM 

PEMBANGUNAN 

DAERAH 

INDIKATOR 

KINERJA 

(TUJUAN/IMPACT/ 

OUTCOME) 

KONDISI 

KINERJA 

AWAL 

RPJMD 

TARGET 
KONDISI KINERJA 

PADA AKHIR PERIODE 

RPJMD 

PERANGKAT 

DAERAH 

PENANGGUNG 

JAWAB 
2022 2023 2024 2025 2026 

K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp  

yang sesuai SAP 

(Satuan:%) 

05.02.

03 

PROGRAM 

PENGELOLAAN 

BARANG MILIK 

DAERAH 

Persentase aset 

yang 

terdokumentasi 

dengan baik 

(Satuan:%) 

100 100 650.000.000 100 650.000.000 100 650.000.000 100 650.000.000 100 650.000.000 100 3.250.000.000 BPKPAD 

05.02.

04 

PROGRAM 

PENGELOLAAN 

PENDAPATAN 

DAERAH 

Tingkat  

Pertumbuhan  PAD  

(Satuan:%) 

5 5 
4.846.777.2

50 
5 

4.791.899.9

50 
5 

4.791.899.9

50 
5 

4.791.899.9

50 
5 

4.791.899.9

50 
5 

24.014.377.05

0 
BPKPAD 

M2 

Meningkatkan 

SDM, SDA dan 

Lingkungan Hidup 

yang Berkualitas 

dan Berdaya Saing 

  

    

373.135.514

.420 

  

361.656.991

.916 

  

387.584.730

.385 

  

394.878.391

.171 

  

405.628.229

.387 

  

1.922.883.857

.279 
  

T2 

Meningkatkan 

SDM yang 

Berkualitas dan 

Berdaya Saing 

Indeks 

Pembangunan 

Manusia (IPM) 

(dengan satuan 

Angka) 

72,22 
73,0

4 

365.059.567

.936 

73,5

1 

355.374.951

.020 

73,9

7 

380.949.037

.305 

74,4

4 

385.572.526

.075 
74,9 

395.668.440

.879 
74,9 

1.882.624.523

.215 
  

T2S3 

Meningkatnya 

kualitas 

pendidikan 

Indeks Pendidikan 

(dengan satuan 

Angka) 

0,627 
0,63

8 

245.675.902

.496 

0,64

5 

243.294.217

.801 

0,65

1 

260.667.799

.319 

0,65

8 

259.353.864

.732 

0,66

4 

262.572.472

.300 

0,66

4 

1.271.564.256

.648 
  

01.01.

02 

PROGRAM 

PENGELOLAAN 

PENDIDIKAN 

Tingkat partisipasi 

warga negara usia 

7-12 tahun yang 

berpartisipasi 

dalam Pendidikan 

Dasar: (%) 

103,41 100 
225.702.439

.760 
100 

231.837.379

.943 
100 

237.891.468

.115 
100 

247.961.789

.344 
100 

251.679.540

.396 
100 

1.195.072.617

.558 
DINDIKBUD 

   
Tingkat partisipasi 

warga negara usia 
103,2 100 

  
100 

  
100 

  
100 

  
100 

  
100 

  
DINDIKBUD 
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KODE 

MISI/TUJUAN/ 

SASARAN/ 

PROGRAM 

PEMBANGUNAN 

DAERAH 

INDIKATOR 

KINERJA 

(TUJUAN/IMPACT/ 

OUTCOME) 

KONDISI 

KINERJA 

AWAL 

RPJMD 

TARGET 
KONDISI KINERJA 

PADA AKHIR PERIODE 

RPJMD 

PERANGKAT 

DAERAH 

PENANGGUNG 

JAWAB 
2022 2023 2024 2025 2026 

K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp  

5-6 tahun yang 

berpartisipasi 

dalam PAUD  

(Dengan Satuan:%) 

   

Tingkat partisipasi 

warga negara usia 

13-15 tahun yang 

berpartisipasi 

dalam Pendidikan 

Menengah 

Pertama (Dengan 

Satuan:%) 

105,56 100 

  

100 

  

100 

  

100 

  

100 

  

100 

  

DINDIKBUD 

   

Tingkat partisipasi 

warga negara usia 

7-18 tahun yang 

belum 

menyelesaikan 

pendidikan dasar 

dan menengah 

yang berpartisipasi 

dalam pendidikan 

kesetaraan 

(Dengan 

Satuan:%) 

81,56 
87,7

1 

  

90,7

8 

  

93,8

5 

  

96,9

3 

  

100 

  

100 

  

DINDIKBUD 

01.01.

03 

PROGRAM 

PENGEMBANGA

N KURIKULUM 

Persentase 

sekolah yang 

menerapkan 

muatan lokal 

daerah (Dengan 

Satuan:%) 

100 100 - 100 460.000.000 100 460.000.000 100 460.000.000 100 460.000.000 100 1.840.000.000 DINDIKBUD 

01.01.

04 
PROGRAM 

PENDIDIK DAN 

Persentase tenaga 

pendidik yang 

tersertifikasi  

49,37 
49,6

2 
540.000.000 

50,1

2 
745.000.000 

50,6

2 
375.000.000 

51,1

2 
960.000.000 

51,6

2 
435.000.000 

51,6

2 
3.055.000.000 DINDIKBUD 
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KODE 

MISI/TUJUAN/ 

SASARAN/ 

PROGRAM 

PEMBANGUNAN 

DAERAH 

INDIKATOR 

KINERJA 

(TUJUAN/IMPACT/ 

OUTCOME) 

KONDISI 

KINERJA 

AWAL 

RPJMD 

TARGET 
KONDISI KINERJA 

PADA AKHIR PERIODE 

RPJMD 

PERANGKAT 

DAERAH 

PENANGGUNG 

JAWAB 
2022 2023 2024 2025 2026 

K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp  

TENAGA 

KEPENDIDIKAN 

(Dengan Satuan:%) 

02.23.

02 

PROGRAM 

PEMBINAAN 

PERPUSTAKAAN 

Persentase 

kunjungan 

perpustakaan 

(Dengan Satuan:%) 

12,12 14,5 
1.876.469.6

00 
16 915.000.000 17,5 962.000.000 19 975.922.123 21,5 

1.165.000.0

00 
21,5 5.894.391.723 

DINPER 

PUSAR 

02.23.

03 

PROGRAM 

PELESTARIAN 

KOLEKSI 

NASIONAL DAN 

NASKAH KUNO 

Persentase 

peningkatan 

koleksi nasional 

dan naskah kuno 

yg di publikasikan  

(Dengan Satuan:%) 

60 71 65.713.000 85 120.000.000 88 120.000.000 90 125.000.000 100 225.000.000 100 655.713.000 
DINPER 

PUSAR 

02.19.

03 

PROGRAM 

PENGEMBANGAN 

KAPASITAS DAYA 

SAING 

KEOLAHRAGAAN 

Jumlah prestasi   

olahraga   

(Dengan 

Satuan:medali) 

0 40 
17.491.280.

136 
45 

9.216.837.8

58 
50 

20.859.331.

204 
55 

8.871.153.2

65 
60 

8.607.931.9

04 
60 

65.046.534.36

7 
DINPORA 

T2S4 

Meningkatnya 

derajat kesehatan 

masyarakat 

Indeks Kesehatan 

(dengan satuan 

Angka) 

0,852 
0,85

4 

117.492.675

.240 

0,85

5 

107.626.035

.010 

0,85

5 

115.298.173

.952 

0,85

6 

117.195.398

.910 

0,85

6 

123.495.398

.910 

0,85

6 

581.107.682.0

22 
  

01.02.

02 

PROGRAM 

PEMENUHAN 

UPAYA 

KESEHATAN 

PERORANGAN 

DAN UPAYA 

KESEHATAN 

MASYARAKAT 

Rata-rata 

persentase 

capaian SPM 

Bidang Kesehatan 

(Dengan Satuan:%) 

97,1 100 
114.177.266

.590 
100 

103.803.657

.360 
100 

111.475.796

.302 
100 

112.583.871

.860 
100 

118.883.871

.860 
100 

560.924.463.9

72 
DINKES 

01.02.

03 

PROGRAM 

PENINGKATAN 

KAPASITAS 

SUMBER DAYA 

Persentase tenaga 

kesehatan 

berkompetensi di 

fasilitas pelayanan  

100 100 913.880.000 100 
1.628.880.0

00 
100 

1.628.880.0

00 
100 

2.028.880.0

00 
100 

2.028.880.0

00 
100 8.229.400.000 DINKES 
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KODE 

MISI/TUJUAN/ 

SASARAN/ 

PROGRAM 

PEMBANGUNAN 

DAERAH 

INDIKATOR 

KINERJA 

(TUJUAN/IMPACT/ 

OUTCOME) 

KONDISI 

KINERJA 

AWAL 

RPJMD 

TARGET 
KONDISI KINERJA 

PADA AKHIR PERIODE 

RPJMD 

PERANGKAT 

DAERAH 

PENANGGUNG 

JAWAB 
2022 2023 2024 2025 2026 

K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp  

MANUSIA 

KESEHATAN 

kesehatan  

(Satuan:%) 

01.02.

04 

PROGRAM 

SEDIAAN 

FARMASI, ALAT 

KESEHATAN 

DAN MAKANAN 

MINUMAN 

Persentase sarana 

pelayanan 

kefarmasian dan alat 

kesehatan serta 

sarana produksi 

makanan dan 

minuman sesuai 

ketentuan 

(Dengan Satuan:%) 

100 100 528.094.000 100 320.063.000 100 320.063.000 100 400.000.000 100 400.000.000 100 1.968.220.000 DINKES 

01.02.

05 

PROGRAM 

PEMBERDAYAAN 

MASYARAKAT 

BIDANG 

KESEHATAN 

Persentase rumah 

tangga PHBS 

(berperilaku hidup 

bersih dan sehat) 

(Satuan:%) 

76,7 77 
1.873.434.6

50 
78 

1.873.434.6

50 
79 

1.873.434.6

50 
80 

2.182.647.0

50 
81 

2.182.647.0

50 
81 9.985.598.050 DINKES 

T2S5 

Meningkatnya 

pendapatan 

masyarakat  

Indeks 

Pengeluaran 

(satuan Angka) 

0,705 
0,71

5 

1.083.740.2

00 

0,72

1 

1.833.978.2

09 

0,72

7 

2.540.920.8

03 

0,73

3 

2.820.099.7

83 

0,73

9 

3.385.225.3

09 

0,73

9 

11.663.964.30

4 
  

02.19.

02 

PROGRAM 

PENGEMBANGAN 

KAPASITAS DAYA 

SAING 

KEPEMUDAAN 

Persentase  

wirausaha  muda  

(Dengan 

Satuan:%) 

2,7 2,9 953.740.200 
03.1

5 

1.320.000.0

00 
3,3 

1.625.000.0

00 
3,6 

1.975.000.0

00 

04.0

0 

2.300.000.0

00 

04.0

0 
8.173.740.200 DINPORA 

   

Persentase 

organisasi Pemuda 

Aktif  

(Dengan Satuan:%) 

60 65 

  

70 

  

75 

  

80 

  

85 

  

85 

  

DINPORA 

03.30.

04 

PROGRAM 

STABILISASI 

HARGA BARANG 

KEBUTUHAN 

Persentase 

komoditas bahan 

kebutuhan pokok 

yang terkendali 

- 
11,1

1 
- 

16,1

6 
198.978.209 

22,2

2 
535.920.803 

27,7

7 
445.099.783 

33,3

3 
665.225.309 

33,3

3 
1.845.224.104 

DINDAGKOP 

UKM 
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KODE 

MISI/TUJUAN/ 

SASARAN/ 

PROGRAM 

PEMBANGUNAN 

DAERAH 

INDIKATOR 

KINERJA 

(TUJUAN/IMPACT/ 

OUTCOME) 

KONDISI 

KINERJA 

AWAL 

RPJMD 

TARGET 
KONDISI KINERJA 

PADA AKHIR PERIODE 

RPJMD 

PERANGKAT 

DAERAH 

PENANGGUNG 

JAWAB 
2022 2023 2024 2025 2026 

K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp  

POKOK DAN 

BARANG PENTING 

(Dengan 

Satuan:%) 

02.07.

05 

PROGRAM 

HUBUNGAN 

INDUSTRIAL 

Angka sengketa 

pengusaha-

pekerja per tahun 

(%) 

3,28 3,06 130.000.000 3,06 315.000.000 3,06 380.000.000 3,06 400.000.000 3,06 420.000.000 3,06 1.645.000.000 
DINNA 

KERIND 

T2S6 

Meningkatnya 

kesetaraan dan 

keadilan gender 

dlm pembangunan 

Indeks 

Pembangunan 

Gender (IPG) 

(dengan satuan 

Angka) 

90,9 
91,5

4 
807.250.000 

91,6

7 

2.620.720.0

00 

91,9

1 

2.442.143.2

31 

92,1

4 

6.203.162.6

50 

92,3

8 

6.215.344.3

60 

92,3

8 

18.288.620.24

1 
  

02.08.

02 

PROGRAM 

PENGARUSUTA

MAAN GENDER 

DAN 

PEMBERDAYAAN 

PEREMPUAN 

Persentase 

Kelembagaan 

PUG yang Aktif 

(Dengan 

Satuan:%) 

45 45 42.250.000 50 662.970.000 60 650.000.000 70 
1.000.000.0

00 
80 

1.090.000.0

00 
80 3.445.220.000 

DINSOS 

P2PA 

02.08.

03 

PROGRAM 

PERLINDUNGAN 

PEREMPUAN 

Persentase korban 

kekerasan 

perempuan yang 

terlayani sesuai 

standar (Dengan 

Satuan:%) 

100 100 55.500.000 100 278.387.000 100 430.396.000 100 
1.238.396.0

00 
100 

1.322.396.0

00 
100 3.325.075.000 

DINSOS 

P2PA 

02.08.

04 

PROGRAM 

PENINGKATAN 

KUALITAS 

KELUARGA 

Persentase 

lembaga penyedia 

layanan bagi 

Keluarga yang 

mendapatkan 

pembinaan dan 

penguatan 

kelembagaan 

(Satuan:%) 

50 50 560.000.000 60 595.000.000 70 308.000.000 80 
1.045.000.0

00 
90 

1.060.000.0

00 
90 3.568.000.000 

DINSOS 

P2PA 
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KODE 

MISI/TUJUAN/ 

SASARAN/ 

PROGRAM 

PEMBANGUNAN 

DAERAH 

INDIKATOR 

KINERJA 

(TUJUAN/IMPACT/ 

OUTCOME) 

KONDISI 

KINERJA 

AWAL 

RPJMD 

TARGET 
KONDISI KINERJA 

PADA AKHIR PERIODE 

RPJMD 

PERANGKAT 

DAERAH 

PENANGGUNG 

JAWAB 
2022 2023 2024 2025 2026 

K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp  

02.08.

05 

PROGRAM 

PENGELOLAAN 

SISTEM DATA 

GENDER DAN 

ANAK 

Persentase  

Perangkat  Daerah  

yang 

menggunakan 

data gender dan 

anak (%) 

0 60 15.000.000 70 140.150.526 80 248.129.854 90 785.679.581 90 776.694.430 90 1.965.654.391 
DINSOS 

P2PA 

02.08.

06 

PROGRAM 

PEMENUHAN 

HAK ANAK (PHA) 

Persentase  

Pemenuhan  Hak  

Anak  dalam 

Implementasi KLA 

(%) 

0 50 100.000.000 70 468.234.881 70 368.799.033 70 
1.040.169.7

14 
70 

1.160.951.2

69 
70 3.138.154.897 

DINSOS 

P2PA 

02.08.

07 

PROGRAM 

PERLINDUNGAN 

KHUSUS ANAK 

Persentase korban 

kekerasan terhadap 

anak yang terlayani  

sesuai  standart  

(Satuan:%) 

100 100 34.500.000 100 475.977.593 100 436.818.344 100 
1.093.917.3

55 
100 805.302.661 100 2.846.515.953 

DINSOS 

P2PA 

T2 

Meningkatkan 

Sumber Daya 

Manusia yang 

Berkualitas dan 

Berdaya Saing 

Emisi Gas Rumah 

Kaca (GRK) 

(Dengan 

Satuan:Gg 

CO2eq) 

1.543,65 
1.35

4,88 

8.075.946.4

84 

1.35

4,80 

6.282.040.8

96 

1.35

4,72 

6.635.693.0

80 

1.35

4,72 

9.305.865.0

96 

1.35

4,64 

9.959.788.5

08 

1.35

4,64 

40.259.334.06

4 
  

T2S7 

Meningkatnya 

kualitas lingkungan 

hidup yang 

berkelanjutan dan 

tangguh bencana 

Indeks Kualitas 

Lingkungan Hidup 

(IKLH) (Dengan 

Satuan:Angka) 

59,79 
66,2

3 

3.279.743.0

00 

66,2

6 

2.405.620.8

96 

66,2

8 

3.066.947.4

98 

66,3

1 

4.884.365.0

96 

66,3

4 

4.889.188.5

08 

66,3

4 

18.525.864.99

8 
  

02.11.

03 

PROGRAM 

PENGENDALIAN 

PENCEMARAN 

DAN/ATAU 

KERUSAKAN 

Persentase usaha 

yang taat 

persyaratan 

pengendalian 

pencemaran 

lingkungan  

15 16 
1.710.000.0

00 
17 680.000.000 18 700.000.000 19 700.000.000 20 845.000.000 20 4.635.000.000 DINLH 
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KODE 

MISI/TUJUAN/ 

SASARAN/ 

PROGRAM 

PEMBANGUNAN 

DAERAH 

INDIKATOR 

KINERJA 

(TUJUAN/IMPACT/ 

OUTCOME) 

KONDISI 

KINERJA 

AWAL 

RPJMD 

TARGET 
KONDISI KINERJA 

PADA AKHIR PERIODE 

RPJMD 

PERANGKAT 

DAERAH 

PENANGGUNG 

JAWAB 
2022 2023 2024 2025 2026 

K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp  

LINGKUNGAN 

HIDUP 

(Dengan Satuan:%) 

02.11.

04 

PROGRAM 

PENGELOLAAN 

KEANEKARAGA

MAN HAYATI 

(KEHATI) 

Persentase luasan 

tutupan lahan 

perkotaan 

(Dengan 

Satuan:%) 

39,75 
39,8

5 
435.000.000 39,9 525.000.000 

39,9

5 
858.999.996 40 

1.661.988.9

96 

40,0

5 

1.827.378.0

09 

40,0

5 
5.308.367.001 DINLH 

02.11.

05 

PROGRAM 

PENGENDALIAN 

BAHAN 

BERBAHAYA DAN 

BERACUN (B3) 

DAN LIMBAH 

BAHAN 

BERBAHAYA DAN 

BERACUN 

(LIMBAH B3) 

Persentase 

pengelolaan 

limbah B3 

(Dengan 

Satuan:%) 

84 86 10.000.000 86 12.000.000 88 25.000.000 90 27.000.000 92 35.000.000 92 109.000.000 DINLH 

02.11.

06 

PROGRAM 

PEMBINAAN DAN 

PENGAWASAN 

TERHADAP IZIN 

LINGKUNGAN 

DAN IZIN 

PERLINDUNGAN 

DAN 

PENGELOLAAN 

LINGKUNGAN 

HIDUP (PPLH) 

Persentase 

Penurunan 

pelanggaran 

terhadap izin 

PPLH (Dengan 

Satuan:%) 

27 27 20.000.000 26 52.000.000 25 70.000.000 24 75.000.000 23 75.000.000 23 292.000.000 DINLH 

02.11.

11 

PROGRAM 

PENGELOLAAN 

PERSAMPAHAN 

Persentase  

cakupan area  

pelayanan 

persampahan 

(Satuan:%) 

33,33 
34,5

5 

1.104.743.0

00 

36,7

5 

1.136.620.8

96 

37,9

5 

1.412.947.5

02 

39,1

5 

2.420.376.1

00 

40,3

5 

2.106.810.4

99 

40,3

5 
8.181.497.997 DINLH 
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KODE 

MISI/TUJUAN/ 

SASARAN/ 

PROGRAM 

PEMBANGUNAN 

DAERAH 

INDIKATOR 

KINERJA 

(TUJUAN/IMPACT/ 

OUTCOME) 

KONDISI 

KINERJA 

AWAL 

RPJMD 

TARGET 
KONDISI KINERJA 

PADA AKHIR PERIODE 

RPJMD 

PERANGKAT 

DAERAH 

PENANGGUNG 

JAWAB 
2022 2023 2024 2025 2026 

K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp  

T2S7 

Meningkatnya 

kualitas lingkungan 

hidup yang 

berkelanjutan dan 

tangguh bencana 

Indeks Resiko 

Bencana (Dengan  

Satuan:Angka) 

105,77 
103,

45 

4.796.203.4

84 

102,

34 

3.876.420.0

00 

101,

23 

3.568.745.5

82 

100,

12 

4.421.500.0

00 

99,0

1 

5.070.600.0

00 

99,0

1 

21.733.469.06

6 
  

01.05.

03 

PROGRAM 

PENANGGULA-

NGAN BENCANA 

Persentase  

Masyarakat  di  

daerah  rawan 

bencana  yang  

mendapatkan  

layanan 

pencegahan, 

penanggulangan 

dan penanganan 

bencana (Dengan 

Satuan:%) 

100 100 
2.700.407.4

84 
100 

2.015.000.0

00 
100 

1.993.745.5

82 
100 

2.396.500.0

00 
100 

2.920.000.0

00 
100 

12.025.653.06

6 
BPBD 

01.06.

06 

PROGRAM 

PENANGANAN 

BENCANA 

Persentase Korban 

Bencana Alam dan 

Sosial yang 

Menerima 

Perlindungan 

Sosial pada saat 

dan setelah 

tanggap darurat 

bencana daerah 

kabupaten kota 

(Dengan 

Satuan:%) 

100 100 
2.095.796.0

00 
100 

1.861.420.0

00 
100 

1.575.000.0

00 
100 

2.025.000.0

00 
100 

2.150.600.0

00 
100 9.707.816.000 

DINSOS 

P2PA 

M3 

Mendorong 

Pertumbuhan 

Ekonomi Berbasis 

Potensi Lokal, 

Membuka 

Lapangan Kerja, 

  

    

257.079.573

.209 

  

249.357.517

.823 

  

368.111.756

.721 

  

368.864.530

.568 

  

427.512.298

.851 

  

1.670.925.677

.172 
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KODE 

MISI/TUJUAN/ 

SASARAN/ 

PROGRAM 

PEMBANGUNAN 

DAERAH 

INDIKATOR 

KINERJA 

(TUJUAN/IMPACT/ 

OUTCOME) 

KONDISI 

KINERJA 

AWAL 

RPJMD 

TARGET 
KONDISI KINERJA 

PADA AKHIR PERIODE 

RPJMD 

PERANGKAT 

DAERAH 

PENANGGUNG 

JAWAB 
2022 2023 2024 2025 2026 

K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp  

Mengurangi 

Kemiskinan dan 

Pengangguran 

T3 

Meningkatkan 

Pertumbuhan 

Ekonomi dan 

Pemerataan 

Kesejahteraan 

Masyarakat 

Laju Pertumbuhan 

Ekonomi (LPE) 

(dengan satuan 

%) 

-0,23 

3,57

-

4,54 

52.684.319.

277 

3,82

-

4,79 

46.908.830.

513 

4,08

-

5,05 

125.231.876

.490 

4,36

-

5,32 

58.195.287.

971 

4,66

-

5,61 

71.381.020.

744 

4,66

-

5,61 

354.401.334.9

95 
  

T3S8 

Meningkatnya 

pertumbuhan 

perekonomian 

daerah berbasis 

potensi lokal  

LPE kategori 

Industri 

Pengolahan 

(dengan satuan 

%) 

-3,08 

3,57

-

5,50 

5.449.994.9

25 

3,82

-

5,59 

5.516.438.9

06 

4,08

-

5,69 

6.021.333.5

97 

4,20

-

5,78 

6.366.074.2

13 

4,30

-

5,88 

7.090.300.7

52 

4,30

-

5,88 

30.444.142.39

3 
  

03.31.

02 

PROGRAM 

PERENCANAAN 

DAN 

PEMBANGUNAN 

INDUSTRI 

Persentase 

pencapaian 

sasaran 

pembangunan 

industri termasuk  

turunan indikator 

pembangunan 

industri dalam 

RIPIN yang 

ditetapkan dalam 

RPIP (Dengan 

Satuan:%) 

100 100 
2.904.158.6

50 
100 

2.350.000.0

00 
100 

2.900.000.0

00 
100 

2.900.000.0

00 
100 

3.000.000.0

00 
100 

14.054.158.65

0 

DINNA 

KERIND 

03.31.

03 

PROGRAM 

PENGENDALIAN 

IZIN USAHA 

INDUSTRI 

Persentase jumlah 

hasil pemantauan 

dan pengawasan 

dengan jumlah Izin 

Usaha Industri 

(IUI) Kecil dan  

Industri Menengah  

100 100 - 100 100.000.000 100 100.000.000 100 100.000.000 100 100.000.000 100 400.000.000 
DINNA 

KERIND 
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KODE 

MISI/TUJUAN/ 

SASARAN/ 

PROGRAM 

PEMBANGUNAN 

DAERAH 

INDIKATOR 

KINERJA 

(TUJUAN/IMPACT/ 

OUTCOME) 

KONDISI 

KINERJA 

AWAL 

RPJMD 

TARGET 
KONDISI KINERJA 

PADA AKHIR PERIODE 

RPJMD 

PERANGKAT 

DAERAH 

PENANGGUNG 

JAWAB 
2022 2023 2024 2025 2026 

K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp  

yang dikeluarkan 

oleh instansi terkait  

(Dengan Satuan:%) 

02.17.

06 

PROGRAM 

PEMBERDAYAAN 

DAN 

PERLINDUNGAN 

KOPERASI 

Persentase 

Koperasi yang 

berkualitas 

(Dengan 

Satuan:%) 

60,17 
60,7

2 
279.000.000 

61,1

9 
293.746.250 61,5 540.388.501 62,1 623.757.458 

62,6

9 
759.649.823 

62,6

9 
2.496.542.032 

DINDAGKOP 

UKM 

02.17.

07 

PROGRAM 

PEMBERDAYAAN 

UMKM 

Persentase  

Usaha  Kecil  

Menengah  Baru  

(Dengan Satuan:%) 

1,64 0,11 
1.230.200.0

00 
0,19 

1.395.501.5

27 
0,25 520.373.134 0,29 667.799.971 0,33 706.380.257 0,33 4.520.254.889 

DINDAGKOP 

UKM 

02.17.

08 

PROGRAM 

PENGEMBANGAN 

UMKM 

Persentase Usaha 

Mikro menjadi 

Usaha Kecil (%) 

0,47 1,87 120.000.000 1,9 243.747.476 1,93 290.392.880 1,96 373.757.449 1,99 426.305.966 1,99 1.454.203.771 
DINDAGKOP 

UKM 

03.25.

06 

PROGRAM 

PENGOLAHAN 

DAN PEMASARAN 

HASIL PERIKANAN 

Persentase Usaha 

Skala Mikro dan 

Kecil perikanan 

baru (%) 

07.00 
07.4

1 
916.636.275 

07.5

0 

1.038.928.7

49 

08.1

0 

1.557.571.5

70 

0,37

5 

1.494.239.1

81 

09.0

0 

1.918.727.6

96 

09.0

0 
6.926.103.471 DINLUTKAN 

03.30.

05 

PROGRAM 

PENGEMBANGAN 

EKSPOR 

Persentase UKM 

yang melakukan 

ekspor (%) 

- 25 - 27 94.514.904 28 112.607.512 29 206.520.154 30 179.237.010 30 592.879.580 
DINDAGKOP 

UKM 

T3S8 

Meningkatnya 

pertumbuhan 

perekonomian 

daerah berbasis 

potensi lokal  

LPE Kategori 

Pertanian, 

Kehutanan dan 

Perikanan (dengan 

satuan %) 

2,49 

0,72

-

1,68 

32.287.026.

725 

0,92

-

1,88 

29.548.371.

007 

1,11

-

2,09 

32.909.908.

218 

1,30

-

2,30 

35.275.297.

656 

1,50

-

2,50 

46.302.122.

300 

1,50

-

2,50 

176.322.725.9

06 
  

03.27.

02 

PROGRAM 

PENYEDIAAN DAN 

PENGEMBANGAN 

SARANA 

PERTANIAN 

Produksi 

Peternakan 

(Dengan 

Satuan:ton) 

37.069 
37.5

43 

15.032.446.

000 

38.9

01 

5.952.446.0

00 

40.3

11 

4.957.446.0

00 

41.7

76 

4.957.446.0

00 

43.3

27 

9.237.446.0

00 

43.3

27 

40.137.230.00

0 

DINPERTAN 

PANGAN 
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KODE 

MISI/TUJUAN/ 

SASARAN/ 

PROGRAM 

PEMBANGUNAN 

DAERAH 

INDIKATOR 

KINERJA 

(TUJUAN/IMPACT/ 

OUTCOME) 

KONDISI 

KINERJA 

AWAL 

RPJMD 

TARGET 
KONDISI KINERJA 

PADA AKHIR PERIODE 

RPJMD 

PERANGKAT 

DAERAH 

PENANGGUNG 

JAWAB 
2022 2023 2024 2025 2026 

K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp  

   
Produksi Pertanian 

(Satuan:Ton) 

1.096.08

6 

937.

141 

  941.

772 

  946.

430 

  951.

115 

  955.

826 

  955.

826 

  DINPERTAN 

PANGAN 

   

Produksi 

Perkebunan 

(Satuan:ton) 

4.132 
4.13

7 

  
4.19

0 

  
4.24

3 

  
4.29

8 

  
4.35

3 

  
4.35

3 

  
DINPERTAN 

PANGAN 

03.27.

03 

PROGRAM 

PENYEDIAAN DAN 

PENGEMBANGAN 

PRASARANA 

PERTANIAN 

Produktivitas padi 

atau bahan pangan 

utama lainnya per 

hektar (kw/ha) 

70,19 
70,5

4 

4.637.681.0

00 

70,8

9 

12.321.667.

000 

71,2

5 

16.417.681.

000 
71,6 

18.927.681.

000 

71,9

6 

23.415.244.

500 

71,9

6 

75.719.954.50

0 

DINPERTAN 

PANGAN 

03.27.

04 

PROGRAM 

PENGENDALIAN 

KESEHATAN 

HEWAN DAN 

KESEHATAN 

MASY.VETERINER 

Jumlah  kasus  

penyakit  hewan  

yang terkonfirmasi  

(Dengan  

Satuan:Kejadian) 

2.078 
1.87

0 
75.000.000 

1.66

5 
170.000.000 

1.46

5 
170.000.000 

1.27

5 
170.000.000 

1.09

6 
170.000.000 

1.09

6 
755.000.000 

DINPERTAN 

PANGAN 

03.27.

07 

PROGRAM 

PENYULUHAN 

PERTANIAN 

Cakupan bina  

kelompok tani  

(Dengan Satuan:%) 

100 100 937.400.000 100 804.400.000 100 824.400.000 100 844.400.000 100 864.400.000 100 4.275.000.000 
DINPERTAN 

PANGAN 

02.09.

02 

PROGRAM 

PENGELOLAAN 

SUMBER DAYA 

EKONOMI UNTUK 

KEDAULATAN 

DAN 

KEMANDIRIAN 

PANGAN 

Jumlah infrastruktur 

pergudangan dan 

sarana pendukung  

lainnya  untuk  

penyimpanan 

cadangan pangan 

(Dengan 

Satuan:Unit) 

751 755 
4.000.000.0

00 
757 

2.000.000.0

00 
759 

2.000.000.0

00 
761 

2.000.000.0

00 
763 

4.000.000.0

00 
763 

14.000.000.00

0 

DINPERTAN 

PANGAN 

02.09.

03 

PROGRAM 

PENINGKATAN 

DIVERSIFIKASI 

DAN KETAHANAN 

Produksi pertanian 

tanaman pangan 

(Dengan 

Satuan:Ton) 

701.437 
804.

766 
827.000.000 

808.

303 

1.592.500.0

00 

811.

858 

1.740.000.0

00 

815.

429 

1.832.500.0

00 

819.

017 

2.025.000.0

00 

819.

017 
8.017.000.000 

DINPERTAN 

PANGAN 
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KODE 

MISI/TUJUAN/ 

SASARAN/ 

PROGRAM 

PEMBANGUNAN 

DAERAH 

INDIKATOR 

KINERJA 

(TUJUAN/IMPACT/ 

OUTCOME) 

KONDISI 

KINERJA 

AWAL 

RPJMD 

TARGET 
KONDISI KINERJA 

PADA AKHIR PERIODE 

RPJMD 

PERANGKAT 

DAERAH 

PENANGGUNG 

JAWAB 
2022 2023 2024 2025 2026 

K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp  

PANGAN 

MASYARAKAT 

03.25.

03 

PROGRAM 

PENGELOLAAN 

PERIKANAN 

TANGKAP 

Produksi  

perikanan  

tangkap  (Dengan 

Satuan:ton) 

6.100,00 
6.28

3,00 

5.832.499.7

25 

6.47

1,50 

5.362.317.8

14 

6.66

5,60 

5.485.219.4

71 

6.86

5,60 

5.251.449.5

80 

7.07

1,60 

5.211.661.7

72 

33.3

57,3

0 

27.143.148.36

2 
DINLUTKAN 

03.25.

04 

PROGRAM 

PENGELOLAAN 

PERIKANAN 

BUDIDAYA 

Produksi Perikanan  

Budidaya (Dengan 

Satuan:ton) 

43.364,0

0 

44.5

92,9

6 

945.000.000 

46.8

98,4

1 

1.345.040.1

93 

49.3

23,0

6 

1.315.161.7

47 

51.8

73,0

6 

1.291.821.0

76 

54.5

53,3

4 

1.378.370.0

28 

247.

240,

83 

6.275.393.044 DINLUTKAN 

T3S9 
Meningkatnya 

investasi daerah 

Tingkat 

Pertumbuhan 

Investasi (PMTB) 

(Dengan Satuan:%) 

9,77 5,1 
11.480.857.

627 
5,24 

8.944.020.6

00 
5,38 

78.980.634.

675 
5,52 

10.733.916.

102 
5,65 

11.211.597.

692 
5,65 

121.351.026.6

96 
  

02.18.

02 

PROGRAM 

PENGEMBANGAN 

IKLIM 

PENANAMAN 

MODAL 

Jumlah nilai 

investasi 

(PMDN/PMA) 

(Dengan 

Satuan:Rupiah) 

5.780.23

1.990.00

0 

1.03

5.00

0.00

0.00

0 

40.125.000 

1.04

5.00

0.00

0.00

0 
 

392.746.000 

1.05

0.00

0.00

0.00

0 
 

74.840.000 

1.06

0.00

0.00

0.00

0 
 

185.000.000 

1.07

0.00

0.00

0.00

0 
 

95.000.000 

5.26

0.00

0.00

0.00

0 
 

787.711.000 DINPMPTSP 

02.18.

03 

PROGRAM 

PROMOSI 

PENANAMAN 

MODAL 

Rasio promosi  

terhadap  jumlah  

investor (Dengan 

Satuan:Angka) 

0,72 0,69 88.900.000 0,66 205.344.000 0,64 210.000.000 0,61 250.000.000 0,57 300.000.000 0,57 1.054.244.000 DINPMPTSP 

02.18.

05 

PROGRAM 

PENGENDALIAN 

PELAKSANAAN 

PENANAMAN 

MODAL 

Jumlah investor  

(PMDN/PMA)  

(Dengan 

Satuan:Proyek/inv

estor) 

419 435 449.015.500 450 449.351.000 470 460.000.000 495 485.000.000 525 515.000.000 
2.37

5 
2.358.366.500 DINPMPTSP 

02.18.

06 

PROGRAM 

PENGELOLAAN 

DATA DAN 

SISTEM 

Jumlah informasi 

penanaman modal 

yang ditampilkan 

dalam media 

90 300 127.651.700 300 172.334.000 300 185.000.000 300 204.000.000 300 250.000.000 
1.50

0 
938.985.700 DINPMPTSP 
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KODE 

MISI/TUJUAN/ 

SASARAN/ 

PROGRAM 

PEMBANGUNAN 

DAERAH 
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KINERJA 

(TUJUAN/IMPACT/ 

OUTCOME) 

KONDISI 

KINERJA 

AWAL 

RPJMD 

TARGET 
KONDISI KINERJA 

PADA AKHIR PERIODE 

RPJMD 

PERANGKAT 

DAERAH 

PENANGGUNG 

JAWAB 
2022 2023 2024 2025 2026 

K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp  

INFORMASI 

PENANAMAN 

MODAL 

sosial 

(Satuan:Data) 

01.05.

02 

PROGRAM 

PENINGKATAN 

KETENTERAMAN 

DAN KETERTIBAN 

UMUM 

Rasio jumlah 

Polisi Pamong 

Praja (Dengan 

Satuan:%) 

0,55 0,6 
1.842.544.4

27 
0,65 

2.277.010.5

00 
0,66 

7.272.413.2

75 
0,68 

2.402.173.6

02 
0,7 

2.536.755.1

92 
0,7 

16.330.896.99

6 
SATPOL PP 

   
Rasio Linmas 

(Satuan:%) 
100 100 

  
100 

  
100 

  
100 

  
100 

  
100 

  
SATPOL PP 

08.01.

02 

PROGRAM 

PENGUATAN 

IDEOLOGI 

PANCASILA DAN 

KARAKTER 

KEBANGSAAN 

Persentase  

masyarakat  yang  

mengikuti 

peningkatan  

wawasan  

kebangsaan  yang 

paham terhadap 

ideologi Pancasila, 

Bela Negara dan 

was bang (%) 

73 75 
1.165.503.0

00 
77 410.000.000 81 545.000.000 83 685.000.000 86 610.000.000 86 3.415.503.000 

BADAN 

KESBANGPO

L 

08.01.

03 

PROGRAM 

PENINGKATAN 

PERAN PARTAI 

POLITIK DAN 

LEMBAGA 

PENDIDIKAN 

MELALUI 

PENDIDIKAN 

POLITIK DAN 

PENGEMBANGA

N ETIKA SERTA 

BUDAYA POLITIK 

Persentase  

masyarakat  yang  

mengikuti 

pelatihan yang 

paham terhadap 

aspek-aspek 

Indeks Demokarsi 

Indonesia (IDI) 

(Dengan 

Satuan:Persen) 

73 74 
1.225.310.0

00 
75 

2.027.235.1

00 
77 

65.325.181.

400 
79 

2.189.742.5

00 
82 

2.306.342.5

00 
82 

73.073.811.50

0 

BADAN 

KESBANGPO

L 
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KODE 

MISI/TUJUAN/ 

SASARAN/ 

PROGRAM 

PEMBANGUNAN 

DAERAH 

INDIKATOR 

KINERJA 

(TUJUAN/IMPACT/ 

OUTCOME) 

KONDISI 

KINERJA 

AWAL 

RPJMD 

TARGET 
KONDISI KINERJA 

PADA AKHIR PERIODE 

RPJMD 

PERANGKAT 

DAERAH 

PENANGGUNG 

JAWAB 
2022 2023 2024 2025 2026 

K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp  

08.01.

04 

PROGRAM 

PEMBERDAYAAN 

DAN 

PENGAWASAN 

ORGANISASI 

KEMASYARAKAT

AN 

Persentase  

Organisasi  

Masyarakat  yang 

terdaftar dan aktif 

(Dengan 

Satuan:Persen) 

57 68 
4.922.397.6

00 
70 775.000.000 71 

2.403.200.0

00 
72 

1.095.000.0

00 
74 

2.270.000.0

00 
74 

11.465.597.60

0 

BADAN 

KESBANGPO

L 

08.01.

05 

PROGRAM 

PEMBINAAN DAN 

PENGEMBANGAN 

KETAHANAN 

EKONOMI, 

SOSIAL, DAN 

BUDAYA 

Persentase  

Masyarakat  yang  

mengikuti 

pendidikan 

ketahanan yang 

paham terhadap 

Ketahanan  Bangsa  

dan  kerukunan  

umat beragama 

(Dengan Satuan:%) 

75 75 429.635.000 80 
1.085.000.0

00 
83 

1.305.000.0

00 
87 

1.640.000.0

00 
90 

1.160.000.0

00 
90 5.619.635.000 

BADAN 

KESBANGPO

L 

08.01.

06 

PROGRAM 

PENINGKATAN 

KEWASPADAAN 

NASIONAL DAN 

PENINGKATAN 

KUALITAS DAN 

FASILITASI 

PENANGANAN 

KONFLIK SOSIAL 

Persentase 

penanganan 

kejadian terkait 

konflik sosial 

(Dengan 

Satuan:Persen) 

100 100 
1.189.775.4

00 
100 

1.150.000.0

00 
100 

1.200.000.0

00 
100 

1.598.000.0

00 
100 

1.168.500.0

00 
100 6.306.275.400 

BADAN 

KESBANGPO

L 

T3S10 

Meningkatnya 

kualitas 

penyelenggaraan 

sektor pariwisata 

Persentase 

Peningkatan PAD 

Sektor Pariwisata 

(Dengan Satuan:%) 

N/A 10 
3.466.440.0

00 
12,5 

2.900.000.0

00 
15 

7.320.000.0

00 
17,5 

5.820.000.0

00 
20 

6.777.000.0

00 
20 

26.283.440.00

0 
  

03.26.

02 

PROGRAM 

PENINGKATAN 

DAYA TARIK 

Rata-rata  Lama  

Kunjungan  
4 4 508.288.000 4,5 680.000.000 4,5 

3.830.000.0

00 
5 

2.050.000.0

00 
5 

2.497.000.0

00 
5 9.565.288.000 DINPARTA 
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KODE 

MISI/TUJUAN/ 

SASARAN/ 

PROGRAM 

PEMBANGUNAN 

DAERAH 

INDIKATOR 

KINERJA 

(TUJUAN/IMPACT/ 

OUTCOME) 

KONDISI 

KINERJA 

AWAL 

RPJMD 

TARGET 
KONDISI KINERJA 

PADA AKHIR PERIODE 

RPJMD 

PERANGKAT 

DAERAH 

PENANGGUNG 

JAWAB 
2022 2023 2024 2025 2026 

K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp  

DESTINASI 

PARIWISATA 

(Dengan 

Satuan:Jam) 

03.26.

03 

PROGRAM 

PEMASARAN 

PARIWISATA 

Jumlah event 

pemasaran 

pariwisata yang 

diikuti (Dengan 

Satuan:Kali) 

3 3 850.000.000 3 280.000.000 4 
1.300.000.0

00 
4 

1.100.000.0

00 
4 

1.400.000.0

00 
18 4.930.000.000 DINPARTA 

03.26.

05 

PROGRAM 

PENGEMBANGAN 

SUMBER DAYA 

PARIWISATA DAN 

EKONOMI 

KREATIF 

Jumlah potensi 

pariwisata dan 

ekonomi kreatif 

yang telah  

dikembangkan  

(Dengan 

Satuan:Objek) 

12 12 883.152.000 13 500.000.000 14 750.000.000 14 840.000.000 15 
1.050.000.0

00 
15 4.023.152.000 DINPARTA 

02.22.

02 

PROGRAM 

PENGEMBANGAN 

KEBUDAYAAN 

Persentase  

Peningkatan  

penyelenggaraan 

event  kebudayaan  

(Dengan  Satuan:%) 

0 20 350.000.000 40 460.000.000 60 460.000.000 80 550.000.000 100 550.000.000 100 2.370.000.000 DINDIKBUD 

02.22.

05 

PROGRAM 

PELESTARIAN 

DAN 

PENGELOLAAN 

CAGAR BUDAYA 

Persentase Benda, 

Situs dan Kawasan 

Cagar Budaya di 

luar museum yang 

dilestarikan 

(Dengan Satuan:%) 

0 20 125.000.000 40 200.000.000 60 200.000.000 80 500.000.000 100 500.000.000 100 1.525.000.000 DINDIKBUD 

02.22.

06 

PROGRAM 

PENGELOLAAN 

PERMUSEUMAN 

Persentase 

Peningkatan 

Kunjungan Museum 

(Dengan Satuan:%) 

0 20 750.000.000 40 780.000.000 60 780.000.000 80 780.000.000 100 780.000.000 100 3.870.000.000 DINDIKBUD 

T3 
Meningkatkan 

Pertumbuhan 

Ekonomi dan 

Tingkat 

Kemiskinan 
12,54 

10,6

7-

204.395.253

.932 
10,2

1-

202.448.687

.310 
9,91

-

242.879.880

.231 
9,62

-

310.669.242

.597 
9,32

-

356.131.278

.107 
9,32

-

1.316.524.342

.177 
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KODE 

MISI/TUJUAN/ 

SASARAN/ 

PROGRAM 

PEMBANGUNAN 

DAERAH 

INDIKATOR 

KINERJA 

(TUJUAN/IMPACT/ 

OUTCOME) 

KONDISI 

KINERJA 

AWAL 

RPJMD 

TARGET 
KONDISI KINERJA 

PADA AKHIR PERIODE 

RPJMD 

PERANGKAT 

DAERAH 

PENANGGUNG 

JAWAB 
2022 2023 2024 2025 2026 

K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp  

Pemerataan 

Kesejahteraan 

Masyarakat 

(dengan satuan 

%) 

13,0

5 

12,4

7 

12,1

1 

11,7

6 

11,4

0 

11,4

0 

T3S11 

Menurunnya 

jumlah 

pengangguran 

Tingkat 

Pengangguran 

Terbuka (dengan 

satuan %) 

7,31 

6,57

-

7,49 

7.048.463.3

60 

6,44

-

7,34 

10.773.971.

829 

6,31

-

7,19 

12.000.790.

800 

6,18

-

7,04 

17.078.437.

932 

6,05

-

6,89 

19.349.800.

800 

6,05

-

6,89 

66.251.464.72

1 
  

02.07.

02 

PROGRAM 

PERENCANAAN 

TENAGA KERJA 

Persentase 

kegiatan yang 

dilaksanakan yang 

mengacu ke 

rencana tenaga 

kerja (Dengan 

Satuan:%) 

75 70 - 70 100.000.000 70 150.000.000 70 150.000.000 70 100.000.000 70 500.000.000 
DINNA 

KERIND 

02.07.

03 

PROGRAM 

PELATIHAN 

KERJA DAN 

PRODUKTIVITAS 

TENAGA KERJA 

Persentase    

Tenaga Kerja    

Bersertifikat 

Kompetensi   

(Dengan Satuan:%) 

51,93 
53,8

2 

1.960.811.7

50 

54,7

3 

1.300.000.0

00 

55,6

2 

1.725.000.0

00 

56,4

8 

3.675.000.0

00 

57,3

2 

3.930.000.0

00 

57,3

2 

12.590.811.75

0 

DINNA 

KERIND 

02.07.

04 

PROGRAM 

PENEMPATAN 

TENAGA KERJA 

Persentase pencari 

kerja yang terdaftar 

yang ditempatkan 

(Dengan Satuan:%) 

13,62 
17,6

9 
245.000.000 

19,7

2 
390.000.000 

21,7

6 
415.000.000 

23,7

9 
425.000.000 

25,8

3 
450.000.000 

25,8

3 
1.925.000.000 

DINNA 

KERIND 

01.06.

02 

PROGRAM 

PEMBERDAYAAN 

SOSIAL 

Persentase PSKS 

yang menyediakan 

sarana prasarana 

pelayanan 

kesejahteraan 

sosial (%) 

34,84 
34,8

4 
651.737.100 

41,2

9 
781.366.029 

47,7

4 
880.670.000 

54,1

9 

1.094.670.0

00 

69,4

8 

1.209.670.0

00 

69,4

8 
4.618.113.129 

DINSOS 

P2PA 

01.06.

04 

PROGRAM 

REHABILITASI 

SOSIAL 

Persentase 

penyandang 

disabilitas terlantar, 

76,57 100 
2.298.284.5

10 
100 

2.487.238.8

00 
100 

2.255.150.8

00 
100 

2.142.460.8

00 
100 

2.347.160.8

00 
100 

11.530.295.71

0 

DINSOS 

P2PA 
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KINERJA 
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2022 2023 2024 2025 2026 

K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp  

anak terlantar, 

lansia terlantar dan 

gelan dangan 

pengemis  yang  

terpenuhi 

kebutuhan 

dasarnya di luar 

panti (Satuan:%) 

01.06.

05 

PROGRAM 

PERLINDUNGAN 

DAN JAMINAN 

SOSIAL 

Persentase Fakir 

Miskin Yang 

Mendapatkan 

Perlindungan Sosial 

(Dengan Satuan:%) 

36,83 
57,1

7 

1.892.630.0

00 

59,9

7 

5.715.367.0

00 

65,5

9 

6.574.970.0

00 

67,4

7 

9.591.307.1

32 

74,9

6 

11.312.970.

000 

74,9

6 

35.087.244.13

2 

DINSOS 

P2PA 

T3S12 

Meningkatnya 

pemerataan 

kondisi sosial 

ekonomi 

masyarakat 

Indeks Gini 

(Dengan 

Satuan:Angka) 

N/A 

0,27

0-

0,29

8 

197.346.790

.572 

0,26

8-

0,29

6 

191.674.715

.481 

0,26

6-

0,29

4 

230.879.089

.431 

0,26

4-

0,29

2 

293.590.804

.665 

0,26

1-

0,28

9 

336.781.477

.307 

0,26

1-

0,28

9 

1.250.272.877

.456 
  

02.13.

02 

PROGRAM 

PENATAAN 

DESA 

Jumlah Desa yang 

difasilitasi 

pembentukan, 

penghapusan, 

penggabungan dan 

perubahan status 

desa (Dengan 

Satuan:Desa) 

0 0 - 1 41.496.241 1 59.860.000 1 59.860.000 1 59.860.000 5 221.076.241 
DINPER 

MADES P2KB 

02.13.

03 

PROGRAM 

PENINGKATAN 

KERJASAMA 

DESA 

Persentase kerja 

sama antar desa 

(Dengan 

Satuan:persen) 

100 100 55.526.200 100 485.734.989 100 367.352.000 100 367.352.000 100 367.352.000 100 1.643.317.189 
DINPER 

MADES P2KB 

02.13.

05 

PROGRAM 

PEMBERDAYAAN 

LEMBAGA 

persentase 

perkembangan 
100 100 532.473.800 100 

1.231.543.5

31 
100 

1.528.089.0

00 
100 

1.578.089.0

00 
100 

1.978.089.0

00 
100 6.848.284.331 

DINPER 

MADES P2KB 
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KODE 

MISI/TUJUAN/ 

SASARAN/ 

PROGRAM 

PEMBANGUNAN 

DAERAH 

INDIKATOR 

KINERJA 

(TUJUAN/IMPACT/ 

OUTCOME) 

KONDISI 

KINERJA 

AWAL 

RPJMD 

TARGET 
KONDISI KINERJA 

PADA AKHIR PERIODE 

RPJMD 

PERANGKAT 

DAERAH 

PENANGGUNG 

JAWAB 
2022 2023 2024 2025 2026 

K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp  

KEMASYARAKAT

AN, LEMBAGA 

ADAT DAN 

MASYARAKAT 

HUKUM ADAT 

BUMDES (Dengan 

Satuan:persen) 

02.14.

02 

PROGRAM 

PENGENDALIAN 

PENDUDUK 

Persentase  

Sekolah  siaga  

kependudukan 

(Dengan Satuan:%) 

100 100 166.032.000 100 512.260.001 100 684.249.400 100 684.249.400 100 684.249.400 100 2.731.040.201 
DINPER 

MADES P2KB 

02.14.

03 

PROGRAM 

PEMBINAAN 

KELUARGA 

BERENCANA (KB) 

Persentase KB   

aktif (Dengan 

Satuan:Persen)  

100 100 
6.386.935.3

00 
100 

2.869.383.4

19 
100 

2.788.162.6

00 
100 

2.838.162.6

00 
100 

2.838.162.6

00 
100 

17.720.806.51

9 

DINPER 

MADES P2KB 

01.04.

03 

PROGRAM 

KAWASAN 

PERMUKIMAN 

Persentase  

kawasan  

permukiman  

kumuh dibawah 10 

ha yang ditangani 

(Dengan Satuan:%) 

100 
10,9

7 

2.594.000.0

00 

62,2

2 

4.355.000.0

00 

78,5

2 

3.310.000.0

00 
87,3 

2.300.000.0

00 
100 

3.000.000.0

00 
100 

15.559.000.00

0 
DINPERKIM 

01.04.

04 

PROGRAM 

PERUMAHAN 

DAN KAWASAN 

PERMUKIMAN 

KUMUH 

Persentase 

kawasan 

permukiman di luar 

kawasan kumuh di 

bawah 10 ha yang 

ditangani (Dengan 

Satuan:%) 

26 28 
71.191.405.

000 
31 

69.149.797.

300 
34 

73.037.876.

431 
36 

73.609.591.

665 
39 

87.056.564.

307 
39 

374.045.234.7

03 
DINPERKIM 

01.03.

03 

PROGRAM 

PENGELOLAAN 

DAN 

PENGEMBANGAN 

SISTEM 

PENYEDIAAN AIR 

MINUM 

Persentase rumah 

tangga berakses 

air minum 

(Dengan 

Satuan:%) 

83.34.00 
83.3

4.00 

25.525.402.

000 

84,1

3 

12.800.000.

000 

85.0

3.00 

14.500.000.

000 

86.1

8.00 

18.500.000.

000 

87.5

9.00 

22.500.000.

000 

87.5

9.00 

93.825.402.00

0 
DINPUTARU 
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KODE 

MISI/TUJUAN/ 

SASARAN/ 

PROGRAM 

PEMBANGUNAN 

DAERAH 

INDIKATOR 

KINERJA 

(TUJUAN/IMPACT/ 

OUTCOME) 

KONDISI 

KINERJA 

AWAL 

RPJMD 

TARGET 
KONDISI KINERJA 

PADA AKHIR PERIODE 

RPJMD 

PERANGKAT 

DAERAH 

PENANGGUNG 

JAWAB 
2022 2023 2024 2025 2026 

K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp  

01.03.

05 

PROGRAM 

PENGELOLAAN 

DAN 

PENGEMBANGAN 

SISTEM AIR 

LIMBAH 

Persentase rumah 

tangga bersanitasi 

(Dengan 

Satuan:%) 

99.03.00 
99.0

3.00 

15.044.290.

000 

99.2

3.00 

4.100.000.0

00 

99.4

2.00 

4.100.000.0

00 

99.7

4 

6.100.000.0

00 
100 

11.100.000.

000 
100 

40.444.290.00

0 
DINPUTARU 

01.03.

10 

PROGRAM 

PENYELENGGAR

AAN JALAN 

Proporsi panjang 

jaringan jalan 

kabupaten dalam 

kondisi mantap 

(Dengan Satuan:%) 

83,93 
83,9

3 

47.125.726.

272 

84,4

5 

49.715.000.

000 

84,9

8 

64.100.000.

000 

85,5

4 

86.700.000.

000 

86,2

4 

106.009.000

.000 

86,2

4 

353.649.726.2

72 
DINPUTARU 

01.03.

02 

PROGRAM 

PENGELOLAAN 

SUMBER DAYA 

AIR (SDA) 

Persentase 

jaringan irigasi 

dalam kondisi baik  

(Dengan Satuan:%) 

69,94 
69,9

4 

20.800.000.

000 

75,9

9 

11.414.500.

000 

82,0

3 

12.653.500.

000 

88,0

7 

32.853.500.

000 

94,1

1 

48.510.000.

000 

94,1

1 

126.231.500.0

00 
DINPUTARU 

01.03.

06 

PROGRAM 

PENGELOLAAN 

DAN 

PENGEMBANGAN 

SISTEM 

DRAINASE 

Tidak terjadi 

genangan lebih 

dari 2 kali setahun 

(Dengan 

Satuan:Nila) 

Tidak 

Terjadi 

Tidak 

Terja

di 

300.000.000 

Tidak 

Terja

di 

700.000.000 

Tidak 

Terja

di 

700.000.000 

Tidak 

Terja

di 

5.200.000.0

00 

Tidak 

Terja

di 

1.950.000.0

00 

Tidak 

Terja

di 

8.850.000.000 DINPUTARU 

01.03.

12 

PROGRAM 

PENYELENGGAR

AAN PENATAAN 

RUANG 

Luas alih fungsi 

lahan (Dengan 

Satuan:Angka) 

0,05957

67 

0,05

957

7 

200.000.000 

0,05

957

7 

2.300.000.0

00 

0,05

957

7 

12.800.000.

000 

0,05

957

67 

2.800.000.0

00 

0,05

957

67 

2.800.000.0

00 

0,05

957

67 

20.900.000.00

0 
DINPUTARU 

01.03.

08 

PROGRAM 

PENATAAN 

BANGUNAN 

GEDUNG 

Rasio bangunan 

berizin (Dengan 

Satuan:Angka) 

0,00844

542 

0,00

844

5 

7.425.000.0

00 

0,00

875

8 

32.000.000.

000 

0,00

907

1 

40.250.000.

000 

0,00

938

38 

60.000.000.

000 

0,00

969

66 

47.928.200.

000 

0,00

969

659 

187.603.200.0

00 
DINPUTARU 

Sumber: RPJMD Kabupaten Demak Tahun 2021-2026 
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D. Kegiatan Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan 
Tahunan 

Rencana program dan kegiatan prioritas Pemerintah Kabupaten Demak 

Tahun 2025 berisi program, kegiatan dan sub kegiatan untuk mencapai visi 

dan misi pembangunan jangka menengah maupun untuk pemenuhan layanan 

Perangkat Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintah daerah. 

Pagu indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana yang 

tersedia untuk penyusunan program, kegiatan, dan sub kegiatan tahunan. 

Program-program prioritas yang telah disertai kebutuhan pendanaan (pagu 

indikatif) selanjutnya dijadikan sebagai acuan bagi Perangkat Daerah dalam 

penyusunan Renja Perangkat Daerah. 

Pada RPJMD 2021-2026, Pemerintah Kabupaten Demak melaksanakan 

3 (tiga) urusan pemerintahan (wajib berkaitan dengan pelayanan dasar, wajib 

tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, dan pilihan), 3 (tiga) unsur 

pemerintahan (pendukung, penunjang, dan pengawasan), 1 (satu) unsur 

kewilayahan, 1 (satu) unsur pemerintahan umum dan 1 (satu) program 

penunjang. Secara keseluruhan, pada RKPD 2025, Pemerintah Kabupaten 

Demak akan melaksanakan 122 program. Program RPJMD yang tidak 

dilaksanakan yaitu Program Penataan Desa. Program ini berisi sub kegiatan 

Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa 

yang pada tahun 2025 tidak dianggarkan karena rencana pemekaran desa 

Batursari Kecamatan Mranggen yang akan difasilitasi Pemerintah Kabupaten 

masih terkendala dipersiapan oleh desa yang bersangkutan. 

Pada RKPD 2025, Pemerintah Kabupaten Demak menggunakan aplikasi 

SIPD-RI sesuai surat Mendagri Nomor 600.5.4/48/SJ tanggal 6 Januari 2023 

hal Implementasi SIPD. Pada tanggal 23 Juni 2023, terbit Kepmendagri Nomor 

900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Kepmendagri Nomor 

050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi 

Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan 

Pembangunan dan Keuangan Daerah. Konsekuensi atas terbitnya 

Kepmendagri tersebut adalah termutakhirkannya sejumlah nomenklatur sub 

kegiatan dan rekening pendapatan, belanja dan standar harga. 

Target kinerja program disusun berdasarkan Berita Acara kesepakatan 

Perubahan Target Kinerja tanggal 27 April 2024. Kesepakatan tersebut 

mendasarkan hasil evaluasi RKPD semester 2 tahun 2023. Sejumlah indikator 

telah mencapai target tahun 2025 sehingga perlu disesuaikan. 

Berdasarkan Peraturan Bupati Demak Nomor 27 Tahun 2024 Tentang 

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Demak Tahun 2025 

akan disajikan data program, kegiatan, sub kegiatan pagu indikatif dan 

Perangkat Daerah penanggung jawab Tahun Anggaran 2024 sebagaimana 

tabel berikut: 
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Tabel I.22 

Program, Kegiatan, dan Pagu Indikatif Berdasarkan RKPD Perubahan 

Kabupaten Demak Tahun 2025 

 

Perangkat Daerah: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 

KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN 
ANGGARAN (RP) 

RKPD PERUBAHAN 

        DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 826.697.275.835 

1       
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN 
DENGAN PELAYANAN DASAR 

824.593.205.835 

1 01     URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN 824.593.205.835 

1 01 01   
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 
DAERAH KABUPATEN/KOTA 

619.788.395.871 

1 01 01 2.01 
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja 
Perangkat Daerah 

44.325.500 

1 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 615.844.638.856 

1 01 01 2.03 
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat 
Daerah 

59.799.000 

1 01 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 348.700.000 

1 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 1.624.159.221 

1 01 01 2.07 
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan 
Pemerintah Daerah 

661.213.846 

1 01 01 2.08 
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan 
Daerah 

922.626.000 

1 01 01 2.09 
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan 
Pemerintahan Daerah 

282.933.448 

1 01 02   PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 203.118.791.060 

1 01 02 2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar 115.688.399.880 

1 01 02 2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama 44.305.758.416 

1 01 02 2.03 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 32.214.427.878 

1 01 02 2.04 Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan 10.910.204.886 

1 01 03   PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM 160.000.000 

1 01 03 2.01 Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar 0 

1 01 03 2.02 
Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak 
Usia Dini dan Pendidikan Nonformal 

160.000.000 

1 01 04   PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN 1.526.018.904 

1 01 04 2.01 
Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan 
Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, 
PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan 

1.526.018.904 

2       
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK 
BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 

2.104.070.000 

2 22     URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN 2.104.070.000 

2 22 02   PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN 1.259.730.000 
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2 22 02 2.01 
Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya 
dalam Daerah Kabupaten/Kota 

311.980.000 

2 22 02 2.02 
Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat 
Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota 

947.750.000 

2 22 05   
PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN 
CAGAR BUDAYA 

181.380.000 

2 22 05 2.01 Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota 92.130.000 

2 22 05 2.02 Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota 89.250.000 

2 22 06   PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN 662.960.000 

2 22 06 2.01 Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota 662.960.000 

TOTAL 826.697.275.835 

 

Perangkat Daerah: Dinas Kesehatan 

KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN 
ANGGARAN (RP) 

RKPD PERUBAHAN 

        DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 236.108.012.525 

1       
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN 
DENGAN PELAYANAN DASAR 

236.108.012.525 

1 02     URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 236.108.012.525 

1 02 01   
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 
DAERAH KABUPATEN/KOTA 

141.939.206.645 

1 02 01 2.01 
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja 
Perangkat Daerah 

398.770.500 

1 02 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 138.865.507.045 

1 02 01 2.03 
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat 
Daerah 

10.000.000 

1 02 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 430.000.000 

1 02 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 475.291.300 

1 02 01 2.07 
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan 
Pemerintah Daerah 

427.031.700 

1 02 01 2.08 
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan 
Daerah 

938.616.100 

1 02 01 2.09 
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan 
Pemerintahan Daerah 

393.990.000 

1 02 02   
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN 
PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN 
MASYARAKAT 

91.220.812.779,50 

1 02 02 2.01 
Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM 
dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota 

20.174.869.492 

1 02 02 2.02 
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP 
Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 

70.384.473.179,50 

1 02 02 2.03 
Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara 
Terintegrasi 

452.268.108 

1 02 02 2.04 
Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas 
Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 

209.202.000 

1 02 03   
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER 
DAYA MANUSIA KESEHATAN 

1.591.791.000 
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KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN 
ANGGARAN (RP) 

RKPD PERUBAHAN 

1 02 03 2.01 Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah 
Kabupaten/Kota 

65.000.000 

1 02 03 2.02 
Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber 
Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di 
Wilayah Kabupaten/Kota 

352.624.000 

1 02 03 2.03 
Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi 
Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat 
Daerah Kabupaten/Kota 

1.174.167.000 

1 02 04   
PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN 
DAN MAKANAN MINUMAN 

632.302.000 

1 02 04 2.01 
Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat 
Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional 
(UMOT) 

60.063.000 

1 02 04 2.03 

Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah 
Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk 
Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat 
Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga 

572.239.000 

1 02 05   
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG 
KESEHATAN 

723.900.100 

2 02 05 2.01 
Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan 
Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat 
Daerah Kabupaten/Kota 

411.700.100 

2 02 05 2.02 
Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif 
Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 

108.500.000 

2 02 05 2.03 
Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan 
Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah 
Kabupaten/Kota 

203.700.000 

TOTAL 236.108.012.525 

 

Perangkat Daerah: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 

KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN 
ANGGARAN (RP) 

RKPD PERUBAHAN 

        DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 203.995.839.753 

1       
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN 
DENGAN PELAYANAN DASAR 

203.634.489.753 

1 03     
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN 
UMUM DAN PENATAAN RUANG 

203.634.489.753 

1 03 01   
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 
DAERAH KABUPATEN/KOTA 

23.026.423.696 

1 03 01 2.01 
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja 
Perangkat Daerah 

312.620.000 

1 03 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 17.975.913.696 

1 03 01 2.03 
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat 
Daerah 

33.500.000 

1 03 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 1.049.000.000 

1 03 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 669.590.000 

1 03 01 2.07 
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan 
Pemerintah Daerah 

1.207.099.885 
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1 03 01 2.08 
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan 
Daerah 

715.000.000 

1 03 01 2.09 
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan 
Pemerintahan Daerah 

1.063.700.115 

1 03 02   PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) 32.172.788.750 

1 03 02 2.01 
Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai 
pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah 
Kabupaten/Kota 

30.357.113.750 

1 03 02 2.02 
Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer 
dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di 
Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 

1.815.675.000 

1 03 03   
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN 
SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM 

4.422.300.000 

1 03 03 2.01 
Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan 
Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota 

4.422.300.000 

1 03 05   
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN 
SISTEM AIR LIMBAH 

8.937.792.000 

1 03 05 2.01 
Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah 
Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota 

8.937.792.000 

1 03 06   
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN 
SISTEM DRAINASE 

6.350.000.000 

1 03 06 2.01 
Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase 
yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam 
Daerah Kabupaten/Kota 

6.350.000.000 

1 03 08   PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG 34.208.225.000 

1 03 08 2.01 

Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah 
Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan 
Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan 
Gedung 

34.208.225.000 

1 03 10   PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN 92.585.569.307 

1 03 10 2.01 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota 92.585.569.307 

1 03 11   PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI 313.165.000 

1 03 11 2.01 
Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil 
Konstruksi 

313.165.000 

1 03 12   PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG 1.618.226.000 

1 03 12 2.01 
Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan 
Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota 

821.258.000 

1 03 12 2.02 
Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang 
Daerah Kabupaten/Kota 

535.658.000 

1 03 12 2.03 
Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang 
Daerah Kabupaten/Kota 

0 

1 03 12 2.04 
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian 
Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota 

261.310.000 

2       
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK 
BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 

361.350.000 

2 10     URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN 361.350.000 

2 10 10   PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH  361.350.000 

2 10 10 2.01 
Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu 
Daerah Kabupaten/Kota 

361.350.000 

 TOTAL  203.995.839.753 

 

Perangkat Daerah: Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman 
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KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN 
ANGGARAN (RP) 

RKPD PERUBAHAN 

        DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 80.648.576.409 

1       
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN 
DENGAN PELAYANAN DASAR 

80.648.576.409 

1 04     
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN 
DAN KAWASAN PERMUKIMAN 

80.648.576.409 

1 04 01   
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 
DAERAH KABUPATEN/KOTA 

8.961.826.409 

1 04 01 2.01 
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja 
Perangkat Daerah 

87.580.000 

1 04 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 6.539.845.409 

1 04 01 2.03 
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat 
Daerah 

20.000.000 

1 04 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 369.250.000 

1 04 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 862.405.000 

1 04 01 2.07 
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan 
Pemerintah Daerah 

627.746.000 

1 04 01 2.08 
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan 
Daerah 

35.000.000 

1 04 01 2.09 
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan 
Pemerintahan Daerah 

420.000.000 

1 04 02   PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN 4.258.960.000 

1 04 02 2.01 
Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah 
Korban Bencana atau Relokasi Program 
Kabupaten/Kota 

117.850.000 

1 04 02 2.02 
Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan 
Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi 
Program Kabupaten/Kota 

253.660.000 

1 04 02 2.03 
Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban 
Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota 

3.600.000.000 

1 04 02 2.05 
Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum 
dan/atau Rumah Khusus 

0 

1 04 02 2.06 
Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan 
Perumahan 

287.450.000 

1 04 03   PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN 1.703.180.000 

1 04 03 2.01 
Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan 
Kawasan Permukiman 

0 

1 04 03 2.03 
Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh 
dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha 

1.703.180.000 

1 04 04   
PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN 
PERMUKIMAN KUMUH 

3.634.610.000 

1 04 04 2.01 
Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman 
Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota 

3.634.610.000 

1 04 05   
PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA 
DAN UTILITAS UMUM (PSU) 

62.090.000.000 

1 04 05 2.01 Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan 62.090.000.000 

  TOTAL  80.648.576.409 

 

Perangkat Daerah: Satuan Polisi Pamong Praja 
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KODE 
URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN 

/ SUB KEGIATAN 

ANGGARAN (RP) 

RKPD PERUBAHAN 

        SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 14.607.528.157 

1       
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN 
DENGAN PELAYANAN DASAR 

14.607.528.157 

1 05 
    

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN 
DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN 
MASYARAKAT 

14.607.528.157 

1 05 01 2.01 
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 
DAERAH 
KABUPATEN/KOTA 

11.052.696.783 

1 05 01 2.01 
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja 
Perangkat Daerah 

22.425.000 

1 05 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 8.763.216.927 

1 05 01 2.03 
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat 
Daerah 

0 

1 05 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 998.783.750 

1 05 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 440.220.200 

1 05 01 2.07 
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan 
Pemerintah Daerah 

189.203.200 

1 05 01 2.08 
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan 
Daerah 

29.850.000 

1 05 01 2.09 
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan 
Pemerintahan Daerah 

608.997.706 

1 05 02   
PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN 
KETERTIBAN UMUM 

3.366.645.480 

1 05 02 2.01 
Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban 
Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 

1.700.872.150 

1 05 02 2.02 
Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan 
Peraturan Bupati/Wali Kota 

1.665.773.330 

1 05 04   
PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, 
PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN 
PENYELAMATAN NON KEBAKARAN 

188.185.894 

1 05 04 2.01 

Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, 
Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya 
dan Beracun Kebakaran dalam Daerah 
Kabupaten/Kota 

188.185.894 

TOTAL 14.607.528.157 

 

Perangkat Daerah: Badan Penanggulangan Bencana Daerah 

KODE 
URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN 

/ SUB KEGIATAN 

ANGGARAN (RP) 

RKPD PERUBAHAN 

        BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 8.710.260.556 

1       
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN 
DENGAN PELAYANAN DASAR 

8.710.260.556 

1 5     
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN 
DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN 
MASYARAKAT 

8.710.260.556 
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1 05 01 2.01 
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 
DAERAH 
KABUPATEN/KOTA 

6.481.523.056 

1 05 01 2.01 
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja 
Perangkat Daerah 

30.024.000 

1 05 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 4.978.610.556 

1 05 01 2.03 
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat 
Daerah 

2.500.000 

1 05 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 251.310.000 

1 05 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 306.611.172 

1 05 01 2.07 
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan 
Pemerintah Daerah 

247.500.000 

1 05 01 2.08 
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan 
Daerah 

184.712.328 

1 05 01 2.09 
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan 
Pemerintahan Daerah 

480.255.000 

1 05 03   PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA 2.228.737.500 

1 05 03 2.01 Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota 100.606.700 

1 05 03 2.02 
Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap 
Bencana 

873.485.800 

1 05 03 2.03 
Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban 
Bencana 

946.650.000 

1 05 03 2.04 Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana 307.995.000 

TOTAL 8.710.260.556 

 

Perangkat Daerah: Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak 

KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN 
ANGGARAN (RP) 

RKPD PERUBAHAN 

        
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN 
PERLINDUNGAN ANAK 

28.865.120.609 

1       
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN 
DENGAN PELAYANAN DASAR 

27.890.775.609 

1 06     URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL 27.890.775.609 

1 06 01 2.01 
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 
DAERAH 
KABUPATEN/KOTA 

8.638.609.097 

1 06 01 2.01 
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja 
Perangkat Daerah 

0 

1 06 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 5.844.768.597 

1 06 01 2.03 
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat 
Daerah 

3.000.000 

1 06 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 253.980.000 

1 06 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 344.074.000 

1 06 01 2.07 
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan 
Pemerintah Daerah 

1.011.864.560 

1 06 01 2.08 
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan 
Daerah 

228.771.000 

1 06 01 2.09 
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan 
Pemerintahan Daerah 

952.150.940 

1 06 02   PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL 834.635.000 
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KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN 
ANGGARAN (RP) 

RKPD PERUBAHAN 

1 06 02 2.02 
Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah 
Kabupaten/Kota 

0 

1 06 02 2.03 
Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial 
Daerah Kabupaten/Kota 

834.635.000 

1 06 04   PROGRAM REHABILITASI SOSIAL 1.098.505.000 

1 06 04 2.01 
Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas 
Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta 
Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial 

1.068.060.000 

1 06 04 2.02 
Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah 
Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban 
HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial 

30.445.000 

1 06 05   PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL 15.591.937.952 

1 06 05 2.01 Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar 99.300.000 

1 06 05 2.02 
Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah 
Kabupaten/Kota 

15.492.637.952 

1 06 06   PROGRAM PENANGANAN BENCANA 1.695.085.000 

1 06 06 2.01 
Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial 
Kabupaten/Kota 

1.525.825.000 

1 06 06 2.02 
Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat 
Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota 

169.260.000 

1 06 07   
PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM 
PAHLAWAN 

32.003.560 

1 06 07 2.01 
Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional 
Kabupaten/Kota 

32.003.560 

2       
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK 
BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 

974.345.000 

2 08     
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN 
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 

974.345.000 

2 08 02   
PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN 
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN 

101.475.000 

2 08 02 2.01 
Pelembagaan Pengarusutamaan Gender 
(PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan 
Kabupaten/Kota 

68.325.000 

2 08 02 2.02 
Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, 
Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi 
Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota 

33.150.000 

2 08 03   PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN 76.580.000 

2 08 03 2.01 
Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup 
Daerah Kabupaten/Kota 

20.530.000 

2 08 03 2.02 
Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi 
Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan 
Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota 

42.000.000 

2 08 03 2.03 
Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia 
Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah 
Kabupaten/Kota 

14.050.000 

2 08 04   PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA 491.570.000 

2 08 04 2.01 
Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan 
Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah 
Kabupaten/Kota 

491.570.000 
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KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN 
ANGGARAN (RP) 

RKPD PERUBAHAN 

2 08 05   
PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER 
DAN ANAK 

8.585.000 

2 08 05 2.01 
Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian 
Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di 
Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 

8.585.000 

2 08 06   PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA) 224.240.000 

2 08 06 2.01 
Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, 
Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan 
Kabupaten/Kota 

169.240.000 

2 08 06 2.02 
Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia 
Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak 
Kewenangan Kabupaten/Kota 

55.000.000 

2 08 07   PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK 71.895.000 

2 08 07 2.01 
Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang 
Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah 
Kabupaten/Kota 

71.895.000 

TOTAL 28.865.120.609 

 

Perangkat Daerah: Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian 

KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN 
ANGGARAN (RP) 

RKPD PERUBAHAN 

        DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN 15.262.574.004 

2 
      URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK 

BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 
14.427.068.004 

2 07     URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA 14.427.068.004 

2 07 01 
  PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 

DAERAH KABUPATEN/KOTA 
8.830.157.826 

2 07 01 2.01 
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja 
Perangkat Daerah 

32.520.000 

2 07 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 7.596.007.826 

2 07 01 2.03 
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat 
Daerah 

1.000.000,00 

2 07 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 230.450.000 

2 07 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 244.526.400 

2 07 01 2.07 
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan 
Pemerintah Daerah 

188.526.000 

2 07 01 2.08 
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan 
Daerah 

205.000.000 

2 07 01 2.09 
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan 
Pemerintahan Daerah 

332.127.600 

2 07 02   PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA 46.500.000 

2 07 02 2.01 Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK) 46.500.000 

2 07 02 
  PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS 

TENAGA KERJA 
2.579.306.852 

2 07 03 2.01 Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi 1.476.546.851,80 

2 07 03 2.02 Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta 1.102.760.000 
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KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN 
ANGGARAN (RP) 

RKPD PERUBAHAN 

2 07 04   PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA 344.110.000 

2 07 04 2.01 Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota 22.540.000 

2 07 04 2.03 Pengelolaan Informasi Pasar Kerja 147.390.000 

2 07 04 2.04 
Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di 
Daerah Kabupaten/Kota 

174.180.000 

2 07 05   PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL 2.626.993.326 

2 07 05 2.01 

Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran 
Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang 
Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah 
Kabupaten/Kota 

31.670.000 

2 07 05 2.02 
Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan 
Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di 
Daerah Kabupaten/Kota 

2.595.323.325,90 

3       URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 835.506.000 

3 31     URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN 750.415.000 

3 31 02 
  PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN 

INDUSTRI 
703.770.000 

3 31 02 2.01 
Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan 
Industri Kabupaten/Kota 

703.770.000 

3 31 03   PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI 7.835.000 

3 31 03 2.01 

Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan 
Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri 
(IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) 
Kewenangan Kabupaten/Kota 

7.835.000 

3 31 04 
  PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI 

INDUSTRI NASIONAL 
38.810.000 

3 31 04 2.01 
Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri 
untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan 
Kabupaten/Kota 

38.810.000 

3 32     URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI 85.091.000 

3 32 04 
  PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN 

TRANSMIGRASI 
85.091.000 

3 32 04 2.01 
Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap 
Kemandirian 

85.091.000 

TOTAL 15.262.574.004 

 

Perangkat Daerah: Dinas Lingkungan Hidup 

KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN 
ANGGARAN (RP) 

RKPD PERUBAHAN 

        DINAS LINGKUNGAN HIDUP 25.243.954.024 

2 
      URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK 

BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 
25.243.954.024 

2 11 
    URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN 

HIDUP 
25.243.954.024 

2 11 01 
  PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 

DAERAH KABUPATEN/KOTA 
16.641.540.524 

2 11 01 2.01 
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja 
Perangkat Daerah 

8.000.000 
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KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN 
ANGGARAN (RP) 

RKPD PERUBAHAN 

2 11 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 13.898.975.761 

2 11 01 2.03 
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat 
Daerah 

2.000.000 

2 11 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 474.240.000 

2 11 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 247.142.000 

2 11 01 2.07 
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan 
Pemerintah Daerah 

182.400.000 

2 11 01 2.08 
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan 
Daerah 

381.000.000 

2 11 01 2.09 
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan 
Pemerintahan Daerah 

1.447.782.763 

2 11 03 
  PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN 

DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP 
811.425.000 

2 11 03 2.01 
Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan 
Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota 

433.490.000 

2 11 03 2.02 
Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan 
Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota 

377.935.000 

2 11 04 
  PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN 

HAYATI (KEHATI) 
2.941.685.000 

2 11 04 2.01 Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota 2.941.685.000 

2 11 05 

  PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA 
DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN 
BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3) 

18.360.000 

2 11 05 2.01 Penyimpanan sementara Limbah B3 18.360.000 

2 11 06 

  PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN 
TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN 
PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN 
HIDUP (PPLH) 

46.680.000 

2 11 06 2.01 

Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha 
dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin 
PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah 
Kabupaten/Kota 

46.680.000 

2 11 09 
  PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP 

UNTUK MASYARAKAT 
35.810.000 

2 11 09 2.01 
Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat 
Daerah Kabupaten/Kota  

35.810.000 

2 11 11   PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN 4.748.453.500 

2 11 11 2.01 Pengelolaan Sampah 4.748.453.500 

TOTAL 25.243.954.024 

 

Perangkat Daerah: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 

KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN 
ANGGARAN (RP) 

RKPD PERUBAHAN 

        DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 10.414.655.247 

2       
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK 
BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 

10.414.655.247 

2 12     
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI 
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 

10.414.655.247 
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KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN 
ANGGARAN (RP) 

RKPD PERUBAHAN 

2 12 01   
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 
DAERAH KABUPATEN/KOTA 

8.231.107.147 

2 12 01 2.01 
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja 
Perangkat Daerah 

16.025.500 

2 12 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 5.702.137.747 

2 12 01 2.03 
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat 
Daerah 

8.000.000 

2 12 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 315.016.850 

2 12 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 450.942.550 

2 12 01 2.07 
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan 
Pemerintah Daerah 

655.430.500 

2 12 01 2.08 
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan 
Daerah 

676.900.000 

2 12 01 2.09 
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan 
Pemerintahan Daerah 

406.654.000 

2 12 02   PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK 1.839.247.300 

2 12 02 2.01 Pelayanan Pendaftaran Penduduk 1.540.803.500 

2 12 02 2.02 Penataan Pendaftaran Penduduk 256.250.000 

2 12 02 2.03 Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk 13.318.900 

2 12 02 2.04 
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 
Pendaftaran Penduduk 

28.874.900 

2 12 03   PROGRAM PENCATATAN SIPIL 138.734.800 

2 12 03 2.01 Pelayanan Pencatatan Sipil 111.327.000 

2 12 03 2.02 Penyelenggaraan Pencatatan Sipil 27.407.800 

2 12 04   
PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI 
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN 

205.566.000 

2 12 04 2.01 
Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan 
dan Penyajian Database Kependudukan 

40.150.000 

2 12 04 2.03 
Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi 
Kependudukan 

156.126.000 

2 12 04 2.04 
Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi 
Administrasi Kependudukan 

9.290.000 

TOTAL 10.414.655.247 

 

Perangkat Daerah: Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pengendalian Penduduk, 

dan Keluarga Berencana 

KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN 
ANGGARAN (RP) 

RKPD PERUBAHAN 

        
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, 
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA 
BERENCANA 

31.969.355.125 

2       
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK 
BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 

31.969.355.125 

2 13     
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN 
MASYARAKAT DAN DESA 

18.175.828.225 
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KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN 
ANGGARAN (RP) 

RKPD PERUBAHAN 

2 13 01   
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 
DAERAH KABUPATEN/KOTA 

8.381.138.225 

2 13 01 2.01 
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja 
Perangkat Daerah 

164.527.800 

2 13 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 6.372.458.125 

2 13 01 2.03 
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat 
Daerah 

8.900.000 

2 13 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 333.750.000 

2 13 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 233.620.500 

2 13 01 2.07 
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan 
Pemerintah Daerah 

465.400.000 

2 13 01 2.08 
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan 
Daerah 

533.868.000 

2 13 01 2.09 
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan 
Pemerintahan Daerah 

268.613.800 

2 13 02   PROGRAM PENATAAN DESA 0 

2 13 02 2.01 Penyelenggaraan Penataan Desa 0 

2 13 03   PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA 71.675.000 

2 13 03 2.01 Fasilitasi Kerja Sama antar Desa 71.675.000 

2 13 04   PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA 8.722.048.000 

2 13 04 2.01 
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 
Administrasi Pemerintahan Desa 

8.722.048.000 

2 13 05   
PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA 
KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN 
MASYARAKAT HUKUM ADAT 

1.000.967.000 

2 13 05 2.01 

Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang 
Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga 
Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta 
Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang 
Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam 
Daerah Kabupaten/Kota 

1.000.967.000 

2 14     
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN 
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 

13.793.526.900 

2 14 02   PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK 482.178.550 

2 14 02 2.01 

Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah 
Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah 
Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas 
Penduduk 

34.425.000 

2 14 02 2.02 
Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan 
Daerah Kabupaten/Kota 

447.753.550 

2 14 03   
PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA 
(KB) 

6.854.692.650 

2 14 03 2.01 
Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan 
Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai 
Kearifan Budaya Lokal 

1.386.000.000 

2 14 03 2.02 
Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas 
Lapangan KB (PKB/PLKB) 

2.777.356.650 

2 14 03 2.03 
Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat 
dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan 
KB di Daerah Kabupaten/Kota 

1.970.289.550 
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KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN 
ANGGARAN (RP) 

RKPD PERUBAHAN 

2 14 03 2.04 

Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta 
Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah 
Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan 
Pembinaan Kesertaan Ber-KB 

721.046.450 

2 14 04   
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN 
KELUARGA SEJAHTERA (KS) 

6.456.655.700 

2 14 04 2.01 
Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui 
Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga 

338.455.700 

2 14 04 2,02 

Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi 
Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota 
dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan 
Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga 

6.118.200.000 

TOTAL 31.969.355.125 

 

Perangkat Daerah: Dinas Perhubungan 

KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN 
ANGGARAN (RP) 

RKPD PERUBAHAN 

        DINAS PERHUBUNGAN 43.882.697.903 

2       
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK 
BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 

43.882.697.903 

2 15     URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN 43.882.697.903 

2 15 01   
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 
DAERAH KABUPATEN/KOTA 

9.153.367.403 

2 15 01 2.01 
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja 
Perangkat Daerah 

96.977.500 

2 15 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 7.463.628.403 

2 15 01 2.03 
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat 
Daerah 

500.000 

2 15 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 259.120.000 

2 15 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 262.216.200 

2 15 01 2.07 
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan 
Pemerintah Daerah 

155.254.000 

2 15 01 2.08 
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan 
Daerah 

405.547.608 

2 15 01 2.09 
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan 
Pemerintahan Daerah 

510.123.692 

2 15 02   
PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN 
ANGKUTAN JALAN (LLAJ) 

34.729.330.500 

2 15 02 2.01 
Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ 
Kabupaten/Kota 

406.325.000 

2 15 02 2.02 
Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan 
Kabupaten/Kota 

32.552.073.500 

2 15 02 2.04 
Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan 
Fasilitas Parkir 

41.750.000 

2 15 02 2.05 Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor 126.500.000 

2 15 02 2.06 
Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas 
untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota 

1.258.877.500 
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KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN 
ANGGARAN (RP) 

RKPD PERUBAHAN 

2 15 02 2.07 
Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas 
(Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota 

3.810.000 

2 15 02 2.08 Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan 279.672.000 

2 15 02 2.09 
Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan 
Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) 
Daerah Kabupaten/Kota 

5.265.000 

2 15 02 2.11 
Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan 
dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 

55.057.500 

TOTAL 43.882.697.903 

 

Perangkat Daerah: Dinas Komunikasi dan Informatika 

KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM 
ANGGARAN (RP) 

RKPD PERUBAHAN 

        DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 11.494.098.184 

2       
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK 
BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 

11.494.098.184 

2 16     
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN 
INFORMATIKA 

11.274.423.184 

2 16 01   
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 
DAERAH KABUPATEN/KOTA 

8.153.900.479 

2 16 01 2.01 
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja 
Perangkat Daerah 

25.338.000 

2 16 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 5.465.221.519 

2 16 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 703.595.920 

2 16 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 153.436.500 

2 16 01 2.07 
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan 
Pemerintah Daerah 

441.731.600 

2 16 01 2.08 
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan 
Daerah 

1.126.500.000 

2 16 01 2.09 
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan 
Pemerintahan Daerah 

238.076.940 

2 16 02   
PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN 
KOMUNIKASI PUBLIK 

2.248.174.000 

2 16 02 2.01 
Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik 
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 

2.248.174.000 

2 16 03   PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA 872.348.705 

2 16 03 2.02 
Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah 
Daerah Kabupaten/Kota 

872.348.705 

2 20     URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK 128.440.000 

2 20 02   
PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK 
SEKTORAL 

128.440.000 

2 20 02 2.01 
Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah 
Kabupaten/Kota 

128.440.000 

2 21     URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN 91.235.000 

2 21 02   
PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN 
UNTUK PENGAMANAN INFORMASI 

91.235.000 
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KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM 
ANGGARAN (RP) 

RKPD PERUBAHAN 

2 21 02 2.01 
Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan 
Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 

91.235.000 

TOTAL   

 

Perangkat Daerah: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN 
ANGGARAN (RP) 

RKPD PERUBAHAN 

        
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN 
TERPADU SATU PINTU 

6.251.916.371 

2       
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK 
BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 

6.251.916.371 

2 18     
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN 
MODAL 

6.251.916.371 

2 18 01   
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 
DAERAH KABUPATEN/KOTA 

5.986.072.317 

2 18 01 2.01 
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja 
Perangkat Daerah 

67.447.000 

2 18 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 4.895.679.425 

2 18 01 2.03 
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat 
Daerah 

3.500.000 

2 18 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 206.540.000 

2 18 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 281.002.200 

2 18 01 2.08 
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan 
Daerah 

147.472.200 

2 18 01 2.09 
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan 
Pemerintahan Daerah 

384.431.492 

2 18 02   
PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN 
MODAL 

31.893.000 

2 18 02 2.02 Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota 31.893.000 

2 18 03   PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL 49.173.000 

2 18 03 2.01 
Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang 
Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota 

49.173.000 

2 18 04   PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL 79.131.554 

2 18 04 2.01 

Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara 
Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang 
Menjadi Kewenangan 
Daerah Kabupaten/ Kota 

79.131.554 

2 18 05   
PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN 
PENANAMAN MODAL 

34.630.500 

2 18 05 2.01 
Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang 
Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota  

34.630.500 

2 18 06   
PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM 
INFORMASI PENANAMAN MODAL 

71.016.000 

2 18 06 2.01 
Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non 
Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah 
Kabupaten/Kota 

71.016.000 

TOTAL   
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Perangkat Daerah: Dinas Kepemudaan dan Olahraga 

KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN 
ANGGARAN (RP) 

RKPD PERUBAHAN 

        DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA 18.982.424.603 

2       
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK 
BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 

18.982.424.603 

2 19     
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN 
DAN OLAHRAGA 

18.982.424.603 

2 19 01   
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 
DAERAH KABUPATEN/KOTA 

5.653.725.153 

2 19 01 2.01 
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja 
Perangkat Daerah 

26.750.000 

2 19 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 4.090.438.153 

2 19 01 2.03 
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat 
Daerah 

6.540.000 

2 19 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 410.428.000 

2 19 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 203.557.800 

2 19 01 2.07 
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan 
Pemerintah Daerah 

41.700.000 

2 19 01 2.08 
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan 
Daerah 

645.511.200 

2 19 01 2.09 
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan 
Pemerintahan Daerah 

228.800.000 

2 19 02   
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA 
SAING KEPEMUDAAN 

538.685.700 

2 19 02 2.01 

Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan 
Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor 
Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda 
Kader Kabupaten/Kota 

432.648.050 

2 19 02 2.02 
Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi 
Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 

106.037.650 

2 19 03   
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA 
SAING KEOLAHRAGAAN 

11.639.613.750 

2 19 03 2.01 
Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan 
pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan 
Daerah Kabupaten/Kota 

7.723.454.000 

2 19 03 2.02 
Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah 
Kabupaten/Kota 

585.999.750 

2 19 03 2.03 
Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga 
Prestasi Tingkat Daerah Provinsi 

144.600.000 

2 19 03 2.04 Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga 3.087.410.000 

2 19 03 2.05 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi 98.150.000 

2 19 04   
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS 
KEPRAMUKAAN 

1.150.400.000 

2 19 04 2.01 
Pembinaan dan Pengembangan Organisasi 
Kepramukaan 

1.150.400.000 

TOTAL 18.982.424.603  

 

Perangkat Daerah: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 
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KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN 
ANGGARAN (RP) 

RKPD PERUBAHAN 

        DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 6.845.566.968 

2 
      URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK 

BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 
6.845.566.968 

2 23     URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN 6.481.761.968 

2 23 01 
  PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 

DAERAH KABUPATEN/KOTA 
5.165.721.968 

2 23 01 2.01 
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja 
Perangkat Daerah 

6.000.000 

2 23 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 4.083.411.168 

2 23 01 2.03 
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat 
Daerah 

1.100.000 

2 23 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 144.080.000 

2 23 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 299.118.816 

2 23 01 2.07 
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan 
Pemerintah Daerah 

155.630.000,00 

2 23 01 2.08 
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan 
Daerah 

246.936.984 

2 23 01 2.09 
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan 
Pemerintahan Daerah 

229.445.000 

2 23 02   PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN 1.227.455.500 

2 23 02 2.01 
Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah 
Kabupaten/Kota 

288.731.700 

2 23 02 2.02 
Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah 
Kabupaten/Kota 

938.723.800 

2 23 03 
  PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN 

NASKAH KUNO 
88.584.500 

2 23 03 2.01 
Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah 
Kabupaten/Kota 

17.040.000 

2 23 03 2.02 
Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang 
Ditemukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 

71.544.500 

2 24     URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN 363.805.000 

2 24 02   PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP 348.275.000 

2 24 02 2.01 Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota 111.830.000 

2 24 02 2.02 Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota 142.780.000 

2 24 02 2.03 
Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan 
Nasional Tingkat Kabupaten/Kota 

93.665.000 

2 24 03 
  PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN 

ARSIP 
15.530.000 

2 24 03 2.01 
Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah 
Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 
(Sepuluh) Tahun 

7.830.000 

2 24 03 2.04 
Autentikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media 
Kabupaten/Kota 

7.700.000 

TOTAL 6.845.566.968 

 

Perangkat Daerah: Dinas Kelautan dan Perikanan 
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KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN 
ANGGARAN (RP) 

RKPD PERUBAHAN 

        DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 10.093.195.297 

3       URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 10.093.195.297 

3 25     
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN 
PERIKANAN 

10.093.195.297 

3 25 01   
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 
DAERAH KABUPATEN/KOTA 

5.411.822.767 

3 25 01 2.01 
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja 
Perangkat Daerah 

20.893.000 

3 25 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 4.401.202.767 

3 25 01 2.03 
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat 
Daerah 

10.000.000 

3 25 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 213.610.000 

3 25 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 207.360.000 

3 25 01 2.07 
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan 
Pemerintah Daerah 

57.107.000 

3 25 01 2.08 
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan 
Daerah 

119.500.000 

3 25 01 2.09 
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan 
Pemerintahan Daerah 

382.150.000 

3 25 03   PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP 1.584.082.530 

3 25 03 2.01 

Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, 
Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang 
Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ 
Kota 

1.175.732.530 

3 25 03 2.02 
Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah 
Kabupaten/Kota 

160.450.000 

3 25 03 2.03 
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan 
Ikan (TPI) 

247.900.000 

3 25 04   PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA 1.925.270.000 

3 25 04 2.01 
Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang 
Pembudidayaan Ikan yang Usahanya dalam 1 (Satu) 
Daerah Kabupaten/Kota 

0 

3 25 04 2.02 Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil 554.305.000 

3 25 04 2.04 Pengelolaan Pembudidayaan Ikan 1.370.965.000 

3 25 06   
PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL 
PERIKANAN 

1.172.020.000 

3 25 06 2.02 
Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi 
Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan 
Kecil 

150.000.000 

3 25 06 2.03 
Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri 
Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ 
Kota 

1.022.020.000 

TOTAL 10.093.195.297 

 

Perangkat Daerah: Dinas Pariwisata 

KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN 
ANGGARAN (RP) 

RKPD PERUBAHAN 

        DINAS PARIWISATA 9.866.824.299 



 

 BAB I PENDAHULUAN 

 

LPPD KABUPATEN DEMAK TAHUN 2025  I - 139 
   
 

 

KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN 
ANGGARAN (RP) 

RKPD PERUBAHAN 

3       URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 9.866.824.299 

3 26     URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA 9.866.824.299 

3 26 01   
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 
DAERAH KABUPATEN/KOTA 

7.251.619.699 

3 26 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 5.881.621.032 

3 26 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 360.620.000 

3 26 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 244.079.667 

3 26 01 2.07 
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan 
Pemerintah Daerah 

265.650.000 

3 26 01 2.08 
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan 
Daerah 

160.000.000 

3 26 01 2.09 
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan 
Pemerintahan Daerah 

339.649.000 

3 26 02   
PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI 
PARIWISATA 

1.690.420.000 

3 26 02 2.01 Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota 1.347.770.000 

3 26 02 2.03 Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota 342.650.000 

3 26 03   PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA 725.760.300 

3 26 03 2.01 
Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya 
Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata 
Kabupaten/Kota 

725.760.300 

3 26 05   
PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA 
PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF 

199.024.300 

3 26 05 2.01 
Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya 
Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat 
Dasar 

199.024.300 

TOTAL 9.866.824.299 

 

Perangkat Daerah: Dinas Pertanian dan Pangan 

KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN 
ANGGARAN (RP) 

RKPD PERUBAHAN 

        DINAS PERTANIAN DAN PANGAN 51.241.814.130 

2 
      URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK 

BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 
18.573.183.130 

2 09     URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN 18.573.183.130 

2 09 02 
  PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI 

UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN 
8.285.000 

2 09 02 2.01 
Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung 
Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah 
Kabupaten/Kota 

8.285.000 

2 09 03 
  PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN 

KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT 
740.675.000 

2 09 03 2.01 

Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau 
Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah 
Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan 
dan Harga Pangan 

406.430.000 

2 09 03 2.02 
Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan 
Kabupaten/Kota 

293.100.000 
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2 09 03 2.04 
Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan 
Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan 
Gizi 

41.145.000 

2 09 01 
  PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 

DAERAH KABUPATEN/KOTA 
17.824.223.130 

2 09 01 2.01 
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja 
Perangkat Daerah 

31.205.000 

2 09 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 16.284.354.630 

2 09 01 2.03 
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat 
Daerah 

5.000.000 

2 09 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 357.845.000 

2 09 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 322.806.500 

2 09 01 2.07 
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan 
Pemerintah Daerah 

248.522.000 

2 09 01 2.08 
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan 
Daerah 

262.000.000 

2 09 01 2.09 
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan 
Pemerintahan Daerah 

312.490.000 

3       URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 32.668.631.000 

3 27     URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN 32.668.631.000 

3 27 02 
  PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN 

SARANA PERTANIAN 
15.822.909.000 

3 27 02 2.01 Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian 15.656.734.000 

3 27 02 2.02 
Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, 
Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan 
Kabupaten/Kota 

166.175.000 

3 27 03 
  PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN 

PRASARANA PERTANIAN 
15.487.561.500 

3 27 03 2.02 Pembangunan Prasarana Pertanian 500.000.000 

3 27 03 2.02 Penyusunan Peta LP2B Kabupaten Demak 14.987.561.500 

3 27 04 
  PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN 

DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER 
120.255.000 

3 27 04 2.03 
Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa 
Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota 

120.255.000 

3 27 07   PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN 1.237.905.500 

3 27 07 2.01 Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian 1.237.905.500 

TOTAL   

 

Perangkat Daerah: Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM 

KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN 
ANGGARAN (RP) 

RKPD PERUBAHAN 

        
DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL 
DAN MENENGAH 

26.521.732.617 

2       
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK 
BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 

2.392.990.000 

2 17     
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, 
USAHA KECIL, DAN MENENGAH 

2.392.990.000 

2 17 06   
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN 
KOPERASI 

452.410.000 
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KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN 
ANGGARAN (RP) 

RKPD PERUBAHAN 

2 17 06 2.01 
Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang 
Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota 

452.410.000 

2 17 07   
PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, 
USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM) 

1.415.678.000 

2 17 07 2.01 

Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui 
Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, 
Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para 
Pemangku Kepentingan 

1.415.678.000 

2 17 08   PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM 494.902.000 

2 17 08 2.01 
Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi 
Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil 

494.902.000 

3       URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 24.128.742.617 

3 30     URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN 24.128.742.617 

3 30 01   
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 
DAERAH KABUPATEN/KOTA 

13.179.620.352 

3 30 01 2.01 
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja 
Perangkat Daerah 

4.500.000 

3 30 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 9.595.292.272 

3 30 01 2.03 
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat 
Daerah 

1.000.000 

3 30 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 284.795.000 

3 30 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 346.870.900 

3 30 01 2.07 
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan 
Pemerintahan Daerah 

141.920.000 

3 30 01 2.08 
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan 
Daerah 

2.590.655.000 

3 30 01 2.09 
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan 
Pemerintahan Daerah 

214.587.180 

3 30 02   
PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN 
PERUSAHAAN 

3.000.000 

3 30 02 2.01 
Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat 
Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan 

3.000.000 

3 30 03   
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI 
PERDAGANGAN 

10.571.969.215 

3 30 03 2.01 
Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi 
Perdagangan 

10.344.769.215 

3 30 03 2.02 
Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi 
Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya 

227.200.000 

3 30 04   
PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG 
KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING 

186.540.000 

3 30 04 2.02 
Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan 
Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar 
Kabupaten/Kota 

167.705.000 

3 30 04 2.03 
Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di 
Tingkat Daerah Kabupaten/Kota  

18.835.000 

3 30 05   PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR 80.360.000 

3 30 05 2.01 

Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran 
Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor 
Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah 
Kabupaten/Kota 

80.360.000 
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KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN 
ANGGARAN (RP) 

RKPD PERUBAHAN 

3 30 06   
PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN 
KONSUMEN 

137.253.050 

3 30 06 2.01 
Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera 
Ulang, dan Pengawasan 

137.253.050 

TOTAL 26.521.732.617 

 

Perangkat Daerah: Sekretariat Daerah 

KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN 
ANGGARAN (RP) 

RKPD PERUBAHAN 

        SEKRETARIAT DAERAH 59.118.780.335 

4       UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN 59.118.780.335 

4 01     SEKRETARIAT DAERAH 59.118.780.335 

4 01 01   
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 
DAERAH KABUPATEN/KOTA 

39.205.582.135 

4 01 01 2.01 
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja 
Perangkat Daerah 

11.020.000 

4 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 20.115.993.075 

4 01 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 899.500.000 

4 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 1.744.929.650 

4 01 01 2.07 
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan 
Pemerintah Daerah 

3.571.513.850 

4 01 01 2.08 
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan 
Daerah 

1.408.542.600 

4 01 01 2.09 
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan 
Pemerintahan Daerah 

3.529.529.500 

4 01 01 2.11 
Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala 
Daerah dan Wakil Kepala Daerah 

1.540.786.700 

4 01 01 2.12 Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah 4.471.692.900 

4 01 01 2.13 Penataan Organisasi 575.617.860 

4 01 01 2.14 Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan 1.336.456.000 

4 01 02   
PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN 
RAKYAT 

17.925.140.200 

4 01 02 2.01 Administrasi Tata Pemerintahan 381.694.000 

4 01 02 2.02 Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat 14.557.674.000 

4 01 02 2.03 Fasilitasi dan Koordinasi Hukum 2.898.470.200 

4 01 02 2.04 Fasilitasi Kerja Sama Daerah 87.302.000 

4 01 03   PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN 1.988.058.000 

4 01 03 2.01 Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian 382.277.500 

4 01 03 2.02 Pelaksanaan Administrasi Pembangunan 544.772.000 

4 01 03 2.03 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa 709.536.500 

4 01 03 2.04 Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam 351.472.000 

TOTAL 59.118.780.335 

 

Perangkat Daerah: Sekretariat DPRD 
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KODE 
URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN 

/ SUB KEGIATAN 

ANGGARAN (RP) 

RKPD PERUBAHAN 

        SEKRETARIAT DPRD 67.880.415.846 

4       UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN 67.880.415.846 

4 02     SEKRETARIAT DPRD 67.880.415.846 

4 02 01   
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 
DAERAH KABUPATEN/KOTA 

47.113.817.680 

4 02 01 2.01 
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja 
Perangkat Daerah 

23.100.000 

4 02 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 5.122.600.125 

4 02 01 2.03 
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat 
Daerah 

5.000.000 

4 02 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 237.964.000 

4 02 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 563.276.450 

4 02 01 2.07 
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan 
Pemerintah Daerah 

427.460.000 

4 02 01 2.08 
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan 
Daerah 

1.322.836.320 

4 02 01 2.09 
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan 
Pemerintahan Daerah 

1.082.012.840 

4 02 01 2.15 Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD 37.329.203.911 

4 02 01 2.16 Layanan Administrasi DPRD 1.000.364.034 

4 02 02   
PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN 
FUNGSI DPRD 

20.766.598.166 

4 02 02 2.01 Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD 5.727.974.750 

4 02 02 2.02 Pembahasan Kebijakan Anggaran 3.644.342.000 

4 02 02 2.03 Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan 1.546.481.000 

4 02 02 2.04 Peningkatan Kapasitas DPRD 3.479.973.916 

4 02 02 2.05 Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat 2.745.498.000 

4 02 02 2.08 Fasilitasi Tugas DPRD 3.622.328.500 

TOTAL 67.880.415.846 

 

Perangkat Daerah: Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan 

Pembangunan Daerah 

KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN 
ANGGARAN (RP) 

RKPD PERUBAHAN 

        
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, 
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH  

14.049.756.984 

5       UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 14.049.756.984 

5 01     PERENCANAAN 13.113.485.384 

5 01 01   
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 
DAERAH KABUPATEN/KOTA 

7.620.456.984 

5 01 01 2,01 
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja 
Perangkat Daerah 

12.572.500 

5 01 01 2,02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 5.811.632.630 

5 01 01 2,03 
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat 
Daerah 

3.640.000 
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KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN 
ANGGARAN (RP) 

RKPD PERUBAHAN 

5 01 01 2,05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 264.730.000 

5 01 01 2,06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 236.555.000 

5 01 01 2,07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan 544.682.400 

5 01 01 2,08 
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan 
Daerah 

184.500.000 

5 01 01 2,09 
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan 
Pemerintahan Daerah 

562.144.454 

5 01 02   
PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN 
EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH 

3.939.097.400 

5 01 02 2,01 Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan 3.374.387.400 

5 01 02 2,02 
Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah 
Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah 

142.210.000 

5 01 02 2,03 
Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang 
Perencanaan Pembangunan Daerah 

422.500.000 

5 01 03   
PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI 
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 

1.553.931.000 

5 01 03 2,01 
Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan 
Pembangunan Manusia 

626.261.000 

5 01 03 2,02 
Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan 
SDA (Sumber Daya Alam) 

577.420.000 

5 01 03 2,03 
Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan 
Kewilayahan 

350.250.000 

5 05     PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 936.271.600 

5 05 02   
PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 
DAERAH 

936.271.600 

5 05 02 2.03 
Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan 
Pembangunan 

268.340.000 

5 05 02 2.04 Pengembangan Inovasi dan Teknologi 667.931.600 

TOTAL   
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Perangkat Daerah: Badan Pengelolaan Keuangan, Aset, dan Pendapatan Daerah 

KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN 
ANGGARAN (RP) 

RKPD PERUBAHAN 

        
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN 
DAN ASET DAERAH 

480.909.646.261 

5       UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 480.909.646.261 

5 02     KEUANGAN 480.909.646.261 

5 02 01   
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 
DAERAH KABUPATEN/KOTA 

24.116.216.415 

5 02 01 2.01 
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja 
Perangkat Daerah 

40.000.000 

5 02 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 20.569.001.592 

5 02 01 2.03 
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat 
Daerah 

2.070.000 

5 02 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 479.753.000 

5 02 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 556.112.585 

5 02 01 2.07 
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan 
Pemerintah Daerah 

665.368.000 

5 02 01 2.08 
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan 
Daerah 

468.550.000 

5 02 01 2.09 
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan 
Pemerintahan Daerah 

1.335.361.238 

5 02 02   PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH 420.584.567.300 

5 02 02 2.01 
Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran 
Daerah 

1.184.440.000 

5 02 02 2.02 Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah 343.445.000 

5 02 02 2.03 
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan 
Keuangan Daerah 

586.288.000 

5 02 02 2.04 
Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan 
Keuangan Daerah 

418.470.394.300 

5 02 03   PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH 1.179.114.000 

5 02 03 2.01 Pengelolaan Barang Milik Daerah 1.179.114.000 

5 02 04   PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH 35.029.748.546 

5 02 04 2.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah 35.029.748.546 

TOTAL 480.909.646.261 

 

Perangkat Daerah: Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan 

KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN 
ANGGARAN (RP) 

RKPD PERUBAHAN 

        
BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN 
PELATIHAN 

10.140.526.523 

5       UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 10.140.526.523 

5 03     KEPEGAWAIAN 9.223.025.523 

5 03 01   
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 
DAERAH KABUPATEN/KOTA 

7.756.130.548 

5 03 01 2.01 
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja 
Perangkat Daerah 

18.026.000 

5 03 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 6.395.330.523 
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KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN 
ANGGARAN (RP) 

RKPD PERUBAHAN 

5 03 01 2.03 
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat 
Daerah 

1.079.000 

5 03 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 200.000.000 

5 03 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 252.790.950 

5 03 01 2.07 
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan 
Pemerintah Daerah 

105.726.500 

5 03 01 2.08 
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan 
Daerah 

384.883.727 

5 03 01 2.09 
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan 
Pemerintahan Daerah 

398.293.848 

5 03 02   PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH 1.466.894.975 

5 03 02 2.01 
Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi 
Kepegawaian ASN 

647.538.975 

5 03 02 2.02 Mutasi dan Promosi ASN 423.886.000 

5 03 02 2.03 Pengembangan Kompetensi ASN 4.780.000 

5 03 02 2.04 Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur 390.690.000 

5 04     PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 917.501.000 

5 04 02   
PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA 
MANUSIA 

917.501.000 

5 04 02 2.01 Pengembangan Kompetensi Teknis 194.361.000 

5 04 02 2.02 
Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi 
Manajerial dan Fungsional 

723.140.000 

TOTAL   

 

Perangkat Daerah: Inspektorat Daerah 

KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN 
ANGGARAN (RP) 

RKPD PERUBAHAN 

        INSPEKTORAT DAERAH 20.411.650.954 

6       UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN 20.411.650.954 

6 01     INSPEKTORAT DAERAH 20.411.650.954 

6 01 01   
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 
DAERAH KABUPATEN/KOTA 

15.074.022.954 

6 01 01 2.01 
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja 
Perangkat Daerah 

4.000.000 

6 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 8.907.101.764 

6 01 01 2.03 
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat 
Daerah 

1.000.000 

6 01 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 1.183.051.400 

6 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 1.165.942.805 

6 01 01 2.07 
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan 
Pemerintah Daerah 

2.568.651.800 

6 01 01 2.08 
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan 
Daerah 

313.906.160 

6 01 01 2.09 
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan 
Pemerintahan Daerah 

930.369.025 

6 01 02   PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN 3.348.977.000 
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KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN 
ANGGARAN (RP) 

RKPD PERUBAHAN 

6 01 02 2.01 Penyelenggaraan Pengawasan Internal 3.002.977.000 

6 01 02 2.02 
Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan 
Tertentu 

346.000.000 

6 01 03   
PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, 
PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI 

1.988.651.000 

6 01 03 2.01 
Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan 
dan Fasilitasi Pengawasan 

12.100.000 

6 01 03 2.02 Pendampingan dan Asistensi 1.976.551.000 

TOTAL   

 

Perangkat Daerah: Kecamatan Mranggen 

KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN 
ANGGARAN (RP) 

RKPD PERUBAHAN 

        KECAMATAN MRANGGEN 2.573.995.724 

7       UNSUR KEWILAYAHAN 2.573.995.724 

7 01     KECAMATAN 2.573.995.724 

7 01 01   
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 
DAERAH KABUPATEN/KOTA 

2.141.442.688 

7 01 01 2.01 
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja 
Perangkat Daerah 

15.612.500 

7 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.662.569.124 

7 01 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 56.800.000 

7 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 106.982.600 

7 01 01 2.07 
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan 
Pemerintah Daerah 

76.950.000 

7 01 01 2.08 
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan 
Daerah 

44.800.000 

7 01 01 2.09 
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan 
Pemerintahan Daerah 

177.728.464 

7 01 02   
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN 
DAN PELAYANAN PUBLIK 

85.045.536 

7 01 02 2.01 
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan 
di Tingkat Kecamatan 

66.145.536 

7 01 02 2.04 
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan 
kepada Camat 

18.900.000 

7 01 03   
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA 
DAN KELURAHAN 

90.437.500 

7 01 03 2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 90.437.500 

7 01 04   
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN 
KETERTIBAN UMUM 

149.165.000 

7 01 04 2.01 
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman 
dan Ketertiban Umum 

141.665.000 

7 01 04 2.02 
Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan 
Daerah dan Peraturan Kepala Daerah 

7.500.000 

7 01 05   
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN 
PEMERINTAHAN UMUM 

73.785.000 
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KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN 
ANGGARAN (RP) 

RKPD PERUBAHAN 

7 01 05 2.01 
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai 
Penugasan Kepala Daerah 

73.785.000 

7 01 06   
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN 
PEMERINTAHAN DESA 

34.120.000 

7 01 06 2.01 
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan 
dan Pengawasan Pemerintahan Desa 

34.120.000 

TOTAL 2.573.995.724 

 

Perangkat Daerah: Kecamatan Karangawen 

KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN 
ANGGARAN (RP) 

RKPD PERUBAHAN 

        KECAMATAN KARANGAWEN 3.358.094.984 

7       UNSUR KEWILAYAHAN 3.358.094.984 

7 01     KECAMATAN 3.358.094.984 

7 01 01   
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 
DAERAH KABUPATEN/KOTA 

3.057.804.184 

7 01 01 2.01 
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja 
Perangkat Daerah 

12.857.000 

7 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 2.474.903.384 

7 01 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 51.696.000 

7 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 80.330.150 

7 01 01 2.07 
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan 
Pemerintah Daerah 

171.962.600 

7 01 01 2.08 
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan 
Daerah 

78.180.050 

7 01 01 2.09 
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan 
Pemerintahan Daerah 

187.875.000 

7 01 02   
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN 
DAN PELAYANAN PUBLIK 

14.490.800 

7 01 02 2.01 
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan 
di Tingkat Kecamatan 

7.640.800 

7 01 02 2.04 
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan 
kepada Camat 

6.850.000 

7 01 03   
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA 
DAN KELURAHAN 

67.808.500 

7 01 03 2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 67.808.500 

7 01 04   
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN 
KETERTIBAN UMUM 

110.297.200 

7 01 04 2.01 
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman 
dan Ketertiban Umum 

96.600.000 

7 01 04 2.02 
Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan 
Daerah dan Peraturan Kepala Daerah 

13.697.200 

7 01 05   
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN 
PEMERINTAHAN UMUM 

48.150.000 

7 01 05 2.01 
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai 
Penugasan Kepala Daerah 

48.150.000 
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KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN 
ANGGARAN (RP) 

RKPD PERUBAHAN 

7 01 06   
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN 
PEMERINTAHAN DESA 

59.544.300 

7 01 06 2.01 
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan 
dan Pengawasan Pemerintahan Desa 

59.544.300 

TOTAL 3.358.094.984 

 

Perangkat Daerah: Kecamatan Guntur 

KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN 
ANGGARAN (RP) 

RKPD PERUBAHAN 

        KECAMATAN GUNTUR 3.047.589.325 

7       UNSUR KEWILAYAHAN 3.047.589.325 

7 01     KECAMATAN 3.047.589.325 

7 01 01   
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 
DAERAH KABUPATEN/KOTA 

2.580.109.225 

7 01 01 2.01 
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja 
Perangkat Daerah 

5.743.000 

7 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 2.190.219.825 

7 01 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 53.900.000 

7 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 97.718.400 

7 01 01 2.07 
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan 
Pemerintah Daerah 

70.508.400 

7 01 01 2.08 
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan 
Daerah 

39.806.540 

7 01 01 2.09 
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan 
Pemerintahan Daerah 

122.213.060 

7 01 02   
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN 
DAN PELAYANAN PUBLIK 

17.177.900 

7 01 02 2.01 
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan 
di Tingkat Kecamatan 

11.877.900 

7 01 02 2.04 
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan 
kepada Camat 

5.300.000 

7 01 03   
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA 
DAN KELURAHAN 

103.045.800 

7 01 03 2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 103.045.800 

7 01 04   
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN 
KETERTIBAN UMUM 

125.055.300 

7 01 04 2.01 
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman 
dan Ketertiban Umum 

125.055.300 

7 01 05   
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN 
PEMERINTAHAN UMUM 

17.402.900 

7 01 05 2.01 
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai 
Penugasan Kepala Daerah 

17.402.900 

7 01 06   
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN 
PEMERINTAHAN DESA 

204.798.200 

7 01 06 2.01 
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan 
dan Pengawasan Pemerintahan Desa 

204.798.200 

TOTAL 3.047.589.325  



 

 BAB I PENDAHULUAN 

 

LPPD KABUPATEN DEMAK TAHUN 2025  I - 150 
   
 

 

 

Perangkat Daerah: Kecamatan Sayung 

KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN 
ANGGARAN (RP) 

RKPD PERUBAHAN 

        KECAMATAN SAYUNG 3.596.294.675 

7       UNSUR KEWILAYAHAN 3.596.294.675 

7 01     KECAMATAN 3.596.294.675 

7 01 01   
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 
DAERAH KABUPATEN/KOTA 

3.315.440.875 

7 01 01 2.01 
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja 
Perangkat Daerah 

6.050.000 

7 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 2.693.941.175 

7 01 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 58.534.300 

7 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 127.323.300 

7 01 01 2.07 
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan 
Pemerintah Daerah 

178.438.200 

7 01 01 2.08 
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan 
Daerah 

69.600.000 

7 01 01 2.09 
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan 
Pemerintahan Daerah 

181.553.900 

7 01 02   
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN 
DAN PELAYANAN PUBLIK 

23.729.300 

7 01 02 2.01 
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan 
di Tingkat Kecamatan 

23.729.300 

7 01 03   
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA 
DAN KELURAHAN 

85.493.000 

7 01 03 2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 85.493.000 

7 01 04   
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN 
KETERTIBAN UMUM 

106.453.000 

7 01 04 2.01 
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman 
dan Ketertiban Umum 

97.350.000 

7 01 04 2.02 
Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan 
Daerah dan Peraturan Kepala Daerah 

9.103.000 

7 01 05   
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN 
PEMERINTAHAN UMUM 

30.662.000 

7 01 05 2.01 
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai 
Penugasan Kepala Daerah 

30.662.000 

7 01 06   
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN 
PEMERINTAHAN DESA 

34.516.500 

7 01 06 2.01 
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan 
dan Pengawasan Pemerintahan Desa 

34.516.500 

TOTAL 3.596.294.675  

 

Perangkat Daerah: Kecamatan Karangtengah 

KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN 
ANGGARAN (RP) 

RKPD PERUBAHAN 

        KECAMATAN KARANGTENGAH 3.067.568.072 

7       UNSUR KEWILAYAHAN 3.067.568.072 
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KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN 
ANGGARAN (RP) 

RKPD PERUBAHAN 

7 01     KECAMATAN 3.067.568.072 

7 01 01   
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 
DAERAH KABUPATEN/KOTA 

2.769.605.872 

7 01 01 2.01 
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja 
Perangkat Daerah 

1.761.500 

7 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 2.172.823.394 

7 01 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 80.400.000 

7 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 224.603.228 

7 01 01 2.07 
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan 
Pemerintah Daerah 

72.400.000 

7 01 01 2.08 
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan 
Daerah 

33.117.750 

7 01 01 2.09 
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan 
Pemerintahan Daerah 

184.500.000 

7 01 02   
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN 
DAN PELAYANAN PUBLIK 

44.497.600 

7 01 02 2.01 
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan 
di Tingkat Kecamatan 

33.773.200 

7 01 02 2.04 
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan 
kepada Camat 

10.724.400 

7 01 03   
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA 
DAN KELURAHAN 

75.664.400 

7 01 03 2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 75.664.400 

7 01 04   
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN 
KETERTIBAN UMUM 

110.194.400 

7 01 04 2.01 
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman 
dan Ketertiban Umum 

101.250.000 

7 01 04 2.02 
Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan 
Daerah dan Peraturan Kepala Daerah 

8.944.400 

7 01 05   
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN 
PEMERINTAHAN UMUM 

20.793.800 

7 01 05 2.01 
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai 
Penugasan Kepala Daerah 

20.793.800 

7 01 06   
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN 
PEMERINTAHAN DESA 

46.812.000 

7 01 06 2.01 
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan 
dan Pengawasan Pemerintahan Desa 

46.812.000 

TOTAL 3.067.568.072 

 

Perangkat Daerah: Kecamatan Wonosalam 

KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN 
ANGGARAN (RP) 

RKPD PERUBAHAN 

        KECAMATAN WONOSALAM 2.612.858.352 

7       UNSUR KEWILAYAHAN 2.612.858.352 

7 01     KECAMATAN 2.612.858.352 

7 01 01   
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 
DAERAH KABUPATEN/KOTA 

2.176.332.365 
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KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN 
ANGGARAN (RP) 

RKPD PERUBAHAN 

7 01 01 2.01 
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja 
Perangkat Daerah 

3.625.000 

7 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.727.158.352 

7 01 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 63.950.000 

7 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 111.737.513 

7 01 01 2.07 
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan 
Pemerintah Daerah 

20.055.500 

7 01 01 2.08 
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan 
Daerah 

57.006.000 

7 01 01 2.09 
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan 
Pemerintahan Daerah 

192.800.000 

7 01 02   
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN 
DAN PELAYANAN PUBLIK 

133.226.767 

7 01 02 2.01 
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan 
di Tingkat Kecamatan 

128.226.767 

7 01 02 2.04 
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan 
kepada Camat 

5.000.000,00 

7 01 03   
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA 
DAN KELURAHAN 

82.920.671 

7 01 03 2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 82.920.671 

7 01 04   
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN 
KETERTIBAN UMUM 

96.532.500 

7 01 04 2.01 
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman 
dan Ketertiban Umum 

91.270.000 

7 01 04 2.02 
Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan 
Daerah dan Peraturan Kepala Daerah 

5.262.500 

7 01 05   
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN 
PEMERINTAHAN UMUM 

50.972.563 

7 01 05 2.01 
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai 
Penugasan Kepala Daerah 

50.972.563 

7 01 06   
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN 
PEMERINTAHAN DESA 

72.873.486 

7 01 06 2.01 
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan 
dan Pengawasan Pemerintahan Desa 

72.873.486 

TOTAL 2.612.858.352  

 

Perangkat Daerah: Kecamatan Dempet 

KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN 
ANGGARAN (RP) 

RKPD PERUBAHAN 

        KECAMATAN DEMPET 2.598.098.314 

7       UNSUR KEWILAYAHAN 2.598.098.314 

7 1     KECAMATAN 2.598.098.314 

7 01 01   
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 
DAERAH KABUPATEN/KOTA 

2.252.971.314 

7 01 01 2.01 
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja 
Perangkat Daerah 

4.000.000 

7 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.754.423.314,00 



 

 BAB I PENDAHULUAN 

 

LPPD KABUPATEN DEMAK TAHUN 2025  I - 153 
   
 

 

KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN 
ANGGARAN (RP) 

RKPD PERUBAHAN 

7 01 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 61.550.000 

7 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 68.450.000 

7 01 01 2.07 
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan 
Pemerintah Daerah 

94.977.608 

7 01 01 2.08 
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan 
Daerah 

59.600.000 

7 01 01 2.09 
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan 
Pemerintahan Daerah 

209.970.392 

7 01 02   
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN 
DAN PELAYANAN PUBLIK 

39.699.000 

7 01 02 2.01 
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan 
di Tingkat Kecamatan 

24.699.000 

7 01 02 2.04 
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan 
kepada Camat 

15.000.000 

7 01 03   
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA 
DAN KELURAHAN 

95.000.000 

7 01 03 2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 95.000.000 

7 01 04   
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN 
KETERTIBAN UMUM 

101.500.000 

7 01 04 2.01 
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman 
dan Ketertiban Umum 

87.500.000 

7 01 04 2.02 
Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan 
Daerah dan Peraturan Kepala Daerah 

14.000.000 

7 01 05   
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN 
PEMERINTAHAN UMUM 

58.903.000 

7 01 05 2.01 
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai 
Penugasan Kepala Daerah 

58.903.000 

7 01 06   
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN 
PEMERINTAHAN DESA 

50.025.000 

7 01 06 2.01 
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan 
dan Pengawasan Pemerintahan Desa 

50.025.000 

TOTAL 2.598.098.314 

 

Perangkat Daerah: Kecamatan Gajah 

KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN 
ANGGARAN (RP) 

RKPD PERUBAHAN 

        KECAMATAN GAJAH 2.915.015.338 

7       UNSUR KEWILAYAHAN 2.915.015.338 

7 01     KECAMATAN 2.915.015.338 

7 01 01   
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 
DAERAH KABUPATEN/KOTA 

2.510.185.338 

7 01 01 2.01 
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja 
Perangkat Daerah 

7.105.000 

7 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.981.004.138 

7 01 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 67.500.000 

7 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 112.335.000 



 

 BAB I PENDAHULUAN 

 

LPPD KABUPATEN DEMAK TAHUN 2025  I - 154 
   
 

 

KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN 
ANGGARAN (RP) 

RKPD PERUBAHAN 

7 01 01 2.07 
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan 
Pemerintah Daerah 

63.461.200 

7 01 01 2.08 
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan 
Daerah 

63.273.800 

7 01 01 2.09 
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan 
Pemerintahan Daerah 

215.506.200 

7 01 02   
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN 
DAN PELAYANAN PUBLIK 

72.125.000 

7 01 02 2.01 
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan 
di Tingkat Kecamatan 

63.125.000 

7 01 02 2.04 
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan 
kepada Camat 

9.000.000 

7 01 03   
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA 
DAN KELURAHAN 

82.975.000 

7 01 03 2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 82.975.000 

7 01 04   
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN 
KETERTIBAN UMUM 

108.750.000 

7 01 04 2.01 
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman 
dan Ketertiban Umum 

99.750.000 

7 01 04 2.02 
Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan 
Daerah dan Peraturan Kepala Daerah 

9.000.000 

7 01 05   
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN 
PEMERINTAHAN UMUM 

42.440.000 

7 01 05 2.01 
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai 
Penugasan Kepala Daerah 

42.440.000 

7 01 06   
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN 
PEMERINTAHAN DESA 

98.540.000 

7 01 06 2.01 
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan 
dan Pengawasan Pemerintahan Desa 

98.540.000 

TOTAL 2.915.015.338,00 

 

Perangkat Daerah: Kecamatan Karanganyar 

KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN 
ANGGARAN (RP) 

RKPD PERUBAHAN 

        KECAMATAN KARANGANYAR 3.007.710.727 

7       UNSUR KEWILAYAHAN 3.007.710.727 

7 01     KECAMATAN 3.007.710.727 

7 01 01   
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 
DAERAH KABUPATEN/KOTA 

2.653.042.027 

7 01 01 2.01 
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja 
Perangkat Daerah 

5.800.000 

7 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 2.169.836.027 

7 01 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 64.790.000 

7 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 89.603.000 

7 01 01 2.07 
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan 
Pemerintah Daerah 

139.204.425 



 

 BAB I PENDAHULUAN 

 

LPPD KABUPATEN DEMAK TAHUN 2025  I - 155 
   
 

 

KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN 
ANGGARAN (RP) 

RKPD PERUBAHAN 

7 01 01 2.08 
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan 
Daerah 

44.000.000 

7 01 01 2.09 
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan 
Pemerintahan Daerah 

139.808.575 

7 01 02   
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN 
DAN PELAYANAN PUBLIK 

47.493.000 

7 01 02 2.01 
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan 
di Tingkat Kecamatan 

47.493.000 

7 01 02 2.04 
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan 
kepada Camat 

0 

7 01 03   
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA 
DAN KELURAHAN 

71.735.000 

7 01 03 2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 71.735.000 

7 01 04   
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN 
KETERTIBAN UMUM 

108.982.500 

7 01 04 2.01 
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman 
dan Ketertiban Umum 

89.880.000 

7 01 04 2.02 
Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan 
Daerah dan Peraturan Kepala Daerah 

19.102.500 

7 01 05   
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN 
PEMERINTAHAN UMUM 

49.417.000 

7 01 05 2.01 
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai 
Penugasan Kepala Daerah 

49.417.000 

7 01 06   
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN 
PEMERINTAHAN DESA 

77.041.200 

7 01 06 2.01 
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan 
dan Pengawasan Pemerintahan Desa 

77.041.200 

TOTAL 3.007.710.727 

 

Perangkat Daerah: Kecamatan Mijen 

KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN 
ANGGARAN (RP) 

RKPD PERUBAHAN 

        KECAMATAN MIJEN 2.660.237.732 

7       UNSUR KEWILAYAHAN 2.660.237.732 

7 01     KECAMATAN 2.660.237.732 

7 01 01   
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 
DAERAH KABUPATEN/KOTA 

2.240.661.032 

7 01 01 2.01 
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja 
Perangkat Daerah 

6.000.000 

7 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.782.565.732 

7 01 01 2.03 
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat 
Daerah 

3.000.000 

7 01 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 78.701.600 

7 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 88.001.425 

7 01 01 2.07 
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan 
Pemerintah Daerah 

101.211.000 



 

 BAB I PENDAHULUAN 

 

LPPD KABUPATEN DEMAK TAHUN 2025  I - 156 
   
 

 

KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN 
ANGGARAN (RP) 

RKPD PERUBAHAN 

7 01 01 2.08 
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan 
Daerah 

49.000.000 

7 01 01 2.09 
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan 
Pemerintahan Daerah 

132.181.275 

7 01 02   
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN 
DAN PELAYANAN PUBLIK 

45.113.700 

7 01 02 2.01 
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan 
di Tingkat Kecamatan 

39.670.800 

7 01 02 2.04 
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan 
kepada Camat 

5.442.900 

7 01 03   
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA 
DAN KELURAHAN 

88.467.600 

7 01 03 2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 88.467.600 

7 01 04   
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN 
KETERTIBAN UMUM 

141.710.400 

7 01 04 2.01 
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman 
dan Ketertiban Umum 

141.710.400 

7 01 05   
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN 
PEMERINTAHAN UMUM 

76.527.400 

7 01 05 2.01 
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai 
Penugasan Kepala Daerah 

76.527.400 

7 01 06   
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN 
PEMERINTAHAN DESA 

67.757.600 

7 01 06 2.01 
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan 
dan Pengawasan Pemerintahan Desa 

67.757.600 

TOTAL 2.660.237.732 

 

Perangkat Daerah: Kecamatan Demak 

KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN 
ANGGARAN (RP) 

RKPD PERUBAHAN 

        KECAMATAN DEMAK 12.064.103.269 

7       UNSUR KEWILAYAHAN 12.064.103.269 

7 01     KECAMATAN 12.064.103.269 

7 01 01   
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 
DAERAH KABUPATEN/KOTA 

8.792.095.269 

7 01 01 2.01 
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja 
Perangkat Daerah 

78.000.000 

7 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 6.783.560.269 

7 01 01 2.03 
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat 
Daerah 

9.816.500 

7 01 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 290.120.000 

7 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 520.159.065 

7 01 01 2.07 
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan 
Pemerintah Daerah 

338.525.225 

7 01 01 2.08 
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan 
Daerah 

142.588.000 



 

 BAB I PENDAHULUAN 

 

LPPD KABUPATEN DEMAK TAHUN 2025  I - 157 
   
 

 

KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN 
ANGGARAN (RP) 

RKPD PERUBAHAN 

7 01 01 2.09 
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan 
Pemerintahan Daerah 

629.326.210 

7 01 02   
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN 
DAN PELAYANAN PUBLIK 

27.500.000 

7 01 02 2.01 
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan 
di Tingkat Kecamatan 

27.500.000 

7 01 02 2.04 
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan 
kepada Camat 

0 

7 01 03   
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA 
DAN KELURAHAN 

1.485.187.000 

7 01 03 2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 228.187.000 

7 01 03 2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 1.257.000.000 

7 01 04   
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN 
KETERTIBAN UMUM 

274.122.500 

7 01 04 2.01 
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman 
dan Ketertiban Umum 

260.212.500 

7 01 04 2.02 
Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan 
Daerah dan Peraturan Kepala Daerah 

13.910.000,00 

7 01 05   
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN 
PEMERINTAHAN UMUM 

160.000.000 

7 01 05 2.01 
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai 
Penugasan Kepala Daerah 

160.000.000 

7 01 06   
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN 
PEMERINTAHAN DESA 

1.325.198.500 

7 01 06 2.01 
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan 
dan Pengawasan Pemerintahan Desa 

1.325.198.500 

TOTAL 12.064.103.269 

 

Perangkat Daerah: Kecamatan Bonang 

KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN 
ANGGARAN (RP) 

RKPD PERUBAHAN 

        KECAMATAN BONANG 2.964.633.844 

7       UNSUR KEWILAYAHAN 2.964.633.844 

7 01     KECAMATAN 2.964.633.844 

7 01 01   
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 
DAERAH KABUPATEN/KOTA 

2.631.801.194 

7 01 01 2.01 
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja 
Perangkat Daerah 

6.041.000 

7 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 2.078.648.844 

7 01 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 63.985.000 

7 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 122.852.800 

7 01 01 2.07 
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan 
Pemerintah Daerah 

93.016.250 

7 01 01 2.08 
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan 
Daerah 

69.700.000 

7 01 01 2.09 
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan 
Pemerintahan Daerah 

197.557.300 



 

 BAB I PENDAHULUAN 

 

LPPD KABUPATEN DEMAK TAHUN 2025  I - 158 
   
 

 

KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN 
ANGGARAN (RP) 

RKPD PERUBAHAN 

7 01 02   
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN 
DAN PELAYANAN PUBLIK 

22.582.900 

7 01 02 2.01 
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan 
di Tingkat Kecamatan 

17.982.900 

7 01 02 2.04 
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan 
kepada Camat 

4.600.000 

7 01 03   
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA 
DAN KELURAHAN 

96.600.000 

7 01 03 2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 96.600.000 

7 01 04   
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN 
KETERTIBAN UMUM 

105.954.750 

7 01 04 2.01 
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman 
dan Ketertiban Umum 

97.679.750 

7 01 04 2.02 
Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan 
Daerah dan Peraturan Kepala Daerah 

8.275.000 

7 01 05   
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN 
PEMERINTAHAN UMUM 

52.520.000 

7 01 05 2.01 
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai 
Penugasan Kepala Daerah 

52.520.000 

7 01 06   
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN 
PEMERINTAHAN DESA 

55.175.000 

7 01 06 2.01 
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan 
dan Pengawasan Pemerintahan Desa 

55.175.000 

TOTAL 2.964.633.844 

 

Perangkat Daerah: Kecamatan Wedung 

KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN 
ANGGARAN (RP) 

RKPD PERUBAHAN 

        KECAMATAN WEDUNG 3.072.666.165 

7       UNSUR KEWILAYAHAN 3.072.666.165 

7 01     KECAMATAN 3.072.666.165 

7 01 01   
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 
DAERAH KABUPATEN/KOTA 

2.799.816.165 

7 01 01 2.01 
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja 
Perangkat Daerah 

3.000.000 

7 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 2.166.246.665 

7 01 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 68.760.000 

7 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 160.922.000 

7 01 01 2.07 
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan 
Pemerintah Daerah 

88.111.200,00 

7 01 01 2.08 
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan 
Daerah 

48.000.000 

7 01 01 2.09 
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan 
Pemerintahan Daerah 

264.776.300 

7 01 02   
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN 
DAN PELAYANAN PUBLIK 

22.300.000 



 

 BAB I PENDAHULUAN 

 

LPPD KABUPATEN DEMAK TAHUN 2025  I - 159 
   
 

 

KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN 
ANGGARAN (RP) 

RKPD PERUBAHAN 

7 01 02 2.01 
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan 
di Tingkat Kecamatan 

13.425.000 

7 01 02 2.04 
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan 
kepada Camat 

8.875.000 

7 01 03   
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA 
DAN KELURAHAN 

99.000.000 

7 01 03 2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 99.000.000 

7 01 04   
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN 
KETERTIBAN UMUM 

90.950.000 

7 01 04 2.01 
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman 
dan Ketertiban Umum 

82.525.000 

7 01 04 2.02 
Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan 
Daerah dan Peraturan Kepala Daerah 

8.425.000,00 

7 01 05   
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN 
PEMERINTAHAN UMUM 

21.775.000 

7 01 05 2.01 
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai 
Penugasan Kepala Daerah 

21.775.000 

7 01 06   
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN 
PEMERINTAHAN DESA 

38.825.000 

7 01 06 2.01 
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan 
dan Pengawasan Pemerintahan Desa 

38.825.000 

TOTAL 3.072.666.165 

 

Perangkat Daerah: Kecamatan Kebonagung 

KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN 
ANGGARAN (RP) 

RKPD PERUBAHAN 

        KECAMATAN KEBONAGUNG 2.644.487.251 

7       UNSUR KEWILAYAHAN 2.644.487.251 

7 01     KECAMATAN 2.644.487.251 

7 01 01   
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 
DAERAH KABUPATEN/KOTA 

2.267.937.251 

7 01 01 2.01 
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja 
Perangkat Daerah 

3.250.000 

7 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.779.212.251 

7 01 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 59.283.000 

7 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 61.190.000 

7 01 01 2.07 
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan 
Pemerintah Daerah 

141.192.000 

7 01 01 2.08 
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan 
Daerah 

23.500.000 

7 01 01 2.09 
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan 
Pemerintahan Daerah 

200.310.000 

7 01 02   
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN 
DAN PELAYANAN PUBLIK 

30.600.000 

7 01 02 2.01 
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan 
di Tingkat Kecamatan 

10.000.000 



 

 BAB I PENDAHULUAN 

 

LPPD KABUPATEN DEMAK TAHUN 2025  I - 160 
   
 

 

KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN 
ANGGARAN (RP) 

RKPD PERUBAHAN 

7 01 02 2.04 
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan 
kepada Camat 

20.600.000 

7 01 03   
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA 
DAN KELURAHAN 

98.200.000 

7 01 03 2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 98.200.000 

7 01 04   
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN 
KETERTIBAN UMUM 

134.975.000 

7 01 04 2.01 
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman 
dan Ketertiban Umum 

134.975.000 

7 01 05   
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN 
PEMERINTAHAN UMUM 

30.000.000 

7 01 05 2.01 
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai 
Penugasan Kepala Daerah 

30.000.000 

7 01 06   
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN 
PEMERINTAHAN DESA 

82.775.000 

7 01 06 2.01 
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan 
dan Pengawasan Pemerintahan Desa 

82.775.000 

TOTAL 2.644.487.251 

 

Perangkat Daerah: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 

KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN 
ANGGARAN (RP) 

RKPD PERUBAHAN 

        BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 14.970.962.389 

8       UNSUR PEMERINTAHAN UMUM 14.970.962.389 

8 01     KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 14.970.962.389 

8 01 01   
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 
DAERAH KABUPATEN/KOTA 

4.251.097.789 

8 01 01 2.01 
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja 
Perangkat Daerah 

8.721.500 

8 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 3.540.728.389 

8 01 01 2,05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 102.948.200,00 

8 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 154.069.500 

8 01 01 2,07 
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan 
Pemerintah Daerah 

251.730.200 

8 01 01 2.08 
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan 
Daerah 

12.000.000 

8 01 01 2.09 
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan 
Pemerintahan Daerah 

180.900.000 

8 01 02   
PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN 
KARAKTER KEBANGSAAN 

2.360.190.000 

8 01 02 2.01 
Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan 
Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter 
Kebangsaan 

2.360.190.000 

8 01 03   

PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK 
DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN 
POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA 
BUDAYA POLITIK 

4.423.389.500 
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KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN 
ANGGARAN (RP) 

RKPD PERUBAHAN 

8 01 03 2.01 

Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan 
Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya 
Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi 
Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai 
Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala 
Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik 

4.423.389.500 

8 01 04   
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN 
ORGANISASI KEMASYARAKATAN 

2.142.698.600 

8 01 04 2.01 
Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan 
Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan 
Organisasi Kemasyarakatan 

2.142.698.600 

8 01 05   
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN 
KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA 

265.000.000 

8 01 05 2.01 
Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan 
Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan 
Budaya 

265.000.000 

8 01 06   
PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN 
NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN 
FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL 

1.528.586.500 

8 01 06 2.01 
Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan 
Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan 
Konflik Sosial 

1.528.586.500 

TOTAL 14.970.962.389 

Sumber: RKPD Kabupaten Demak Tahun 2025 

 

1.1.3 PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL  

Penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan pada percepatan 

kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan publik, pemberdayaan 

dan partisipasi masyarakat, serta penguatan daya saing daerah dengan 

berlandaskan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan daerah. 

Salah satu wujud nyata dari komitmen tersebut adalah pemenuhan pelayanan 

dasar kepada masyarakat secara adil dan merata di seluruh wilayah melalui 

pelaksanaan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar 

sebagai prioritas Pemerintah Daerah guna menjamin terpenuhinya hak dasar setiap 

warga negara. Pelaksanaan pelayanan dasar berpedoman pada Standar 

Pelayanan Minimal yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sebagaimana 

diamanatkan dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah. 

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan 

Minimal mengatur bahwa Standar Pelayanan Minimal, yang selanjutnya disingkat 

SPM, merupakan ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang 

menjadi urusan pemerintahan wajib dan berhak diperoleh setiap warga negara 

secara minimal yang meliputi 6 (enam) urusan, yaitu: Pendidikan, Kesehatan, 

Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, urusan ketenteraman, ketertiban umum, 

dan perlindungan masyarakat, serta urusan sosial. Ketentuan ini menegaskan 
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bahwa SPM menjadi tolok ukur minimum yang harus dipenuhi oleh Pemerintah 

Daerah dalam penyelenggaraan pelayanan dasar kepada masyarakat. Jenis 

pelayanan dasar mencakup seluruh bentuk pelayanan yang wajib disediakan oleh 

Pemerintah Daerah sebagai bagian dari urusan pemerintahan wajib, sedangkan 

mutu pelayanan dasar merupakan ukuran kuantitas dan kualitas barang dan/atau 

jasa kebutuhan dasar yang harus dipenuhi secara minimal sesuai dengan standar 

teknis yang ditetapkan agar masyarakat dapat hidup secara layak. 

Pemenuhan SPM berimplikasi pada penetapan prioritas pendanaan daerah. 

Hal ini sesuai dengan Pasal 298 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 

tentang Pemerintahan Daerah yang menegaskan bahwa belanja daerah 

diprioritaskan untuk mendanai urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan 

pelayanan dasar berdasarkan Standar Pelayanan Minimal. Dengan demikian, 

pelayanan dasar menjadi fokus utama dalam pengalokasian anggaran daerah guna 

menjamin pemenuhan hak dasar masyarakat. Oleh karena itu, Pemerintah Daerah 

wajib mengarahkan perencanaan dan penganggaran daerah secara konsisten 

untuk mendukung pencapaian SPM. 

Dalam penerapannya, SPM dilaksanakan dengan berpedoman pada prinsip 

kesesuaian kewenangan, ketersediaan, keterjangkauan, kesinambungan, 

keterukuran, dan ketepatan sasaran. Prinsip-prinsip tersebut menegaskan bahwa 

pelayanan dasar harus tersedia, mudah diakses, berkelanjutan, terukur, serta tepat 

sasaran dengan memprioritaskan masyarakat miskin dan/atau tidak mampu.  

Tahapan penerapan SPM dilaksanakan melalui serangkaian proses yang 

sistematis, dimulai dari pengumpulan data secara empiris dengan tetap mengacu 

pada ketentuan normatif sesuai standar teknis yang berlaku. Data tersebut menjadi 

dasar dalam menghitung kebutuhan pemenuhan pelayanan dasar secara akurat. 

Selanjutnya, hasil perhitungan kebutuhan tersebut digunakan untuk menyusun 

rencana pemenuhan pelayanan dasar yang terintegrasi dalam perencanaan 

pembangunan daerah. Tahap akhir dari penerapan SPM adalah pelaksanaan 

pemenuhan pelayanan dasar itu sendiri, yang seluruh rangkaiannya menjadi 

tanggung jawab Pemerintah Daerah.  

Sebagai wujud komitmen dalam mengimplementasikan SPM, Pemerintah 

Kabupaten Demak telah membentuk Tim Penerapan SPM yang ditetapkan melalui 

Keputusan Bupati Demak Nomor 061/145 Tahun 2022 tentang Pembentukan Tim 

Penerapan Standar Pelayanan Minimal di Lingkungan Pemerintah Kabupaten 

Demak. Pembentukan tim ini bertujuan untuk memperkuat koordinasi, 

perencanaan, serta pengendalian pelaksanaan SPM secara terpadu di lingkungan 

Pemerintah Daerah. 

Selanjutnya, guna mendorong optimalisasi pemenuhan SPM, Pemerintah 

Kabupaten Demak menetapkan Keputusan Bupati Demak Nomor 470.1/256 Tahun 

2025 tentang Penetapan Target Jumlah Warga Negara dan Mutu Minimal Layanan 

Standar Pelayanan Minimal Pemerintah Kabupaten Demak. Keputusan ini menjadi 

dasar dalam penetapan target pemenuhan SPM agar dapat mencapai 100% target 

penerima layanan serta mutu pelayanan minimal sesuai dengan standar teknis 

SPM yang berlaku. 
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Seiring dengan dinamika pelaksanaan di lapangan, Pemerintah Kabupaten 

Demak menetapkan Keputusan Bupati Demak Nomor 470.1/363 Tahun 2025 

tentang Penetapan Perubahan Target Jumlah Warga Negara dan Mutu Minimal 

Layanan Standar Pelayanan Minimal Pemerintah Kabupaten Demak Tahun 2025. 

Penetapan keputusan ini dimaksudkan untuk memberikan fleksibilitas penyesuaian 

target SPM apabila terjadi perubahan kondisi, antara lain terkait keuangan Daerah, 

perubahan jumlah kejadian bencana, kejadian luar biasa, kebakaran dan 

penegakan hukum, perubahan akibat meninggal dunia, pindah domisili, keguguran, 

perubahan kemampuan ekonomi warga negara, dan perubahan yang diakibatkan 

dari perjanjian kerjasama, serta faktor lain yang mempengaruhi pemenuhan target 

SPM. 

Dalam rangka mendukung pencapaian target pembangunan, khususnya pada 

pemberian pelayanan dasar kepada masyarakat, Pemerintah Kabupaten Demak 

memprioritaskan ketersediaan pendanaan dalam APBD sebagai bagian dari 

prioritas belanja daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Sejalan 

dengan hal tersebut, rencana pemenuhan pelayanan dasar dituangkan dalam 

dokumen perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah. Rencana 

pencapaian SPM Kabupaten Demak Tahun 2025 selanjutnya diintegrasikan dalam 

RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021–2026 serta RKPD dan Renja 

Perangkat Daerah Tahun 2025 dengan tetap memperhatikan kemampuan 

keuangan daerah. 

Penyelenggaraan pelayanan dasar dan penerapan SPM, didasarkan pada visi 

dan misi Pemerintah Kabupaten Demak yang merupakan salah satu tolok ukur 

penting dalam penyelenggaraan pembangunan daerah Kabupaten Demak periode 

2021–2026. Implementasi SPM terintegrasi dalam Misi I, II, dan III RPJMD 

Kabupaten Demak, yang meliputi: 

1. Misi I: Peningkatan kualitas pelayanan publik melalui pemenuhan Standar 

Pelayanan Minimal 

2. Misi II: Pelaksanaan SPM pada urusan pendidikan, kesehatan, ketenteraman 

dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat (sub urusan 

kebencanaan), serta urusan sosial pada sub urusan perlindungan sosial bagi 

korban bencana. 

3. Misi III: Pelaksanaan SPM pada urusan pekerjaan umum, perumahan rakyat, 

ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat (sub 

urusan ketenteraman umum dan pemadam kebakaran), serta urusan sosial 

pada sub urusan rehabilitasi sosial. 

Kebijakan umum terkait Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kabupaten Demak 

untuk periode 2021–2026 selanjutnya dirumuskan dan disajikan sebagai berikut: 
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Tabel I.23 

Kebijakan Umum Daerah - Program Pembangunan Daerah yang Mendukung 

Pelaksanaan SPM Tahun 2025 

No Misi Tujuan Sasaran Program 
Indikator Kinerja 

Program 

Target 

Capaian 

(RPJMD) 

Target 

Capaian 

(RKPD 

2025) 

1 BIDANG PENDIDIKAN      

  

  

Misi 2: 

Meningkatkan 

Sumber Daya 

Manusia, 

Sumber Daya 

Alam dan 

Lingkungan 

Hidup yang 

Berkualitas 

dan Berdaya 

Saing 

  

Meningkatkan 

Sumber Daya 

Manusia yang 

Berkualitas 

dan Berdaya 

Saing 

  

Meningkatnya 

kualitas 

pendidikan 

  

Program 

Pengelolaan 

Pendidikan 

  

Tingkat  

partisipasi  warga  

negara  usia  7-12 

tahun  yang  

berpartisipasi  

dalam  Pendidikan 

Dasar (Dengan 

Satuan:%) 

100 100 

Tingkat partisipasi 

warga negara usia 

5-6 tahun yang  

berpartisipasi  

dalam  PAUD  

(Dengan 

Satuan:%) 

100 100 

  

        

Tingkat  

partisipasi  warga  

negara  usia  13-

15 tahun  yang  

berpartisipasi  

dalam  Pendidikan 

Menengah 

Pertama (Dengan 

Satuan:%) 
 

100 100 

  

        

Tingkat  

partisipasi  warga  

negara  usia  7-18 

tahun yang belum 

menyelesaikan 

pendidikan dasar 

dan menengah 

yang 

berpartisipasi 

dalam pendidikan 

kesetaraan 

(Dengan 

Satuan:%) 

100 100 

2 BIDANG KESEHATAN      
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No Misi Tujuan Sasaran Program 
Indikator Kinerja 

Program 

Target 

Capaian 

(RPJMD) 

Target 

Capaian 

(RKPD 

2025) 

  

Misi 2: 

Meningkatkan 

Sumber Daya 

Manusia, 

Sumber Daya 

Alam dan 

Lingkungan 

Hidup yang 

Berkualitas 

dan Berdaya 

Saing 

  

Meningkatkan 

Sumber Daya 

Manusia yang 

Berkualitas 

dan Berdaya 

Saing 

  

Meningkatnya 

derajat 

kesehatan 

masyarakat 

  

Program 

Pemenuhan 

Upaya 

Kesehatan 

Perorangan 

dan Upaya 

Kesehatan 

Masyarakat 

  

Rata-rata  

persentase  

capaian  SPM  

Bidang Kesehatan 

(Dengan Satuan:%) 

100 100 

  

  

1 Persentase  

Ibu Hamil 

yang 

Mendapatkan 

Pelayanan 

Kesehatan 

Sesuai 

Standar 

100 100 

2 Persentase 

Ibu Bersalin 

yang 

Mendapatkan 

Pelayanan 

Kesehatan 

Sesuai 

Standar 

100 100 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

3 Persentase 

Bayi Baru 

Lahir yang 

Mendapatkan 

Pelayanan 

Kesehatan 

Sesuai 

Standar 
 

100 100 

4 Persentase 

Balita yang 

Mendapatkan 

Pelayanan 

Kesehatan 

Sesuai 

Standar 

100 100 

  

        

5 Persentase 

Anak Usia 

Pendidikan 

Dasar yang 

Mendapatkan 

Pelayanan 

Kesehatan 

Sesuai 

Standar 

100 100 
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No Misi Tujuan Sasaran Program 
Indikator Kinerja 

Program 

Target 

Capaian 

(RPJMD) 

Target 

Capaian 

(RKPD 

2025) 

  

        

6 Persentase 

Penduduk 

Usia 

Produktif 

yang 

Mendapatkan 

Pelayanan 

Kesehatan 

Sesuai 

Standar 

100 100 

  

        

7 Persentase 

Penduduk 

Usia Lanjut 

yang 

Mendapatkan 

Pelayanan 

Kesehatan 

Sesuai 

Standar 

100 100 

  

        

8 Persentase 

Penderita 

Hipertensi 

yang 

Mendapatkan 

Pelayanan 

Kesehatan 

Sesuai 

Standar 
 

100 100 

  

        

9 Persentase 

Penderita 

Diabetes 

Melitus yang 

Mendapatkan 

Pelayanan 

Kesehatan 

Sesuai 

Standar 

100 100 

  

        

10 Persentase 

Orang yang 

Mendapatkan 

Pelayanan 

Kesehatan 

Orang 

dengan 

Gangguan 

100 100 
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No Misi Tujuan Sasaran Program 
Indikator Kinerja 

Program 

Target 

Capaian 

(RPJMD) 

Target 

Capaian 

(RKPD 

2025) 

Jiwa Berat 

Sesuai 

Standar 

  

        

11 Persentase 

Orang 

Terduga 

Menderita 

Tuberkulosis 

yang 

Mendapatkan 

Pelayanan 

Sesuai 

Standar 

100 100 

  

        

12 Persentase 

orang 

dengan risiko 

terinfeksi HIV 

mendapat 

Pelayanan 

kesehatan 

sesuai 

standar 
 

100 100 

3 BIDANG PEKERJAAN UMUM      

  

  

Misi 3: 

Mendorong 

Pertumbuhan 

Ekonomi 

Berbasis 

Potensi 

Lokal, 

Membuka 

Lapangan 

Kerja, 

Mengurangi 

Kemiskinan 

dan 

Penganggu-

ran 

Meningkatkan 

Pertumbuhan 

Ekonomi dan 

Pemerataan 

Kesejahteraan 

Masyarakat 

  

Meningkatnya 

pemerataan 

kondisi sosial 

ekonomi 

masyarakat 

  

Program 

Pengelolaan 

dan 

Pengemba-

ngan Sistem 

Penyediaan 

Air Minum 

Persentase 

rumah tangga 

berakses air 

minum (Dengan 

Satuan:%) 

85,08 86,18 

Program 

Pengelolaan 

dan 

Pengemban

gan Sistem 

Air Limbah 

Persentase 

rumah tangga 

bersanitasi 

(Dengan 

Satuan:%) 

99,42 99,74 

4 BIDANG PERUMAHAN RAKYAT      

  

Misi 3: 

Mendorong 

Pertumbuhan 

Ekonomi 

Berbasis 

Potensi 

Meningkatkan 

Pertumbuhan 

Ekonomi dan 

Pemerataan 

Meningkatnya 

pemerataan 

kondisi sosial 

ekonomi 

masyarakat 

Program 

Pengemba-

ngan 

Perumahan 

Persentase 

pemenuhan 

kebutuhan rumah 

layak huni bagi 

rumah tangga 

korban bencana/ 

100 100 
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No Misi Tujuan Sasaran Program 
Indikator Kinerja 

Program 

Target 

Capaian 

(RPJMD) 

Target 

Capaian 

(RKPD 

2025) 

Lokal, 

Membuka 

Lapangan 

Kerja, 

Mengurangi 

Kemiskinan 

dan 

Penganggu-

ran 

Kesejahteraan 

Masyarakat 

relokasi program 

(Dengan 

Satuan:%) 

5 BIDANG TRANTIBUMLINMAS      

  

Misi 3: 

Mendorong 

Pertumbuhan 

Ekonomi 

Berbasis 

Potensi Lokal, 

Membuka 

Lapangan 

Kerja, 

Mengurangi 

Kemiskinan 

dan 

Penganggu-

ran 

Meningkatkan 

Pertumbuhan 

Ekonomi dan 

Pemerataan 

Kesejahteraan 

Masyarakat 

Meningkatnya 

investasi 

daerah 

Program 

Peningkatan 

Ketentera-

man Dan 

Ketertiban 

Umum 

Rasio jumlah  

Polisi  Pamong  

Praja  (Dengan 

Satuan:%) 

0,6 0,68 

Rasio Linmas 

(Dengan 

Satuan:%) 

100 100 

  

      

Program 

Pencegahan

Penanggula

ngan, 

Penyelamat

an 

Kebakaran 

dan 

Penyelama-

tan Non 

Kebakaran 

Rata-rata tingkat 

waktu tanggap 

(Response Time 

rate) penanganan 

kebakaran 

(Dengan 

Satuan:menit) 

15 15 

  

Misi 2: 

Meningkatkan 

Sumber Daya 

Manusia, 

Sumber Daya 

Alam dan 

Lingkungan 

Hidup yang 

Berkualitas 

Meningkatkan 

Sumber Daya 

Manusia yang 

Berkualitas 

dan Berdaya 

Saing 

Meningkatnya 

kualitas 

lingkungan 

hidup yang 

berkelanjutan 

dan tangguh 

bencana 

Program 

Penanggul

angan 

Bencana 

Persentase   

Masyarakat   di   

daerah   rawan 

bencana    yang    

mendapatkan    

layanan 

pencegahan, 

penanggulangan 

dan penanganan 

100 100 
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No Misi Tujuan Sasaran Program 
Indikator Kinerja 

Program 

Target 

Capaian 

(RPJMD) 

Target 

Capaian 

(RKPD 

2025) 

dan Berdaya 

Saing 

bencana (Dengan 

Satuan:%) 

6 BIDANG SOSIAL      

  

Misi 3: 

Mendorong 

Pertumbuhan 

Ekonomi 

Berbasis 

Potensi Lokal, 

Membuka 

Lapangan 

Kerja, 

Mengurangi 

Kemiskinan 

dan 

Penganggura

n 

Meningkatkan 

Pertumbuhan 

Ekonomi dan 

Pemerataan 

Kesejahteraan 

Masyarakat 

Menurunnya 

jumlah 

pengangguran 

Program 

Rehabilitasi 

Sosial 

Persentase  

penyandang  

disabilitas  

terlantar, anak  

terlantar,  lanjut  

usia  terlantar  dan 

gelandangan   

pengemis   yang   

terpenuhi 

kebutuhan  

dasarnya  di  luar  

panti  (Dengan 

Satuan:%) 

100 100 

 

   Program 

Pemberdaya

an Sosial 

Persentase  

PSKS  yang  

menyediakan  

sarana prasarana  

pelayanan  

kesejahteraan  

sosial (Dengan 

Satuan:%) 

47,74 54,19 

 

   Program 

Perlindunga

n dan 

Jaminan 

Sosial 

Persentase Fakir  

Miskin  Yang  

Mendapatkan 

Perlindungan 

Sosial (Dengan 

Satuan:%) 

65,59 65,59 

  

Misi 2: 

Meningkatkan 

Sumber Daya 

Manusia, 

Sumber Daya 

Alam dan 

Lingkungan 

Hidup yang 

Berkualitas 

dan Berdaya 

Saing 

Meningkatkan 

Sumber Daya 

Manusia yang 

Berkualitas 

dan Berdaya 

Saing 

Meningkatnya 

kualitas 

lingkungan 

hidup yang 

berkelanjutan 

dan tangguh 

bencana 

Program 

Penanganan 

Bencana 

Persentase 

Korban Bencana 

Alam dan Sosial 

yang Menerima 

Perlindungan 

Sosial pada Saat 

dan Setelah 

Tanggap Darurat 

Bencana Daerah 

Kabupaten/ Kota 

(Dengan 

Satuan:%) 

100 100 

Sumber Data: Bapperida Kabupaten Demak Tahun 2025 
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Arah kebijakan Standar Pelayanan Minimal (SPM) berfokus pada penguatan 

kapasitas pembangunan infrastruktur berkelanjutan. Pembangunan infrastruktur 

menjadi pendorong peningkatan dan pemerataan ekonomi yang telah dimulai 

pemulihannya setelah pandemi. Pemerataan pembangunan dilakukan dengan 

meningkatkan konektivitas melalui pembangunan jalan, jembatan, ketersediaan air 

bersih dan sanitasi serta penataan kawasan kumuh. 

Pembangunan infrastruktur juga mencakup penataan kawasan perkotaan dan 

kawasan pesisir. Penataan kawasan dan pembangunan infrastruktur secara umum 

harus memenuhi kaidah pembangunan berkelanjutan, yaitu pembangunan yang 

memperhatikan keberlanjutan tidak hanya dari segi ekonomi, tetapi juga dari segi 

sosial dan lingkungan. Pembangunan harus memperhatikan kesesuaian RTRW 

dan telah disiapkan infrastruktur dasar seperti air minum, sanitasi dan pengelolaan 

sampah/limbah terpadu. 

Berikut adalah beberapa arah kebijakan dalam penerapan SPM: 

Tabel I.15 

Arah Kebijakan – Integrasi SPM kedalam Arah Kebijakan Daerah 

Kabupaten Demak Tahun 2025 

PRIORITAS 

PEMBANGUNAN 

KABUPATEN 

INDIKATOR 

KINERJA UTAMA 

STRATEGI 

PENERAPAN SPM 
ARAH KEBIJAKAN 

1 2 3 4 

BIDANG PENDIDIKAN 

Meningkatkan 

Sumber Daya 

Manusia yang 

Berkualitas dan  

Berdaya Saing 

1. Harapan Lama 

Sekolah 

2. Rata-rata Lama 

Sekolah  

Peningkatan kualitas 

dan aksesibilitas 

pelayanan 

pendidikan 

1. Peningkatan pemerataan 

kualitas pendidikan 

masyarakat 

2. Percepatan pemenuhan 

infrastruktur pendidikan 

berkualitas 

3. Mewujudkan literasi 

berbasis inklusi sosial 

BIDANG KESEHATAN 

Meningkatkan 

Sumber Daya 

Manusia yang 

Berkualitas dan  

Berdaya Saing 

 
 

Angka Harapan 

Hidup 
 

Peningkatan kualitas 

dan aksesibilitas 

pelayanan kesehatan 

sesuai standar 

pelayanan minimal 

 

 
 

1. Perwujudan kualitas 

pelayanan kesehatan 

untuk semua 

2. Percepatan pemenuhan 

infrastruktur kesehatan 

berkualitas 
 

BIDANG PEKERJAAN UMUM 

Meningkatkan 

Pertumbuhan 

Ekonomi dan 

Pemerataan 

Persentase 

penduduk yang 

Perluasan kawasan 

perkotaan dan 

pemerataan 

infrastruktur 

1. Penyusunan masterplan 

perluasan kawasan 

perkotaan 
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PRIORITAS 

PEMBANGUNAN 

KABUPATEN 

INDIKATOR 

KINERJA UTAMA 

STRATEGI 

PENERAPAN SPM 
ARAH KEBIJAKAN 

1 2 3 4 

Kesejahteraan 

Masyarakat 

terlayani akses air 

minum dan sanitasi 

pembangunan 

daerah 

2. Peningkatan 

pengawasan kesesuaian 

pembangunan dengan 

RTRW daerah 

BIDANG PERUMAHAN RAKYAT 

Meningkatkan 

Pertumbuhan 

Ekonomi dan 

Pemerataan 

Kesejahteraan 

Masyarakat 

Persentase 

kawasan 

permukiman layak 

huni 

Perluasan kawasan 

perkotaan dan 

pemerataan 

infrastruktur 

pembangunan 

daerah 

1. Penyusunan masterplan 

perluasan kawasan 

perkotaan 

2. Peningkatan 

pengawasan kesesuaian 

pembangunan dengan 

RTRW daerah 

BIDANG TRANTIBUMLINMAS 

Meningkatkan 

Pertumbuhan 

Ekonomi dan 

Pemerataan 

Kesejahteraan 

Masyarakat 

Persentase 

kejadian gangguan 

trantibum linmas 

yang diselesaikan  

Optimalisasi 

peningkatan daya 

tarik investasi daerah 

Peningkatan peran aktif 

masyarakat dalam menjaga 

keamanan dan 

kenyamanan lingkungan 

Meningkatkan 

Sumber Daya 

Manusia yang 

Berkualitas dan 

Berdaya Saing 

Pertumbuhan 

Desa/Kelurahan 

Tangguh Bencana  

Pengelolaan 

lingkungan hidup 

yang terpadu dan 

berkesinambungan 

Penataan dan penanganan 

lingkungan terdampak rob 

dan bencana 

BIDANG SOSIAL 

Meningkatkan 

Pertumbuhan 

Ekonomi dan 

Pemerataan 

Kesejahteraan 

Masyarakat 

Persentase PPKS 

yang mandiri 

Peningkatan 

keberdayaan, 

perlindungan dan 

rehabilitasi sosial 

Peningkatan kualitas 

Bantuan Sosial untuk 

RTM/Difabel/Lansia/Korban 

Bencana 

Meningkatkan 

Sumber Daya 

Manusia yang 

Berkualitas dan 

Berdaya Saing 

Persentase korban 

bencana yang 

sudah pulih fungsi 

sosialnya 

Pengelolaan 

lingkungan hidup 

yang terpadu dan 

berkesinambungan 

Penataan dan penanganan 

lingkungan terdampak rob 

dan bencana 

Sumber Data: Bapperida Kabupaten Demak Tahun 2025  
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BAB II     

CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN  

PEMERINTAHAN DAERAH 

 

2.1 CAPAIAN KINERJA MAKRO 

Indikator kinerja makro merupakan alat ukur yang digunakan untuk 

mengevaluasi perkembangan ekonomi dan kesejahteraan sosial di suatu 

wilayah, baik di tingkat nasional, provinsi, maupun kabupaten/kota. Indikator ini 

berperan penting bagi pemerintah dalam menilai efektivitas kebijakan ekonomi, 

mengidentifikasi tantangan pembangunan, serta merumuskan strategi yang 

tepat guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mendorong 

pertumbuhan ekonomi. 

Indikator ini mencerminkan berbagai aspek ekonomi, sosial, dan 

kesejahteraan masyarakat. Dengan menganalisis data dari indikator kinerja 

makro, pemerintah dapat menentukan apakah suatu wilayah mengalami 

kemajuan, berada dalam kondisi stagnan, atau mengalami kemunduran dalam 

hal ekonomi dan sosial. 

Semakin tinggi kinerja indikator makro di suatu wilayah, semakin 

meningkat pula kesejahteraan masyarakatnya. Oleh karena itu, pemantauan 

dan evaluasi indikator makro perlu dilakukan secara rutin guna memastikan 

pembangunan yang berkelanjutan dan merata. 

Berdasarkan data yang diperoleh dari BPS Kabupaten Demak Tahun 

2025, terdapat beberapa indikator kinerja makro yang menunjukkan 

perkembangan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Demak. 

 Tabel II.1 

Capaian Kinerja Makro Pemerintah Kabupaten Demak Tahun 2025 

No Indikator Kinerja Makro 

Capaian 

Kinerja Tahun 

2024 

Capaian 

Kinerja Tahun 

2025 

Perubahan 

(%) 

1 Indeks Pembangunan Manusia 74,57 75,08 0,68 

2 Persentase Penduduk Miskin 11,89 10,87 -8,58 

3 Tingkat Pengangguran Terbuka 4,75 4,58 -3,58 

4 Pertumbuhan Ekonomi 5,12 6,99 0,37 

5 

PDRB per kapita Atas Dasar 

Harga Berlaku (ADHB) 28,31 30,65 0,08 

6 

Ketimpangan Pendapatan  

(Gini Ratio) 
0,314 0,277 -0,12 

Sumber Data: Badan Pusat Statistik Kabupaten Demak, 2025 

Angka IPM Kabupaten Demak terus mengalami peningkatan dari tahun ke 

tahun. IPM Kabupaten Demak termasuk dalam status pembangunan tinggi. 

Capaian IPM Kabupaten Demak pada tahun 2025 adalah sebesar 75,08. Jika 
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dibandingkan dengan tahun 2024, capaian IPM tahun 2025 meningkat sebesar 

0,68 persen. Peningkatan IPM sangat dipengaruhi oleh peningkatan komponen 

pembentuknya. Pada tahun 2025, seluruh komponen pembentuk IPM 

mengalami peningkatan.  

Angka Kemiskinan berhasil menurun dari 11,89% pada tahun 2024 

menjadi 10,87% di tahun 2025. Penurunan sebesar -8,58 ini menandakan 

adanya langkah-langkah efektif dalam pengentasan kemiskinan, baik melalui 

program bantuan sosial maupun penguatan ekonomi lokal. 

Angka Pengangguran juga menunjukkan perbaikan yang cukup signifikan, 

turun dari 4,75% menjadi 4,58 pada tahun 2025. Dengan penurunan sebesar -

3,58%, hal ini mencerminkan keberhasilan dalam menciptakan lebih banyak 

lapangan pekerjaan dan meningkatkan serapan tenaga kerja di berbagai sektor. 

Pertumbuhan Ekonomi naik dari 5,12% pada tahun 2024 menjadi 6,99% 

pada tahun 2025, dengan peningkatan sebesar 36,52%. Capaian ini 

menunjukkan adanya akselerasi aktivitas ekonomi daerah serta penguatan 

sektor-sektor produktif dibandingkan tahun sebelumnya. 

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Per Kapita atas Dasar Harga 

Berlaku menunjukkan kenaikan dari 28,31 pada tahun 2024 menjadi 30,65, 

dengan peningkatan sebesar 8,27%. Peningkatan ini mengindikasikan 

penguatan aktivitas ekonomi daerah yang berdampak positif pada peningkatan 

pendapatan rata-rata masyarakat. 

Sementara itu, Ketimpangan Pendapatan (Gini Ratio) mulai menunjukkan 

penurunan, dari 0,314 pada tahun 2024 menjadi 0,277 pada tahun 2025. 

Dengan adanya penurunan sebesar -11,87%, menunjukkan bahwa 

pertumbuhan ekonomi yang terjadi diikuti dengan perbaikan pemerataan 

pendapatan masyarakat sehingga meminimalisir ketimpangan yang ada. 

a. Indeks Pembangunan Manusia 

Kemajuan pembangunan manusia secara umum dapat ditunjukkan 

dengan melihat perkembangan indeks pembangunan manusia (IPM) yang 

mencerminkan capaian kemajuan di bidang pendidikan, kesehatan dan 

ekonomi. Angka IPM Kabupaten Demak terus mengalami peningkatan dari 

tahun ke tahun. IPM Kabupaten Demak termasuk dalam status pembangunan 

tinggi. Capaian IPM Kabupaten Demak pada tahun 2025 adalah sebesar 75,08. 

Jika dibandingkan dengan tahun 2024, capaian IPM tahun 2025 meningkat 

sebesar 0,68 persen. Kenaikan ini menunjukkan adanya perbaikan dalam 

berbagai aspek kehidupan masyarakat. 

Jika dibandingkan dengan Provinsi Jawa Tengah, perkembangan Indeks 

Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Demak selama periode 2020–2025 

menunjukkan tren yang konsisten meningkat. Pada tahun 2020, IPM Kabupaten 

Demak tercatat sebesar 72,22, lebih tinggi dibandingkan Provinsi Jawa Tengah 

yang berada pada angka 71,87. Peningkatan tersebut terus berlanjut hingga 
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tahun 2025, di mana IPM Demak mencapai 75,08, sedangkan Provinsi Jawa 

Tengah berada pada angka 74,77. Selama kurun waktu tersebut, IPM 

Kabupaten Demak secara konsisten berada di atas rata-rata provinsi. Kondisi 

ini mencerminkan bahwa capaian pembangunan manusia di Kabupaten Demak 

berkembang relatif lebih baik dibandingkan capaian rata-rata tingkat provinsi. 

Sementara itu, jika dibandingkan dengan angka nasional, IPM nasional 

meningkat dari 71,94 pada tahun 2020 menjadi 75,90 pada tahun 2025. Pada 

tahun 2025, IPM Kabupaten Demak sebesar 75,08 masih sedikit berada di 

bawah rata-rata nasional. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun kinerja 

pembangunan manusia di Kabupaten Demak tergolong baik dan melampaui 

capaian provinsi, masih diperlukan upaya berkelanjutan agar mampu menyamai 

bahkan melampaui rata-rata nasional. 

Secara umum, tren peningkatan IPM Kabupaten Demak selama 2020–

2025 mencerminkan perbaikan kualitas hidup masyarakat yang stabil, sekaligus 

menjadi dasar yang kuat untuk mendorong peningkatan daya saing daerah di 

tingkat yang lebih tinggi. 

Tabel II.2 

Indeks Pembangunan Manusia Nasional, Provinsi Jawa Tengah dan 

Kabupaten Demak Tahun 2020-2025 

Indeks Pembangunan Manusia 

 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Nasional 71,94 72,29 72,91 74,39 75,02 75,90  

Provinsi Jawa Tengah 71,87 72,16 72,79 73,39 73,87 74,77 

Kabupaten Demak 72,22 72,57 73,36 74,07 74,57 75,08 

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Demak, 2025 
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Grafik II.1 

Indeks Pembangunan Manusia Nasional Provinsi, Jawa Tengah, dan  

Kabupaten Demak dan Tahun 2020-2025 

 
Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Demak, 2025 

b. Persentase Penduduk Miskin 

Angka kemiskinan di Kabupaten Demak selama periode 2020–2025 

menunjukkan dinamika yang fluktuatif. Pada tahun 2020, tingkat kemiskinan 

tercatat sebesar 12,54% dan meningkat menjadi 12,92% pada tahun 2021. 

Memasuki tahun 2022, angka kemiskinan mulai mengalami penurunan secara 

bertahap menjadi 12,09%, kemudian kembali menurun menjadi 12,01% pada 

tahun 2023 dan 11,89% pada tahun 2024. Pada tahun 2025, angka kemiskinan 

tercatat sebesar 10,87%, menunjukkan penurunan yang cukup signifikan 

dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Meskipun demikian, permasalahan 

kemiskinan di Kabupaten Demak masih memerlukan perhatian dan 

penanganan yang berkelanjutan. 

Jika dibandingkan dengan Provinsi Jawa Tengah, tingkat kemiskinan 

Kabupaten Demak pada periode tersebut secara konsisten berada di atas rata-

rata provinsi. Pada tahun 2020, angka kemiskinan Provinsi Jawa Tengah 

tercatat sebesar 11,41% dan sempat meningkat menjadi 11,79% pada tahun 

2021, sebelum kemudian menurun hingga mencapai 9,39% pada tahun 2025. 

Meskipun terjadi penurunan baik di tingkat kabupaten maupun provinsi, 

kesenjangan antara Kabupaten Demak dan rata-rata provinsi masih terlihat 

hingga tahun 2025. 

Sementara itu, secara nasional, angka kemiskinan pada tahun 2020 

sebesar 10,19% dan mengalami penurunan secara bertahap hingga mencapai 

8,25% pada tahun 2025. Dibandingkan dengan capaian nasional, tingkat 
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kemiskinan Kabupaten Demak masih relatif lebih tinggi sepanjang periode 

2020–2025. 

Secara umum, meskipun Kabupaten Demak menunjukkan tren penurunan 

kemiskinan yang positif dalam beberapa tahun terakhir, laju penurunan tersebut 

masih perlu dioptimalkan agar dapat lebih mendekati rata-rata provinsi dan 

nasional. Oleh karena itu, penguatan kebijakan pengentasan kemiskinan dan 

pemberdayaan ekonomi masyarakat tetap menjadi prioritas dalam perencanaan 

pembangunan daerah. 

Tabel II.3 

Angka Kemiskinan Provinsi Jawa Tengah, Nasional, dan  

Kabupaten Demak Tahun 2020-2025 

Angka Kemiskinan 

 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Nasional 10,19 9,71 9,57 9,36  8,57 8,25 

Provinsi Jawa Tengah 11,41 11,79 10,93 10,77 10,47 9,39 

Kabupaten Demak 12,54 12,92 12,09 12,01 11,89 10,87 

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Demak, 2025 

Grafik II.2 

Tingkat Kemiskinan Provinsi Jawa Tengah, Nasional dan  

Kabupaten Demak Tahun 2020-2025 

 
Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Demak, 2025 

 

c. Tingkat Pengangguran Terbuka  

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kabupaten Demak selama 

periode 2020–2025 menunjukkan dinamika yang fluktuatif. Pada tahun 2020, 

angka pengangguran meningkat signifikan menjadi 7,31% sebagai dampak 

perlambatan aktivitas ekonomi. Pada tahun 2021, angka tersebut menurun 
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cukup tajam menjadi 5,28%, namun kembali mengalami kenaikan menjadi 

6,11% pada tahun 2022. Memasuki tahun 2023, tingkat pengangguran kembali 

menurun menjadi 5,38%, kemudian turun lebih lanjut menjadi 4,75% pada 

tahun 2024 dan 4,58% pada tahun 2025. Tren penurunan dalam dua tahun 

terakhir menunjukkan adanya perbaikan kondisi ketenagakerjaan serta 

meningkatnya penyerapan tenaga kerja di Kabupaten Demak. 

Apabila dibandingkan dengan Provinsi Jawa Tengah, tingkat 

pengangguran Kabupaten Demak pada tahun 2020 tercatat lebih tinggi 

dibandingkan provinsi, yaitu 7,31% berbanding 6,48%. Pada tahun 2021, 

Demak justru mencatat angka yang lebih rendah (5,28%) dibandingkan Jawa 

Tengah (5,95%). Namun pada tahun 2022 dan 2023, tingkat pengangguran 

Demak kembali sedikit lebih tinggi dibandingkan provinsi. Sejak tahun 2024 

hingga 2025, Kabupaten Demak berhasil mencatatkan angka pengangguran 

yang lebih rendah dibandingkan Jawa Tengah, yakni 4,75% berbanding 4,78% 

pada 2024 dan 4,58% berbanding 4,66% pada 2025. 

Sementara itu, jika dibandingkan dengan angka nasional, pola yang relatif 

serupa juga terlihat. Pada tahun 2020, tingkat pengangguran nasional sebesar 

7,07%, lebih rendah dibandingkan Demak. Pada tahun 2021, Demak mencatat 

angka yang lebih baik dibandingkan nasional (5,28% berbanding 6,49%). 

Namun pada tahun 2022 dan 2023, tingkat pengangguran Demak kembali 

berada sedikit di atas angka nasional. Pada tahun 2024 dan 2025, Kabupaten 

Demak kembali menunjukkan kinerja yang lebih baik dengan tingkat 

pengangguran masing-masing sebesar 4,75% dan 4,58%, lebih rendah 

dibandingkan angka nasional sebesar 4,91% dan 4,85%. 

Secara keseluruhan, perkembangan tingkat pengangguran di Kabupaten 

Demak selama periode 2020–2025 menunjukkan tren pemulihan yang cukup 

baik, terutama dalam dua tahun terakhir. Meskipun demikian, upaya 

peningkatan kualitas tenaga kerja, penguatan sektor usaha mikro, kecil, dan 

menengah, serta perluasan kesempatan kerja tetap perlu dilaksanakan secara 

berkelanjutan guna menjaga stabilitas dan memperkuat struktur 

ketenagakerjaan daerah. 

Tabel II.4 

Angka Pengangguran Provinsi Jawa Tengah, Nasional dan  

Kabupaten Demak Tahun 2020-2025 

Tingkat Pengangguran Terbuka 

 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Nasional 7,07 6,49 5,86 5,32 4,91 4,85 

Provinsi Jawa 

Tengah 

6,48 5,95 5,57 5,13 4,78 4,66 

Kabupaten Demak 7,31 5,28 6,11 5,38 4,75 4,58 

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Demak, 2025 
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Grafik II.3 

Angka Pengangguran Provinsi Jawa Tengah, Nasional dan  

Kabupaten Demak Tahun 2020-2025 

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Demak, 2025 

 

d. Pertumbuhan Ekonomi 

Selama periode 2020–2025, kinerja pertumbuhan ekonomi Kabupaten 

Demak memperlihatkan pola pemulihan yang bertahap hingga akhirnya 

mengalami akselerasi yang cukup kuat. Tahun 2020 menjadi titik terendah 

dengan pertumbuhan -0,23%. Kondisi ini kemudian berangsur membaik pada 

tahun 2021 dengan capaian 2,62%, yang menandai fase awal pemulihan 

ekonomi daerah. 

Pada tahun 2022, laju pertumbuhan meningkat signifikan menjadi 5,25%, 

menunjukkan bahwa aktivitas ekonomi telah kembali bergerak lebih normal. 

Meskipun pada tahun 2023 terjadi sedikit perlambatan menjadi 5,01%, stabilitas 

pertumbuhan tetap terjaga. Tren positif tersebut berlanjut pada tahun 2024 

dengan pertumbuhan sebesar 5,12%, dan mencapai puncaknya pada tahun 

2025 sebesar 6,99%. Kenaikan tajam pada tahun terakhir ini mengindikasikan 

adanya penguatan sektor-sektor produktif serta meningkatnya daya dorong 

ekonomi daerah. 

Dalam perspektif regional, jika dibandingkan dengan Jawa Tengah, 

pertumbuhan Kabupaten Demak pada periode awal pemulihan masih relatif 

sejalan meskipun sedikit berada di bawah capaian provinsi. Namun pada tahun 

2025, pertumbuhan Demak yang mencapai 6,99% melampaui Jawa Tengah 

yang sebesar 5,37%, menunjukkan kinerja yang lebih progresif pada level 

kabupaten. 

Sementara itu, pada tingkat nasional, pertumbuhan ekonomi berada pada 

kisaran 5% selama periode 2021–2025, dengan angka 5,11% pada tahun 2025. 

Dibandingkan dengan capaian tersebut, pertumbuhan Kabupaten Demak pada 
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tahun terakhir tercatat lebih tinggi, mencerminkan peningkatan daya saing 

ekonomi daerah. 

Secara umum, perkembangan ini menggambarkan bahwa perekonomian 

Kabupaten Demak tidak hanya berhasil pulih, tetapi juga mampu tumbuh lebih 

cepat pada akhir periode pengamatan. Konsistensi kebijakan pembangunan 

dan penguatan sektor unggulan menjadi faktor penting untuk menjaga 

keberlanjutan pertumbuhan tersebut di masa mendatang. 

Tabel II.5 

Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Demak Tahun 2020-2025 

Pertumbuhan Ekonomi 

  2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Kabupaten Demak -0,23 2,62 5,25 5,01 5,12 6,99 

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Demak, 2025 

Grafik II.4 

Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Demak Tahun 2020-2025 

 
Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Demak, 2025 

e. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Per Kapita Atas Dasar Harga 

Berlaku (ADHB) 

Salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu 

daerah dalam suatu periode tertentu adalah data Produk Domestik Regional 

Bruto (PDRB), baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga 

konstan. PDRB pada dasarnya merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan 

oleh seluruh unit usaha dalam suatu daerah tertentu, atau merupakan jumlah 

nilai barang dan jasa akhir (neto) yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi. 

PDRB ADHB dapat digunakan untuk melihat pergeseran dan struktur ekonomi. 

Nilai PDRB yang besar menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang 

besar, begitu juga sebaliknya. 
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PDRB Per Kapita ADHB selama periode 2020–2025 menunjukkan tren 

peningkatan secara nominal di tingkat nasional, provinsi, maupun Kabupaten 

Demak. PDRB ADHB menggambarkan rata-rata nilai tambah barang dan jasa 

yang dihasilkan oleh setiap penduduk dalam satu tahun, yang dinyatakan 

dalam juta rupiah per orang per tahun. 

Secara nasional, PDRB ADHB meningkat dari Rp57,15 juta pada tahun 

2020 menjadi Rp83,74 juta pada tahun 2025. Kenaikan ini menunjukkan 

adanya peningkatan rata-rata pendapatan nominal masyarakat sebagai hasil 

dari pertumbuhan aktivitas ekonomi nasional. 

Di tingkat Provinsi Jawa Tengah, PDRB ADHB juga mengalami 

peningkatan yang relatif konsisten, dari Rp36,96 juta pada tahun 2020 menjadi 

Rp50,82 juta pada tahun 2025. Hal ini mencerminkan perbaikan kapasitas 

ekonomi masyarakat di tingkat provinsi selama lima tahun terakhir. 

Sementara itu, PDRB per kapita Kabupaten Demak menunjukkan 

dinamika yang lebih fluktuatif. Pada tahun 2020 tercatat sebesar Rp26,54 juta 

per penduduk per tahun dan meningkat menjadi Rp27,65 juta pada tahun 2021. 

Namun pada tahun 2022 terjadi penurunan menjadi Rp24,64 juta, sebelum 

kembali meningkat pada tahun 2023 sebesar Rp26,62 juta. Tren positif 

berlanjut pada tahun 2024 sebesar Rp28,31 juta dan meningkat signifikan pada 

tahun 2025 menjadi Rp30,65 juta per kapita. 

Secara komparatif, meskipun nilai PDRB per kapita Kabupaten Demak 

masih berada di bawah rata-rata provinsi dan nasional, tren peningkatan dalam 

dua tahun terakhir menunjukkan adanya penguatan kapasitas ekonomi 

masyarakat. Peningkatan nilai ini mengindikasikan bertambahnya rata-rata nilai 

tambah yang dihasilkan per penduduk, yang pada akhirnya diharapkan 

berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat secara 

berkelanjutan. 

Tabel II.6 

PDRB Per Kapita ADHB Kabupaten Demak Tahun 2020-2025 

PDRB Per Kapita ADHB 

 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Nasional 57,15 62,25 71,04 74,96 78,61 83,74 

Provinsi Jawa 

Tengah 

36,96 38,56 41,93 45,16 47,97 50,82 

Kabupaten Demak 26,54 27,65 24,64 26,62 28,31 30,65 

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Demak, 2025 
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Grafik II.5 

Pendapatan Per Kapita Kabupaten Demak Tahun 2020-2025 

 

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Demak, 2025 

f. Ketimpangan Pendapatan (Gini Ratio) 

Indeks Gini adalah alat untuk mengukur seberapa merata atau timpang 

distribusi pendapatan di suatu wilayah. Rentang nilainya mulai dari 0 hingga 1. 

Jika nilainya 0, berarti ada pemerataan sempurna, di mana setiap orang 

mendapatkan jumlah pendapatan yang sama. Sebaliknya, jika mendekati 1, itu 

artinya ada kesenjangan yang sangat besar—pendapatan hanya berpusat pada 

segelintir orang, sementara sebagian besar lainnya memiliki pendapatan jauh 

lebih rendah. Indeks Gini dapat diklasifikasikan sebagai berikut: 

•  0,00 < G < 0,35 : pemerataan tinggi / ketimpangan rendah; 

• 0,35 < G < 0,50 : pemerataan / ketimpangan sedang; 

• G > 0,50  : pemerataan rendah / ketimpangan tinggi. 

Indeks ini dikembangkan oleh Corrado Gini, seorang ahli statistik dari 

Italia, dan sering digunakan untuk menganalisis ketimpangan ekonomi dalam 

suatu negara atau daerah. Cara menghitungnya didasarkan pada kurva Lorenz, 

yang membandingkan berapa persen total pendapatan yang dikuasai oleh 

berapa persen populasi. Semakin melengkung kurva Lorenz, semakin timpang 

distribusi pendapatan di suatu wilayah. 

Ketimpangan yang tinggi bisa membawa dampak negatif, seperti 

meningkatnya kesenjangan sosial, sulitnya akses pendidikan dan kesehatan 

bagi kelompok berpenghasilan rendah, serta berkurangnya kesempatan 

ekonomi bagi banyak orang. Sebaliknya, distribusi pendapatan yang lebih 

merata bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan dan 

mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih stabil. 
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Berdasarkan data Indeks Gini periode 2020–2025, tingkat ketimpangan 

pendapatan di Kabupaten Demak menunjukkan dinamika yang fluktuatif, 

dengan kecenderungan membaik pada akhir periode. Perlu ditegaskan bahwa 

semakin tinggi nilai Indeks Gini, semakin besar tingkat ketimpangan 

pendapatan, dan sebaliknya semakin rendah nilainya menunjukkan distribusi 

pendapatan yang semakin merata. 

Pada tahun 2020, Indeks Gini Kabupaten Demak tercatat sebesar 0,359 

dan meningkat menjadi 0,368 pada tahun 2021. Kenaikan ini menunjukkan 

terjadinya peningkatan ketimpangan pendapatan dan menempatkan Demak 

dalam kategori ketimpangan sedang. Namun demikian, pada tahun 2022 terjadi 

penurunan yang cukup signifikan menjadi 0,300, yang berarti terjadi perbaikan 

distribusi pendapatan dan masuk dalam kategori ketimpangan rendah. Tahun 

2023 dan 2024 kembali mengalami sedikit kenaikan menjadi masing-masing 

0,309 dan 0,314. Meskipun meningkat, kedua angka tersebut masih berada 

dalam kategori ketimpangan rendah. 

Pada tahun 2025, Indeks Gini Kabupaten Demak kembali menurun 

menjadi 0,277. Penurunan ini menunjukkan adanya perbaikan pemerataan 

pendapatan yang cukup signifikan dibandingkan tahun sebelumnya. 

Jika dibandingkan dengan Jawa Tengah dan tingkat nasional, ketimpangan 

di Kabupaten Demak relatif lebih rendah. Pada tahun 2024, Indeks Gini Jawa 

Tengah sebesar 0,364 dan nasional sebesar 0,381, yang keduanya berada 

dalam kategori ketimpangan sedang. Pada tahun 2025, Jawa Tengah tercatat 

0,350 dan nasional 0,363, sementara Kabupaten Demak berada pada angka 

0,277 yang termasuk kategori ketimpangan rendah. 

Secara keseluruhan, kondisi ini menunjukkan bahwa distribusi pendapatan 

di Kabupaten Demak relatif lebih merata dibandingkan rata-rata provinsi dan 

nasional. Meskipun sempat mengalami peningkatan ketimpangan pada awal 

periode, tren penurunan pada tahun-tahun terakhir mencerminkan adanya 

perbaikan dalam pemerataan pendapatan masyarakat. 

Tabel II.7 

Ketimpangan Pendapatan Kabupaten Demak Tahun 2020 – 2025 

Ketimpangan Pendapatan 

 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Kabupaten Demak –                               

Provinsi Jawa Tengah 

0,359 0,368 0,300 0,309 0,314 0,277 

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Demak Tahun 2025 
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Grafik II.6 

Distribusi Pendapatan Menurut Kriteria Bank Dunia di Kabupaten Demak 

Tahun 2020 – 2025     

 
Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Demak Tahun 2025 

2.2 CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN 

Capaian kinerja urusan pemerintahan merupakan gambaran dari 

keberhasilan daerah dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahan yang 

menjadi kewenangan daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan 

tentang pemerintahan daerah. Capaian kinerja urusan pemerintahan daerah 

memuat data/ informasi kinerja setiap urusan pemerintahan sesuai dengan 

indikator masing-masing urusan pemerintahan dan urusan penunjang. Capaian 

ini akan mengukur kinerja pemerintahan daerah berdasarkan indikator kinerja 

kunci dan indikator otda pada masing-masing pemerintahan yang menjadi 

kewenangan daerah. 

Indikator kinerja urusan pemerintahan sebagai tolok ukur keberhasilan 

penyelenggaraan pemerintahan daerah diukur melalui: 

a. Indikator Kinerja Kunci untuk Urusan Pemerintahan yang terdiri dari 3 (tiga) 

komponen: 

1) Urusan Wajib Pelayanan Dasar; 

2) Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar; dan 

3) Urusan Pilihan 

b. Indikator Kinerja Kunci untuk Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan. 

Berdasarkan Surat Direktur Jenderal Otonomi Daerah Nomor: 

100.2.7/989/OTDA tanggal 12 Februari 2026 Hal Penyampaian Pedoman 

Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Tahun 

2025, terdapat beberapa perubahan Indikator Kinerja Kunci pada Pemerintah 

Kabupaten/Kota menjadi 127 Indikator Kinerja Kunci dengan 51 di antaranya 

terdapat perubahan. 

Capaian masing-masing indikator kinerja kunci dan indikator otda secara 

rinci dapat dijelaskan sebagai berikut: 



 

 BAB II CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH 

 

LPPD KABUPATEN DEMAK TAHUN 2025         II-13 

 

Tabel II.8 

INDIKATOR KINERJA KUNCI OUTCOME DAN FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH 

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN 2025 

 

NO Urusan  
NO 
IKK 

IKK OUTCOME RUMUS SATUAN 

DATA LPPD 2025 

SUMBER DATA 
ELEMEN DATA CAPAIAN 

KINERJA 
  

  A. URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR 

1 Pendidikan 1.a.1 Persentase anak usia 5-6 
tahun yang 
berpartisipasi dalam 
PAUD 

Jumlah anak usia 5-6 tahun yang 
sudah tamat atau sedang belajar 
di satuan PAUD 

% 38.074 

88,25 % DINDIKBUD 
  Jumlah anak usia 5-6 tahun pada 

Kabupaten/kota yang 
bersangkutan 

  43.142 

  1.a.2 Persentase Anak Usia 7-
15 Tahun yang 
berpartisipasi dalam 
Pendidikan Dasar 

Jumlah anak usia 7-15 tahun yang 
sedang belajar di satuan 
pendidikan dasar 

% 
171.026 

90,70 % DINDIKBUD 
  Jumlah anak usia 7-15 tahun pada 

Kabupaten/Kota yang 
bersangkutan 

  188.558 

  1.a.3 Persentase Anak Usia 7-
18 Tahun yang 
berpartisipasi dalam 
Pendidikan Kesetaraan 

Jumlah anak usia 7-18 tahun yang 
belum menyelesaikan pendidikan 
dasar dan/ atau menengah yang 
berpartisipasi dalam pendidikan 
kesetaraan 

% 

4.744 

18,77 % DINDIKBUD 
  Jumlah anak usia 7-18 tahun yang 

belum menyelesaikan pendidikan 
dasar dan/atau menengah pada 
Kabupaten/Kota yang 
bersangkutan 

  25.270 

  1.a.4 Persentase Toilet Sekolah 

Dasar, Sekolah Menengah 

Pertama dalam Kondisi 

Baik 

Jumlah toilet SD dan SMP dalam 
kondisi baik 

% 
871 

44,01 % DINDIKBUD   Jumlah seluruh toilet   1.979 
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NO Urusan  
NO 
IKK 

IKK OUTCOME RUMUS SATUAN 

DATA LPPD 2025 

SUMBER DATA 
ELEMEN DATA CAPAIAN 

KINERJA 
  

    1.a.5 Persentase Ruang Kelas 

Sekolah Dasar, Sekolah 

Menengah Pertama dalam 

kondisi baik 

Jumlah ruang kelas SD dan SMP 
dalam kondisi baik 

% 

1.731 

37,18 

  

DINDIKBUD 

      Jumlah ruang kelas   4.656   

2 Kesehatan 1.b.1 Persentase kematian ibu Jumlah kematian Ibu Tahun N 
% 

9 0,06 

  DINKES 
      Jumlah Ibu melahirkan Tahun N   15.769 

    1.b.2 Prevalensi Stunting 

(Pendek dan Sangat 

Pendek) pada balita 

Jumlah balita umur 0-59 bulan 
dengan panjang badan atau tinggi 
badan kurang dari -2 standar 
deviasi pada suatu wilayah dan 
kurun waktu tertentu 

% 

1.695 

2,05 % DINKES 

    Jumlah balita umur 0-59 bulan 
yang diukur panjang badan atau 
tinggi badan pada suatu wilayah 
dan kurun waktu yang sama 

  82.504 

    1.b.3 Persentase pelayanan 
kesehatan Ibu hamil 
sesuai standar 

Jumlah  ibu  hamil  yang  
mendapatkan  pelayanan 
antenatal sesuai standar di 
wilayah kerja kabupaten/kota 
tersebut dalam kurun waktu satu 
tahun (nominator) 

% 

15.769 

100,00 % DINKES 

    Jumlah sasaran ibu bersalin di 
wilayah kabupaten/Kota tersebut 
dalam kurun waktu satu tahun 
yang sama 

  15.769 
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NO Urusan  
NO 
IKK 

IKK OUTCOME RUMUS SATUAN 

DATA LPPD 2025 

SUMBER DATA 
ELEMEN DATA CAPAIAN 

KINERJA 
  

    1.b.4 Persentase pelayanan 
kesehatan ibu bersalin 
sesuai standar 

Jumlah ibu bersalin yang 
mendapatkan pelayanan 
persalinan sesuai standar di 
fasilitas pelayanan kesehatan di 
wilayah kab/kota dalam kurun 
waktu satu tahun 

% 

15.769 

100,00 % DINKES 

    Jumlah sasaran ibu bersalin di 
wilayah kabupaten/Kota tersebut 
dalam kurun waktu satu tahun 
yang sama 

  15.769 

    1.b.5 Persentase pelayanan 
kesehatan bayi baru 
lahir sesuai standar 

Jumlah bayi baru lahir usia 0-28 
hari yang mendapatkan 
pelayanan kesehatan bayi baru 
lahir sesuai dengan standar 
dalam kurun waktu satu tahun 

% 

15.745 

100,00 % DINKES 

    Jumlah sasaran bayi baru lahir di 
wilayah kerja Kabupaten/Kota 
tersebut dalam kurun waktu satu 
tahun yang sama 

  15.745 

    1.b.6 Persentase  pelayanan 
kesehatan balita sesuai 
standar 

Jumlah     balita     usia 12-23 
bulan yang mendapat pelayanan 
kesehatan sesuai standar 1 + 
jumlah balita usia 24-35 bulan 
mendapatkan pelayanan 
kesehatan sesuai standar 2 + 
balita usia 36-59 bulan 
mendapatkan pelayanan sesuai 
standar 3 

% 

79.423 

100,00 % DINKES 

    Jumlah balita usia 12-59 bulan  di 
wilayah kerja Kabupaten/Kota 
tersebut pada kurun waktu satu 
tahun yang sama 

  79.423 
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NO Urusan  
NO 
IKK 

IKK OUTCOME RUMUS SATUAN 

DATA LPPD 2025 

SUMBER DATA 
ELEMEN DATA CAPAIAN 

KINERJA 
  

    1.b.7 Persentase pelayanan 
kesehatan pada usia 
pendidikan dasar sesuai 
standar 

Jumlah    anak    usia    pendidikan    
dasar    yang mendapatkan 
pelayanan kesehatan sesuai 
standar yang ada di wilayah kerja 
kab/kota dalam kurun waktu satu 
tahun ajaran 

% 

179.921 

100,00 % DINKES 
    Jumlah semua anak usia 

pendidikan dasar yang ada di 
wilayah kerja Kabupaten/Kota 
tersebut dalam kurun waktu satu 
tahun ajaran yang sama 

  179.921 

    1.b.8 Persentase pelayanan 
kesehatan pada usia 
produktif sesuai standar 

Jumlah orang usia 15-59 tahun di 
kab/kota yang mendapatkan 
layanan kesehatan produktif 
sesuai standar dalam kurun 
waktu satu tahun 

% 

822.231 

100,00 % DINKES 

    Jumlah orang usia 15-59 tahun di 
Kabupaten/Kota dalam kurun 
waktu satu tahun 

  822.231 

    1.b.9 Persentase warga 
negara usia 60 tahun ke 
atas mendapatkan 
pelayanan kesehatan 
sesuai standar 

Jumlah    warga    negara    usia    
60    tahun  atau lebih yang 
mendapat pelayanan kesehatan 
sesuai standar minimal 1 kali di 
suatu wilayah kerja kab/kota 
dalam kurun waktu satu tahun 

% 

135.238 

100,00 % DINKES 

    Jumlah semua warga negara 
berusia 60 tahun atau lebih yang 
ada di suatu wilatah kerja 
kab/kota dalam kurun waktu satu 
tahun yang sama 

  135.238 
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NO Urusan  
NO 
IKK 

IKK OUTCOME RUMUS SATUAN 

DATA LPPD 2025 

SUMBER DATA 
ELEMEN DATA CAPAIAN 

KINERJA 
  

    1.b.10 Persentase pelayanan 
kesehatan penderita 
hipertensi sesuai 
standar 

Jumlah   penderita   hipertensi  
usia ≥ 15 tahun di wilayah kerja 
kab/kota yang   mendapatkan 
pelayanan kesehatan sesuai 
standar dalam kurun waktu satu 
tahun 

% 

309.414 

100,00 % DINKES     Jumlah estimasi   penderita   
hipertensi  usia ≥ 15 tahun yang 
berada di wilayah kerjanya 
berdasarkan angka prevalensi 
kab/kota dalam kurun waktu satu 
tahun yang sama 

  309.414 

    1.b.11 Persentase pelayanan 
kesehatan penderita 
Diabetes Melitus (DM) 
sesuai standar 

Jumlah     penderita  DM  usia ≥ 15 
tahun di wilayah kerja kab/kota 
yang   mendapatkan pelayanan 
kesehatan sesuai standar dalam 
kurun waktu satu tahun 

% 

19.079 

100,00 % DINKES     Jumlah estimasi   penderita   DM 
usia ≥ 15 tahun yang berada di 
wilayah kerjanya berdasarkan 
angka prevalensi kab/kota dalam 
kurun waktu satu tahun yang 
sama 

  19.079 

    1.b.12 Persentase ODGJ berat 
yang mendapatkan 
pelayanan kesehatan 
jiwa sesuai standar 

Jumlah ODGJ berat si wilayah 
kerja kab/kota  yang    
mendapatkan pelayanan 
kesehatan sesuai standar dalam 
kurun waktu satu tahun 

% 

3.015 

100,00 % DINKES 
    Jumlah ODGJ berdasarkan 

proyeksi di wilayah 
Kabupaten/Kota dalam kurun 
waktu satu tahun yang sama 

  3.015 
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NO Urusan  
NO 
IKK 

IKK OUTCOME RUMUS SATUAN 

DATA LPPD 2025 

SUMBER DATA 
ELEMEN DATA CAPAIAN 

KINERJA 
  

    1.b.13 Persentase pelayanan 
kesehatan orang terduga 
TBC sesuai standar 

Jumlah     orang terduga     TBC     
yang   dilakukan pemeriksaan 
penunjang dalam kurun waktu 
satu tahun 

% 

19.749 

100,00 % DINKES 
    Jumlah perkiraan orang yang 

terduga TBC dalam kurun waktu 
satu tahun yang sama 

  19.749 

    1.b.14 Persentase pelayanan 
kesehatan orang dengan 
resiko terinfeksi virus 
yang melemahkan daya 
tahan tubuh manusia 
(HIV) sesuai standar 

Jumlah  orang  dengan  resiko  
terinfeksi  HIV (Ibu hamil, Pasien 
IMS, Pasien TBC, WPS, LSL, 
Penasun, WBP, dan 
Transgender/waria) yang 
mendapatkan  pelayanan sesuai 
standar dalam kurun waktu satu 
tahun 

% 

24.160 

100,00 % DINKES 

    Jumlah  orang  dengan  resiko  
terinfeksi  HIV (Ibu hamil, Pasien 
IMS, Pasien TBC, WPS, LSL, 
Penasun, WBP, dan 
Transgender/waria) di kab/kota 
dalam kurun waktu satu tahun 

  24.160 

3 Pekerjaan Umum 
dan Penataan Ruang 

1.c.1 Persentase kondisi 
daerah irigasi yang 
menjadi kewenangan 
kab/kota 

Luas daerah irigasi kewenangan 
Kabupaten/Kota dalam kondisi 
baik % 

1.627 

100,00 % DINPUTARU 

    Luas daerah irigasi kewenangan 
Kabupaten/Kota 

  1.627 

    1.c.2 Persentase Kemantapan 
Jalan Kab/Kota 

Panjang jalan kewenangan 
Kabupaten/Kota (km) (panjang 
jalan kondisi baik + panjang jalan 
kondisi sedang) 

% 

750,070 

82,46 % DINPUTARU 
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NO Urusan  
NO 
IKK 

IKK OUTCOME RUMUS SATUAN 

DATA LPPD 2025 

SUMBER DATA 
ELEMEN DATA CAPAIAN 

KINERJA 
  

    Panjang jalan keseluruhan di 
wilayah Kabupaten/Kota 

  909,58 

    1.c.3 Persentase peningkatan 
jumlah penduduk yang 
mendapatkan akses 
terhadap air minum 
melalui SPAM jaringan 
perpipaan dan bukan 
jaringan perpipaan 
Terlindungi terhadap 
jumlah penduduk di 
Kabupaten/kota 

Jumlah  penduduk  yang 
mendapatkan   akses   terhadap   
air   minum melalui  SPAM   
jaringan   perpipaan   dan   bukan 
jaringan   perpipaan   terlindungi  
di  dalam   sebuah 
Kabupaten/Kota pada tahun N 

% 1.080.139 

85,27 % DINPUTARU 

    Jumlah  total  penduduk 
Kabupaten/Kota 

  
1.266.666 

    1.c.4 Persentase jumlah 
rumah yang 
memperoleh layanan 
pengolahan air limbah 
domestik 

Jumlah  rumah  yang  memiliki  
akses  pengolahan berupa   
cubluk   +   jumlah rumah   yang   
lumpur tinjanya  telah  diolah  di  
PLT+   jumlah  rumah  yang 
memiliki   sambungan   rumah   
dan   air   limbahnya diolah di 
IPALD 

% 

318.782 

100,00 % DINPUTARU 

    Jumlah rumah di Kabupaten/Kota   318.782 

    1.c.5 Persentase luas 
kawasan pemukiman 
rawan banjir yang 
terlindungi oleh 
infrastruktur 
pengendalian dan 
mitigasi banjir 

Luas kawasan pemukiman rawan 
banjir yang terlindungi oleh  
infrastruktur pengendalian dan 
mitigasi banjir (Ha) 

% 

0 

0,00 % DINPUTARU     Luas kawasan pemukiman 
rawan yang telah ditentukan 
dalam dokumen perencanaan 
daerah dengan 
mempertimbangkan kajian risiko 
bencana banjir (Ha) 

  

1 
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    1.c.6 Persentase peningkatan 
perlindungan kawasan 
permukiman sepanjang 
pantai kewenangan 
kabupaten/kota 

Luas   kawasan  sepanjang   
pantai yang rawan   abrasi dan 
banjir rob  yang  terlindungi   oleh 
infrastruktur pengaman    pantai   
Kewenangan Kabupaten/Kota 
(ha) % 

0 

0,00 % DINPUTARU 
    Luas kawasan  sepanjang 

pantai rawan abrasi dan banjir 
rob 
kewenangan Kabupaten/Kota 
(m) 

1 

    1.c.7 Persentase Kepatuhan 
Persetujuan Bangunan 
Gedung Kab/Kota 

Jumlah pemanfaatan persetujuan 
bangunan gedung  yang sesuai 
peruntukannya 

% 

265 

100,00 % DINPMPTSP 

    Jumlah  persetujuan bangunan 
gedung  yang berlaku   

265 

    1.c.8 Persentase Persetujuan 

Bangunan Gedung untuk 

Masyarakat 

Berpenghasilan Rendah 

Jumlah pembebasan retribusi 
persetujuan bangunan gedung 
untuk MBR yang diterbitkan 

% 

1 

100,00 % DINPMPTSP       Jumlah permohonan persetujuan 
bangunan gedung untuk MBR 
yang telah ditetapkan oleh Kepala 
Daerah atau pejabat yang 
ditunjuk 

  1 

    1.c.9 Persentase tenaga 
operator/teknisi/analisi
s yang memiliki 
sertifikat kompetensi 

Jumlah tenaga kerja konstruksi 
yang terlatih dan terlibat dalam 
kegiatan konstruksi Pemerintah 
kabupaten/kota yang dibuktikan 
dengan sertifikat pelatihan 
operator dan teknis/analis 

% 209 

57,576 % DINPUTARU 
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    Jumlah kebutuhan tenaga kerja 
operator dan teknis/analis yang 
terlibat dalam kegiatan kontruksi 
di wilayah Kabupaten/Kota 

  363 

    1.c.10 Persentase Penilaian 
pelaksanaan kesesuaian 
kegiatan pemanfaatan 
ruang berdasarkan 
kesesuaian kegiatan 
pemanfaatan ruang yang 
sudah diterbitkan di 
kab/kota 

Jumlah kesesuaian kegiatan 
pemanfaatan ruang yang sudah 
dinilai pelaksanaannya dalam 
waktu 1 (satu) tahun 

% 178 

100,00 % DINPMPTSP 
    Jumlah kesesuaian kegiatan 

pemanfaatan ruang yang sudah 
diterbitkan dalam waktu 1 (satu) 
tahun 

  178 

4 Perumahan Rakyat 
dan Kawasan 
Permukiman 

1.d.1 Persentase Warga 
negara Korban Bencana 
Kabupaten/Kota yang 
memperoleh Rumah 
Layak Huni 

Jumlah warga negara korban 
bencana kabupaten/kota yang 
mendapatkan layanan 
penyediaan rumah layak huni dan 
rehabilitasi rumah pada tahun N 

% 

197 

100,00 % DINPERKIM 

    Jumlah  total  rencana warga 
negara korban  bencana 
kabupaten/kota  yang akan 
ditangani pada tahun n 

  197 

    1.d.2 Persentase luas 
kawasan permukiman 
kumuh dibawah 10 ha 
yang ditangani 

Luas   kawasan  permukiman 
kumuh   dibawah 10 ha yang 
ditangani (ha) tahun N 

% 

0 

0,00 % DINPERKIM 
    Luas kawasan permukiman 

kumuh dibawah 10 ha pada tahun 
N 

  1 

    1.d.3 Persentase Rumah 
Tidak Layak Huni yang 
tertangani 

Jumlah rumah tidak layak huni 
yang tertangani pada tahun N % 

1.410 

100,00 % DINPERKIM 
    Jumlah  rumah tidak layak huni 

pada tahun N 
  1.410 
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    1.d.4 Persentase  perumahan 
yang sudah dilengkapi 
Prasarana, Sarana, dan 
Utilitas Umum 

Realisasi Jumlah  perumahan    
yang    dilaksanakan 
penyelenggaraan Prasarana, 
Sarana, dan Utilitas Umum di 
tahun N 

% 

27 

100,00 % DINPERKIM 
    Target jumlah perumahan yang 

dilaksanakan penyelenggaraan 
Prasarana, Sarana, dan Utilitas 
Umum di tahun N 

  27 

5 Ketentraman, 
Ketertiban Umum 
dan Perlindungan 
Masyarakat 

1.e.1 Persentase dokumen 
kebencanaan yang telah 
ditetapkan dan masih 
berlaku 

Jumlah dokumen kebencanaan 
yang telah ditetapkan dan masih 
berlaku pada tahun N 

% 

3 

100,00 % BPBD   Jumlah dokumen kebencanaan 
Kajian Resiko Bencana (KRB), 
Rencana Penanggulangan 
Bencana (RPB), dan Rencana 
Kontijensi (Rekon) = 3 

  3 

  1.e.2 Persentase 
penyelenggaraan 
ketertiban umum dan 
ketenteraman 
masyarakat yang 
dilaksanakan oleh 
Satuan Polisi Pamong 
Praja 

Jumlah pengaduan pelanggaran 
trantibum yang ditangani % 

35 

100,00 % SATPOL PP 

  Jumlah pengaduan pelanggaran 
trantibum yang dilaporkan 

  35 

    1.e.3 Persentase Perda dan 
Perkada  yang 
ditegakkan 

Jumlah keseluruhan Perda dan 
Perkada yang memuat sanksi 
yang ditegakkan 

% 6 

24,00 % SATPOL PP 

    Jumlah keseluruhan Perda dan 
Perkada yang memuat sanksi 

  25 
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    1.e.4 Persentase  warga 
negara yang 
memperoleh layanan 
pencegahan dan 
kesiapsiagaan terhadap 
bencana 

Jumlah Warga Negara dan 
aparatur yang mendapatkan 
pelayanan pencegahan dan 
kesiapsiagaan terhadap bencana 

% 222.011 100,00 

% BPBD 
      Jumlah warga negara yang tinggal  

di kawasan rawan bencana 
berdasarkan target yang telah 
ditetapkan 

  222.011 

    1.e.5 Persentase Jumlah 
warga negara yang 
mendapatkan pelayanan 
penyelamatan dan 
evakuasi korban 
bencana 

Jumlah warga negara yang 
mendapatkan pelayanan 
penyelamatan dan evakuasi 
korban bencana  

% 84.510 100,00 

% BPBD 

    Jumlah Warga Negara yang 
menjadi Korban Bencana 

  84.510 

    1.e.6 Persentase pelayanan 
penyelamatan dan 
evakuasi korban 
kebakaran 

Jumlah layanan penyelamatan 
dan evakuasi korban  kebakaran 
di kabupaten/kota 
dalam tingkat waktu tanggap 

% 

96 

100,00 % SATPOL PP 

    Total kejadian kebakaran di 
Kabupaten/Kota 

  96 

6 Sosial 1.f.1 Persentase penyandang 
disabilitas terlantar 
yang terpenuhi 
kebutuhan dasarnya di 
luar panti 

Jumlah   penyandang disabilitas 
terlantar di luar panti yang 
terpenuhi kebutuhan dasarnya % 

840 

100,00 % DINSOSP2PA 
      Populasi   penyandang   

disabilitas   terlantar di daerah 
kabupaten/kota yang 
membutuhkan rehabilitasi sosial 
dasar di luar panti 

  840 
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    1.f.2 Persentase Anak 
terlantar yang terpenuhi 
kebutuhan dasarnya di 
luar panti 

Jumlah   anak terlantar di luar 
panti yang terpenuhi kebutuhan 
dasarnya 

% 

543 

100,00 % DINSOSP2PA     Populasi   anak terlantar di 
daerah kabupaten/kota yang 
membutuhkan rehabilitasi sosial 
dasar di luar panti sesuai hasil 
asesmen 

  

543 

    1.f.3 Persentase lanjut usia 
terlantar yang terpenuhi 
kebutuhan dasarnya di 
luar panti 

Jumlah lanjut usia terlantar di 
luar panti yang terpenuhi 
kebutuhan dasarnya 

% 

863 

100,00 % DINSOSP2PA 
    Populasi   lanjut usia terlantar di 

daerah kabupaten/kota yang 
membutuhkan rehabilitasi sosial 
dasar di luar panti sesuai hasil 
asesmen 

  

863 

    1.f.4 Persentase gelandangan 
dan pengemis yang 
terpenuhi kebutuhan 
dasarnya di luar panti 

Jumlah gelandangan dan 
pengemis di luar panti yang 
terpenuhi kebutuhan dasarnya 

% 

304 

100,00 % DINSOSP2PA 
    Populasi   gelandangan dan 

pengemis di daerah 
kabupaten/kota yang 
membutuhkan rehabilitasi sosial 
dasar di luar panti sesuai hasil 
asesmen 

  

304 

    1.f.5 Persentase korban 
bencana alam, sosial, 
dan/atau non alam yang 

Jumlah  korban  bencana  alam, 
sosial, dan non alam yang 
terpenuhi  kebutuhan  dasarnya 

% 

26.775 

100,00 % DINSOSP2PA 
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    terpenuhi kebutuhan 
dasarnya pada saat dan 
setelah tanggap darurat 
bencana daerah 
Kabupaten/Kota 

Populasi korban bencana alam, 
sosial dan non alam yang 
membutuhkan perlindungan dan 
jaminan sosial pada saat dan 
setelah tanggap darurat bencana 
kabupaten/kota 

  26.775 

    1.f.6 Persentase Penerima 

Manfaat Yang Terpenuhi 

Kebutuhan Dasar 

Jumlah Penerima Manfaat yang 
Terpenuhi Kebutuhan Dasar % 

691,992 

97,05 % DINSOSP2PA 

    Populasi masyarakat miskin, fakir 
miskin dan kelompok rentan yang 
membutuhkan pemenuhan 
kebutuhan dasar cakupan daerah 
kabupaten/kota 

  713.054 

7 Tenaga Kerja 2.a.1 Persentase kegiatan 
yang dilaksanakan yang 
mengacu ke rencana 
tenaga kerja 

Jumlah  kegiatan  keseluruhan  
yang  dilaksanakan yang mengacu 
ke RTKD 

% 

9 

75,00 % DINNAKERIND 
    Jumlah kegiatan keseluruhan 

yang direncanakan di 
Kabupaten/Kota 

  
12 

    2.a.2 Persentase Perusahaan 
yang menerapkan 
tata kelola kerja yang 
layak (PP/PKB, LKS 
Bipartit, Struktur Skala 
Upah, dan terdaftar 
peserta BPJS 
Ketenagakerjaan) 

Jumlah  Perusahaan  yang  
menerapkan  tata kelola kerja 
yang layak 

% 

457 

95,01 

% 

DINNAKERIND 

    Jumlah Perusahaan 

  

481 
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    2.a.3 Persentase Pekerja 
Bukan Penerima Upah 
dan Atau Pekerja Rentan 
Yang Mendapatkan 
Perlindungan Jaminan 
Sosial Ketenagakerjaan 

Jumlah pekerja bukan penerima 
upah dan atau pekerja rentan 
yang mendapatkan perlindungan 
jaminan sosial ketenagakerjaan 
yang berasal dari Anggaran 
Pendapatan dan Belanja  Daerah 
Kabupaten/Kota 

% 

23.423 

100,00 

% 

DINNAKERIND 
+ DINSOS P2PA 

    Jumlah target pekerja bukan 
penerimaupah dan atau pekerja 
rentan yangmendapatkan 
perlindungan jaminan sosial 
ketenagakerjaan yang telah 
ditetapkan oleh pemerintah 
daerah Kabupaten/Kota 

  

23.423 

  

8 Pemberdayaan 
Perempuan dan 
Perlindungan Anak 

2.b.1 Persentase Anak Korban 
kekerasan yang  
mendapatkan Layanan 
Komprehensif 

Jumlah anak memerlukan 
perlindungan 
khusus yang mendapatkan 
layanan 
komprehensif 

% 

63 

100,00 % DINSOS P2PA 

  Jumlah anak yang memerlukan 
perlindungan khusus (penduduk 
usia kurang dari 18 tahun) 

  

63 

  2.b.2 Persentase Perempuan 
Korban Kekerasan dan 
Tindak Pidana 
Perdagangan Orang 
yang Mendapatkan 
Layanan Komprehensif 

Jumlah perempuan korban 
kekerasan dan Tindak Pidana 
Perdagangan Orang yang 
mendapatkan layanan 
komprehensif 

% 

75 

100,00 % DINSOS P2PA 
    Jumlah perempuan korban 

kekerasan dan Tindak Pidana 
Perdagangan Orang   

75 
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9 Pangan 2.c Persentase Jumlah 
Cadangan Pangan 
Pemerintah Kab/Kota 

Jumlah cadangan pangan  
pemerintah kabupaten/kota 

% 36,645 

24,00 % 
DINPERTAN 

PANGAN     Target jumlah cadangan pangan 

  

152,69 

10 Pertanahan 2.d.1 Persentase 
ditetapkannya Hak Atas 
Tanah Untuk 
Penguasaan dalam 
pengelolaan pemerintah 
daerah 

Luas tanah yang telah 
bersertifikat 
dalam penguasaan pemerintah 
daerah 

% 
                       

12.209.364,21  

99,82 % BPKPAD 
    Luas seluruh tanah yang masuk 

dalam aset pemerintah daerah   
                       

12.231.795,00  

    2.d.2 Persentase Kesesuaian 
Pemanfaatan Ruang 
dengan Rencana Tata 
Ruang Wilayah 

Luas Rencana Pola Ruang yang 
telah terwujud pada Kondisi 
Eksisting 

% 877.596.400,00 

88,17 % DINPUTARU 

    Luas Rencana Pola Ruang dalam 
Rencana Tata Ruang Wilayah   

995.320.000,00 

    2.d.3 Persentase Rencana 
Detail Tata Ruang yang 
sudah dilegalkan 

Jumlah Rencana Detail Tata 
Ruang 
yang Sudah Legal 

% 4,00 

28,57 % DINPUTARU     Jumlah Rencana Detail Tata 
Ruang 
yang Diamanatkan Dalam 
Rencana 
Tata Ruang Wilayah 

  

14,00 
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11 Lingkungan Hidup 2.e.1 Persentase Ketaatan 
penanggung jawab 
usaha dan/atau kegiatan  
terhadap izin 
lingkungan, izin PPLH 
dan PUU LH yang 
diterbitkan oleh 
Pemerintah Daerah 
Kab/Kota 

Jumlah penanggung jawab 
usahadan/atau kegiatan yang taat 
terhadapizin lingkungan, izin 
Perlindungan danPengelolaan 
Lingkungan Hidup dan peraturan 
perundang-undangan dibidang 
perlindungan dan 
pengelolaanlingkungan hidup 
yang diterbitkan oleh pemerintah 
kabupaten/kota 

% 

23 

100,00   DIN LH 

    Jumlah target tahunan 
penanggung 
jawab usaha dan/atau kegiatan 
yang dilakukan pengawasan 
secara 
langsung 

  

23 
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    2.e.2 Persentase Jumlah 
Sampah yang Tertangani 

Jumlah sampah yang diangkut, 
pemilahan dan pengolahan 
sampah di instalasi pengolahan 
sampah Tempat Pengolahan 
Sampah Reduce, Reuse, Recycle, 
Pusat Daur Ulang, Tempat 
Pengolahan Sampah Terpadu, 
Stasiun Peralihan Antara, 
Pembangkit Listrik 
Energi Sampah/ Pembangkit 
Listrik 
Tenaga Sampah, Refuse Derived 
Fuel, pusat pengomposan, 
biodigester, Bank sampah dan 
fasilitas lainnya sesuai dengan 
peraturan perundangan dan 
pemrosesan akhir sampah di 
Tempat 
Pemrosesan Akhir/ Tempat 
Pengolahan Sampah Terpadu 
kabupaten/kota atau 
Tempat Pemrosesan Akhir/ 
Tempat 
Pengolahan Sampah Terpadu 
Regional di 
wilayah kabupaten/kota 

% 

173.682,628 

75,22 

    Jumlah seluruh timbulan sampah 
di 
wilayah kabupaten/kota 

  
230.903,289 

12 Administrasi 
Kependudukan dan 
Catatan Sipil 

2.f.1 Persentase Akta 
Kelahiran yang 
Diterbitkan 

Akta kelahiran yang diterbitkan % 355.603,00 

99,02 % DINDUKCAPIL 
Jumlah anak usia 0 – 17 tahun   359.130,00 
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    2.f.2 Persentase Kepemilikan 
Kartu Identitas Anak 
(KIA) 

Jumlah Anak yang Memiliki KIA % 239.073,00 

70,54 % DINDUKCAPIL 
    Jumlah anak wajib KIA   338.929,00 

    2.f.3 Jumlah Data Profil 
Kependudukan yang 
Disusun dan 
Dipublikasikan 

Jumlah Data profil Kependudukan 
yang disusun dan dipublikasikan 

% 2,00 

100,00 % DINDUKCAPIL 
    2 (Dua) Dokumen   2,00 

    2.f.4 Presentase Kepemilikan 
Kartu Tanda Penduduk 
(KTP) Elektronik 

Jumlah penduduk berumur 17 
tahun ke atas yang memiliki kartu 
tanda 
penduduk elektronik 

% 911.811 

98,59 % DINDUKCAPIL 

    Jumlah Penduduk 17 tahun ke 
atas 

  924.891 

    2.f.5 Persentase Akta Kematian 

yang Diterbitkan Bagi 

yang Melaporkan 

Akta kematian yang diterbitkan % 12.589 

100,00 % DINDUKCAPIL 

    Jumlah penduduk yang 
mengalami 
peristiwa kependudukan 
(kematian) yang tercatat dan 
melaporkan 

  12.589 

2.f.6 Persentase Akta 

Perkawinan yang 

Diterbitkan Bagi yang 

Melaporkan 

Akta perkawinan yang 
diterbitkan 

% 28 

100,00 % DINDUKCAPIL 
Jumlah penduduk yang 
mengalami 
peristiwa kependudukan 
(perkawinan) yang tercatat dan 
melaporkan 

  28 

2.f.7 Persentase Akta Akta perceraian yang diterbitkan % 8 100,00 % DINDUKCAPIL 
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  Perceraian yang 

Diterbitkan Bagi yang 

Melaporkan 

Jumlah penduduk yang 
mengalami 
peristiwa kependudukan 
(perceraian) yang tercatat dan 
melaporkan 

  8 

13 Pemberdayaan 
Masyarakat dan 
Desa 

2.g.1 Persentase pengentasan 
desa tertinggal 

Jumlah desa tertinggal yang 
memenuhi kriteria desa 
berkembang per tahun 
berdasarkan Indeks 
Desa per tahun  

% 0 

0,00 % 
DINPERMADES 

P2KB 

    Jumlah desa tertinggal (per awal 
tahun -n) 

  3 

    2.g.2 Persentase peningkatan 
status desa mandiri 

Jumlah desa berkembang yang 
memenuhi kriteria desa maju dan 
mandiri per  tahun berdasarkan  
Indeks  Desa per tahun 

% 11 

15,94 % 
DINPERMADES 

P2KB 
    Jumlah desa berkembang (per 

awal tahun -n) 
  69 

    2.g.3 Persentase Fasilitasi Kerja 

Sama Desa 
Jumlah kerja sama desa yang 
telah 
ditetapkan dan berlaku 

% 19 

100,00 % 
DINPERMADES 

P2KB     Jumlah kerja sama desa yang 
ditangani 

  19 

14 Pengendalian 
Penduduk dan 

Keluarga Berencana 

2.h.1 Angka Kelahiran Total 
(Total Fertility 
Rate/TFR) Per Wanita 
Usia Subur 
Usia 15-49 Tahun 

Total Fertility Rate/TFR 
Kab/Kota 

% 2,02 

98,49 % 
DINPERMADES 

P2KB     Target Fertility Rate/TFR 
Kab/Kota 
yang ditetapkan oleh pemerintah 
pusat terhadap Kab/Kota yang 
bersangkutan 

  2,05 



 

 BAB II CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH 

 

LPPD KABUPATEN DEMAK TAHUN 2025         II-32 

 

NO Urusan  
NO 
IKK 

IKK OUTCOME RUMUS SATUAN 

DATA LPPD 2025 

SUMBER DATA 
ELEMEN DATA CAPAIAN 

KINERJA 
  

    2.h.2 Angka Prevalensi 
Kontrasepsi 
modern/Modern 
Contraceptive 
Prevalence 
Rate (mCPR) 

Total peserta KB Aktif Modern % 168.316,00 

73,83 % 
DINPERMADES 

P2KB 
    Total Pasangan Usia Subur Usia 

15-49 Tahun 
  227.963,00 

    2.h.3 Persentase kebutuhan 
ber-KB yang tidak 
terpenuhi (unmet need) 

Persentase kebutuhan ber-
Keluarga 
Berencana yang tidak terpenuhi 
(unmet need) kab/kota 

% 6,06 

68,06 % 
DINPERMADES 

P2KB 
      Target persentase kebutuhan ber- 

Keluarga Berencana yang tidak 
terpenuhi (unmet need) kab/kota 
yang ditetapkan oleh pemerintah 
pusat untuk provinsi yang 
bersangkutan 

  8,90 

15 Perhubungan 2.i.1 Konektivitas 
Kabupaten/Kota 

KTDaerah = (KTD x WTD) + (KTL 
x WTL) 

Rasio (0 s.d. 
1) 

0,60 0,60 

  

DIN HUB 

2.i.2 Volume/Capacity Ratio 
Di Jalan 
Kabupaten/Kota 

V/C ratio di jalan kabupaten/kota   
Rasio Volume 

0,24 0,24 
  

    2.i.3 Persentase Perusahaan 
Angkutan Umum yang 
Tersertifikasi Sistem 
Manajemen 
Keselamatan 

Jumlah perusahaan angkutan 
umum 
yang tersertifikasi sistem 
manajemen 
keselamatan 

% 12 

41,38 

  

DIN HUB 

    Jumlah perusahaan angkutan umum 

yang terdata   
29 

  

16 Komunikasi dan 
Informatika 

2.j.1 Persentase Perangkat 
Daerah yang terhubung 
dengan akses internet 
yang disediakan oleh 

Jumlah Perangkat Daerah dan 
atau unit pelaksana daerah yang 
terhubung 
dengan akses internet yang 

% 41 

100,00 % DINKOMINFO 
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Dinas Komunikasi dan 
Informatika 

disediakan oleh dinas Kominfo 

    Jumlah Perangkat Daerah dan 
atau unit pelaksana daerah 

  41 

    2.j.2 Persentase Layanan 
Publik yang 
diselenggarakan secara 
online dan terintegrasi 

Jumlah   Layanan   Publik   yang   
diselenggarakan secara online 
dan terintegrasi 

% 35 

70,00 % DINKOMINFO 

    Jumlah Layanan Publik   50 

    2.j.3 Persentase masyarakat 
yang menjadi sasaran 
penyebaran informasi 
publik, mengetahui 
kebijakan dan program 
prioritas pemerintah 
dan pemerintah daerah 
kabupaten/kota 

Jumlah masyarakat yang menjadi 
sasaran penyebaran informasi 
publik 
mengetahui kebijakan dan 
program 
prioritas Pemerintah dan 
Pemerintah  
Daerah lainnya 

% 1.123.692,0 

88,71 
% 

DINKOMINFO 

    Jumlah penduduk    1.266.666,0   

17 Koperasi dan UKM 2.k.1 Mengukur Pertumbuhan 
Volume Usaha Koperasi 

Σ Volume usaha koperasi tahun 
berjalan - 
ΣVolume usaha koperasi tahun 
sebelumnya 

% 181.439.084.833 

53,09 % 
DINDAGKOP 

UKM 

Σ Volume usaha koperasi tahun 
sebelumnya 

  341.754.510.939 

2.k.2 Persentase Usaha Kecil 
Yang Bertransformasi 
Dari Informal ke For 

Σ Usaha Mikro yang Memperoleh 
Nomor Induk Berusaha (NIB) 

% 37.518 

89,78 % 
DINDAGKOP 

UKM 
Σ Usaha Mikro   41.790,00 

18 Penanaman Modal 2.l.1 Persentase peningkatan 
investasi di 
kabupaten/kota 

Jumlah investasi tahun n-  
jumlah investasi tahun n-1 di 
Kabupaten/Kota 

% 2.880.493.515.673,0
0 72,88 % DINPMPTSP 
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Jumlah nilai investasi tahun n-1 di 
Kabupaten/Kota 

  3.952.116.506.915,0
0 

2.l.2 Persentase Realisasi 

Investasi Terhadap Target 

Investasi 

Total realisasi investasi kab/kota % 6.832.610.022.588,0
0 

88,39 

  

DINPMPTSP 
  Target investasi Kab/kota yang 

ditetapkan oleh Badan Koordinasi 
Penanaman Modal Provinsi 
kepada kab/kota yang 
bersangkutan 

  7.730.000.000.000,0
0 

  

19 Kepemudaan dan 
Olahraga 

2.m.1 Presentase partisipasi 
pemuda dalam kegiatan 
ekonomi mandiri 

Jumlah  pemuda  (16-30 tahun) 
yang berwirausaha di kabupaten 

% 47.254 

18.174,62 % DINPORA 
    Jumlah target pemuda usia (16-

30) 
tahun yang mendapatkan 
pembinaan wirausaha di 
kab/kota 

  260 

    2.m.2 Presentase partisipasi 
pemuda dalam 
organisasi kepemudaan 
dan organisasi sosial 
kemasyarakatan 

Jumlah pemuda usia (16-30) 
tahun 
yang yang menjadi anggota aktif 
pada organisasi kepemudaan dan 
organisasi sosial kemasyarakatan 
di kab/kota 

% 90.020 

30,52 % DINPORA 

    Jumlah pemuda usia (16-30) 
tahun 
di kabupaten/kota 

  294.956 

    2.m.3 Persentase Atlet yang 

Berasal Dari 

Kabupaten/Kota yang 

Masuk Pemusatan Latihan 

Daerah Provinsi 

Jumlah atlet daerah di 
Kabupaten/kota yang masuk 
Pemusatan Latihan Daerah 
Provinsi 

% 36 

8,31 

  

DINPORA     Jumlah atlet daerah yang dibina 
ditingkat kabupaten/kota 
(Komite Olahraga Nasional 
Indonesia, Pusat Pendidikan dan 
Latihan Daerah, Induk Cabang 

  433   
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Olahraga) 

    2.m.4 Persentase Jumlah Atlet 

Berprestasi 
Jumlah atlet peraih medali % 7 

100,00 

  

DINPORA     Jumlah atlet yang ikut event 
nasional 
dan internasional 

  7   

20 Statistik 2.n. Persentase Kepatuhan 
Daftar Data yang 
Dilaporkan kepada Wali 
Data Berdasarkan 
Kesepakatan Forum 
Satu Data Daerah 

Jumlah daftar data yang di 
laporkan 
kepada wali data berdasarkan 
kesepakatan forum satu data 
daerah 

% 4.806 

100,00 % DINKOMINFO 

    Jumlah daftar data yang 
disepakati 
oleh forum satu data daerah 

  4.806 

21 Persandian 2.o Persentase Tingkat 
Kematangan Keamanan 
Siber dan Sandi 
Pemerintah Daerah 

Nilai Indeks Keamanan Informasi 
(KAMI) hasil verifikasi 

% 720 

78,43 % DINKOMINFO 
Nilai optimal indeks Keamanan 
Informasi (KAMI) (918) 

  918 

22 Kebudayaan 2.p.1 Persentase Warisan 
Budaya yang 
Dilestarikan 

Jumlah cagar budaya  dan obyek 
pemajuan kebudayaan yang 
dilindungi, dikembangkan dan 
dimanfaatkan 

% 9 

100,00 

  

DINDIKBUD 
Jumlah cagar budaya yang 
ditetapkan dan obyek pemajuan 
kebudayaan yang telah 
ditetapkan 

  9   
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    2.p.2 Persentase Peningkatan 

Jumlah Masyarakat Yang 

Mengunjungi PusatSeni 

dan Pusat Sejarah 

Jumlah Kinjungan ke Pusat 
Peninggalan Bersejarah Tahun N - 
Jumlah Kunjungan ke Pusat 
Peninggalan Bersejarah Tahun N-
1 

% 132 

2,59 % DINDIKBUD 

  Jumlah Kunjungan ke Pusat 
Peninggalan Bersejarah Tahun N-
1 

  5.097 

23 Perpustakaan 2.q.1 Nilai tingkat kegemaran 
membaca masyarakat 

{(0,15 x Pra Membaca) + (0,50 x 
Saat Membaca) + 
(0,35 x Pasca Membaca)} x 100 

Nilai 
58,89 58,89   DINPERPUSAR 

    2.q.2 Indeks Pembangunan 
Literasi Masyarakat 
(IPLM) 

{(0,30 x Dimensi Kepatuhan) + 
(0,70 x Dimensi Kerja)} x 100 

Nilai 
9,42 9,42   DINPERPUSAR 

24 Kearsipan 2.r Tingkat Ketersediaan 
Arsip Sebagai Bahan 
Akuntabilitas Kinerja, 
Alat 
Bukti yang Sah dan 
Pertanggungjawaban 
Nasional 

T = (a + i + s + j)/4                                   
T = Tingkat ketersediaan arsip 
a = Persentase arsip aktif yang 
telah dibuatkan daftar arsip 
i = Persentase arsip inaktif yang 
telah dibuatkan daftar arsip 
s = Persentase arsip statis yang 
telah dibuatkan sarana bantu 
temu balik 
j = Persentase jumlah arsip yang 
dimasukkan dalam SIKN melalui 
JIKN 

% 98,57 98,57   DINPERPUSAR 

  
Urusan Pilihan 

        
    

    

25 Kelautan Perikanan 3.a.1 Produksi Perikanan 
Tangkap dan Budidaya 

Produksi Perikanan tangkap dan 
budidaya (ton) 

% 61.139,80 100,00 % 

DINLUTKAN     Target produksi perikanan 
tangkap 
dan budidaya (ton) 

  61.035 
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    3.a.2 Angka Konsumsi Ikan AngkaKI = AngkaKRT + 
AngkaKLRT + AngkaKTT 
 
Keterangan: 
AngkaKI  : Angka konsumsi ikan 
AngkaKRT : Angka konsumsi 
rumah tangga 
AngkaKLRT : Angka konsumsi 
luar rumah tangga 
AngkaKTT : Angka konsumsi 
tidak tercatat 

Kg/Kap/Thn 42,08 

42,08 

  

26 Pariwisata 3.b.1 Persentase Investasi 
sektor Penyediaan 
Akomodasi dan Makan, 
Minum 

Realisasi investasi sektor 
Penyediaan 
Akomodasi, Makan, Minum yang 
dapat diperoleh dari Dinas 
Penanaman Modal dan Pelayanan 
Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) 

% 2.268.752.710,00 

0,03 % DINPMPTSP 

      Realisasi Investasi tahun N   6.832.610.022.588,0
0 

    3.b.2 Persentase 
Pertumbuhan Jumlah 
Wisatawan Asing 

Jumlah wisatawan tahun n - 
jumlah wisatawan tahun n - 1 

% 60 

24,19 % DINPARTA 
    Jumlah wisatawan tahun n - 1   248 

    3.b.3 Persentase peningkatan 
perjalanan wisatawan 
nusantara yang datang 
ke kabupaten/kota 

Jumlah wisatawan tahun n - 
jumlah wisatawan tahun n - 1 

% 
1.605.070 

41,02 % DINPARTA     umlah wisatawan tahun n - 1 
  

3.913.112 

27 Pertanian 3.c.1 Persentase Peningkatan 
Produksi Tanaman 
Pangan 

Produksi tanaman pangan tahun 
N –Produksi tanaman pangan 
tahun N-1 

% 
-39.329,0 

-4,98 % 
DINPERTAN 

PANGAN 
    Produksi tanaman pangan tahun 

N-1   
789.745,00 

    3.c.2 Persentase peningkatan 
produksi hortikultura 

Produksi hortikultura tahun N – 
Produksi hortikultura tahun N-1 % 

44.385,81 
7,22 % 

DINPERTAN 
PANGAN 
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    Produksi hortikultura tahun N-1 
  

614.567,96 

    3.c.3 Persentase Peningkatan 
Produksi Komoditas 
Peternakan 

Produksi komoditas peternakan 
tahun N – Produksi komoditas 
peternakan tahun N-1 

% 2.863,02 

5,21 

  

DINPERTAN 
PANGAN 

    Produksi komoditas peternakan 
tahun N- 
1 

  

54.973,69   

    3.c.4 Persentase Wilayah 
yang Terkendali dari 
Penyakit Hewan 
Menular Strategis 
(Diperoleh Dari 
Surveylance Penyakit 
Dari 5 Penyakit Hewan 
Menular Strategis 
(PHMS)) 

Luas wilayah 
terkendali dari penyakit hewan 
menular strategis tahun ini 

% 101,46 

100,00 % 
DINPERTAN 

PANGAN     Wilayah yang terdampak 
penyakit 
hewan menular strategis   

101,46 

28 Perdagangan 3.d Persentase alat – alat 
ukur, takar, timbang dan 
perlengkapannya 
(UTTP) bertanda tera 
sah yang berlaku 

Jumlah  UTTP  Bertanda  Tera sah 
yang  berlaku 

% 

16.961,00 

141,29 % 
DINDAGKOP 

UKM 

    Jumlah  potensi  UTTP  yang  
wajib  ditera  dan  tera ulang di 
wilayah Kabupaten/Kota 

  
12.004,00 
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29 Perindustrian 3.e.1 Pencapaian Sasaran 
Pembangunan Industri 
Daerah 

Pencapaian dari setiap sasaran 
pembangunan industri daerah 
dihitung dengan cara 
membandingkan antara target 
yang ada dalam dokumen 
perencanaan pembangunan 
industri daerah tahunan yang 
disepakati dengan capaian pada 
akhir tahun tersebut dan setiap 
sasaran memiliki bobot 20%. 
dokumen perencanaan 
pembangunan industri daerah 

% 

243,85 

243,850 % DINNAKERIND 

    3.e.2 Persentase Kepatuhan 
Pelaku Usaha Industri 
Kecil dan Menengah 
Yang Melaporkan 
Informasi Melalui 
Sistem Informasi 
Industri Nasional 

Jumlah pelaku usaha industri 
kecil 
dan menengah yang melaporkan 
informasi industri melalui Sistem 
Informasi Industri Nasional 

% 96,00 

37,94 

% 

DINNAKERIND 

    Jumlah seluruh pelaku usaha 
industri 
kecil dan menengah 

  

253,00 % 

    3.e.3 Pertambahan jumlah 
industri Kecil dan 
Menengah di 
Kabupaten/Kota 

Jumlah industri kecil 
danmenengah tahun n – 
Jumlahindustri kecil dan 
menengah tahun n-1 

% 

98,00 

1,42 

% DINNAKERIND 

    
Jumlah industri kecil dan  
menengah tahun n-1 

  

6.889,00 

    

    3.e.4 Persentase Realisasi 
Investasi Sektor Industri 

Jumlah investasi sektor industri 
% 

6.557.868.942.568,0
0 

95,979 % DINNAKERIND 
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    Dibandingkan Realisasi 
Investasi Seluruh Sektor 

Total investasi seluruh sektor 

  

6.832.610.022.588,0
0 

      

30 FUNGSI PENUNJANG 
URUSAN 
PEMERINTAHAN 
BIDANG 
PERENCANAAN 

4.a Persentase Kesesuaian 
antara Rencana Kerja 
Pemerintah dengan 
Anggaran 
Pendapatan dan Belanja 
Daerah 

Program dan atau kegiatan yang 
dianggarkan dalam peraturan 
daerah 
Anggaran Pendapatan dan 
Belanja 
Daerah dan direalisasikan 

% 

17,00 100,00 

% 

BAPPERIDA 

Program kegiatan dalam Rencana 
Kerja 
Pemerintah Daerah yang 
berkaitan 
dengan 17 program prioritas 
presiden 

  17,00   

  4.b.1 Persentase Belanja 
Pegawai Daerah Tidak 
Termasuk Belanja Untuk 
Tambahan Penghasilan 
Guru, Tunjangan Khusus 
Guru, Tunjangan Profesi 
Guru, dan Tunjangan 
Sejenis Lainnya yang 
Bersumber dari 
Transfer Ke Daerah 
(TKD) yang Telah 
Ditentukan 
Penggunaannya 

Anggaran belanja pegawai daerah 
di luar 
tambahan penghasilan guru, 
tunjangan 
khusus guru, tunjangan profesi 
guru, dan tunjangan sejenis 
lainnya yang bersumber dari 
Transfer ke Daerah (TKD) 

% 

874.275.116.186,00 31,42 

% 

BPKPAD, 

Persentase 

Anggaran belanja dalam 
Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah 

  

2.782.179.122.141,3
4 
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31 FUNGSI PENUNJANG 
URUSAN 
PEMERINTAHAN 
KEUANGAN 

4.b.2 Persentase Pendapatan 
Asli Daerah Terhadap 
Pendapatan Daerah 

Realisasi Pendapatan Asli Daerah 
% 

724.687.560.867,83 27,23 
% 

BPKPAD, 

Persentase 

  Realisasi Pendapatan Daerah 

  

2.661.324.819.563,8
3   

    4.b.3 Persentase Realisasi 

Belanja Urusan Wajib 

Pelayanan Dasar 

Terhadap Total 

Belanja Anggaran 

Pendapatan dan Belanja 

Daerah Tahun N 

Total Realisasi Anggaran Belanja 
Urusan Wajib Pelayanan Dasar 
Tahun N 

% 1.696.367.653.040,2
0 

65,78   BPKPAD, 
Persentase 

    Total realisasi 
AnggaranPendapatan dan Belanja 
Daerah tahun N 

2.578.907.768.659,2
0 

  

    4.b.4 Persentase Alokasi 

Belanja Infrastruktur 

Pelayanan Publik 

Alokasi Belanja Infrastruktur 
Pelayanan Publik  

% 750.601.412.829,34 32,10 
  

BPKPAD, 
Persentase 

    Total Belanja Anggaran 
Pendapatan dan 
Belanja Daerah di luar belanja 
bagi hasil 
dan/atau transfer kepada daerah 
dan/atau desa 

  2.338.493.609.995,3
4 

  

32 FUNGSI PENUNJANG 
URUSAN 
PEMERINTAHAN 
BIDANG 
KELEMBAGAAN, 
KEPEGAWAIAN, 
PENDIDIKAN, DAN 
PELATIHAN 

4.c. Persentase Aparatur 
Sipil Negara Pendidikan 
Perguruan Tinggi 
(Aparatur 
Sipil Negara Tidak 
Termasuk Guru dan 
Tenaga Kesehatan) 

Jumlah Aparatur Sipil Negara 
lulusan 
perguruan tinggi (tidak termasuk 
guru 
dan tenaga kesehatan) 

% 1.303,00 

66,21 

% 

BKPSDM 
  Seluruh jumlah Aparatur Sipil 

Negara 
(tidak termasuk guru dan tenaga 
kesehatan) 

  

1.968,00 
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33 FUNGSI PENUNJANG 
URUSAN 
PEMERINTAHAN 
BIDANG 
PENELITIAN DAN 
PENGEMBANGAN 

4.d Persentase Perangkat 

Daerah yang Menerapkan 

Inovasi dan Telah 

Menjadi Bagian dari 

Program Kegiatan 

Jumlah produk inovasi perangkat 
daerah yang menjadi bagian dari 
program dan atau kegiatan 
perangkat daerah 

% 

45,00 100,00 

% 

BAPPERIDA 

  Jumlah produk inovasi yang 
dihasilkan oleh perangkat daerah   

45,00 

  

34 FUNGSI PENUNJANG 
URUSAN 
PEMERINTAHAN 
BIDANG 
PENGAWASAN 

4.e.1 Maturitas 
penyelenggaraan Sistem 
Pengendalian Intern 
Pemerintah(SPIP) 

Tingkatan Maturitas Sistem 
Pengendalian Intern Pemerintah 
sebagai berikut:1. Melakukan 
Penilaian Mandiri (PM), nilai 
capaian 1;2. Melakukan Penilaian 
Mandiri (PM) dan Penjaminan 
Kualitas (PK), nilai capaian 2;3. 
Dievaluasi - dengan hasil level 1, 
nilai capaian 3;4. Dievaluasi - 
dengan hasil level 2, nilai capaian 
4; dan5. Dievaluasi - dengan hasil 
level 3 ke atas, nilai capaian 
5.Penentuan level berdasarkan 
Laporan Hasil Evaluasi Badan 
Pengawasan Keuangan dan 
Pembangunan atas Penilaian 
Mandiri Maturitas 
Penyelenggaraan Sistem 
Pengendalian Intern Pemerintah 
pada Pemerintah Daerah. 

Nilai Capaian 
(1, 2, 3, 4, 

dan 5) 

2,988 2,99 Nilai 
capaian 

INSPEKTORAT 
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NO Urusan  
NO 
IKK 

IKK OUTCOME RUMUS SATUAN 

DATA LPPD 2025 

SUMBER DATA 
ELEMEN DATA CAPAIAN 

KINERJA 
  

    4.e.2 Kapabilitas Aparat 

Pengawasan Intern 

Pemerintah (APIP) 

Tingkatan Kapabilitas Sistem 
Pengendalian Intern Pemerintah 
sebagai berikut: 
a. Melakukan Penilaian Mandiri 
(PM), nilai capaian 2; 
b. Dievaluasi - dengan hasil level 
1, nilai capaian 3; 
c. Dievaluasi - dengan hasil level 
2, nilai capaian 4; dan 
d. Dievaluasi - dengan hasil level 
3, nilai capaian 5. 
Penentuan level berdasarkan 
Laporan Hasil Evaluasi Badan 
Pengawasan Keuangan dan 
Pembangunan atas Penilaian 
Mandiri Kapabilitas Aparat 
Pengawasan Intern Pemerintah 
pada Pemerintah Daerah. 

Nilai Capaian 
(1, 2, 3, 4, 

dan 5) 

3,00 3,00 

  

INSPEKTORAT 
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NO Urusan  
NO 
IKK 

IKK OUTCOME RUMUS SATUAN 

DATA LPPD 2025 

SUMBER DATA 
ELEMEN DATA CAPAIAN 

KINERJA 
  

    4.e.3 Manajemen Risiko Indeks Penilaian Manajemen Risiko 
Indeks (MRI) adalahsebagai 
berikut:a. Melakukan Penilaian 
Mandiri (PM), nilai capaian 1;b. 
Melakukan Penilaian Mandiri 
(PM) dan Penjaminan Kualitas 
(PK), nilai capaian 2;c. Dievaluasi 
- dengan hasil level 1, nilai 
capaian 3;d. Dievaluasi - dengan 
hasil level 2, nilai capaian 4; dane. 
Dievaluasi - dengan hasil level 3 
ke atas, nilai capaian 5.Penentuan 
level berdasarkan Laporan Hasil 
Evaluasi Badan Pengawasan 
Keuangan dan Pembangunan atas 
Penilaian Mandiri Maturitas 
Penyelenggaraan Sistem 
Pengendalian Intern Pemerintah 
pada Pemerintah Daerah yang di 
dalamnya terdapat capaian 
Manajemen Risiko Indeks. 

Nilai Capaian 
(1, 2, 3, 4, 

dan 5) 

2,938 2,94 

  

INSPEKTORAT 

    4.e.4 Persentase Tindak Lanjut 

Rekomendasi Badan 

Pemeriksa Keuangan 

Tahun Anggaran N-1 

Tindak lanjut rekomendasi Badan 
Pemeriksa Keuangan tahun 
anggaran tahun N-1 

% 

16 100,00 

% 

INSPEKTORAT 

    Rekomendasi Badan Pemeriksa 
Keuangan tahun anggaran tahun 
N-1 

  

16 

  

35 FUNGSI PENUNJANG 
URUSAN 
PEMERINTAHAN 
BIDANG 
PENGADAAN 

4.f.1 Tingkat Kematangan 
Unit Kerja Pengadaan 
Barang/Jasa (UKPBJ) 

Skor indikator tingkat 
kematangan Unit Kerja 
Pengadaan Barang/Jasa 

Poin 
40 40,00 

Poin BAG. PBJ 

  4.f.2 Pemanfaatan Sistem 
Pengadaan 

Skor indikator Pemanfaatan 
Sistem Pengadaan Poin 

28 27,65 
Poin BAG. PBJ 
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NO Urusan  
NO 
IKK 

IKK OUTCOME RUMUS SATUAN 

DATA LPPD 2025 

SUMBER DATA 
ELEMEN DATA CAPAIAN 

KINERJA 
  

    4.f.3 Kualifikasi Dan 
Kompetensi Sumber 
Daya Manusia 
Pengadaan Barang/Jasa 
(SDM PBJ) 

Skor indikator kualifikasi dan 
kompetensi Sumber Daya 
Manusia Pengadaan Barang Jasa Poin 

14 13,85 

Poin BAG. PBJ 

36 FUNGSI PENUNJANG 
URUSAN 
PEMERINTAHAN 
BIDANG HUBUNGAN 
DENGAN 
PERWAKILAN 
DAERAH 

4.g.1 Ketepatan Waktu 

Penetapan Peraturan 

Daerah Anggaran 

Pendapatan dan Belanja 

Daerah Tahun N 

1. Tepat Waktu; dan 
2. Tidak Tepat Waktu. 

  

Tepat Waktu Tepat Waktu 

  BPKPAD 

 
4.g.2 Persentase Penetapan 

Rancangan Peraturan 

Daerah Tahun N 

Jumlah Peraturan Daerah yang 
ditetapkan Tahun N % 

13 

100,00 

% 

BAG. HUKUM   Jumlah Rancangan Peraturan 
Daerah yang tertuang dalam 
program pembentukan peraturan 
daerah tahun N 

  

13 

  

37 FUNGSI PENUNJANG 
URUSAN 
PEMERINTAHAN 
BIDANG 
PELAYANAN PUBLIK 

4.h Penilaian 
Maladministrasi 
Penyelenggaraan 
Pelayanan Publik 

Nilai penilaian maladministrasi 
penyelenggaraan pelayanan 
publik Nilai 88,83 88,83 % 

BAG. 
ORGANISASI 
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Tabel II.9 

INDIKATOR KINERJA OTDA 

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN 2025 

 

NO INDIKATOR DEFINISI OPERASIONAL RUMUS ELEMEN DATA CAPAIAN 
PERANGKAT 

DAERAH 

FKDH 

1 Ketepatan waktu penyampaian 

LKPJ kepada DPRD 

Ketepatan Waktu Penyampaian 

LKPJ kepada DPRD 

Tepat Waktu/Tidak Tepat Waktu Tepat Waktu  Tepat Waktu 

SETWAN 

2 Ketepatan waktu pelaksanaan 

pembahasan LKPJ oleh DPRD 

Ketepatan Waktu Pelaksanaan 

Pembahasan LKPJ oleh DPRD 

Tepat Waktu/Tidak Tepat Waktu 1. 

Undangan Pembahasan LKPJ : 

Ada/Tidak Ada 2. Risalah Rapat : 

Ada/Tidak Ada 3. Berita Acara : 

Ada/Tidak Ada 4. Keputusan 

DPRD tentang Rekomendasi : 

Ada/Tidak Ada 5. Dokumentasi: 

Ada/Tidak Ada 

 Tepat Waktu Tepat Waktu 

SETWAN 

3 Penyampaian Rekomendasi 

LKPJ Kabupaten/Kota kepada 

Bupati/Walikota dan 

Tembusan kepada Gunerbur 

dan Menteri Dalam negeri 

Penyampaian Rekomendasi LKPJ 

-Kab/Kota kepada 

BupatilWalikota dan Tembusan 

kepada Gubernur dan Menteri 

Dalam Negeri 

Ada/Tidak Ada Ada  Ada 

SETWAN 

PHD 

1 Ketepatan Penetapan Perda 

APBD Tahun N 

Ketepatan Penetapan Perda 

APBD Tahun N 

Tepat atau Tidak Tepat Tepat Tepat 
BAGIAN HUKUM 

2 Persentase Penetapan 

RanPerda Tahun N 

Persentase Penetapan RanPerda 

Tahun N 

Jumlah Penetapan Ranperda 

Berdasarkan Prolegda Tahun N 

13 100 

BAGIAN HUKUM 
Jumlah Ranperda yang tertuang 

dalam Prolegda Tahun N 

13 

KKPD 
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NO INDIKATOR DEFINISI OPERASIONAL RUMUS ELEMEN DATA CAPAIAN 
PERANGKAT 

DAERAH 

1 Kepatuhan Pemda dalam 

melaksanakan putusan 

pengadilan yang berkekuatan 

hukum tetap (PTUN Undang-

undang Nomor 30 Tahun 2014 

tentang Administrasi 

Pemerintahan) 

Pemerintah Daerah melaksanakan 

Keputusan dan/atau Tindakan 

yang sah dan Keputusan yang 

telah dinyatakan tidak sah atau 

dibatalkan oleh Pengadilan, 

pejabat yang bersangkutan, atau 

Atasan Pejabat, dan mematuhi 

putusan Pengadilan yang telah 

berkekuatan hukum 

YA/TIDAK YA YA 

BAGIAN HUKUM 

2 Kepatuhan Pemda dalam 

menindaklanjuti peraturan 

perundang-undangan dibidang 

kelembagaan perangkat daerah. 

(PP 18/2016; PP 72/2019; PP 

106/2021; beserta peraturan 

dibawahnya) 

Pemerintah Daerah telah 

menerbitkan: a. Perda 

(pembentukan dan susunan 

perangkat daerah) (pasal 3 ayat 1 

PP 18/2016). b. Perkada 

(kedudukan, susunan organisasi, 

tugas dan fungsi, serta tata kerja 

perangkat daerah) terkait 

kelembagaan perangkat daerah 

(pas 

YA/TIDAK YA YA 

BAGIAN HUKUM 

3 Kepatuhan Pemda dalam 

melaksanakan rekomendasi 

Menteri Dalam Negeri terkait 

kebijakan penyederhanaan 

birokrasi (penyederhanaan 

struktur organisasi dan 

penyetaraan jabatan) 

Pemerintah daerah telah 

melaksanakan rekomendasi 

menteri dalam negeri persetujuan 

penyederhanaan struktur 

organisasi dan penyetaraan 

jabatan. Data dukung: 1. 

Persetujuan Menteri Dalam 

Negeri terkait penyederhanaan 

struktur organisasi 2. Persetujuan 

Menteri 

Jumlah tindaklanjut kepatuhan 

pemda 

5  100 

BAGIAN 

ORGANISASI 
Jumlah rekomendasi Mendagri  5 

4 Persentase Jabatan Struktural 

yang Terisi 

Persentase Jabatan Struktural 

yang Terisi 

Jabatan Struktural yang terisi 

(Definitif) 

236 53,27 

BKPSDM 

Jabatan Struktural yang ada 443 

5 Jumlah Diklat Jabatan 

Fungsional Tahun N 

Jumlah Diklat Jabatan Fungsional 

Tahun N 

Jumlah Kegiatan Diklat Jabatan 

Fungsional 

497 1988 
BKPSDM 
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NO INDIKATOR DEFINISI OPERASIONAL RUMUS ELEMEN DATA CAPAIAN 
PERANGKAT 

DAERAH 

Jumlah Kelompok Jabatan 

Fungsional 

25 

EKPKD 

1 Monitoring Center for 

Prevention Tahun N 

Monitoring Center for Prevention 

Tahun N 

Nilai MCP Tahun N 90,5 90,5 
INSPEKTORAT 

2 
Jumlah Program yang 

Mendukung 7 Prioritas 

Nasional Tahun 2024 

Berdasarkan Perpres No 52 

Tahun 2023 

Program-Program yang 

Mendukung 7 Program Prioritas 

Nasional 

Jumlah Program yang Mendukung 

7 Prioritas Nasional Tahun 2024 

Berdasarkan Perpres No 52 Tahun 

2023 

122 122 

BAPPERIDA 

3 Persentase Realisasi Belanja 

Urusan Wajib Pelayanan Dasar 

Tahun N 

Persentase Realisasi Belanja 

Urusan Wajib Pelayanan Dasar 

Tahun N 

Realisasi Belanja Urusan Wajib 

Pelayanan Dasar Tahun N 

1.696.367.653.040 94,84 

BPKPAD 
Anggaran Belanja Urusan Wajib 

Pelayanan Dasar Tahun N 

1.788.674.455.305,64 

4 Persentase Penurunan SILPA Persentase Penurunan SILPA (Nilai SILPA Tahun N dikurangi 

Nilai SILPA Tahun -N) 

82.455.848.029,63 48,16 

BPKPAD 

Nilai SILPA Tahun -N 171.217.674.971,3 

5 Pertambahan Nilai Aset Tetap Pertambahan Nilai Aset Tetap (Nilai Aset Tetap Tahun N 

dikurang Nilai Aset Tetap Tahun -

N) 

-                        
117.328.163.248,92  

-2,41 

BPKPAD 

Nilai Aset Tetap Tahun -N                       
4.862.866.514.859,43  

6 Tindaklanjut Rekomendasi 

BPK Tahun Anggaran 2025 

Tindaklanjut Rekomendasi BPK 

Tahun Anggaran 2025 

Tindaklanjut Rekomendasi BPK 

Tahun Anggaran Tahun N 

16 100 

INSPEKTORAT 
Rekomendasi BPK Tahun 

Anggaran Tahu N 

16 

7 Penilaian Kepatuhan 

Penyelenggaraan Pelayanan 

Publik Tahun N 

Penilaian Kepatuhan 

Penyelenggaraan Pelayanan 

Publik Tahun N 

Nilai Kepatuhan Penyelenggaraan 

Pelayanan Publik Tahun N 

 88,83 88,83 

BAGIAN 

ORGANISASI 

8 Keberadaan Mall Pelayanan 

Publik 

Keberadaan Mall Pelayanan 

Publik 

Ada atau Tidak Ada Ada 
DPMPTSP 
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NO INDIKATOR DEFINISI OPERASIONAL RUMUS ELEMEN DATA CAPAIAN 
PERANGKAT 

DAERAH 

9 Inovasi Daerah (sesuai dengan 

PP 38/2017) 

Inovasi Daerah (sesuai dengan PP 

38/2017) 

Jumlah Inovasi Daerah (Jenis dan 

Manfaat) 

62 62 
BAPPERIDA 

10 Jumlah Kerjasama Daerah Jumlah Kerjasama Daerah Kerjasama yang masih berlaku dan 

Manfaatnya 

40 40 BAGIAN 

PEMERINTAHAN 

11 Jumlah Penanganan Konflik 

Tahun N 

Jumlah Penanganan Konflik 

Tahun N 

Jumlah Penanganan Konflik Tahun 

N 

17 17 
BAKESBANGPOL 

12 Produk Unggulan Produk Unggulan Produk Unggulan 25  25 DINDAGKOP 

UKM 

13 Prevalensi Stunting (Pendek 

Dan Sangat Pendek) Pada 

Balita 

Prevalensi Stunting (Pendek Dan 

Sangat Pendek) Pada Balita 

Jumlah balita umur 0 sampai 59 

bulan dengan panjang badan atau 

tinggi badan kurang dari -2 Standar 

Deviasi pada suatu wilayah dan 

kurun waktu tertentu 

1.695,00 2,05 

DINKESDA Jumlah balita umur 0 sampai 59 

bulan yang diukur panjang badan 

atau tinggi badan pada suatu 

wilayah dan kurun waktu yang 

sama 

82.504,00 
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2.3 Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah 

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan 

akuntabel serta berorientasi pada hasil, Bupati Demak Tahun 2025 telah melakukan 

Perjanjian Kinerja. Perjanjian Kinerja Tahun 2025 ini berpedoman pada IKU yang 

ditetapkan dalam Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2022, dokumen Rencana Kinerja 

Perangkat Daerah (RKPD) Tahun 2025 serta dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) 

Tahun 2025. Adapun Perjanjian Kinerja Bupati Demak Tahun 2025 dapat dilihat pada 

tabel berikut: 

Tabel II.10 

Perjanjian Kinerja Bupati Demak Tahun 2025 

No. Sasaran Strategis Indikator Target 

(1) (2) (3) (4) 

1 
Meningkatkan 

Tata Kelola 

Pemerintahan 

yang Baik dan 

Bersih 

 

 

 

 

 
Indeks Reformasi 

Birokrasi 
77,80 

2 

Meningkatnya kinerja 

pelayanan publik 

Pemerintahan Daerah 

Indeks Kepuasan 

Masyarakat (IKM) Daerah 
87,50 

3 

Meningkatnya 

akuntabilitas kinerja 

Pemerintahan Daerah 

Nilai Sistem Akuntabilitas 

Kinerja Instansi 

Pemerintah (SAKIP) 

Daerah 

70,00 

4 Indeks Persepsi Korupsi 3 

5 
Indeks Pengelolaan 

Keuangan Daerah 
80,00 

6 
Meningkatkan 

Sumber Daya 

Manusia yang 

Berkualitas 

dan Berdaya 

Saing 

 

 

 

 

 

 

 
Indeks Pembangunan 

Manusia (IPM) 
74,90 

7 
Meningkatnya 

kualitas pendidikan 
Indeks Pendidikan 0,658 

8 

Meningkatnya derajat 

kesehatan 

masyarakat 

Indeks Kesehatan 0,856 

9 

Meningkatnya 

pendapatan 

masyarakat 

Indeks Pengeluaran 0,746 

10 

Meningkatnya 

kesetaraan dan 

keadilan gender 

dalam pembangunan 

IPG (Indeks 

Pembangunan Gender) 
92,14 

11  
Emisi Gas Rumah Kaca 

(GRK) 
1.380,00 
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No. Sasaran Strategis Indikator Target 

(1) (2) (3) (4) 

12 
Meningkatnya 

kualitas lingkungan 

hidup yang 

berkelanjutan dan 

tangguh bencana 

Indeks Kualitas 

Lingkungan Hidup (IKLH) 
72,60 

13 Indeks Risiko Bencana 96,74 

14 
Meningkatkan 

Pertumbuhan 

Ekonomi dan 

Pemerataan 

Kesejahteraan 

Masyarakat 

 

 

 

 

 

 

 
Laju Pertumbuhan 

Ekonomi (LPE) 
4,85-5,32 

15 
Meningkatnya 

pertumbuhan 

perekonomian daerah 

berbasis potensi lokal 

Laju Pertumbuhan 

Ekonomi (LPE) kategori 

Industri Pengolahan 

4,20-5,78 

16 

Laju Pertumbuhan 

Ekonomi (LPE) Kategori 

Pertanian, Kehutanan dan 

Perikanan 

1,4 

17 
Meningkatnya 

investasi daerah 

Tingkat Pertumbuhan 

Investasi Pembentukan 

Modal Tetap Bruto 

(PMTB) 

5,52 

18 

Meningkatnya 

kualitas 

penyelenggaraan 

sektor pariwisata 

Persentase peningkatan 

Pendapatan Asli Daerah 

(PAD) Sektor Pariwisata 

17,50 

19  Tingkat Kemiskinan 11,01-10,39 

20 
Menurunnya jumlah 

pengangguran 

Tingkat Pengangguran 

Terbuka 
5,30-4,40 

21 

Meningkatnya 

pemerataan kondisi 

sosial ekonomi 

masyarakat 

Indeks Gini 0,264-0,292 

Tabel II.11 

Anggaran Program Perjanjian Kinerja Bupati Demak Tahun 2025 
No PROGRAM ANGGARAN (Rp.) 

1 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 1.418.683.116.538 

2 Program Pengelolaan Pendidikan 203.516.410.124 

3 Program Pengembangan Kurikulum 160.000.000 

4 Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan 985.000.000 

5 Program Pengembangan Kebudayaan 1.310.000.000 

6 Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya 200.000.000 

7 Program Pengelolaan Permuseuman 618.000.000 

8 Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat 130.939.981.550 

9 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan 1.597.042.000 
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No PROGRAM ANGGARAN (Rp.) 

10 Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman 632.302.000 

11 Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan 1.036.965.100 

12 Program Pengelolaan Sumber Daya Air SDA 29.915.000.000 

13 Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum 3.550.000.000 

14 Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah 9.006.492.000 

15 Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase 500.000.000 

16 Program Penataan Bangunan Gedung 18.530.000.000 

17 Program Penyelenggaraan Jalan 51.416.628.000 

18 Program Pengembangan Jasa Konstruksi 300.000.000 

19 Program Penyelenggaraan Penataan Ruang 1.300.000.000 

20 Program Penatagunaan Tanah 200.000.000 

21 Program Pengembangan Perumahan 4.860.000.000 

22 Program Kawasan Permukiman 1.785.000.000 

23 Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh 3.820.000.000 

24 Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU 46.625.000.000 

25 Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 3.481.248.330 

26 
Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan 

Non Kebakaran 

200.585.000 

27 Program Penanggulangan Bencana 2.290.000.000 

28 Program Pemberdayaan Sosial 861.000.000 

29 Program Rehabilitasi Sosial 1.158.000.000 

30 Program Perlindungan dan Jaminan Sosial 17.884.291.300 

31 Program Penanganan Bencana 1.379.000.000 

32 Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan 22.003.860 

33 Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan 100.000.000 

34 Program Perlindungan Perempuan 87.000.000 

35 Program Peningkatan Kualitas Keluarga 464.000.000 

36 Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak 10.000.000 

37 Program Pemenuhan Hak Anak PHA 202.000.000 

38 Program Perlindungan Khusus Anak 60.000.000 

39 Program Perencanaan Tenaga Kerja 50.000.000 

40 Program Pelatihan Kerja dan ProduktivitasTenaga Kerja 2.027.000.200 

41 Program Penempatan Tenaga Kerja 430.000.000 

42 Program Hubungan Industrial 2.388.000.000 

43 Program Perencanaan dan Pembangunan Industri 566.000.000 

44 Program Pengendalian Izin Usaha Industri 15.000.000 

45 Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional 40.000.000 

46 Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi 80.000.000 

47 Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup 670.885.000 

48 Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kehati 2.431.925.000 

49 
Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun B3 dan Limbah Bahan 

Berbahaya dan Beracun Limbah B3 

57.345.800 

50 
Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin 

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup PPLH 

138.000.000 

51 Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat 50.000.000 

52 Program Pengelolaan Persampahan 4.324.769.200 

53 Program Pendaftaran Penduduk 2.099.199.800 
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No PROGRAM ANGGARAN (Rp.) 

54 Program Pencatatan Sipil 114.909.800 

55 Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan 115.000.000 

56 Program Peningkatan Kerja Sama Desa 95.000.000 

57 Program Administrasi Pemerintahan Desa 8.513.758.000 

58 
Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat 

Hukum Adat 

980.000.000 

59 Program Pengendalian Penduduk 483.303.550 

60 Program Pembinaan Keluarga Berencana KB 6.897.702.650 

61 Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera  KS 6.471.515.700 

62 Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan LLAJ 26.949.221.000 

63 Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik 2.025.900.000 

64 Program Pengelolaan Aplikasi Informatika 725.900.000 

65 Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral 142.130.000 

66 Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi 157.870.000 

67 Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal 34.607.000 

68 Program Promosi Penanaman Modal 56.573.000 

69 Program Pelayanan Penanaman Modal 125.104.608 

70 Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal 54.972.500 

71 Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal 78.480.000 

72 Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan 650.000.000 

73 Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan 9.007.600.000 

74 Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan 1.150.400.000 

75 Program Pembinaan Peustakaan 1.173.515.500 

76 Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno 101.954.500 

77 Program Pengelolaan Arsip 325.000.000 

78 Program Perlindungan dan Penyelamatan arsip 30.000.000 

79 Program Pengelolaan Perikanan Tangkap 1.600.000.000 

80 Program Pengelolaan Perikanan Budidaya 1.964.500.000 

81 Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan 1.150.000.000 

82 Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata 1.327.600.000 

83 Program Pemasaran Pariwisata 239.222.400 

84 Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 208.024.300 

85 
Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian 

Pangan 

10.000.000 

86 Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat 720.000.000 

87 Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian 16.415.519.000 

88 Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian 14.297.930.000 

89 Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner 140.000.000 

90 Program Penyuluhan Pertanian 897.000.000 

91 Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi 250.000.000 

92 Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM) 1.093.725.000 

93 Program Pengembangan UMKM 479.380.000 

94 Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan 5.700.000 

95 Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan 11.469.786.000 

96 Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting 173.350.000 

97 Program Pengembangan Ekspor 88.450.000 

98 Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen 175.000.000 
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99 Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat 17.345.000.000 

100 Program Perekonomian dan Pembangunan 1.680.000.000 

101 Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Dprd 25.473.873.916 

102 Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah 4.536.005.954 

103 Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah 1.650.000.000 

104 Program Penelitian dan Pengembangan Daerah 1.105.691.600 

105 Program Pengelolaan Keuangan Daerah 421.596.744.300 

106 Program Pengelolaan Barang Milik Daerah 1.000.000.000 

107 Program Pengelolaan Pendapatan Daerah 36.271.123.235 

108 Program Kepegawaian Daerah 1.064.848.975 

109 Program Pengembangan Sumber Daya Manusia 380.000.000 

110 Program Penyelenggaraan Pengawasan 3.950.591.000 

111 Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi 3.008.998.000 

112 Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan 1.790.000.000 

113 
Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan 

Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik 

3.971.472.000 

114 Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan 2.990.000.000 

115 Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya 265.000.000 

116 
Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi 

Penanganan Konflik Sosial 

1.432.586.500 

117 Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik 716.185.767 

118 Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan 2.779.715.971 

119 Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum 2.050.133.050 

120 Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum 811.226.663 

121 Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 2.350.324.086 

 JUMLAH 2.632.439.316.327 

Sumber: Perjanjian Kinerja Bupati Demak Tahun 2025 

Adapun Perjanjian Kinerja ini telah dilakukan perubahan seiring dengan 

dikeluarkannya Peraturan Bupati Demak Nomor 22 Tahun 2025 Tentang Perubahan 

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Demak Tahun 2025 yang 

menyebutkan bahwa perubahan RKPD Tahun 2025 disusun mendasarkan pada hasil 

evaluasi RKPD triwulan I, sesuai Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 

900.1.1/640/SJ tentang Penyesuaian Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Melalui 

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Perubahan Anggaran Pendapatan 

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. Percepatan perubahan RKPD 2025 dilakukan 

salah satunya dalam rangka memastikan kesesuaian penyelenggaraan pembangunan 

daerah dengan visi, misi dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih, 

serta guna menyelaraskan program Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden. 

Perubahan Perjanjian Kinerja Bupati Demak Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel 

berikut: 
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Tabel II.12 

Perjanjian Kinerja Perubahan Bupati Demak Tahun 2025 

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target 

(1) (2) (3) (4) 

1 
Meningkatkan 

Tata Kelola 

Pemerintahan 

yang Baik dan 

Bersih 

 

 

 

 

 Indeks Reformasi Birokrasi 87,00 

2 

Meningkatnya 

kinerja pelayanan 

publik 

Pemerintahan 

Daerah 

Indeks Kepuasan Masyarakat 

(IKM) Daerah 
88,60 

3 Meningkatnya 

akuntabilitas 

kinerja 

Pemerintahan 

Daerah 

Nilai Sistem Akuntabilitas 

Kinerja Instansi Pemerintah 

(SAKIP) Daerah 

69,20 

4 Indeks Persepsi Korupsi 3,12 

5 
Indeks Pengelolaan 

Keuangan Daerah 
82,60 

6 
Meningkatkan 

Sumber Daya 

Manusia yang 

Berkualitas 

dan Berdaya 

Saing 

 

 

 

 

 

 

 
Indeks Pembangunan 

Manusia (IPM) 
75,42 

7 

Meningkatnya 

kualitas 

pendidikan 

Indeks Pendidikan 0,667 

8 

Meningkatnya 

derajat kesehatan 

masyarakat 

Indeks Kesehatan 0,860 

9 

Meningkatnya 

pendapatan 

masyarakat 

Indeks Pengeluaran 0,748 

10 

Meningkatnya 

kesetaraan dan 

keadilan gender 

dalam 

pembangunan 

IPG (Indeks Pembangunan 

Gender) 
92,14 

11  
Emisi Gas Rumah Kaca 

(GRK) 
1.380,00 

12 

Meningkatnya 

kualitas 

lingkungan hidup 

yang 

berkelanjutan dan 

tangguh bencana 

Indeks Kualitas Lingkungan 

Hidup (IKLH) 
72,60 

13 Indeks Risiko Bencana 90,76 

14 
Meningkatkan 

Pertumbuhan 
 

Laju Pertumbuhan Ekonomi 

(LPE) 
4,85-5,32 
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No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target 

(1) (2) (3) (4) 

15 

Ekonomi dan 

Pemerataan 

Kesejahteraan 

Masyarakat 

 

 

 

 

 

 

Meningkatnya 

pertumbuhan 

perekonomian 

daerah berbasis 

potensi lokal 

Laju Pertumbuhan Ekonomi 

(LPE) kategori Industri 

Pengolahan 

4,20-5,78 

16 

Laju Pertumbuhan Ekonomi 

(LPE) Kategori Pertanian, 

Kehutanan dan Perikanan 

1,4 

17 
Meningkatnya 

investasi daerah 

Tingkat Pertumbuhan 

Investasi Pembentukan 

Modal Tetap Bruto (PMTB) 

7,11 

18 

Meningkatnya 

kualitas 

penyelenggaraan 

sektor pariwisata 

Persentase peningkatan 

Pendapatan Asli Daerah 

(PAD) Sektor Pariwisata 

17,50 

19  Tingkat Kemiskinan 11,64-10,39 

20 

Menurunnya 

jumlah 

pengangguran 

Tingkat Pengangguran 

Terbuka 
4,40-5,30 

21 

Meningkatnya 

pemerataan 

kondisi sosial 

ekonomi 

masyarakat 

Indeks Gini 0,292-0,264 

Tabel II.13 

Anggaran Program Perjanjian Kinerja Bupati Demak Tahun 2025 

No. PROGRAM ANGGARAN (Rp.) 

1 Program Administrasi Pemerintahan Desa  8.976.048.000,00  

2 
Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi 

Dprd 

 20.703.598.166,00  

3 Program Hubungan Industrial  2.626.993.325,90  

4 Program Kawasan Permukiman  2.703.180.000,00  

5 Program Kepegawaian Daerah  1.466.894.975,00  

6 
Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan 

Pembangunan Daerah 

 1.553.931.000,00  

7 Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum  1.756.592.550,00  

8 Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja  2.679.306.851,80  

9 Program Pelayanan Penanaman Modal  79.131.554,00  

10 Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya  181.380.000,00  



 

 BAB II CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH 

 

LPPD KABUPATEN DEMAK TAHUN 2025 II-57 
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11 Program Pelestarian Koleksi Nasional Dan Naskah Kuno  88.584.500,00  

12 Program Pemasaran Pariwisata  725.760.300,00  

13 
Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi 

Kemasyarakatan 

 2.542.698.600,00  

14 
Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga 

Sejahtera (Ks) 

 6.456.655.700,00  

15 Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi  452.410.000,00  

16 
Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, 

Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat 

 1.000.967.000,00  

17 Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan  1.036.965.100,00  

18 
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan 

Kelurahan 

 2.619.834.471,00  

19 Program Pemberdayaan Sosial  834.635.000,00  

20 
Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, 

Dan Usaha Mikro (Umkm) 

 1.515.678.000,00  

21 
Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan 

Desa 

 2.274.054.686,00  

22 

Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin 

Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan 

Lingkungan Hidup (Pplh) 

 46.680.000,00  

23 
Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan 

Ekonomi, Sosial, Dan Budaya 

 265.000.000,00  

24 Program Pembinaan Keluarga Berencana (Kb)  6.854.692.650,00  

25 Program Pembinaan Perpustakaan  1.227.455.500,00  

26 Program Pemenuhan Hak Anak (Pha)  224.240.000,00  

27 
Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan 

Dan Upaya Kesehatan Masyarakat 

 133.116.433.779,50  

28 Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat  18.340.140.200,00  

29 Program Penanganan Bencana  1.745.085.000,00  

30 Program Penanggulangan Bencana  2.228.737.500,00  

31 Program Penataan Bangunan Gedung  29.273.225.000,00  

32 Program Penatagunaan Tanah  361.350.000,00  

33 Program Pencatatan Sipil  138.734.800,00  

34 
Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan 

Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran 

 188.185.894,00  

35 Program Pendaftaran Penduduk  1.839.247.300,00  

36 Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan  1.526.018.904,00  
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37 Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah  936.271.600,00  

38 Program Penempatan Tenaga Kerja  344.110.000,00  

39 
Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan 

Perempuan 

 101.475.000,00  

40 Program Pengelolaan Aplikasi Informatika  872.348.705,00  

41 Program Pengelolaan Arsip  348.275.000,00  

42 Program Pengelolaan Barang Milik Daerah  1.279.114.000,00  

43 
Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air 

Limbah 

 8.918.292.000,00  

44 
Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem 

Drainase 

 6.150.000.000,00  

45 
Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem 

Penyediaan Air Minum 

 4.691.800.000,00  

46 
Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi 

Penanaman Modal 

 71.016.000,00  

47 
Program Pengelolaan Informasi Administrasi 

Kependudukan 

 205.566.000,00  

48 Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik  2.548.174.000,00  

49 Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)  2.941.685.000,00  

50 Program Pengelolaan Keuangan Daerah  420.737.878.300,00  

51 Program Pengelolaan Pendapatan Daerah  35.102.048.546,00  

52 Program Pengelolaan Pendidikan  203.569.730.060,00  

53 Program Pengelolaan Perikanan Budidaya  1.925.270.000,00  

54 Program Pengelolaan Perikanan Tangkap  1.584.082.530,00  

55 Program Pengelolaan Permuseuman  662.960.000,00  

56 Program Pengelolaan Persampahan  6.328.453.500,00  

57 Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak  8.585.000,00  

58 Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional  38.810.000,00  

59 Program Pengelolaan Sumber Daya Air (Sda)  34.472.788.750,00  

60 
Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk 

Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan 

 8.285.000,00  

61 Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan  32.003.560,00  

62 Program Pengembangan Ekspor  80.360.000,00  

63 Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal  31.893.000,00  

64 Program Pengembangan Jasa Konstruksi  463.165.000,00  

65 Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing  11.809.663.750,00  
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Keolahragaan 

66 
Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing 

Kepemudaan 

 538.685.700,00  

67 Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan  1.150.400.000,00  

68 Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi  85.091.000,00  

69 Program Pengembangan Kebudayaan  1.259.730.000,00  

70 Program Pengembangan Kurikulum  160.000.000,00  

71 Program Pengembangan Perumahan  4.224.820.000,00  

72 Program Pengembangan Sumber Daya Manusia  917.501.000,00  

73 
Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan 

Ekonomi Kreatif 

 199.024.300,00  

74 Program Pengembangan Umkm  494.902.000,00  

75 

Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun 

(B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun 

(Limbah B3) 

 18.360.000,00  

76 Program Pengendalian Izin Usaha Industri  7.835.000,00  

77 
Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan 

Kesehatan Masyarakat Veteriner 

 120.255.000,00  

78 Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal  34.630.500,00  

79 
Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau 

Kerusakan Lingkungan Hidup 

 811.425.000,00  

80 Program Pengendalian Penduduk  482.178.550,00  

81 
Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk 

Masyarakat 

 35.810.000,00  

82 Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan  1.172.020.000,00  

83 
Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter 

Kebangsaan 

 2.460.190.000,00  

84 Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata  1.690.420.000,00  

85 
Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan 

Pangan Masyarakat 

 740.675.000,00  

86 
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia 

Kesehatan 

 1.591.791.000,00  

87 Program Peningkatan Kerja Sama Desa  71.675.000,00  

88 
Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban 

Umum 

 3.366.645.480,00  

89 

Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan 

Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik 

Sosial 

 1.583.836.500,00  
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90 Program Peningkatan Kualitas Keluarga  491.570.000,00  

91 

Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga 

Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan 

Pengembangan Etika Serta Budaya Politik 

 4.932.389.500,00  

92 
Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas 

Umum (Psu) 

 64.625.000.000,00  

93 Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan  10.526.613.215,00  

94 
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 

Kabupaten/Kota 

 1.462.716.574.413,34  

95 
Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana 

Pertanian 

 15.687.561.500,00  

96 
Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana 

Pertanian 

 15.822.909.000,00  

97 Program Penyelenggaraan Jalan  106.035.569.307,00  

98 
Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan 

Jalan (Llaj) 

 34.729.330.500,00  

99 
Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan 

Pelayanan Publik 

 577.582.503,00  

100 Program Penyelenggaraan Penataan Ruang  1.618.226.000,00  

101 Program Penyelenggaraan Pengawasan  2.737.798.000,00  

102 
Program Penyelenggaraan Persandian Untuk 

Pengamanan Informasi 

 91.235.000,00  

103 Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral  128.440.000,00  

104 Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum  732.448.663,00  

105 Program Penyuluhan Pertanian  1.237.905.500,00  

106 Program Perekonomian Dan Pembangunan  1.988.058.000,00  

107 Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri  703.770.000,00  

108 Program Perencanaan Tenaga Kerja  46.500.000,00  

109 
Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi 

Pembangunan Daerah 

 3.939.097.400,00  

110 Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan  3.000.000,00  

111 Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial  15.591.937.951,80  

112 Program Perlindungan Dan Penyelamatan Arsip  15.530.000,00  

113 Program Perlindungan Khusus Anak  71.895.000,00  

114 Program Perlindungan Perempuan  76.580.000,00  

115 Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh  3.823.835.000,00  

116 Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan  1.988.651.000,00  
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Asistensi 

117 Program Promosi Penanaman Modal  49.173.000,00  

118 Program Rehabilitasi Sosial  1.098.505.000,00  

119 
Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan 

Makanan Minuman 

 632.302.000,00  

120 
Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok 

Dan Barang Penting 

 189.350.000,00  

121 Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen  137.253.050,00  

Sumber: Perjanjian Kinerja Perubahan Bupati Demak Tahun 2025 

Kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan 

keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah 

diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi 

secara terukur dengan sasaran dan indikator kinerja yang telah ditetapkan merupakan 

bentuk akuntabilitas kinerja. Akuntabilitas kinerja diwujudkan dalam pelaporan kinerja 

melalui pengukuran kinerja atas perencanaan kinerja sehingga dapat diketahui 

capaian kinerjanya, sumber daya yang mendukung keberhasilan atau 

ketidakberhasilan, serta faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau 

ketidakberhasilan pencapaian kinerja. 

Akuntabilitas kinerja Pemerintah Kabupaten Demak tahun 2025 didasarkan pada 

hasil pengukuran, evaluasi dan analisis akuntabilitas kinerja, yang mencakup 

penetapan kinerja, pengukuran pencapaian sasaran dan tujuan yang merupakan 

tingkat pencapaian target dari masing-masing indikator kinerja sebagaimana 

tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 11 Tahun 2021 tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Demak Tahun 2021 – 

2026 serta Peraturan Bupati Demak Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Indikator Kinerja 

Utama Pemerintah Kabupaten Demak. Akuntabilitas kinerja Pemerintah Kabupaten 

Demak diukur mengacu pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 

Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan 

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 

2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Peraturan Kinerja dan Tata Cara 

Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.  

Mengacu pada regulasi tersebut maka kinerja Pemerintah Kabupaten Demak 

diukur berdasarkan tingkat pencapaian sasaran dimana tercantum dalam Perjanjian 

Kinerja Bupati Demak Tahun 2025 sebagaimana telah diubah dalam Perubahan 

Perjanjian Kinerja Bupati Demak Tahun 2025. Pelaporan kinerja Pemerintah 

Kabupaten Demak tahun 2025 ini menyajikan pengukuran kinerja atas perencanaan 

kinerja yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Bupati Demak Tahun 2025 

sebagaimana telah diubah dalam Perubahan Perjanjian Kinerja Bupati Demak Tahun 

2025. 
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Bab ini menyajikan uraian pengukuran kinerja, dan analisis pencapaian kinerja 

tujuan dan sasaran. Analisis pencapaian kinerja menjelaskan cara menghitung, 

capaian kinerja, membandingkan realisasi dengan target, capaian tahun lalu, serta 

capaian kinerja provinsi dan pemerintah pusat sepanjang datanya tersedia. Kemudian 

dijelaskan program yang mendukung per sasaran, realisasi anggaran per sasaran, 

faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau ketidakberhasilan pencapaian 

sasaran, serta prestasi yang terkait sasaran/indikator kinerja. Sedangkan untuk skala 

penilaian terhadap kinerja pemerintah, menggunakan pijakan Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 sebagai berikut: 

Tabel II.14 

Pengelompokan Nilai dan Predikat Kinerja 

No Interval Nilai Realisasi Kinerja Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja Kode 

1 91% ≤ 100% Sangat Tinggi  

2 76% ≤ 90% Tinggi  

3 66% ≤ 75% Sedang  

4 51% ≤ 65% Rendah  

5 ≤ 50% Sangat Rendah  

Sumber: Peraturan Menteri Dalam Negri Nomor 86 Tahun 2017  

 

Penghitungan persentase pencapaian target kinerja menggunakan dua cara, yaitu: 

a. Pada indikator positif, semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja 

yang semakin baik, maka digunakan rumus: 

% pencapaian kinerja = Realisasi x 100%  

          Target 

b. Pada indikator negatif, semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah 

pencapaian kinerja, maka digunakan rumus:  

% pencapaian kinerja = Rencana-(Realisasi-Rencana) x 100%  

      Rencana  

Pengukuran terhadap kinerja meliputi capaian kinerja serta efisiensi dan efektivitas 

sumber daya. Efisiensi diukur dengan selisih capaian realisasi kinerja dengan 

realisasi anggaran. Sedangkan efektivitas adalah dengan mengukur capaian 

kinerja dibagi capaian anggaran dikali 100%. 

A. Capaian Kinerja Organisasi 

Secara umum Pemerintah Kabupaten Demak telah melaksanakan tugas dalam 

rangka mencapai Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Demak Tahun 

2021-2026. Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan 

sesuai Peraturan Bupati Demak No 1 Tahun 2022 akan dilakukan dengan 

membandingkan antara target kinerja sebagaimana tertuang dalam Perjanjian 

Kinerja Bupati Demak Tahun 2025 sebagaimana telah diubah dalam Perubahan 

Perjanjian Kinerja Bupati Demak Tahun 2025 dengan realisasi kinerja Tahun 2025. 
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Rekapitulasi capaian Indikator Kinerja Utama Kabupaten Demak Tahun 2025 

dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel II.15 

Capaian Indikator Kinerja Utama Kabupaten Demak Tahun 2025 

Tujuan / Sasaran Indikator Kinerja 

Realisasi TA. 2025 

Ket 

2021 2022 2023 2024 Target Realisasi Capaian 

Tujuan 1: 

Meningkatkan Tata 

Kelola 

Pemerintahan yang 

Baik dan Bersih  

Indeks 

Reformasi 

Birokrasi 

66,62 69,94 77,72 85,9 87,00 91,30 118,59  
Sangat 

Tinggi 

Sasaran 1: 

Meningkatnya kinerja 

pelayanan publik 

Pemerintahan 

Daerah 

Indeks Kepuasan 

Masyarakat (IKM) 

Daerah 

85,81 85,93 87,23 88,48 88,60 89,11 100,58 
Sangat 

Tinggi 

Sasaran 2: 

Meningkatnya 

akuntabilitas kinerja 

Pemerintahan 

Daerah 

Nilai SAKIP 

Daerah 
66,4 68,96 69,08 69,1 69,20 72,19 104,32 

Sangat 

Tinggi 

Indeks Persepsi 

Korupsi 
3,256 3,728 

2,877

6 

3,095

6 
3,12 3,17 101,60 

Sangat 

Tinggi 

Indeks 

Pengelolaan 

Keuangan Daerah 

69,828

8 

71,64

41 

76,80

7 

82,52

6 
82,60 74,054 89,65 Tinggi 

Rata - Rata 
98,52 

Sangat 

Tinggi 

Tujuan 2: 

Meningkatkan 

Sumber Daya 

Manusia yang 

Berkualitas dan 

Berdaya Saing 

Indeks 

Pembangunan 

Manusia (IPM) 

72,57 73,36 74,07 74,57 75,42 75,08 99,55  
Sangat 

Tinggi 

Sasaran 3: 

Meningkatnya 

kualitas pendidikan 

Indeks Pendidikan 0,632 0,640 0,646  0,647 0,667 0,648  97,15  
Sangat 

Tinggi 

Sasaran 4: 

Meningkatnya derajat 

kesehatan 

Indeks Kesehatan 0,853 0,854 
0,855

4  
0,858 0,860 0,863  100,32  

Sangat 

Tinggi 
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Tujuan / Sasaran Indikator Kinerja 

Realisasi TA. 2025 

Ket 

2021 2022 2023 2024 Target Realisasi Capaian 

masyarakat 

Sasaran 5: 

Meningkatnya 

pendapatan 

masyarakat  

Indeks 

Pengeluaran 
0,361 0,379 0,735  0,746 0,748 

0,757 101,26 

Sangat 

Tinggi 

Sasaran 6: 

Meningkatnya 

kesetaraan dan 

keadilan gender 

dalam pembangunan 

IPG (Indeks 

Pembangunan 

Gender) 

91,16 91,16 91,17 91,17 92,14 91,17 99,03 
Sangat 

Tinggi 

Tujuan 2: 

Meningkatkan 

Sumber Daya 

Manusia yang 

Berkualitas dan 

Berdaya Saing 

Emisi GRK 
1.621,

42 

1.697,

07 

1.665,

12 

1.470,

37 

1.380,0

0 
1.497,07 91,52  

Sangat 

Tinggi 

Sasaran 7: 

Meningkatnya 

kualitas lingkungan 

hidup yang 

berkelanjutan dan 

tangguh bencana  

Indeks Kualitas 

Lingkungan Hidup 

(IKLH) 

68,04 54,84 65,23 56,00 72,60 67,94 93,58 
Sangat 

Tinggi 

Indeks Risiko 

Bencana 
105,21 

103,8

8 
97,71 91,76 90,76 86,00 105,24  

Sangat 

Tinggi 

Rata - rata 99,41 
Sangat 

Tinggi 

Tujuan 3: 

Meningkatkan 

Pertumbuhan 

Ekonomi dan 

Pemerataan 

Kesejahteraan 

Masyarakat 

Laju 

Pertumbuhan 

Ekonomi (LPE) 

2,62 5,25 5,01 5,06 
4,85-

5,32 
6,99 131,39  

Sangat 

Tinggi 

Sasaran 8: 

Meningkatnya 

pertumbuhan 

perekonomian 

LPE kategori 

Industri 

Pengolahan 

4,65 6,84 5,03 4,77 
4,20-

5,78 
6,92 119,72 

Sangat 

Tinggi 

LPE Kategori -2,16 -0,51 -2,56 0,63 1,4 9,53 120 Sangat 
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Tujuan / Sasaran Indikator Kinerja 

Realisasi TA. 2025 

Ket 

2021 2022 2023 2024 Target Realisasi Capaian 

daerah berbasis 

potensi lokal  

Pertanian, 

Kehutanan dan 

Perikanan 

Tinggi 

Rata - rata 119,86 
Sangat 

Tinggi 

Sasaran 9: 

Meningkatnya 

investasi daerah 

Tingkat 

Pertumbuhan 

Investasi (PMTB) 

3,98 2,65 7,9 7,10 7,11 7,92 111,39 
Sangat 

Tinggi 

Sasaran 10: 

Meningkatnya 

kualitas 

penyelenggaraan 

sektor pariwisata 

Persentase 

peningkatan PAD 

Sektor Pariwisata 

77,51 
240,2

3 
8,54 12,84 17,50 17,93  102,47  

Sangat 

Tinggi 

Tujuan 3: 

Meningkatkan 

Pertumbuhan 

Ekonomi dan 

Pemerataan 

Kesejahteraan 

Masyarakat 

Tingkat 

Kemiskinan 
12,92 12,09 12,01 11,89 

11,64-

10,39 
10,87 106,62  

Sangat 

Tinggi 

Sasaran 11: 

Menurunnya jumlah 

pengangguran 

Tingkat 

Pengangguran 

Terbuka 

5,28 6,11 5,38 4,75 
4,40-

5,30 
4,58 104,10  

Sangat 

Tinggi 

Sasaran 12: 

Meningkatnya 

pemerataan kondisi 

sosial ekonomi 

masyarakat 

Indeks Gini 0,368 0,300 0,309 0,314 
0,292-

0,264 
0,277 105,14 

Sangat 

Tinggi 

Sumber: Bagian Organisasi Setda Kab. Demak, 2025, data diolah 

Sedangkan Rekapitulasi Nilai Capaian Kinerja Tahun 2025 dapat dilihat pada 

tabel berikut: 
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Tabel II.16 

Rekapitulasi Nilai Capaian Kinerja Tahun 2025 

No Predikat Kerja Jumlah Indikator % 

1 Sangat Tinggi 20 95,24 

2 Tinggi 1 4,76 

3 Sedang 0 0 

4 Rendah 0 0 

5 Sangat Rendah 0 0 

 Sumber: Bagian Organisasi Setda Kab. Demak, 2025, data diolah 

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap 3 (tiga) Tujuan Daerah 12 (dua 

belas) Sasaran Daerah dengan 21 (dua puluh satu) Indikator Kinerja Utama, 

disimpulkan bahwa 20 (dua puluh) indikator dengan capaian sangat tinggi yaitu: 

Indeks Reformasi Birokrasi, Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Daerah, Nilai SAKIP 

Daerah, Indeks Persepsi Korupsi, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Indeks 

Pendidikan, Indeks Kesehatan, Indeks Pengeluaran, IPG (Indeks Pembangunan 

Gender), Emisi GRK, Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH), Indeks Risiko 

Bencana, Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE), LPE kategori Industri Pengolahan, LPE 

Kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan. Tingkat Pertumbuhan Investasi 

(PMTB). Persentase peningkatan PAD Sektor Pariwisata, Tingkat Kemiskinan, Tingkat 

Pengangguran Terbuka, Indeks Gini. 1 (satu) indikator dengan capaian tinggi yaitu: 

Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah. Adapun penjelasan lebih lanjut tiap indikator 

kinerja tersebut, adalah sebagai berikut: 

1. Analisis Kinerja Tujuan 1: “Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang 

Baik dan Bersih”. 

Indeks Reformasi Birokrasi merupakan penilaian pelaksanaan Reformasi 

Birokrasi yang dilaksanakan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara 

dan Reformasi Birokrasi. Pengukuran Indeks Reformasi Birokrasi pertama kali 

dilaksanakan pada tahun 2019 Tahun 2023, Evaluasi Reformasi Birokrasi 

mengalami perbedaan dengan tahun sebelumnya dimana Evaluasi Reformasi 

Birokrasi tahun 2023 berfokus pada dampak nyata pelaksanaan Reformasi 

Birokrasi sehingga memberikan kontribusi terhadap pencapaian indikator kinerja 

pembangunan dan prioritas Presiden RI lainnya. 

Evaluasi Reformasi Birokrasi Tahun 2025 mengacu pada Surat Edaran 

Menteri PANRB Nomor 6 Tahun 2025, panduan sementara pelaksanaan reformasi 

birokrasi hingga penetapan Grand Design Reformasi Birokrasi Nasional (GDRBN) 

2025–2045 dan Road Map Reformasi Birokrasi Nasional (RMRBN) 2025–2029. 

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 

Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2023 Tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi. 

Peraturan Menteri PANRB Nomor 9 Tahun 2023 tentang evaluasi reformasi 

birokrasi membagi pelaksanaan evaluasi RB menjadi dua; yakni evaluasi internal 

pada tahap perencanaan reformasi birokrasi (ex-ante) dan evaluasi pada tahap 

pelaksanaan reformasi birokrasi (on-going), dan evaluasi eksternal pada tahap 
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pasca pelaksanaan rencana aksi reformasi birokrasi 

kementerian/lembaga/pemerintah daerah (ex-post) yang meliputi:  

1) RB General meliputi capaian strategi pelaksanaan dan capaian 

implementasi kebijakan RB General, serta capaian sasaran strategis reformasi 

birokrasi; dan  

2) RB Tematik meliputi strategi pelaksanaan dan capaian dampak RB 

Tematik. 

Reformasi birokrasi ditujukan pada terwujudnya pemerintah yang kolaboratif, 

kapabel, dan berintegritas untuk melayani masyarakat dalam setiap aspek 

kehidupan (human-based) dalam rangka mendukung Indonesia yang berdaulat, 

maju, berkeadilan, dan berkelanjutan, melalui penerapan digital governance yang 

berkualitas. 

Komponen penilaian evaluasi RB tahun 2025 terdiri dari dimensi RB General 

dan dimensi RB Tematik. Dimensi RB General meliputi capaian strategi 

pelaksanaan RB General, Capaian Implementasi kebijakan percepatan RB, dan 

capaian sasaran strategis RB. Pada Dimensi RB Tematik meliputi strategi 

pelaksanaan RB Tematik dan capaian indikator dampak RB Tematik. Hasil 

Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Berdampak tahun 2025 disampaikan 

melalui website https://portalrb.menpan.go.id/. 

Hasil pengukuran capaian kinerja Tujuan “Meningkatkan Tata Kelola 

Pemerintahan yang Baik dan Bersih” dengan indikator Indeks Reformasi mencapai 

104,94% dan termasuk predikat “Sangat Tinggi” sebagaimana disajikan dalam 

tabel berikut: 

Tabel II.17 

Capaian Indikator Kinerja Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Demak 

No 
Indikator 

Kinerja 

 Realisasi 2025 Target 

Akhir 

RPJMD 

(2026) 

Capaian 

s.d 2025 

thd 2026 2022 2023 2024 Target Realisasi Capaian 

1 

Indeks 

Reformasi 

Birokrasi 

69,94 77,72 86,58 87 91,3 104,94 76,99 118,59  

Sumber: LHE RB Kemenpan RB 2022 - 2025, data diolah 

Berdasarkan data tabel di atas, Pemerintah Kabupaten Demak menetapkan 

target kinerja tahun 2025 untuk indikator Indeks Reformasi Birokrasi sebesar 87. 

Berdasarkan hasil penilaian evaluasi reformasi birokrasi melalui website 

https://portalrb.menpan.go.id/., realisasi yang berhasil dicapai adalah sebesar 

91,30. Dengan demikian, capaian kinerja untuk indikator ini tercatat sebesar 

104,94% atau berkategori "Sangat Baik". Keberhasilan melampaui target (di atas 

100%) ini mengindikasikan bahwa upaya Pemerintah Kabupaten Demak dalam 

reformasi birokrasi, penyederhanaan struktur, serta peningkatan kualitas 
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pelayanan publik telah berjalan efektif dan memenuhi standar ekspektasi nasional 

yang ditetapkan pada tahun berjalan. 

Melihat tren perkembangan kinerja dari tahun ke tahun, Indeks Reformasi 

Birokrasi Kabupaten Demak menunjukkan grafik peningkatan yang konsisten dan 

signifikan. Pada tahun 2022, indeks tercatat sebesar 69,94, kemudian mengalami 

lonjakan kinerja pada tahun 2023 sebesar 7,78 poin menjadi 77,72. Tren positif ini 

berlanjut pada tahun 2024 dengan kenaikan yang lebih tinggi yakni sebesar 8,86 

poin, sehingga nilai mencapai 86,58. Pada tahun 2025, kinerja kembali meningkat 

sebesar 4,72 poin menjadi 91,30. Konsistensi kenaikan poin setiap tahunnya ini 

mencerminkan komitmen kuat pimpinan daerah dalam mengawal delapan area 

perubahan reformasi birokrasi secara berkelanjutan. 

Evaluasi kinerja tahun 2025 juga menunjukkan hasil yang sangat impresif 

jika disandingkan dengan target jangka menengah daerah. Target Akhir Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk tahun 2026 pada angka 

76,99. Dengan realisasi tahun 2025 yang telah mencapai angka 91,30, maka 

Pemerintah Kabupaten Demak sesungguhnya telah melampaui target akhir 

RPJMD satu tahun lebih cepat. Progres capaian terhadap target akhir RPJMD 

tercatat sebesar 118,59%. Hal ini membuktikan bahwa percepatan reformasi 

birokrasi di Kabupaten Demak telah melampaui ekspektasi perencanaan jangka 

menengah yang disusun sebelumnya. 

Rincian hasil evaluasi sebagai penilaian Indeks Reformasi Birokrasi tahun 

2025 meliputi penilaian Reformasi Birokrasi General dengan bobot 100 poin, dan 

penilaian Reformasi Birokrasi Tematik dengan bobot 20 poin. Capaian Pemerintah 

Kabupaten Demak dalam penilaian tahun 2025 yakni Reformasi Birokrasi General 

mendapatkan nilai 77,77 dan Reformasi Birokrasi Tematik mendapatkan nilai 

13,53, sehingga total nilai sebesar 91,30 dengan kategori Predikat A-. Rincian 

hasil penilaian sebagaimana termuat Portal RB Nasional sebagai berikut: 



 

 BAB II CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH 

 

LPPD KABUPATEN DEMAK TAHUN 2025 II-69 

 

 
Gambar II.1 Hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi  

Pemerintah Kabupaten Demak Tahun 2025 
Sumber Data: LHE RB Kabupaten Demak 2025, https://portalrb.menpan.go.id/. 

Nilai evaluasi pelaksanaan RB tahun 2025 sebagai pembentuk Indeks 

Reformasi Birokrasi merupakan nilai indeks yang dihitung atas capaian 

pelaksanaan RB General dan RB Tematik dengan beberapa komponen penilaian 

dengan perhitungan mendasarkan pada bobot, skor dan skor index. Rekapitulasi 

capaian per komponen Indeks RB Kabupaten Demak tahun 2025 sebagai berikut: 
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Hasil Evaluasi Pemerintah Daerah Kabupaten Demak - LKE KEMENPANRB

1 RB General Rencana Aksi Pembangunan RB General 3 2,42 2,42 80,67

2 RB General Tingkat Implementasi Rencana Aksi RB General 7 99,00 5,59 79,86

3 RB General Tingkat Capaian Sistem Kerja untuk Penyederhanaan Birokrasi 3 4,01 2,00 1,20 40,00

4 RB General Tingkat Maturitas SPIP 4 3,00 2,99 2,39 59,75

5 RB General Tingkat Keberhasilan Pembangunan ZI 3,5 2,50 1,50 1,50 42,86

6 RB General Nilai SAKIP 4 60,01 72,19 2,89 72,25

7 RB General Tingkat Implementasi Kebijakan Arsitektur SPBE 2,5 3,00 2,00 1,00 40,00

8 RB General Tingkat Digitalisasi Arsip 2,5 60,01 90,55 2,26 90,40

9 RB General Tingkat tindak lanjut pengaduan masyarakat (LAPOR) yang sudah 

diselesaikan

2,5 40,00 50,00 2,50 100,00

10 RB General Indeks Kualitas Kebijakan 2,5 65,00 91,21 2,28 91,20

11 RB General Indeks Reformasi Hukum 2,5 70,01 98,80 2,47 98,80

12 RB General Indeks Pembangunan Statistik 2,5 2,60 2,65 1,32 52,80

13 RB General Indeks Tata Kelola Pengadaan 2,5 70,01 81,50 2,04 81,60

14 RB General Indeks Sistem Merit 4 250,00 282,00 2,75 68,75

15 RB General Indeks Pelayanan Publik 2 3,51 4,15 1,66 83,00

16 RB General Tingkat Kepatuhan Standar Pelayanan Publik 2 78,00 96,15 1,92 96,00

17 RB General Indeks SPBE 9 2,60 4,09 7,35 81,67

18 RB General Opini BPK 5 5,00 3,00 5,00 100,00

19 RB General Tindak Lanjut Rekomendasi 4 75,00 97,78 3,91 97,75

20 RB General Indeks BerAkhlak 4 50,00 78,41 3,14 78,50

21 RB General Survei Penilaian Integritas 10 77,50 79,46 7,95 79,50

22 RB General Survei Kepuasan Masyarakat 8 76,61 88,64 7,09 88,63

23 RB General Capaian IKU Makro 4 96,00 3,84 96,00

24 RB General Capaian IKU Non Makro 6 90,00 76,19 3,30 55,00

25 RB Tematik Pengentasan Kemiskinan (Strategi Pembangunan) 1 0,80 0,80 80,00

26 RB Tematik Realisasi Investasi (Strategi Pembangunan) 1 0,84 0,84 84,00

27 RB Tematik Digitalisasi Administrasi Pemerintahan Fokus Penanganan Stunting 

(Strategi Pembangunan)

1 0,92 0,92 92,00

28 RB Tematik Penggunaan Produk Dalam Negeri (Strategi Pembangunan) 1 1,00 1,00 100,00

29 RB Tematik Pengendalian Inflasi (Strategi Pembangunan) 1 0,74 0,74 74,00

30 RB Tematik Pengentasan Kemiskinan (Capaian Dampak) 3 1,25 1,25 41,67

31 RB Tematik Realisasi Investasi (Capaian Dampak) 3 2,00 2,00 66,67

32 RB Tematik Digitalisasi Administrasi Pemerintahan Fokus Penanganan Stunting 

(Capaian Dampak)

3 3,00 3,00 100,00

33 RB Tematik Penggunaan Produk Dalam Negeri (Capaian Dampak) 3 2,98 2,98 99,33

34 RB Tematik Pengendalian Inflasi (Capaian Dampak) 3 0,00 0,00

35 RB Tematik Percepatan Hilirisasi 0,00

36 RB Tematik Ketahanan Pangan 0,00

37 RB Tematik Peningkatan Kualitas dan Akses Layanan Kesehatan 0,00

38 RB Tematik Peningkatan Akses, Kualitas dan Mutu Layanan Pendidikan 0,00

No. Komponen Indikator Penilaian Bobot
Target 

Baik
Skor Skor Index

Capaian 

Index

Total 120 1516,2 91,3 76,08

Tabel II.18 

Hasil Evaluasi RB Pemerintah Daerah Kabupaten Demak Tahun 2025 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber Data: LHE RB Kabupaten Demak 2025, https://portalrb.menpan.go.id/. 

Pencapaian Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Demak 

tahun 2025 sebesar 91,30 merupakan hasil agregat dari dua pilar penilaian utama, 

yakni Reformasi Birokrasi (RB) General dan Reformasi Birokrasi (RB) Tematik. 

Secara proporsional, pilar RB General memberikan kontribusi dominan dengan 

capaian nilai sebesar 77,77 dari total alokasi bobot 100. Sementara itu, pilar RB 

Tematik yang berfokus pada penyelesaian isu prioritas pembangunan 

menyumbangkan nilai tambahan sebesar 13,53 dari total alokasi bobot 20 yang 

tersedia pada lembar kerja evaluasi. Sinergi capaian pada kedua pilar ini 

menunjukkan efektivitas instansi dalam menyeimbangkan tata kelola internal 

dengan dampak nyata pembangunan. 

Pada pilar RB General, kualitas kinerja digambarkan melalui tiga komponen 

pengungkit. Kontribusi terbesar disumbangkan oleh komponen Capaian Sasaran 
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Strategis RB (Hasil) yang berhasil meraih nilai 41,58 atau mencapai 83,16% dari 

total bobot 50. Capaian ini didukung oleh komponen Capaian Pelaksanaan 

Kebijakan RB (Proses) yang mencatatkan nilai 28,18 dari total bobot 40, serta 

komponen Strategi Pelaksanaan RB General (Perencanaan) yang memperoleh 

nilai 8,01 dari total bobot 10. Tingginya realisasi pada aspek Sasaran Strategis 

mengindikasikan bahwa reformasi tata kelola yang dilakukan telah menghasilkan 

outcome birokrasi yang konkret, seperti peningkatan kualitas pelayanan publik dan 

akuntabilitas kinerja, bukan sekadar pemenuhan dokumen administratif. 

Sementara itu, pada pilar RB Tematik yang mengukur keberhasilan 

penanganan isu strategis (Kemiskinan, Investasi, Digitalisasi, Produk Dalam 

Negeri, dan Inflasi), kinerja Pemerintah Kabupaten Demak juga menunjukkan hasil 

positif. Komponen Capaian Indikator Dampak menjadi penyumbang terbesar 

dengan nilai 9,23 dari total bobot 15. Hal ini membuktikan bahwa intervensi 

program tematik telah memberikan dampak langsung di lapangan. Adapun 

komponen Strategi Pembangunan (Perencanaan Tematik) tercatat meraih nilai 

4,30 dari total bobot 5. Dengan total capaian RB Tematik sebesar 13,53 dari bobot 

maksimal 20, Pemerintah Kabupaten Demak telah mengoptimalkan instrumen 

reformasi birokrasi untuk mendorong percepatan prioritas pembangunan daerah 

secara terukur. 

Perkembangan Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Demak dari tahun 

2021 hingga 2025 dapat kita sajikan pada grafik berikut ini: 

Grafik II.7 

Perkembangan Indeks RB Kabupaten Demak tahun 2021-2025 

 

Sumber Data: LHE RB Kabupaten Demak 2021-2025. 

Berdasarkan grafik perkembangan di atas, kinerja reformasi birokrasi 

Pemerintah Kabupaten Demak selama periode lima tahun terakhir (2021–2025) 

menunjukkan tren positif yang sangat signifikan dan berkelanjutan. Pada tahun 

2021, Indeks Reformasi Birokrasi tercatat sebesar 66,62. Upaya pembenahan tata 



 

 BAB II CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH 

 

LPPD KABUPATEN DEMAK TAHUN 2025 II-72 

 

kelola mulai menampakkan hasil pada tahun 2022 dengan kenaikan indeks 

menjadi 69,94, atau tumbuh sebesar 3,32 poin. 

Akselerasi kinerja yang paling masif terjadi pada periode pertengahan 

RPJMD. Pada tahun 2023, indeks mengalami lonjakan tajam menjadi 77,72. 

Momentum perbaikan ini terus dijaga secara konsisten, sehingga pada tahun 2024 

nilai kembali meningkat signifikan menjadi 86,58. Puncaknya, pada tahun 2025, 

Pemerintah Kabupaten Demak berhasil mencatatkan capaian tertinggi dengan 

Indeks Reformasi Birokrasi sebesar 91,30. 

Secara keseluruhan jika dibandingkan dengan kondisi awal pada tahun 

2021, telah terjadi eskalasi kinerja total sebesar 24,68 poin hingga tahun 2025. 

Kurva menanjak yang konsisten ini mengindikasikan bahwa Kabupaten Demak 

telah bertransformasi dari kategori "Baik" menuju kategori "Memuaskan". 

Jika dibandingkan dengan rata-rata nilai Indeks Reformasi Birokrasi 

Nasional, Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Demak tahun 2025 tergambarkan 

dalam gambar berikut: 

Gambar II.2 Perbandingan implementasi Reformasi Birokrasi (RB) Pemerintah 

Kabupaten Demak dengan rata-rata Reformasi Birokrasi (RB) Nasional 
Sumber Data: LHE RB Kabupaten Demak 2025. 

Berdasarkan hasil evaluasi tahun 2025, kualitas implementasi Reformasi 

Birokrasi (RB) Pemerintah Kabupaten Demak menunjukkan keunggulan yang 

signifikan di seluruh komponen penilaian jika dibandingkan dengan rata-rata 

capaian instansi pemerintah secara nasional. Pada pilar RB General, dominasi 

kinerja terlihat jelas pada komponen Capaian Sasaran Strategis Reformasi 

Birokrasi, di mana Kabupaten Demak mencatatkan persentase capaian sebesar 

83,16%, jauh melampaui rata-rata nasional yang hanya berada di angka 74,10%. 

Keunggulan lebih terlihat pada aspek perencanaan dan proses, yaitu 

komponen Strategi Pelaksanaan RB General yang mencapai 80,10% (vs Nasional 

54,26%) dan Capaian Pelaksanaan Kebijakan RB sebesar 70,45% (vs Nasional 

53,53%). Gap positif yang lebar ini mengindikasikan bahwa tata kelola birokrasi di 
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Kabupaten Demak jauh lebih baik dibandingkan mayoritas instansi lain di 

Indonesia. 

Keunggulan komparatif juga tercermin pada pilar RB Tematik. Pemerintah 

Kabupaten Demak terbukti lebih efektif dalam memberikan dampak nyata 

pembangunan, ditandai dengan Capaian Indikator Dampak yang menembus 

angka 61,53%, unggul hampir 20 poin persen di atas rata-rata nasional yang 

tercatat sebesar 42,12%. Demikian pula pada komponen Strategi Pembangunan, 

Kabupaten Demak meraih capaian 86,00%, lebih tinggi dibandingkan rata-rata 

nasional sebesar 47,56%. Konsistensi capaian yang selalu berada di atas garis 

rata-rata nasional pada setiap lini indikator ini menegaskan posisi Pemerintah 

Kabupaten Demak sebagai salah satu instansi (role model) dalam akselerasi 

reformasi birokrasi di tingkat daerah. 

Faktor-faktor yang mendorong keberhasilan kinerja Indeks Reformasi 

Birokrasi Kabupaten Demak tahun 2025 sebagai berikut: 

1) Opini BPK dan Tindak Lanjut Rekomendasi (Akuntabilitas Keuangan) 

Keberhasilan utama didorong oleh tata kelola keuangan yang sangat 

transparan dan akuntabel. Indikator Opini BPK mencatatkan nilai sempurna 

dengan capaian indeks sebesar 100,00, yang menunjukkan tidak adanya 

temuan material dalam laporan keuangan pemerintah daerah. Keberhasilan ini 

diperkuat oleh komitmen tinggi dalam penyelesaian hasil audit, di mana 

indikator Tindak Lanjut Rekomendasi berhasil meraih capaian indeks 97,75, 

menandakan bahwa hampir seluruh rekomendasi BPK telah ditindaklanjuti 

dengan tuntas. 

2) Pengelolaan Pengaduan dan Standar Pelayanan Publik Pada aspek 

pelayanan, responsivitas pemerintah daerah dinilai istimewa. Indikator Tingkat 

tindak lanjut pengaduan masyarakat (SP4N-LAPOR!) mencapai nilai maksimal 

dengan capaian indeks 100,00, membuktikan bahwa setiap aduan warga 

ditangani hingga selesai. Kualitas layanan juga terjamin melalui indikator 

Tingkat Kepatuhan Standar Pelayanan Publik yang sangat tinggi di angka 

96,00, serta didukung oleh Indeks Pelayanan Publik secara umum yang 

berada pada kategori sangat baik dengan capaian indeks 83,00. 

3) Kualitas Kebijakan dan Reformasi Hukum Fondasi regulasi yang kokoh 

menjadi daya dukung vital bagi reformasi birokrasi. Hal ini tercermin dari 

indikator Indeks Reformasi Hukum yang mencapai capaian indeks 98,80, 

menunjukkan harmonisasi produk hukum daerah yang sangat baik. Kualitas 

regulasi ini juga divalidasi oleh Indeks Kualitas Kebijakan yang mencatatkan 

capaian indeks sebesar 91,20, mengindikasikan bahwa kebijakan yang 

dihasilkan telah berbasis bukti dan partisipatif. 

4) Perencanaan Strategis dan Kinerja Makro Keberhasilan kinerja juga ditopang 

oleh perencanaan yang matang. Capaian IKU Makro yang menggambarkan 

keberhasilan pembangunan daerah secara umum sangat tinggi dengan indeks 

96,00. Hal ini didukung oleh penyusunan Rencana Aksi Pembangunan RB 

General yang solid dengan indeks 80,67 serta konsistensi dalam Tingkat 
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Implementasi Rencana Aksi RB General yang mencapai 79,86, memastikan 

peta jalan reformasi berjalan sesuai rencana. 

5) Transformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintahan Modernisasi birokrasi 

berjalan efektif melalui pemanfaatan teknologi. Tingkat Digitalisasi Arsip 

mencapai capaian indeks 90,40, yang sangat membantu efisiensi administrasi. 

Ekosistem digital ini diperkuat oleh Indeks SPBE yang mencapai 81,67, serta 

Indeks Tata Kelola Pengadaan yang transparan dengan capaian indeks 81,60. 

Selain itu, Nilai SAKIP sebagai cerminan akuntabilitas kinerja instansi 

memberikan kontribusi positif dengan capaian indeks 72,25. 

6) Integritas, Budaya Kerja, dan Persepsi Publik Faktor "soft side" reformasi 

birokrasi juga menunjukkan hasil positif. Persepsi masyarakat terhadap kinerja 

pemerintah sangat baik, ditandai dengan Survei Kepuasan Masyarakat yang 

mencapai indeks 88,64. Dari sisi internal, integritas birokrasi terjaga dengan 

Survei Penilaian Integritas sebesar 79,50, didukung oleh internalisasi budaya 

kerja melalui Indeks BerAkhlak sebesar 78,50. 

7) Reformasi Birokrasi Tematik (Stunting dan Produk Dalam Negeri) Faktor 

pendorong signifikan lainnya berasal dari keberhasilan implementasi program 

tematik prioritas nasional. Pada fokus penanganan stunting, Pemerintah 

Kabupaten Demak mencatatkan kinerja paripurna, di mana Digitalisasi 

Administrasi Pemerintahan Fokus Penanganan Stunting (Capaian Dampak) 

meraih indeks 100,00 dan aspek strategi pembangunannya sebesar 92,00. 

Demikian pula pada penggunaan produk lokal, indikator Penggunaan Produk 

Dalam Negeri (Strategi Pembangunan) mencapai indeks sempurna 100,00, 

diikuti oleh capaian dampak nyata di lapangan sebesar 99,33. 

8) Beberapa indikator lain turut menyumbang keberhasilan indeks kumulatif 

meskipun dengan variasi capaian di kategori "Baik" hingga "Cukup". Indikator 

tersebut meliputi strategi ekonomi melalui Pengendalian Inflasi (Strategi 

Pembangunan) dengan indeks 74,00, manajemen SDM melalui Indeks Sistem 

Merit sebesar 68,75, serta dampak ekonomi riil pada Realisasi Investasi 

(Capaian Dampak) sebesar 66,67. Selain itu, pengendalian internal tercatat 

memadai dengan Tingkat Maturitas SPIP sebesar 59,75, serta dukungan data 

melalui Indeks Pembangunan Statistik sebesar 52,80. 

Faktor-faktor yang menjadi hambatan dalam pencapaian kinerja Reformasi 

Birokrasi tahun 2025.di antaranya adalah: 

1) Tingkat Capaian Sistem Kerja untuk Penyederhanaan Birokrasi (Nilai: 40,00) 

Hambatan signifikan pertama terlihat pada transformasi mekanisme kerja 

pasca penyederhanaan birokrasi. Indikator ini hanya mencatatkan capaian 

indeks sebesar 40,00. Rendahnya nilai ini mengindikasikan bahwa perubahan 

mindset dan mekanisme kerja dari struktural ke fungsional (seperti 

pembentukan tim kerja lintas sektor atau squad team) belum berjalan optimal. 

Mekanisme kerja baru yang seharusnya lebih lincah (agile) tampaknya belum 

sepenuhnya melembaga, sehingga birokrasi masih terjebak pada pola kerja 

lama yang kaku meskipun struktur organisasinya mungkin sudah 

disederhanakan. 
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2) Tingkat Implementasi Kebijakan Arsitektur SPBE (Nilai: 40,00) Meskipun 

indeks SPBE secara umum tinggi, terdapat kesenjangan pada fondasi 

kebijakannya. Indikator implementasi kebijakan arsitektur SPBE hanya 

mencapai indeks 40,00. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan Sistem 

Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Kabupaten Demak kemungkinan 

besar masih berjalan secara parsial atau sektoral (aplikasi yang tidak 

terintegrasi), dan belum sepenuhnya mengacu pada satu dokumen Arsitektur 

SPBE yang terpadu sebagai cetak biru (blueprint) integrasi layanan digital 

daerah. 

3) Tingkat Keberhasilan Pembangunan Zona Integritas (Nilai: 42,86) Upaya 

pembangunan unit kerja integritas masih menemui kendala yang cukup berat. 

Indikator keberhasilan pembangunan Zona Integritas (ZI) mencatatkan 

capaian indeks yang rendah yaitu 42,86. Angka ini mencerminkan minimnya 

jumlah unit kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak yang berhasil 

lolos penilaian atau memperoleh predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) 

dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Hal ini menjadi sinyal 

perlunya pendampingan yang lebih intensif terhadap unit kerja agar memenuhi 

standar integritas nasional. 

4) Terdapat kesenjangan dalam pembangunan strategi rb tematik sehingga 

meskipun capaian dampak tematik kemiskinan mengalami penurunan, 

investasi mengalami peningkatan signifikan investasi yang masuk, namun hal 

tersebut dianggap bukan hasil dari desain strategi reformasi birokrasi yang 

terstruktur. Keterkaitan rencana aksi dengan outcome belum sepenuhnya 

kuat; rencana aksi RB yang disusun masih belum kolaboratif, yang lebih 

berorientasi kegiatan dari pada hasil, sehingga beberapa indikator capaian 

makro/non makro dan tematik belum maksimal. Ketika program kemiskinan, 

investasi, dan pengendalian inflasi belum sepenuhnya dikendalikan melalui 

mekanisme SAKIP dan RB sebagai motor penggerak. 

Rekomendasi perbaikan peningkatan Reformasi Birokrasi di Kabupaten 

Demak tidak hanya berpotensi meningkatkan skor indeks, tetapi juga 

menunjukkan lompatan nyata pada kualitas hidup masyarakat dan daya saing 

daerah di antaranya: 

1) Pelembagaan dan Internalisasi Sistem Kerja Baru (Agile Bureaucracy) Guna 

mengatasi rendahnya capaian pada aspek sistem kerja (Nilai: 40,00), 

direkomendasikan untuk: 

a) Formalisasi Squad Team: Menerbitkan regulasi atau Surat Keputusan 

(SK) yang secara spesifik membentuk tim kerja lintas perangkat daerah 

(cross-functional team) untuk isu-isu strategis, sehingga mekanisme kerja 

tidak lagi terpaku pada struktur hierarkis (sekat-sekat birokrasi). 

b) Manajemen Perubahan Pola Pikir: Melaksanakan capacity building intensif 

mengenai metode kerja agile bagi pejabat fungsional, serta 

mengintegrasikan kontribusi dalam tim kerja ke dalam penilaian kinerja 
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individu (SKP) agar perubahan mindset dari struktural ke fungsional dapat 

berjalan efektif. 

2) Percepatan Integrasi Melalui Arsitektur SPBE Untuk memperbaiki 

implementasi kebijakan SPBE yang masih parsial (Nilai: 40,00), langkah 

perbaikan meliputi: 

a) Penetapan Arsitektur SPBE: Segera memfinalisasi dan menetapkan 

dokumen Arsitektur SPBE Kabupaten Demak sebagai landasan hukum 

tunggal integrasi layanan digital. 

b) Moratorium Aplikasi Parsial: Menerapkan kebijakan penghentian 

pembangunan aplikasi baru yang berdiri sendiri (silo) di tingkat OPD, dan 

mewajibkan interoperabilitas data antar-sistem. Fokus dialihkan pada 

pembangunan atau pengembangan Super App layanan publik yang 

terintegrasi sesuai cetak biru (blueprint) daerah. 

3) Intensifikasi Pendampingan Pembangunan Zona Integritas (ZI) Menyikapi 

rendahnya keberhasilan unit kerja dalam meraih predikat WBK/WBBM (Nilai: 

42,86), direkomendasikan strategi: 

a) Pendampingan Berjenjang: Inspektorat Daerah perlu membentuk gugus 

tugas khusus untuk melakukan pendampingan intensif "pra-evaluasi" 

kepada unit-unit layanan strategis (seperti RSUD, Disdukcapil, 

Puskesmas, dan Kecamatan). 

b) Simulasi Penilaian: Melakukan simulasi penilaian mandiri yang ketat 

(mock assessment) untuk memastikan pemenuhan dokumen pengungkit 

dan kualitas pelayanan sebelum diajukan ke Tim Penilai Nasional (TPN), 

guna meminimalisir kegagalan administratif maupun substantif. 

4) Penajaman Peta Jalan RB Tematik dan Kolaborasi SAKIP Untuk 

menjembatani kesenjangan antara strategi dan dampak (kemiskinan, 

investasi, inflasi), serta memastikan SAKIP sebagai motor penggerak, langkah 

perbaikan adalah: 

a) Rekonstruksi Pohon Kinerja Tematik (Cross-cutting): Menyusun ulang 

pohon kinerja dan rencana aksi RB Tematik yang memastikan hubungan 

sebab-akibat (causality) yang jelas antara intervensi kegiatan dengan 

dampak yang dihasilkan. Hal ini agar capaian investasi dan penurunan 

kemiskinan diakui sebagai hasil by design reformasi birokrasi, bukan 

kebetulan (business as usual). 

b) Perencanaan Berbasis Outcome: Mengubah orientasi rencana aksi dari 

sekadar "deretan kegiatan/rapat" menjadi "aksi penyelesaian masalah". 

Setiap program penanggulangan kemiskinan dan inflasi harus memiliki 

indikator outcome yang terukur dan dikawal ketat melalui mekanisme 

evaluasi SAKIP secara berkala. 

c) Konvergensi Anggaran: Memastikan bahwa program-program prioritas 

(RB Tematik) mendapatkan dukungan anggaran yang memadai dan tepat 

sasaran melalui mekanisme money follow program yang dikendalikan 

melalui sistem akuntabilitas kinerja. 
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Adapun Tujuan 1 “Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih” 

memiliki 2 (dua) sasaran yaitu Sasaran 1 “Meningkatnya Kinerja Pelayanan Publik 

Pemerintahan Daerah” dan Sasaran 2 “Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja 

Pemerintah Daerah”. 

2. Analisis Kinerja Sasaran 1: “Meningkatnya Kinerja Pelayanan Publik 

Pemerintahan Daerah”. 

Indeks Kepuasan Masyarakat merupakan hasil pengukuran surveI kepuasan 

pengguna layanan terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh penyelenggara 

pelayanan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara 

dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan 

Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. 

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) diperoleh dari Survei Kepuasan 

Masyarakat pada 41 (Empat Puluh Satu) Perangkat Daerah dan 29 (dua puluh 

sembilan) unit organisasi di Kabupaten Demak. Hasil survei IKM Kabupaten 

Demak tahun 2025 mengalami kenaikan jika dibandingkan survei IKM tahun-tahun 

sebelumnya. Untuk memudahkan interpretasi terhadap penilaian SKM yaitu antara 

25 – 100 maka hasil penilaian tersebut dikonversikan dengan nilai dasar 25, 

dengan rumus sebagai berikut: 

IKM Pemkab Demak merupakan kompilasi IKM dari seluruh Perangkat 

Daerah atau UPP (Unit Pelayanan Publik) yang menyelenggarakan Survei 

kepuasan masyarakat. Adapun IKM per PD atau UPP diperoleh dari: 

 

Nilai Persepsi Per Unsur: 

 

Sumber Data: Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 

Tahun 2017 

Hasil survei SKM kemudian diterjemahkan ke dalam Metrik Nilai persepsi, 

nilai interval, konversi mutu pelayanan sebagai berikut: 
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Tabel II.19 
Nilai persepsi, nilai interval,  

konversi mutu pelayanan dan unit kinerja pelayanan  

 

 Sumber 

Sumber data: Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 

Tahun 2017 

Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran “Meningkatnya kinerja pelayanan 

publik Pemerintahan Daerah” dengan Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat 

(IKM) Daerah mencapai 100,58% dan termasuk predikat “Sangat Tinggi” 

sebagaimana disajikan dalam tabel berikut: 

Tabel II.20 

Capaian Indikator Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Sumber data: Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 

Tahun 2017 

Berdasarkan tabel di atas, realisasi Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 

pada tahun 2025 berhasil menyentuh angka 89,11, melampaui target yang 

ditetapkan sebesar 88,60. Capaian ini menghasilkan persentase capaian sebesar 

100,58%. Angka ini mengindikasikan bahwa intervensi program, inovasi layanan, 

dan perbaikan standar pelayanan publik yang dijalankan sepanjang tahun 2025 

berjalan sangat efektif. Eksekusi program tidak hanya mampu memenuhi standar 

kualitas yang dijanjikan kepada masyarakat, tetapi berhasil melampaui ekspektasi 

tersebut. 

Jika dibandingkan dengan kinerja tahun-tahun sebelumnya (2022-2024) 

terlihat adanya tren pertumbuhan yang sangat konsisten dan berkesinambungan. 

Realisasi IKM bergerak naik secara persisten dari 85,93 (2022), meningkat ke 

87,23 (2023), kemudian 88,48 (2024), hingga mencapai puncaknya di 89,11 pada 

tahun 2025. Peningkatan yang stabil tanpa fluktuasi negatif ini merupakan bukti 

Indikator 

Kinerja 

Realisasi 

2022 

Realisasi 

2023 

Realisasi 

2024 

2025 Target 

Akhir 

RPJMD 

(2026) 

Capaian 

terhadap 

Akhir 

RPJMD 
Target Realisasi Capaian 

Indeks 

Kepuasan 

Masyarakat 

85,93 87,23 88,48 88,60 89,11 100,58 88,85 100,29 
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empiris yang kuat bahwa tata kelola pelayanan publik dan reformasi birokrasi di 

instansi tidak bersifat insidental.  

Kinerja IKM 2025 manakala disandingkan dengan target akhir RPJMD tahun 

2026 (sebesar 88,00) memperlihatkan sebuah lompatan capaian strategis yang 

luar biasa. Dengan rasio capaian terhadap target akhir RPJMD di angka 101,26%, 

Pemerintah Kabupaten Demak telah berhasil merealisasikan bahkan melampaui 

perencanaan, satu tahun lebih awal dari periode akhir RPJMD.  

Dari hasil Survey Kepuasan Masyarakat tahun 2025 yang diselenggarakan 2 

kali dalam setahun (per semester) (sebagaimana Table III.2.2.) IKM Pemerintah 

kabupaten Demak tahun 2025 adalah 89,11 dengan predikat kinerja pelayanan 

sangat baik atau kategori (A) dengan rincian sebagai berikut: 

 Tabel II.21 

Rincian setiap unsur IKM Kab. Demak Tahun 2025 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan: 

 

 

 

 

 

 
 

Sumber Data: Bagian Organisasi Setda 2025 

Hasil survei ini didapatkan dari survei yang dilakukan terhadap 41 (Empat 

Puluh Satu) Perangkat Daerah dan 29 (dua puluh sembilan) unit organisasi di 

Kabupaten Demak sebagai berikut: 

U1 = Persyaratan 

U2 = Prosedur 

U3 = Waktu Pelayanan 

U4 = Biaya/ Tarif 

U5 = Produk layanan 

U6 = Kompetensi Pelaksana 

U7 = Perilaku Pelaksana 

U8 = Penanganan Pengaduan, Saran & Masukan 

Pelayanan 

U9 = Sarana Prasarana 
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Grafik II.8 

Hasil Survei SKM Kabupaten Demak Tahun 2025 

 

Sumber Data: Bag. Organisasi Setda, 2025 
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Berdasarkan hasil SKM 2025 memperlihatkan postur kinerja pelayanan 

publik yang sangat impresif. Dari total 70 Unit Penyelenggara Pelayanan Publik 

(UPP) yang disurvei, sebanyak 45 instansi (sekitar 64.3%) berhasil dengan 

kategori "Sangat Baik". Meratanya sebaran kategori "Sangat Baik" mulai dari 

Badan, Dinas, Kecamatan, hingga Puskesmas membuktikan bahwa standar 

operasional prosedur (SOP) pelayanan yang prima telah terdesentralisasi dengan 

baik. 

Kendati capaian agregat sangat memuaskan, analisis terhadap 25 instansi 

yang berada pada kategori "Baik" (peringkat 46 hingga 70) memerlukan atensi 

perbaikan. Klaster ini secara signifikan didominasi oleh fasilitas pelayanan 

kesehatan tingkat pertama (Puskesmas) dan beberapa otoritas kewilayahan 

(Kecamatan), dengan rentang nilai terendah menyentuh 79,04. 

Perbandingan Indeks Kepuasan Masyarakat Kabupaten Demak, manakala 

dibandingkan dengan Kabupaten/kota sekitar dapat dilihat pada grafik berikut: 

Grafik II.9 

Perbandingan IKM Kabupaten Demak dengan Kabupaten Blora, 

Grobogan dan Pati Tahun 2025 

 
Sumber Data: Bag. Organisasi Setda, 2025 

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kabupaten Demak tahun 2025, 

capaiannya berada di angka 89,11 menempatkan Kabupaten Demak pada posisi 

yang cukup solid, unggul di atas Kabupaten Grobogan yang mencatatkan skor 

86,77. Meskipun secara internal Kabupaten Demak telah sukses melampaui target 

kinerjanya sendiri dengan capaian 100,58%, tinjauan komparatif regional ini 

memotret realitas bahwa dinamika pelayanan di daerah sekitar berjalan dengan 

sangat kompetitif. Kabupaten Pati memimpin dengan skor di angka 95,49, disusul 

oleh Kabupaten Blora dengan skor 92,54. Adanya gap sebesar 6,38 poin antara 

Kabupaten Demak dan Kabupaten Pati mengindikasikan bahwa masih terdapat 

ruang akselerasi strategis yang bisa dioptimalkan. Peta kompetisi ini menegaskan 

bahwa langkah-langkah penguatan akuntabilitas, pembenahan Zona Integritas, 
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serta optimalisasi alokasi anggaran yang telah berjalan di Demak perlu terus 

ditingkatkan daya ungkitnya. 

Faktor faktor yang berpengaruh dalam keberhasilan kinerja IKM meliputi: 

1) Unsur pelayanan U4 (biaya tarif), yaitu tidak ada ongkos yang dikenakan 

kepada penerima layanan dalam mengurus dan/atau memperoleh pelayanan; 

mendorong para responden memberikan nilai tinggi dalam setiap survey yang 

dilaksanakan, 

2) Unsur pelayanan U8 (sarana dan prasarana), yaitu Sarana dan Prasarana 

yang tersedia, yang modern penuh dengan fasilitasi yang mendukung layanan 

dan masih dalam kondisi baik, ternyata menjadi piliha kedua terbanyak yang 

disukai pengguna layanan  

3) Unsur pelayanan U7 (perilaku pelaksana), yaitu sikap, perilaku, dan etika 

pelaksana layanan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Unsur 

ini penting untuk menciptakan hubungan yang baik antara pemberi layanan 

dan penerima layanan Ternyata layanan yang ramah dan sopan dan perilaku 

petugas yang baik serta pelayanan dilakukan dengan profesional, ramah, 

sopan, dan sesuai dengan norma yang berlaku, menjadikan unsur nilai 

layanan ini menduduki nilai tinggi ketiga pilihan para pengguna layanan. 

Faktor yang menjadi permasalahan dan hambatan kinerja IKM di Kabupaten 

Demak adalah: 

1) Unsur pelayanan U3 (waktu penyelesaian), yaitu jangka waktu yang 

diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis 

pelayanan yang melewati batas waktu berdasarkan ketentuan; 

2) Unsur pelayanan U2 (Sistem Mekanisme dan Prosedur), yaitu sistem 

mengatur struktur dan elemen, mekanisme menjelaskan cara atau metode 

kerja, dan prosedur mengarahkan tahapan atau langkah yang harus diikuti 

dalam pelaksanaan kegiatan atau proses tersebut. 

Rekomendasi untuk meningkatkan kinerja IKM Kabupaten Demak antara 

lain: 

1) Unsur Pelayanan U3 (waktu penyelesaian) 

a) Evaluasi dan Penetapan Batas Waktu yang Realistis: Tinjau kembali batas 

waktu yang ditetapkan untuk setiap jenis layanan dan pastikan bahwa 

waktu penyelesaian yang ditentukan dapat dicapai dengan sumber daya 

yang ada. Lakukan penyesuaian jika diperlukan 

b) Optimalkan Proses Internal: Identifikasi langkah-langkah yang memakan 

waktu dalam proses pelayanan dan lakukan perbaikan.  

c) Penggunaan Teknologi Informasi: Implementasi sistem otomatisasi dan 

digitalisasi untuk mempercepat alur kerja, seperti penggunaan sistem 

manajemen antrian online atau platform yang memungkinkan pemantauan 

status layanan secara real-time. 

d) Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM): Berikan pelatihan 

dan penguatan keterampilan kepada pegawai agar mereka dapat bekerja 
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lebih efisien dalam melaksanakan tugas yang berkaitan dengan waktu 

penyelesaian. 

2) Unsur Pelayanan U2 (Sistem, Mekanisme, dan Prosedur) 

a) Penyederhanaan dan Standarisasi Prosedur: Evaluasi dan sederhanakan 

prosedur pelayanan yang ada, dengan mengurangi birokrasi atau langkah 

yang tidak perlu. Standarisasi prosedur yang jelas akan mempermudah 

implementasi dan mengurangi waktu yang terbuang. 

b) Peningkatan Sosialisasi dan Pelatihan: Pastikan bahwa semua pihak yang 

terlibat dalam pelayanan memahami dengan baik sistem, mekanisme, dan 

prosedur yang telah ditetapkan. Berikan pelatihan rutin kepada staf untuk 

mempercepat pemahaman dan implementasi prosedur. 

c) Digitalisasi Sistem dan Prosedur: Manfaatkan teknologi untuk 

mendigitalkan sistem dan prosedur, seperti penggunaan aplikasi untuk 

mempermudah akses terhadap informasi dan proses administratif. Ini juga 

meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. 

d) Pemantauan dan Pengendalian Prosedur: Terapkan mekanisme 

pemantauan secara berkala untuk memastikan bahwa prosedur yang ada 

dijalankan sesuai dengan ketentuan. Lakukan perbaikan jika ada 

ketidaksesuaian atau hambatan dalam pelaksanaan prosedur. 

Program/Kegiatan mendukung kinerja IKM Kabupaten Demak tahun 2025 

antara lain adalah: 

1) Peningkatan Akuntabilitas dan Zona Integritas (SAKIP & ZI) 

Angka kepuasan berbanding lurus dengan transparansi dan akuntabilitas 

kinerja birokrasi. Lonjakan nilai SAKIP Kabupaten Demak dari 69,10 (Kategori 

B) pada 2024 menjadi 72,19 (Kategori BB) pada 2025 membuktikan bahwa 

sistem manajemen kinerja sudah berorientasi pada hasil yang terukur. 

Apresiasi Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) yang diraih oleh 

unit kerja seperti Puskesmas Guntur 2 memberikan efek domino pada 

kepercayaan dan kepuasan publik terhadap layanan kesehatan primer. 

 

Gambar II.3 Penghargaan SAKIP & ZI Tahun 2025 
Sumber Data: Bagian Organisasi Setda 2025 

2) Ekosistem Inovasi Pelayanan Publik (ASN Award 2025) 

Budaya kerja yang kompetitif mendorong lahirnya terobosan yang memangkas 

birokrasi dan mempermudah akses warga. Pada November 2025, berbagai 

inovasi berdampak langsung telah diluncurkan dan mendapat apresiasi. 
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Gambar II.4 ASN Award Tahun 2025 
Sumber Data: BKPSDM Kab. Demak 2025 

3) Optimalisasi Mal Pelayanan Publik (MPP) 

Keberadaan MPP yang mengusung konsep One Stop Service menjadi 

katalisator utama capaian IKM. Integrasi layanan vertikal maupun horizontal 

seperti perizinan dari DPMPTSP, layanan pajak, hingga BPJS Kesehatan 

menjawab langsung ekspektasi masyarakat akan layanan yang terpusat, 

cepat, dan minim pungli. Slogan "Urus Izin Semakin Cepat dan Mudah" 

terbukti menekan hambatan administratif secara signifikan. 

 

Gambar II.5 Mal Pelayanan Publik (MPP) Tahun 2025 
Sumber Data: DPMPTSP Kab. Demak 2025 

4) Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik 

(PEKPPP) Mandiri 2025 

Skor agregat 89,11 sangat ditopang oleh performa ekselen dari Organisasi 

Perangkat Daerah (OPD) garda terdepan. Data evaluasi PEKPPP Mandiri 

2025 mencatat Indeks Pelayanan Publik (IPP) tertinggi dipegang oleh: 

a. Dindukcapil: 4,70 

b. Sekretariat Daerah: 4,68 

c. Dinkominfo: 4,65 

d. Dinas Kesehatan: 4,61 
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e. DPMPTSP: 4,57 

 
Gambar II.6 Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP)  

Mandiri Tahun 2025 
Sumber Data: Bagian Organisasi Setda 2025 

5) Sinergi dan Komitmen Pimpinan 

Keberhasilan penanganan aduan sangat bergantung pada dorongan 

struktural. Pada 4 Februari 2025 di Gedung Grhadika Bina Praja, momentum 

penting tercipta melalui penandatanganan komitmen bersama pelaksanaan 

Smart City, SP4N-LAPOR!, dan Satu Data secara lintas sektoral yang 

diinisiasi oleh Bupati, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah, dan seluruh pimpinan 

OPD. 

 

Gambar II.7 Penandatanganan Komitmen Pelaksanaan Smart City, SP4N-LAPOR!,  

dan Satu Data Tahun 2025 
Sumber Data: DINKOMINFO Kab. Demak 2025 

6) Komitmen Layanan 24 Jam Non-Stop 

Pada akhir tahun 2025, Dinkominfo Demak secara terbuka merilis komitmen 

untuk mengawal aduan publik melalui SP4N-LAPOR! selama 24 jam penuh. 

Ekosistem pengaduan masyarakat ini didesain sangat inklusif dan multi-kanal 

(Omnichannel), meliputi: 

a. Aplikasi gawai (Hallo Demak via Play Store/App Store) 

b. Situs web terintegrasi (hallodemak.lapor.go.id) 

c. SMS Center di 1708 

d. Saluran instan WhatsApp di nomor 0823-2430-9949 
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e. Media Sosial (Instagram/Facebook/Twitter) 

7) Strategi Proaktif "Jemput Bola" Keliling Desa 

Pemerintah Kabupaten Demak tidak membiarkan sistem pengaduan berjalan 

pasif (menunggu warga melapor lewat gawai), melainkan melakukan ekspansi 

lapangan. Tim SP4N-LAPOR! secara berkala membuka lapak pengaduan 

keliling di titik-titik keramaian (seperti area Simpang Enam) hingga 

menyambangi kantor-kantor desa (seperti di Desa Wonotingal). Strategi 

mitigasi offline-to-online ini sukses memfasilitasi kelompok masyarakat 

marginal yang kesulitan mengakses teknologi, sekaligus memetakan masalah 

infrastruktur atau layanan dasar secara langsung dari akar rumput. 

 

Gambar II.8 Penyelenggaraan “Jemput Bola” Tahun 2025 
Sumber Data: DINKOMINFO Kab. Demak 2025 

Pencapaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kabupaten Demak pada 

tahun 2025 yang menyentuh angka 89,11 tidak terlepas dari dukungan alokasi 

anggaran dan pelaksanaan program yang terukur. Untuk mencapai sasaran 

strategis berupa "Meningkatnya kinerja pelayanan publik Pemerintahan Daerah", 

capaian realisasi IKM berhasil melampaui target yang ditetapkan sebesar 88,60, 

dengan persentase capaian kinerja sebesar 100,58% seperti pada tabel berikut: 
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Tabel II.22 

 Alokasi Anggaran dan Dukungan Program kinerja IKM Tahun 2025 

N

O 
SASARAN 

INDIKA

TOR 

SATU

AN 

KINERJA 
N

O 
PROGRAM 

KEUANGAN 

TARG

ET 

REALIS

ASI 
(%) PAGU REALISASI % 

1 

Meningkat

nya kinerja 

pelayanan 

publik 

Pemerinta

han 

Daerah 

Indeks 

Kepuas

an 

Masyar

akat 

Angka 88,60 89,11 
100,

58 

1 

Program 

Dukungan 

Pelaksanaan 

Tugas Dan 

Fungsi Dprd 

 

20.703.598.1

66,00  

 

19.949.462.

034,00  

 96,36  

2 

Program 

Kepegawaian 

Daerah 

    

1.076.204.97

5,00  

    

1.001.600.9

36,00  

  93,07  

 3 

Program 

Koordinasi 

Ketentraman 

Dan Ketertiban 

Umum 

    

1.756.592.55

0,00  

   

1.707.579.4

40,00  

  97,21  

 4 

Program 

Pelayanan 

Penanaman 

Modal 

       

79.131.554,0

0  

      

78.128.541,

00  

  98,73  

 5 

Program 

Pemberdayaan 

Masyarakat 

Desa Dan 

Kelurahan 

    

2.619.834.47

1,00  

   

2.571.689.9

92,00  

  98,16  

6  

Program 

Pembinaan Dan 

Pengawasan 

Pemerintahan 

Desa 

    

2.274.054.68

6,00  

   

2.214.783.7

00,00  

  97,39  

7  
Program 

Pencatatan Sipil 

      

138.734.800,

00  

     

135.327.50

0,00  

  97,54  

8  

Program 

Pendaftaran 

Penduduk 

    

1.839.247.30

0,00  

   

1.793.499.9

12,00  

  97,51  

9  

Program 

Pengelolaan 

Informasi 

Administrasi 

Kependudukan 

      

205.566.000,

00  

     

202.881.69

8,00  

  98,69  

1

0 

Program 

Penunjang 

Urusan 

Pemerintahan 

Daerah 

Kabupaten/Kota 

   

452.733.908.

163,34  

   

424.730.59

6.345,20  

  93,81  

1 Program        98,66  
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N

O 
SASARAN 

INDIKA

TOR 

SATU

AN 

KINERJA 
N

O 
PROGRAM 

KEUANGAN 

TARG

ET 

REALIS

ASI 
(%) PAGU REALISASI % 

1 Penyelenggaraa

n Lalu Lintas 

Dan Angkutan 

Jalan (Llaj) 

34.729.330.5

00,00  

34.263.438.

621,00  

1

2 

Program 

Penyelenggaraa

n Pemerintahan 

Dan Pelayanan 

Publik 

      

577.582.503,

00  

     

535.144.45

9,00  

  92,65  

1

3 

Program 

Penyelenggaraa

n Urusan 

Pemerintahan 

Umum 

      

732.448.663,

00  

     

700.297.90

5,00  

  95,61  

    CAPAIAN 
100,

58 
  JUMLAH 

   

519.466.234.

331,34  

   

489.884.43

1.083,20  

  94,31  

TINGKAT EFISIENSI: 6,27 

TINGKAT EFEKTIFITAS: 106,65 

Sumber: Seluruh OPD di Lingkungan Kab. Demak, 2025 

Keberhasilan IKM ini didorong oleh eksekusi komprehensif pada berbagai program 

kunci yang bersentuhan langsung dengan operasional pemerintah dan layanan warga. 

Dukungan anggaran terbesar dialokasikan pada Program Penunjang Urusan 

Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang bertindak sebagai tulang punggung 

administrasi birokrasi. Pilar pelayanan dasar publik juga diperkuat melalui optimalisasi 

Program Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, Pengelolaan Informasi Administrasi 

Kependudukan, serta Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik. Dukungan 

lintas sektoral lainnya mulai dari Pelayanan Penanaman Modal, Ketentraman dan 

Ketertiban Umum, Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ), hingga 

Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa secara sinergis menciptakan ekosistem 

pelayanan terpadu. 

Dari sisi dukungan manajerial dan keuangan, capaian tersebut ditopang oleh 

komitmen fiskal dengan total pagu anggaran sebesar Rp. 519.466.234.331,34 yang 

didistribusikan ke dalam 13 program strategis. Hingga akhir periode pelaporan, total 

realisasi keuangan tercatat mencapai Rp. 489.884.431.083,20 atau terserap sebesar 

94,31% dari total pagu. Serapan ini mengindikasikan tata kelola keuangan yang sangat 

akuntabel, di mana proses birokrasi mampu mencatatkan tingkat efisiensi anggaran 

sebesar 6,27%, dan sekaligus merepresentasikan tingkat efektivitas kinerja yang 

mencapai 106,65%,  

Analisis efisiensi dan efektivitas capaian IKM Kabupaten Demak tahun 2025 adalah 

sebagai berikut: 

1) Analisis Efektivitas 
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a. Pencapaian Target IKM: Realisasi IKM tahun 2025 mencapai angka 89,11, yang 

melampaui target yang ditetapkan sebesar 88,60. Capaian ini menghasilkan 

persentase keberhasilan sasaran sebesar 100,58%. 

b. Akselerasi Target RPJMD: Kinerja tahun 2025 menunjukkan lompatan strategis 

karena capaian 89,11 telah berhasil melampaui target akhir RPJMD tahun 2026 

(sebesar 88,00) satu tahun lebih awal, dengan rasio capaian terhadap target akhir 

mencapai 101,26%. 

c. Tingkat Efektivitas Kinerja Anggaran: Dari sisi manajemen, tingkat efektivitas 

kinerja Pemerintah Kabupaten Demak secara keseluruhan tercatat menembus 

angka 106,65%. 

2) Analisis Efisiensi 

a. Serapan Anggaran: Dari total pagu anggaran sebesar Rp. 519.466.234.331,34 

yang didistribusikan untuk 13 program strategis, total realisasi keuangan mencapai 

Rp. 489.884.431.083,20. Angka ini menunjukkan tingkat penyerapan anggaran 

yang optimal sebesar 94,31%. 

b. Tingkat Efisiensi Anggaran: Pelaksanaan pelayanan publik mampu mencatatkan 

tingkat efisiensi anggaran sebesar 6,27%. 

c. Optimalisasi Mal Pelayanan Publik (MPP): Konsep One Stop Service terbukti 

memangkas hambatan administratif secara signifikan, sesuai dengan slogan "Urus 

Izin Semakin Cepat dan Mudah". 

d. Responsivitas Pengaduan (SP4N-LAPOR!): Komitmen layanan pengaduan 24 jam 

secara Omnichannel (aplikasi, web, SMS, WhatsApp, media sosial) serta strategi 

proaktif "Jemput Bola" keliling desa sangat efektif menjangkau masyarakat hingga 

kelompok marginal. 

e. Budaya kerja yang kompetitif mendorong lahirnya terobosan inovasi berdampak 

langsung yang memangkas birokrasi dan mempermudah akses pengguna 

layanan. 

f. Peningkatan Akuntabilitas SAKIP dan Pembangunan Zona Integritas. 

g. Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP) 

Mandiri 2025. 

3. Analisis Kinerja Sasaran 2: “Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja 

Pemerintahan Daerah”. 

Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja 

Pemerintahan Daerah dengan Indikator Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi 

Pemerintah (SAKIP) Daerah, Indeks Persepsi Korupsi (IPAK), Indeks Pengelolaan 

Keuangan Daerah (IPKD) mencapai 98,53% dan termasuk predikat “Sangat 

Tinggi” sebagaimana disajikan dalam tabel berikut: 
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Tabel II.23 

Capaian Indikator Kinerja  

Sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Daerah 

Sumber: LHE KemenpanRB, Itda, SK Gubernur Prov. Jawa Tengah Nomor 100.3.3.1/509 Tahun 2025 

 

Sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Daerah diukur 

melalui 3 (tiga) indikator yaitu: 

A. Nilai SAKIP Daerah 

Akuntabilitas sebagai suatu perwujudan kewajiban untuk 

mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan misi organisasi dalam 

mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui media 

pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Dalam dunia birokrasi, 

akuntabilitas pemerintah merupakan perwujudan kewajiban instansi pemerintah 

untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi 

instansi yang bersangkutan. 

Nilai SAKIP daerah diukur berdasarkan Permenpan RB Nomor 88 Tahun 

2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Evaluasi AKIP 

harus dapat memberikan simpulan hasil penilaian beberapa variabel, antara lain 

kriteria-kriteria yang ada dalam penerapan komponen-komponen manajemen 

kinerja yang meliputi perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, 

dan evaluasi akuntabilitas kinerja internal, sebagai fakta objektif instansi 

pemerintah/unit kerja mengimplementasikan SAKIP. 

Komponen-komponen tersebut kemudian dituangkan dalam Lembar Kerja 

Evaluasi (LKE), sesuai dengan kriteria masing-masing komponen. Variabel-

variabel tersebut, yaitu: 

1) Komponen terdiri dari: Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan 

Kinerja, dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal.  

Indikator 

Kinerja 

Realisasi 

2022 

Realisasi 

2023 

Realisasi 

2024 

2025 Target 

Akhir 

RPJMD 

(2026) 

Capaian 

terhadap 

2026 (%) Target Realisasi 
Capaian 

(%) 

Nilai SAKIP 

Daerah 
68,96 69,08 69,1 69,20 72,19 104,32 76,95 93,81 

Indeks 

Persepsi 

Korupsi 

3,728 2,8776 3,0956 3,12 3,17 101,60 3,77 84,08 

Indeks 

Pengelolaan 

Keuangan 

Daerah 

71,6441 76,807 82,526 82,60 74,054 89,65 82,50  89,76 

Rata – rata Capaian 98,53  
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2) Subkomponen dibagi dengan gradasi Keberadaan, Kualitas, dan Pemanfaatan 

pada setiap komponen.  

3) Kriteria merupakan gambaran kondisi yang perlu dicapai di setiap 

subkomponen untuk dapat dinilai apakah kondisi tersebut sudah atau belum 

dicapai dan dapat digambarkan atau tidak. 

LKE menyajikan komponen, subkomponen, serta dilengkapi dengan kriteria 

penilaian, dengan bobot sebagai berikut: 

 

Gambar II.9 Komponen Penilaian Evaluasi 

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 
Sumber Data: LKE KemenpanRB 2025 

Evaluasi SAKIP tersebut menggambarkan kerangka penilaian akuntabilitas 

kinerja yang disusun dalam empat komponen utama, yaitu perencanaan kinerja, 

pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, dan evaluasi akuntabilitas kinerja internal. 

Masing-masing komponen mempunyai bobot total tertentu terhadap nilai 

akuntabilitas kinerja secara keseluruhan, misalnya perencanaan dan pengukuran 

kinerja masing-masing berbobot 30, pelaporan kinerja 15, dan evaluasi 

akuntabilitas kinerja internal 25, sehingga jika dijumlahkan menghasilkan bobot 

maksimal 100 sebagai nilai akhir akuntabilitas.  

Setiap komponen ini kemudian dinilai melalui tiga subkomponen, yakni 

keberadaan, kualitas, dan pemanfaatan, yang masing-masing berkontribusi 20%, 

30%, dan 50% terhadap total nilai. Angka-angka di dalam baris komponen 

menunjukkan batas maksimum skor yang dapat diperoleh unit kerja pada 

kombinasi komponen dan subkomponen tertentu; misalnya pada perencanaan 

kinerja, keberadaan dokumen perencanaan memiliki bobot maksimal 6, kualitas 

dokumen 9, dan pemanfaatan dokumen dalam pengambilan keputusan hingga 15, 

yang bila dijumlahkan menghasilkan bobot 30.  

Dengan cara yang sama, pengukuran, pelaporan, dan evaluasi internal 

kinerja juga diurai ke dalam bobot per subkomponen, sehingga evaluator dapat 

mengisi skor riil berdasarkan kondisi lapangan, lalu mengakumulasikannya 

menjadi nilai akuntabilitas kinerja yang merefleksikan seberapa lengkap, 

berkualitas, dan termanfaatkannya sistem manajemen kinerja di suatu instansi. 
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Nilai hasil akhir dari penjumlahan komponen-komponen memberikan 

gambaran tingkat AKIP, dengan kategori predikat sebagai berikut: 

 

Gambar II.10 Predikat Nilai SAKIP 
Sumber Data: LKE KemenpanRB 2025 

Hasil pengukuran capaian kinerja Sasaran “Meningkatnya Akuntabilitas 

Kinerja Pemerintahan Daerah” dengan Indikator Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja 

Instansi Pemerintah (SAKIP) Daerah mencapai 104,32% dan termasuk predikat 

“Sangat Tinggi” sebagaimana disajikan dalam tabel berikut: 
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Tabel II.24 

Capaian Indikator Kinerja Nilai SAKIP Daerah Kabupaten Demak Tahun 2025 

Sumber: LHE AKIP Kabupaten Demak 2022-2025 

Hasil evaluasi implementasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 

(AKIP) Pemerintah Kabupaten Demak oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur 

Negara dan Reformasi Birokrasi disampaikan melalui surat Kementerian 

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 

B/356/AA.05/2025 tanggal 29 Desember 2025 tentang Hasil Evaluasi Akuntabilitas 

Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2025, Pemerintah Kabupaten Demak 

memperoleh nilai 72,19 dengan predikat “BB”.  Hal tersebut menunjukkan bahwa 

implementasi akuntabilitas kinerja “Sangat Baik”, yaitu mulai terwujudnya efisiensi 

penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, memiliki sistem manajemen 

kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi dan telah diimplementasikan 

pada sebagian besar unit kerja. 

Pada tahun 2025, Pemerintah Kabupaten Demak menetapkan target kinerja 

untuk indikator nilai SAKIP daerah sebesar 69,20. Berdasarkan hasil pengukuran 

dan evaluasi kinerja yang telah dilakukan, realisasi yang berhasil dicapai pada 

tahun berjalan adalah sebesar 72,19. Dengan demikian, capaian kinerja untuk 

indikator ini tercatat sebesar 104,32% dengan kategori "Sangat Baik" karena 

berhasil melampaui target yang ditetapkan (di atas 100%). Keberhasilan 

melampaui target ini mengindikasikan bahwa upaya penguatan akuntabilitas 

kinerja, mulai dari perencanaan strategis hingga pelaporan kinerja, telah berjalan 

efektif dan memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kualitas tata kelola 

pemerintahan di Kabupaten Demak sepanjang tahun 2025. 

Melihat perkembangan kinerja secara historis dari tahun 2022 hingga 2025, 

Nilai SAKIP daerah menunjukkan tren positif dengan kenaikan poin yang 

berkelanjutan setiap tahunnya. Pada tahun 2022, nilai SAKIP tercatat sebesar 

68,96, kemudian mengalami kenaikan sebesar 0,12 poin menjadi 69,08 pada 

tahun 2023. Tren kenaikan berlanjut pada tahun 2024, meskipun dengan 

peningkatan tipis sebesar 0,02 poin menjadi 69,1. Lonjakan kinerja yang paling 

signifikan terjadi pada tahun 2025, di mana nilai SAKIP meningkat tajam sebesar 

3,09 poin dari tahun sebelumnya menjadi 72,19. Akselerasi kenaikan poin yang 

drastis di tahun 2025 ini merefleksikan adanya perbaikan masif dan komitmen 

pimpinan yang kuat dalam membenahi komponen-komponen pengungkit SAKIP 

dibandingkan periode-periode sebelumnya yang cenderung stagnan. 

Indikator 
Kinerja 

Realisasi 
2022 

Realisasi 
2023 

Realisasi 
2024 

2025 Target 
Akhir 

RPJMD 
(2026) 

Capaian 
terhadap 
2026 (%) Target Realisasi 

Capaian 
(%) 

Nilai SAKIP 
Daerah 

68,96 69,08 69,1 69,20 72,19 104,32 76,95 93,81 
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Selanjutnya, jika disandingkan dengan target jangka menengah, realisasi 

tahun 2025 memberikan gambaran optimis terhadap pencapaian visi daerah. 

Target Akhir Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk 

tahun 2026 ditetapkan sebesar 76,95. Dengan capaian realisasi tahun 2025 

sebesar 72,19, maka progres capaian kinerja terhadap target akhir RPJMD telah 

mencapai 93,81%. Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Demak 

berada pada jalur yang tepat dalam mewujudkan sasaran strategisnya. Untuk 

mencapai target akhir RPJMD di tahun 2026, Pemerintah Kabupaten Demak 

hanya perlu mengejar sisa selisih kinerja (gap) sebesar 4,76 poin pada tahun 

mendatang melalui strategi optimalisasi implementasi SAKIP yang lebih terukur. 

Hasil evaluasi SAKIP Kabupaten Demak pada masing-masing komponen 

penilaian dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel II.25 

Nilai Per Komponen Akuntabilitas Kinerja Kab. Demak 2022 -2025 

No Komponen yang dinilai Bobot 

Nilai 

2022 2023 2024 2025 

1 Perencanaan Kinerja 30 22,08 21,95 21,75 21,92 

2 Pengukuran Kinerja 30 19,41 19,47 19,59 21,2 

3 Pelaporan Kinerja 15 11,42 11,48 11,45 11,53 

4 Evaluasi Akuntabilitas Internal 25 16,05 16,18 16,31 17,54 

Nilai Hasil Evaluasi 100 68,96 69,08 69,1 72,19 

Tingkat Akuntabilitas Kinerja   B B B BB 

Sumber: LHE AKIP Kabupaten Demak 2022 – 2025 

Pada komponen Perencanaan Kinerja, capaian tahun 2025 tercatat sebesar 

21,92. Jika ditinjau dari tren historis tahun 2022 hingga 2024, komponen ini sempat 

mengalami fluktuasi penurunan. Pada tahun 2022 nilai berada di angka 22,08, 

kemudian turun menjadi 21,95 di tahun 2023, dan kembali terkoreksi menjadi 21,75 

pada tahun 2024. Namun, pada tahun 2025 terjadi upaya perbaikan yang positif 

dengan adanya kenaikan skor sebesar 0,17 poin dibandingkan tahun sebelumnya. 

Meskipun belum melampaui capaian dasar tahun 2022, pemulihan nilai di tahun 

2025 ini mengindikasikan adanya reviu dan penajaman kembali terhadap dokumen 

perencanaan strategis serta penyelarasan sasaran kinerja (cascading) yang lebih 

baik dibandingkan dua tahun terakhir. 
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Komponen Pengukuran Kinerja menunjukkan tren peningkatan yang sangat 

positif dan konsisten (consistent upward trend). Pada tahun 2025, nilai komponen 

ini melonjak signifikan menjadi 21,20, dibandingkan tahun 2024 yang berada di 

angka 19,59. Kenaikan sebesar 1,61 poin ini merupakan lonjakan tertinggi dalam 

empat tahun terakhir, di mana sebelumnya pergerakan nilai cenderung perlahan 

dari 19,41 (2022) ke 19,47 (2023). Capaian tahun 2025 ini merefleksikan 

keberhasilan pemerintah daerah dalam membangun sistem pengumpulan data 

kinerja yang lebih handal, validitas indikator yang semakin terukur, serta 

pemanfaatan teknologi informasi dalam pengukuran kinerja secara real-time. 

Kinerja pada komponen Pelaporan Kinerja pada tahun 2025 berhasil 

mencapai nilai tertinggi dalam periode empat tahun terakhir, yaitu sebesar 11,53. 

Perkembangan komponen ini sempat mengalami sedikit dinamika, di mana nilai 

bergerak dari 11,42 (2022) naik ke 11,48 (2023), namun sempat mengalami 

penurunan tipis menjadi 11,45 pada tahun 2024. Rebound atau kenaikan kembali 

pada tahun 2025 menunjukkan adanya peningkatan kualitas penyajian informasi 

kinerja dalam laporan, ketepatan waktu pelaporan, serta pemanfaatan laporan 

kinerja sebagai dasar pengambilan keputusan yang lebih efektif. 

Komponen Evaluasi Akuntabilitas Internal menjadi salah satu kontributor 

utama kenaikan nilai SAKIP secara keseluruhan dengan tren yang terus menanjak 

(monoton naik). Nilai evaluasi bergerak dari 16,05 (2022), 16,18 (2023), hingga 

16,31 (2024). Puncaknya terjadi pada tahun 2025, di mana nilai melesat menjadi 

17,54, naik sebesar 1,23 poin dari tahun sebelumnya. Kenaikan drastis ini 

menegaskan efektivitas peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dan 

tim evaluasi internal dalam mengawal implementasi SAKIP, serta adanya tindak 

lanjut yang konkret terhadap rekomendasi perbaikan yang diberikan pada tahun-

tahun sebelumnya. 

Perkembangan capaian kinerja SAKIP Kabupaten Demak dari tahun 2021 

hingga 2025 dapat ditampilkan pada grafik berikut ini: 
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Grafik II.10 

Perkembangan Nilai SAKIP Kabupaten Demak Tahun 2021-2025 

 

Sumber Data: LHE AKIP Kabupaten Demak 2021 – 2025 

Berdasarkan grafik perkembangan kinerja di atas, implementasi SAKIP di 

Pemerintah Kabupaten Demak selama kurun waktu lima tahun terakhir (2021–

2025) menunjukkan tren positif yang berkelanjutan (continuous improvement). 

Pada tahun 2021, nilai SAKIP tercatat sebesar 66,4. Kinerja ini kemudian 

mengalami peningkatan yang cukup signifikan pada tahun 2022 menjadi 68,96, 

atau naik sebesar 2,56 poin. Momentum perbaikan terus dijaga pada tahun-tahun 

berikutnya, meskipun dengan intensitas kenaikan yang bervariasi. 

Memasuki periode 2023 hingga 2024, grafik menunjukkan pola kenaikan 

yang cenderung landai (stagnan positif). Pada tahun 2023, nilai evaluasi naik tipis 

sebesar 0,12 poin menjadi 69,08. Selanjutnya, pada tahun 2024, kinerja relatif 

stabil dengan kenaikan marjinal sebesar 0,02 poin, sehingga nilai akhir tercatat di 

angka 69,10. Kondisi ini mengindikasikan bahwa pada fase tersebut, pemerintah 

daerah sedang dalam tahap pemantapan sistem akuntabilitas yang sudah 

terbangun. 

Akselerasi kinerja yang paling menonjol terjadi pada tahun 2025. Grafik 

memperlihatkan lonjakan tajam (sharp increase) di mana nilai SAKIP melesat 

menjadi 72,19. Kenaikan sebesar 3,09 poin dibandingkan tahun 2024 ini 

merupakan delta pertumbuhan tertinggi sepanjang periode lima tahun terakhir. 

Jika dibandingkan dengan rata-rata nilai SAKIP Nasional, rata-rata nilai 

SAKIP Kab./Kota, rata-rata nilai SAKIP Kementrian/lembaga, nilai SAKIP 

Kabupaten Demak tergambarkan dalam grafik berikut: 
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Grafik II.11 

Perbandingan Nilai SAKIP Kab. Demak dengan Rata-rata Nilai SAKIP 

Nasional, Kab/Kota, Provinsi, Kementerian/Lembaga Tahun 2025 

 

Sumber Data: Laporan Kegiatan SAKIP dan ZI Award KemenpanRB 2025 

Berdasarkan grafik perbandingan nilai SAKIP tahun 2025, Pemerintah 

Kabupaten Demak berhasil mencatatkan nilai evaluasi sebesar 72,19. Capaian ini 

menunjukkan posisi kinerja yang sangat kompetitif dan unggul (above average) 

apabila disandingkan dengan agregat rata-rata kinerja instansi pemerintah secara 

nasional. Jika dibandingkan dengan rata-rata nilai SAKIP kategori Kabupaten/Kota 

se-Indonesia yang berada di angka 64,89, kinerja akuntabilitas Kabupaten Demak 

tercatat lebih tinggi dengan selisih surplus yang signifikan sebesar 7,30 poin. 

Keunggulan ini mengindikasikan bahwa kualitas tata kelola kinerja di Kabupaten 

Demak berada jauh di atas standar rata-rata pemerintah daerah setingkat di 

Indonesia. 

Selanjutnya, dalam perspektif yang lebih luas, capaian Kabupaten Demak 

juga mampu melampaui rata-rata nasional (gabungan seluruh entitas) yang 

tercatat sebesar 66,42, dengan deviasi positif sebesar 5,77 poin. Bahkan, apabila 

disandingkan dengan rata-rata nilai SAKIP tingkat Provinsi yang berada di angka 

69,05, Pemerintah Kabupaten Demak masih menunjukkan performa yang lebih 

baik dengan keunggulan sebesar 3,14 poin. Hal ini menegaskan bahwa maturitas 

implementasi SAKIP di Kabupaten Demak telah mampu mengimbangi, bahkan 

melampaui, rata-rata kinerja instansi pemerintah di level pemerintahan yang lebih 

tinggi (provinsi). 

Kendati demikian, sebagai bahan evaluasi untuk perbaikan berkelanjutan 

(continuous improvement), Pemerintah Kabupaten Demak menjadikan capaian 

kementerian/lembaga sebagai tolok ukur kinerja tertinggi. Rata-rata nilai SAKIP 

kementerian/lembaga pada tahun 2025 tercatat sebesar 73,62. Dalam komparasi 

ini, Kabupaten Demak masih memiliki gap atau selisih kinerja yang relatif tipis, 
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yakni sebesar 1,43 poin di bawah rata-rata kementerian/lembaga. Celah kinerja ini 

menjadi tantangan sekaligus target strategis bagi Pemerintah Kabupaten Demak 

untuk terus mengakselerasi kualitas akuntabilitasnya agar mampu sejajar dengan 

standar kinerja instansi pusat pada periode evaluasi mendatang. 

Berdasarkan hasil evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 

(SAKIP) tahun 2025, Kabupaten Demak menunjukkan capaian akuntabilitas 

kinerja yang sangat kompetitif di tingkat Provinsi Jawa Tengah dengan perolehan 

nilai sebesar 72,19. Kinerja sakip Kabupaten Demak ini manakala dibandingkan 

dengan Kabupaten/kota di wilayah Jawa Tengah dapat digambarkan sebagai 

berikut: 

Grafik II.12 

Nilai Sakip Kabupaten/Kota di Jawa Tengah Tahun 2025 

 

Sumber Data: Bagor Provinsi Jawa Tengah, 2025 

Kinerja SAKIP tahun 2025 berhasil menempatkan Kabupaten Demak masuk 

ke dalam klaster sembilan besar daerah dengan skor tertinggi, bersanding dengan 

daerah-daerah unggulan lainnya yang divisualisasikan dalam kelompok grafik 

teratas (oranye). Posisi Demak menempel ketat capaian Kota Surakarta (73,24) 

dan Kota Pekalongan (73,28), yang mengindikasikan bahwa implementasi 

manajemen kinerja dan efisiensi penggunaan anggaran di Kabupaten Demak 

sudah berjalan pada level yang sangat baik. Jika dibandingkan dengan capaian 

nilai sakip tertinggi oleh Kabupaten Banyumas (81,90) dan Wonogiri (78,76), 

masih terdapat gap sekitar 6 hingga 9 poin. Hal ini menunjukkan bahwa 
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Kabupaten Demak memiliki akses untuk melakukan eskalasi, khususnya dalam 

mempertajam sasaran strategis yang berorientasi pada hasil (outcome) serta 

memperdalam evaluasi kinerja internal. Meskipun demikian, secara makro capaian 

72,19 ini sangat impresif karena Kabupaten Demak berhasil melampaui rata-rata 

provinsi, menciptakan jarak yang cukup jauh dari batas atas kelompok menengah 

seperti Kendal (69,79), serta jauh meninggalkan nilai terendah (Magelang) di 

angka 64,05. 

Implementasi SAKIP Kabupaten Demak yang mendorong keberhasilan 

peningkatan capaian kinerja pada komponen penilaian AKIP tahun 2025 adalah: 

1) Pemanfaatan pohon kinerja dalam dokumen perencanaan dan memastikan 

keselarasan antara pohon kinerja dan dokumen perencanaan sampai level 

taktikal atau operasional; 

2) Penyempurnaan logical framework yang disusun dengan memperhatikan 

kecukupan eksplorasi yang dilakukan dengan menetapkan indikator pada 

setiap penjabaran kinerja yang dilakukan khususnya pada level taktikal ke 

bawah; 

3) Penyempurnaan pohon kinerja yang dimiliki dengan cara memastikan pohon 

kinerja yang disusun telah memenuhi prinsip logis yang menggambarkan 

hubungan sebab akibat serta menggambarkan CSF yang mempengaruhi 

pencapaian kondisi kinerja yang ditetapkan; 

4) Sinkronisasi data pengukuran dan capaian kinerja baik pada SAKIP publik 

maupun internal agar data kinerja yang dipublikasikan dan diukur dapat 

dipertanggungjawabkan secara andal; 

5) Pemanfaatan secara optimal hasil pengukuran kinerja yang telah dilakukan 

sebagai dasar dalam pemberian reward and punishment dengan memastikan 

hasil pengukuran kinerja individu dan kinerja organisasi sebagai dasar 

pertimbangan dalam penetapan TPP Pemerintah Kabupaten Demak; 

6) Peningkatan kualitas laporan kinerja dengan mengeksplorasi dan menganalisis 

secara mendalam capaian seluruh sasaran kinerja, perbandingan realisasi 

kinerja dengan target jangka menengah, tren realisasi kinerja tahun-tahun 

sebelumnya dan analisis efisiensi penggunaan sumber daya; 

7) Peningkatan ketajaman evaluasi akuntabilitas kinerja agar lebih 

menggambarkan tingkat akuntabilitas unit yang dievaluasi, serta memastikan 

rekomendasi hasil evaluasi tersebut ditindaklanjuti dan dapat dimanfaatkan 

sebagai umpan balik perbaikan manajemen kinerja secara berkelanjutan; 

8) Pelaksanaan reviu atau verifikasi melalui E-Mentas terhadap kualitas tindak 

lanjut yang dilakukan oleh perangkat daerah dengan memastikan bahwa tindak 

lanjut yang dilakukan sesuai dengan rekomendasi hasil evaluasi internal yang 

diberikan; dan 

9) Implementasi AKIP Tematik Instansi Pemerintah Kabupaten Demak 

berdampak pada penurunan angka kemiskinan 10,87% dan kenaikan laju 

pertumbuhan ekonomi daerah hingga Triwulan III (y-on-y) 6,07%. 
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Pemerintah Kabupaten Demak telah membangun manajemen kinerja pada 

seluruh jenjang. Namun masih perlu adanya catatan perbaikan dalam implementasi 

manajemen kinerja dalam pencapaian kinerja AKIP Kabupaten Demak, yaitu:  

1) Perencanaan Kinerja: 

a) Pemerintah Kabupaten Demak dan seluruh Perangkat Daerah (PD) telah 

menyusun pohon kinerja dan cascading kinerja pada dokumen 

perencanaan 2025-2029, namun demikian pemanfaatannya dalam 

menyusun rumusan perencanaan kinerja belum optimal. Sebagai contoh 

pada pohon kinerja Dinas Ketenagakerjaan dan Industri, terdapat 

permasalahan yang diidentifikasi berkaitan dengan penyelesaian 

hubungan industrial akan tetapi pada rancangan akhir Renstra 2025-2029 

PD tidak terdapat permasalahan hubungan industrial pada tujuan ataupun 

sasaran strategis PD; 

b) Masih terdapat ketidakselarasan antara periode, kinerja, dan target pada 

Renstra 2025-2029 dengan Indikator Kinerja Utama (IKU), sebagai contoh 

pada Dinas Perdagangan dan Koperasi. 

2) Pengukuran Kinerja: 

Belum sepenuhnya capaian kinerja organisasi atau PD dimanfaatkan untuk 

pemberian reward and punishment ataupun pemberian TPP. 

3) Pelaporan Kinerja: 

Laporan kinerja pada PD belum sepenuhnya dimanfaatkan sebagai salah satu 

dasar dalam penetapan perencanaan periode berikutnya. 

4) Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal: 

Masih terdapat catatan pada kualitas hasil evaluasi internal antara nilai dengan 

catatan. 

Berdasarkan rangkaian uraian di atas dalam rangka mengefektifkan 

implementasi akuntabilitas kinerja, beberapa langkah rekomendasi yang dapat 

dilakukan sebagai berikut: 

1) Perencanaan Kinerja: 

a. Mengoptimalisasi rumusan perencanaan kinerja ke dalam tujuan ataupun 

sasaran strategis PD; 

b. Mereviu keselarasan periode, rumusan kinerja, dan target yang tercantum 

dalam dokumen Renstra, PK dan IKU; 

c. Memastikan kembali pohon kinerja dan cascading kinerja yang telah 

disusun oleh PD untuk diimplementasikan pada dokumen perencanaan 

PD; 

d. Memastikan agar target pada indikator kinerja pada dokumen tahunan 

(PK/ Renja) yang merupakan turunan dari RPJMD dan Renstra OPD 

2025-2029 menggunakan target yang sifatnya absolut atau mutlak bukan 

menggunakan range seperti pada beberapa target yang masih tertera 

pada RPJMD dan Renstra 2025-2029. 

2) Pengukuran Kinerja: 
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a. Meningkatkan pemanfaatan hasil perhitungan capaian kinerja pada 

organisasi atau PD sebagai salah satu dasar dalam pemberian reward 

and punishment ataupun pemberian TPP; 

b. Meningkatkan pemanfaatan aplikasi pengukuran kinerja 

sakip.demakkab.go.id secara maksimal oleh PD dan memastikan 

kepatuhan PD dalam mengisi aplikasi pengukuran tersebut. 

3) Pelaporan Kinerja: 

Meningkatkan kembali pemanfaatan dari data laporan kinerja untuk penentuan 

strategi dan perencanaan pada periode berikutnya. 

4) Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal: 

Meningkatkan kualitas hasil evaluasi internal, agar catatan yang diberikan 

sesuai dengan kondisi dari masing-masing PD. Selain itu, perlu memastikan 

rekomendasi yang diberikan dapat ditindaklanjuti dan relevan bagi PD 

sehingga mendorong peningkatan implementasi AKIP PD. 

Pemerintah Kabupaten Demak telah melakukan perbaikan implementasi 

akuntabilitas kinerja instansi dengan melakukan program ataupun kegiatan yang 

merupakan tindak lanjut dari rekomendasi evaluasi tahun sebelumnya yaitu: 

1) Pendampingan Penyusunan Laporan Kinerja; 

Kegiatan ini dilakukan untuk membantu Perangkat Daerah (PD) dalam 

menyusun laporan kinerja secara sistematis, akurat, dan transparan. Kegiatan 

ini mendorong setiap PD untuk lebih disiplin dalam memantau capaian target, 

memperbaiki kualitas data, serta memperkuat koordinasi antar bidang. 

Kegiatan ini diharapkan Perangkat Daerah mampu mengidentifikasi 

kelemahan dalam pelaksanaan program dan melakukan perbaikan secara 

berkelanjutan. Hasilnya, laporan kinerja menjadi lebih akuntabel dan dapat 

dipertanggungjawabkan, sehingga mendorong peningkatan nilai AKIP secara 

keseluruhan di Kabupaten Demak. 

 

Gambar II.11 Materi Pendampingan Penyusunan Laporan Kinerja PD 
Sumber Data: Bag. Organisasi Setda, 2025 
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2) Verifikasi Sistematika Laporan Kinerja: 

Verifikasi Laporan Kinerja dilakukan dengan cara menganalisis konsistensi 

struktur dokumen, kejelasan informasi data kinerja, kelengkapan konten, dan 

kepatuhan sistematika laporan kinerja dengan SIDinoLaper (AI). 

 

Gambar II.12 Verifikasi Laporan Kinerja PD ‘SIDinoLaper’ (AI) 
Sumber Data: Paparan Pendampingan Penyusunan Laporan Kinerja PD 2025 

3) Pelaksanaan Kepatuhan monev pengukuran dan pengumpulan data kinerja 

PD dengan verifikasi capaian kinerja dari para pemilik kinerja pada E-Sakip 

Demak: 

Pelaksanaan kepatuhan monitoring dan evaluasi (monev), pengukuran, serta 

pengumpulan data kinerja Perangkat Daerah (PD) yang dilakukan secara 

berkala dan diverifikasi oleh para pemilik kinerja melalui E-Sakip, memastikan 

data kinerja PD tercatat secara digital, transparan, dan dapat diakses oleh 

pihak-pihak terkait. 

 

Gambar II.13 Pengukuran dan pengumpulan data kinerja PD 
Sumber Data: E-Sakip Kabupaten Demak tahun 2025 

4) Perubahan Peraturan Bupati Demak tentang Tambahan Penghasilan Pegawai 

(TPP) yang mengakomodir Penilaian Kinerja Organisasi sebagai 

pertimbangan penetapan TPP: 

Penilaian kinerja organisasi yang menjadi dasar penetapan TPP mendorong 

setiap Perangkat Daerah (PD) untuk lebih serius dalam mencapai target dan 

melaporkan kinerjanya secara akuntabel. Hal ini menciptakan 

kompetisi/mendorong budaya kerja yang berorientasi pada hasil di lingkungan 

Pemerintah Kabupaten Demak, memperkuat sistem monitoring dan evaluasi, 

serta memastikan setiap capaian kinerja dapat dipertanggungjawabkan. 
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Gambar II.14 Penilaian kinerja organisasi yang menjadi dasar penetapan TPP 
Sumber Data: JDIH Kabupaten Demak tahun 2025 

5) Pendampingan Penyusunan Perjanjian: 

Pendampingan penyusunan perjanjian kinerja dilakukan untuk memastikan 

bahwa setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) menyusun perjanjian 

kinerja secara tepat berdasarkan level/penjenjangan kinerja masing-masing, 

sesuai dengan target dan indikator kinerja yang dapat diukur, menjadi 

komitmen kinerja yang dipertanggungjawabkan. 

 

Gambar II.15 Materi Penyusunan Perjanjian Kinerja 
Sumber Data: Paparan Kegiatan Pendampingan Penyusunan Perjanjian Kinerja PD 2025 

6) Penajaman evaluasi akuntabilitas kinerja internal: 

Penajaman evaluasi dengan menambahkan manajemen resiko pada proses 

evaluasi dan pendalaman implementasi sakip melalui pemaparan langsung 

kepala perangkat daerah (kinerja strategis) sampai dengan level kinerja 

operasional. 
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Gambar II.16 Kegiatan Penajaman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal 
Sumber Data: Dokumentasi Kegiatan Penajaman evaluasi akuntabilitas kinerja internal PD oleh ITDA 

7) Pelaksanaan Monev atas TL AKIP 2023 dan 2024 pada aplikasi E-Mentas. 

Pelaksanaan Monev TL AKIP via E-Mentas bertujuan agar Perangkat Daerah 

beralih dari pola pikir "membuat dokumen" menjadi "memperbaiki sistem". 

Keberhasilan diukur ketika bukti digital di E-Mentas selaras dengan 

peningkatan kinerja nyata di lapangan. 

 

Gambar II.17 Monev TL AKIP via E-Mentas 
Sumber Data: E-Mentas Kabupaten Demak 

Dalam upaya merealisasikan kinerja Nilai SAKIP Daerah, dukungan 

anggaran untuk mencapai sasaran strategis ini dialokasikan melalui 14 program 

lintas sektor dengan total pagu sebesar Rp. 1.042.052.358.155,00. Dari total 

alokasi tersebut, tingkat penyerapan/realisasi mencapai Rp. 964.321.880.698,00 

atau atau sebesar 92,54%. Berikut adalah dukungan anggaran dan program yang 

dilaksanakan tahun 2025 yang tersaji pada tabel berikut: 

Tabel II.26 

Alokasi Anggaran dan Dukungan Program Nilai SAKIP Daerah Tahun 2025 

N
O 

SASAR
AN 

INDIKA
TOR 

SAT
UAN 

KINERJA 
N
O 

PROGRAM 

KEUANGAN 

TAR
GET 

REALI
SASI 

(%) PAGU REALISASI % 

1 

Meningk
atnya 
Akuntabi
litas 
Kinerja 
Pemerint
ahan 
Daerah 

Nilai 
SAKIP 
Daerah 

Angk
a 

69,2
0 

72,19 
104,
32 

1 
Program Kepegawaian 
Daerah 

          
390.690.00

0,00  

        
385.085.988,00  

98,57 

.
2 

Program Koordinasi 
Dan Sinkronisasi 
Perencanaan 
Pembangunan Daerah 

         
1.553.931.

000,00  

       
1.521.145.443,

00  
97,89 

3 
Program Pemerintahan 
Dan Kesejahteraan 
Rakyat 

        
18.340.140

.200,00  

      
14.589.305.500

,00  
79,55 
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N
O 

SASAR
AN 

INDIKA
TOR 

SAT
UAN 

KINERJA 
N
O 

PROGRAM 

KEUANGAN 

TAR
GET 

REALI
SASI 

(%) PAGU REALISASI % 

4 
Program Penelitian 
Dan Pengembangan 
Daerah 

          
936.271.60

0,00  

        
923.699.103,00  

98,66 

5 
Program Pengelolaan 
Aplikasi Informatika 

          
872.348.70

5,00  

        
857.378.092,00  

98,28 

6 
Program Pengelolaan 
Arsip 

          
348.275.00

0,00  

        
316.636.774,00  

90,92 

7 
Program Pengelolaan 
Informasi Dan 
Komunikasi Publik 

         
2.548.174.

000,00  

       
2.488.543.623,
00  

97,66 

8 
Program 
Pengembangan 
Sumber Daya Manusia 

          
917.501.00

0,00  

        
862.287.205,00  

93,98 

9 

Program Penunjang 
Urusan Pemerintahan 
Daerah 
Kabupaten/Kota 

      
1.009.982.

666.250,00  

     
936.456.916.02
6,00  

92,72 

1
0 

Program 
Penyelenggaraan 
Persandian Untuk 
Pengamanan 
Informasi 

           
91.235.000

,00  

         
89.983.926,00  

98,63 

1
1 

Program 
Penyelenggaraan 
Statistik Sektoral 

          
128.440.00

0,00  

        
127.172.847,00  

99,01 

1
2 

Program 
Perekonomian Dan 
Pembangunan 

         
1.988.058.

000,00  

       
1.927.065.278,
00  

96,93 

1
3 

Program 
Perencanaan, 
Pengendalian Dan 
Evaluasi 
Pembangunan Daerah 

         
3.939.097.

400,00  

       
3.761.216.893,
00  

95,48 

1
4 

Program Perlindungan 
Dan Penyelamatan 
Arsip 

           
15.530.000

,00  

         
15.444.000,00  

99,45 

    CAPAIAN 
104,
32  

  JUMLAH 
   
1.042.052.
358.155,00 

    
964.321.880.69
8,00  

92,54 

TINGKAT EFISIENSI: 11,78 

TINGKAT EFEKTIVITAS: 112,73 

Sumber: Bpksdm, Bapperida, Setda, Dinkominfo, Dinperpusar, Semua PD, 2025 

Ditinjau dari portofolio program yang dijalankan, alokasi anggaran 

terdistribusi secara taktis pada penguatan ekosistem tata kelola pemerintahan. 

Keselarasan ini dapat dilihat dari kontribusi spesifik masing-masing program 

Penguatan Kualitas Perencanaan dan Pengukuran, penguatan kapasitas internal 

Sumber Daya Manusia memastikan aparatur memiliki kompetensi yang memadai 

dalam menyelenggarakan manajemen kinerja, dan Digitalisasi dan Transparansi 
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Data dengan menciptakan infrastruktur digital yang mendukung pelaporan kinerja 

secara real-time, aman, terintegrasi, dan transparan, yang merupakan salah satu 

prasyarat utama penilaian SAKIP. 

Secara keseluruhan, kinerja SAKIP Kabupaten Demak Tahun 2025 Sangat 

Efektif karena berhasil merealisasikan target hingga 104,32%, dan Sangat Efisien 

karena mampu mengungguli rata-rata kinerja Kabupaten/Kota se-Indonesia 

dengan margin yang signifikan (+7,3 poin di atas rata-rata Kab/Kota). 

1) Analisis Efisiensi 

Efisiensi dalam konteks SAKIP dimaknai sebagai kemampuan menghasilkan 

outcome (nilai akuntabilitas) yang maksimal dengan sumber daya/kapasitas 

birokrasi yang ada, serta perbandingannya dengan entitas sejenis. 

a. Keunggulan Komparatif (Efisiensi Relatif), menunjukkan bahwa dengan 

sumber daya (SDM, Anggaran, Sistem) yang relatif setara dengan 

Kabupaten/Kota lain, Demak mampu mengolahnya menjadi kinerja 

akuntabilitas yang lebih tinggi (mendekati standar kementerian/lembaga di 

angka 73,62).  

b. Optimalisasi Proses Internal; Lonjakan nilai pada komponen Evaluasi 

Akuntabilitas Internal (Bobot 25) menjadi indikator utama efisiensi. 

Peningkatan skor ini (dari 16,31 ke 17,54) menunjukkan bahwa 

Inspektorat/Tim SAKIP mampu mengidentifikasi masalah dan melakukan 

perbaikan sebelum dievaluasi oleh KemenPAN-RB. Ini adalah bentuk 

efisiensi proses, karena mengurangi "biaya" perbaikan pasca-evaluasi 

eksternal. 

c. Efisiensi Perencanaan; Nilai Perencanaan Kinerja yang naik menjadi 21,92 

mengindikasikan bahwa dokumen perencanaan (Renstra/Renja/Pohon 

Kinerja) semakin selaras.  

d. Proses bisnis dan inovasi yang dihadirkan dalam meningkatkan kualitas 

implementasi sakip. 

2) Analisis Efektivitas 

Efektivitas diukur dari sejauh mana tujuan yang ditetapkan berhasil dicapai. 

Berdasarkan data, SAKIP Kabupaten Demak 2025 menunjukkan tingkat 

efektivitas yang sangat tinggi. 

a. Capaian Melampaui Target Tahunan; Pemerintah Kabupaten Demak 

menetapkan target Nilai SAKIP 2025 sebesar 69,20. Realisasinya 

mencapai 72,19, yang berarti capaian kinerjanya adalah 104,32%.  

b. Akselerasi Menuju Target RPJMD; Dengan capaian 72,19 di tahun 2025, 

Kabupaten Demak telah memenuhi 93,81% dari target akhir RPJMD tahun 

2026 (76,95). 

c. Konsistensi Efektivitas Antar-Komponen; Efektivitas terjadi secara merata di 

seluruh komponen, bukan hanya satu sektor. Peningkatan paling signifikan 
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terlihat pada komponen Pengukuran Kinerja (naik dari 19,59 di 2024 

menjadi 21,20 di 2025) dan Evaluasi Akuntabilitas Internal (naik dari 16,31 

di 2024 menjadi 17,54 di 2025). Ini menandakan sistem monitoring internal 

berjalan efektif dalam mengawal kinerja. 

d. Tingkat efektifitas kinerja Nilai SAKIP Daerah tahun 2025 sebesar 112,73%. 

B. Indeks Persepsi Korupsi  

Indeks Persepsi Korupsi merupakan indikator penting yang digunakan untuk 

menggambarkan tingkat persepsi masyarakat terhadap perilaku korupsi di 

lingkungan pemerintahan dan pelayanan publik. indeks persepsi korupsi menjadi 

salah satu indikator pendukung dalam mengevaluasi pelaksanaan reformasi 

birokrasi dan upaya pencegahan korupsi di daerah. Nilai indeks yang 

menunjukkan kecenderungan positif mencerminkan meningkatnya kepercayaan 

masyarakat terhadap pelayanan publik yang lebih bersih, akuntabel, dan 

transparan. Hal ini sekaligus menunjukkan semakin menurunnya tingkat toleransi 

masyarakat terhadap praktik korupsi. 

Persepsi publik terhadap integritas penyelenggaraan pemerintahan daerah 

merupakan salah satu indikator penting dalam menilai efektivitas pelaksanaan 

Reformasi Birokrasi, akuntabilitas kinerja (SAKIP), serta upaya pencegahan 

korupsi sebagaimana dimonitor dalam MCP KPK. Persepsi ini terbentuk dari 

interaksi antara transparansi penyelenggaraan pemerintahan, pengalaman 

langsung masyarakat dalam mengakses layanan publik, serta kualitas tata kelola 

dan penegakan hukum di lingkungan pemerintah daerah, sebagaimana tergambar 

dalam faktor pembentuk persepsi masyarakat terbentuk terhadap pelayanan 

publik sebagai berikut: 

 

Gambar II.18 Diagram Ven Persepsi Pelayanan Publik 
Sumber Data: Konsep Persepsi Terhadap Layanan Publik, Jurnal Administrasi Negara Volume 28 

Nomor 1, Edisi April 2022 

Aspek transparansi dan keterbukaan informasi menjadi fondasi utama 

dalam membangun kepercayaan publik. Ketersediaan informasi anggaran, 

program, dan kinerja pemerintah daerah yang mudah diakses dan dipahami 

masyarakat mendukung prinsip akuntabilitas kinerja sebagaimana diatur dalam 

SAKIP. Selain itu, peran media massa dan literasi antikorupsi masyarakat 
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berkontribusi dalam membentuk pemahaman publik terhadap kebijakan dan 

capaian pemerintah daerah, sekaligus mendorong pengawasan sosial yang 

konstruktif. 

Selanjutnya, pengalaman langsung masyarakat dalam memperoleh 

pelayanan publik merupakan cerminan nyata dari implementasi Reformasi 

Birokrasi, khususnya pada area perubahan peningkatan kualitas pelayanan publik. 

Praktik pelayanan yang transparan, bebas pungutan liar, serta membuka ruang 

partisipasi dan penyampaian aspirasi masyarakat akan memperkuat persepsi 

positif terhadap integritas aparatur. Sebaliknya, pengalaman pelayanan yang tidak 

sesuai standar, diskriminatif, atau berpotensi menimbulkan biaya tidak resmi 

dapat menurunkan tingkat kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah. 

Faktor tata kelola pemerintahan dan penegakan hukum mencerminkan 

komitmen pemerintah daerah dalam membangun sistem yang berintegritas. 

Integritas pejabat, efektivitas sistem pengendalian internal, pengelolaan keuangan 

daerah yang akuntabel, serta konsistensi penegakan hukum atas pelanggaran 

menjadi indikator utama dalam area pencegahan korupsi pada MCP KPK. Budaya 

organisasi yang menjunjung tinggi nilai integritas dan keteladanan pimpinan turut 

berperan dalam mencegah terjadinya penyimpangan serta memperkuat 

kepercayaan publik. 

Irisan antara transparansi informasi, pengalaman langsung masyarakat, 

serta tata kelola dan penegakan hukum yang efektif akan menghasilkan persepsi 

publik yang positif terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah. Oleh karena 

itu, peningkatan persepsi publik perlu diupayakan secara terintegrasi melalui 

penguatan akuntabilitas kinerja, percepatan Reformasi Birokrasi, dan konsistensi 

pelaksanaan program pencegahan korupsi. Pendekatan ini diharapkan mampu 

mendukung terwujudnya pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel, dan 

berorientasi pada pelayanan publik. 
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Gambar II.19 Konversi Nilai SPI ke IPK 
Sumber Data: Data Diolah dari Nilai Survei SPI, KPK RI 2025 

Indeks Persepsi Korupsi menunjukkan tingkat persepsi masyarakat 

terhadap korupsi. Nilai indeks semakin mendekati 4 menunjukkan bahwa 

masyarakat berpersepsi semakin anti korupsi, namun sebaliknya jika nilai indeks 

semakin mendekati 0 menunjukkan bahwa masyarakat berpersepsi semakin 

permisif terhadap korupsi. Indeks Persepsi Korupsi tahun 2025 dihitung dari 

konversi nilai survei penilaian integritas (SPI) yang berupa indeks Integritas 

dengan skala 4.  

Hasil pengukuran capaian kinerja Sasaran “Meningkatnya akuntabilitas 

kinerja Pemerintahan Daerah” dengan Indikator Indeks Persepsi Korupsi 

mencapai 101,60% dan termasuk predikat “Sangat Tinggi” sebagaimana disajikan 

dalam tabel berikut: 

Tabel II.27 

Capaian Indikator Kinerja Indeks Persepsi Korupsi Kab. Demak Tahun 2025 

Indikator Kinerja  

Realisasi 2025 Target 

Akhir 

RPJMD 

(2026) 

Capaian 

s.d 2025 

Akhir 

RPJMD 
2022 2023 2024 Target Realisasi Capaian 

Indeks Persepsi Korupsi 3,728 2,8776 3,0956 3,12 3,17 101,60 3,77 84,08 

Sumber: Inspektorat Daerah Kab. Demak, Tahun 2022-2025. 

Berdasarkan tabel Capaian Indikator Kinerja Indeks Persepsi Korupsi Kab. 

Demak Tahun 2025, menunjukkan hasil yang telah melampaui target 3,12 dengan 

realisasi sebesar 3,17 dengan capaian kinerja sebesar 101,60%, atau terdapat 

surplus sebesar 0,05 poin dari target yang direncanakan. 
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Jika dibandingkan dengan realisasi tahun-tahun sebelumnya, realisasi 3,17 

pada tahun 2025 ini menunjukkan tren pertumbuhan positif yang konsisten dalam 

tiga tahun terakhir, di mana terjadi peningkatan dari tahun 2023 (2,8776) dan 

tahun 2024 (3,0956). Secara spesifik, realisasi tahun 2025 mengalami kenaikan 

sebesar 0,0744 poin dibandingkan tahun 2024. Meskipun demikian, angka ini 

tercatat masih di bawah realisasi tertinggi yang pernah dicapai pada tahun 2022 

sebesar 3,728 dan tahun 2021 sebesar 3,256. 

Apabila disandingkan dengan Target Akhir RPJMD tahun 2026 yang 

sebesar 3,77, maka realisasi tahun 2025 telah memenuhi 84,08% dari target akhir 

tersebut. Masih terdapat gap sebesar 0,60 poin yang harus dipenuhi dalam satu 

tahun tersisa untuk mencapai target akhir periode RPJMD. Kinerja Indeks 

Persepsi Korupsi Kabupaten Demak tahun 2025 dinilai sangat baik karena 

berhasil melampaui target tahunan dan menunjukkan progres pemulihan nilai 

indeks yang signifikan menuju target akhir yang telah ditetapkan. 

Data yang dipakai dalam pengukuran Indeks Persepsi Korupsi Kab. Demak 

Tahun 2025 adalah hasil konversi atas nilai hasil SPI Tahun 2025 sebesar 79,46 

yang dikonversikan ke skala 4 sehingga diperoleh angka 3,17. Berikut hasil nilai 

konversi Indeks Persepsi Korupsi dalam 3 tahun terakhir, dapat dilihat pada tabel 

berikut ini: 

 

Gambar II.20 Konversi Indeks Persepsi Korupsi Kab. Demak Tahun 2025 
Sumber Data: Inspektorat Daerah Kab. Demak, 2023-2025 

Hasil Konversi Indeks Persepsi Korupsi (IPK) dihitung dengan 

menggunakan basis data Nilai SPI dari KPK RI sebagai variabel utama (n). Proses 

konversi ini dilakukan dengan menerapkan formula (n/100×4) guna menyelaraskan 

nilai SPI ke dalam skala indeks 4. Rincian perkembangan nilai hasil konversi 

tersebut selama tiga tahun terakhir adalah sebagai berikut; pada tahun 2023, nilai 

SPI KPK RI tercatat sebesar 71,94, yang setelah dikonversi menghasilkan angka 

IPK sebesar 2,8776. Pada tahun 2024, terjadi peningkatan nilai SPI menjadi 
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77,39, sehingga hasil konversi IPK juga naik menjadi 3,0956. Pada tahun 2025, 

tren positif terus berlanjut dengan nilai SPI mencapai 79,46, yang menghasilkan 

nilai konversi IPK sebesar 3,17. 

Pelaksanaan Survei Penilaian Integritas oleh KPK RI pada tahun 2025 

dilakukan terhadap responden yang terdiri dari: 

1) Responden internal yang terdiri dari seluruh pegawai di lingkungan 

Pemerintah Kabupaten Demak baik Pegawai Negeri, PPPK maupun tenaga 

honorer yang melaksanakan tugas selain di sekretariat, dalam pelaksanaan 

survei akan disampel secara acak melalui sistem;  

2) Responden eksternal yaitu seluruh pengguna layanan pada Pemerintah 

Kabupaten Demak dan Vendor Pengadaan Barang dan Jasa tahun 

sebelumnya yang dalam pemilihannya juga dilakukan secara acak melalui 

sistem;  

3) Responden ekspert yang terdiri dari: 

a. Pensiunan 5 tahun terakhir (eselon III); 

b. Auditor BPK; 

c. Auditor BPKP; 

d. Perwakilan Ombudsman; 

e. Asosiasi Pengusaha (KADIN, HIPMI, APINDO atau pengusaha yang 

berpengaruh);  

f. Ketua DPRD; 

g. Pimpinan DPRD dan Ketua Komisi A; 

h. Advokat; 

i. Tim Saber Pungli (Polres/Kejaksaan); dan LSM atau NGO anti Korupsi 

yang bekerjasama dengan Pemerintah Daerah. 

j. Jurnalis atau Wartawan 

Jika dibandingkan dengan Kab/Kota sekitarnya, dan Provinsi Jawa Tengah 

hasil survei penilaian integritas Kabupaten Demak Tahun 2025 dapat kita lihat 

pada grafik di bawah ini: 
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Gambar II.21 Hasil Survei Penilaian Integritas Tahun 2025 
Sumber Data: SPI KPK RI, 2025 

Nilai SPI Kabupaten Demak berada di atas Provinsi Jawa Tengah (75,38), 

Semarang (75,06), Kudus (72,15), dan Jepara (71,41). Kabupaten Demak 

mencatat nilai Survei Penilaian Integritas (SPI) sebesar 79,46 (sesuai data 2025 

dari survei KPK), menempatkannya di peringkat ke-8 secara provinsi Jawa Tengah 

dan masih di bawah entitas tertinggi seperti Kabupaten Grobogan (82,5), Kota 

Magelang (81,66) dan Wonogiri (80,82). 

Hal ini menunjukkan arah kebijakan pencegahan korupsi yang sudah 

berjalan dengan baik. Pemerintah Kabupaten Demak perlu terus melakukan 

perbaikan berkelanjutan melalui peningkatan kualitas layanan publik, penguatan 

pengawasan internal, serta pembangunan budaya antikorupsi guna meningkatkan 

nilai IPK secara berkelanjutan. 

Adapun faktor pendukung keberhasilan dalam mencapai target IPK 

Kabupaten Demak di antaranya: 

1) Tingkat kepatuhan APIP pada kode etik;  

2) Peningkatan implementasi standar audit secara konsisten;  

3) Penyelenggaraan pengukuran kinerja dengan melaksanakan reward dan 

punishment;  

4) Sarana dan prasarana yang semakin meningkat sehingga mendukung 

pelaksanaan proses pengawasan. 

Meskipun realisasi IPK di Kabupaten Demak memperlihatkan kinerja yang 

membaik namun ada beberapa hambatan dalam upaya pencapaian IPK, di 

antaranya sebagai berikut: 

1) Meningkatnya tuntutan tupoksi sebagai kebijakan nasional dalam 

pemberantasan korupsi dan reformasi birokrasi serta cakupan obyek 

pengawasan dan kompleksitas permasalahan dalam pelaksanaan tugas 

pengawasan yang tidak seimbang dengan jumlah dan kompetensi APIP;  
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2) Kurang memadainya pemahaman obyek pengawasan terhadap faktor risiko 

dalam penyelenggaraan tupoksinya;  

3) Kurangnya kesempatan aparat pengawas dalam pendidikan profesi;  

4) Terbatasnya keahlian dan kemampuan dalam pemanfaatan teknologi 

informasi;  

5) Kurangnya pemahaman masyarakat terkait kesadaran perilaku anti korupsi;  

6) Kurang optimalnya pelaksanaan atas sistem dan prosedur anti korupsi yang 

telah dibangun. 

Strategi yang dapat dilakukan sebagai upaya perbaikan dalam upaya 

pencapaian Indeks Persepsi Korupsi antara lain: 

1) Peningkatan koordinasi dengan instansi Pembina, Aparat Penegak Hukum, 

Komite Informasi Publik maupun instansi formal lainnya;  

2) Peningkatan transparansi dan advokasi atas pelaksanaan tugas pokok dan 

fungsi pengawasan;  

3) Pemanfaatan teknologi informasi dalam tugas pengawasan yang terintegrasi 

dengan sistem informasi penyelenggaraan pemerintahan;  

4) Peningkatan kompetensi aparat pengawasan;  

5) Peningkatan anggaran untuk meningkatkan kapasitas Aparat Pengawas;  

6) Mengintegrasikan pengembangan IT bidang pengawasan dalam 

pengembangan smart city yang dikembangkan Pemerintah Kabupaten 

Demak;  

7) Peningkatan penggalakkan budaya perilaku anti korupsi pada seluruh lapisan 

masyarakat;  

8) Evaluasi berkala atas kepatuhan sistem dan prosedur anti korupsi pada 

pelaksana kebijakan. 

Indeks Persepsi Korupsi Tahun 2025, dapat tercapai melalu dukungan 

pelaksanaan program dan anggaran yang dilaksanakan sebagaimana berikut: 

1) Inovasi Sosialisasi dan Kampanye Antikorupsi, Kabupaten Demak berhasil 

meraih penghargaan nasional Pariwara Antikorupsi 2025 dari KPK RI sebagai 

salah satu instansi terbaik dalam kategori media konvensional. Keberhasilan 

ini didorong oleh implementasi tagline "Gen Wali Ojo Korupsi" yang digunakan 

secara masif untuk mengintegrasikan nilai-nilai integritas ke dalam lingkungan 

masyarakat dan pemerintahan hingga tingkat desa. 
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Gambar II.22 Inovasi Gen Wali Ojo Korupsi 
Sumber Data: Inspektorat Daerah Kab. Demak, 2025 

 

Gambar II.23 Penghargaan Pariwara Anti Korupsi 
Sumber Data: Inspektorat Daerah Kab. Demak, 2025 

2) Penguatan Pengawasan Berbasis Masyarakat (Desa Waskita), Program Desa 

Waskita menjadi faktor kunci dalam meningkatkan kualitas tata kelola 

anggaran di tingkat desa. Inovasi ini melibatkan Badan Permusyawaratan 

Desa (BPD) dan masyarakat secara aktif dalam mengawasi penggunaan 

anggaran serta penyusunan perencanaan, sehingga transparansi publik 

semakin kuat. 
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Gambar II.24 Program Desa Waskita 
Sumber Data: Inspektorat Daerah Kab. Demak, 2025 

3) Program Penyelenggaraan Pengawasan yang dirancang untuk memastikan 

terlaksananya pengawasan yang efektif, efisien, dan akuntabel, mendorong 

kepatuhan terhadap peraturan, mencegah penyimpangan, meningkatkan 

transparansi, serta memastikan tercapainya tujuan organisasi secara optimal. 

Program ini memiliki indikator Persentase Penurunan Rekomendasi BPK 

dengan target kinerja 10%. Capaian kinerja program ini telah terealisasi 

dengan penurunan rekomendasi BPK dari tahun 2024 sejumlah 18 

rekomendasi, kemudian mengalami penurunan 2 rekomendasi sehingga pada 

tahun 2025 semester 1 terdapat 16 rekomendasi atau penurunan sebesar 

11,11%. 

4) Partisipasi Aktif Pemangku Kepentingan, Keberhasilan nilai SPI juga 

ditentukan oleh keterlibatan responden yang jujur dan objektif, yang terdiri dari 

pegawai pemerintah (internal), masyarakat pengguna layanan (eksternal), dan 

para pakar (eksper). Di Demak, unsur pemerintahan seperti Sekretariat DPRD 

secara berkomitmen mendukung penuh pengisian survei ini sebagai bentuk 

dukungan terhadap layanan publik yang transparan. 

 

Gambar II.25 Partisipasi aktif dalam Pelaksanaan survei SPI 2025 
Sumber Data: Inspektorat Daerah Kab. Demak, 2025 

5) Komitmen Institusional melalui LARWASDA dan HAKORDIA. 

Penyelenggaraan Gelar Pengawasan Daerah (Larwasda) dan peringatan Hari 

Antikorupsi Sedunia (Hakordia) 2025 menjadi momentum untuk menyatukan 

aksi pemberantasan korupsi melalui inovasi, transparansi, dan kolaborasi 

pengawasan antar-OPD, camat, hingga kepala desa. 
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Gambar II.26 Komitmen Institusional melalui LARWASDA dan HAKORDIA 
Sumber Data: Inspektorat Daerah Kab. Demak, 2025 

6) Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi yang bertujuan 

untuk mendukung proses pengambilan keputusan strategis, peningkatan 

kapasitas, dan pelaksanaan kebijakan. Program ini memiliki indikator 

Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK dan APIP yang 

ditindaklanjuti dengan realiasasi 100% dari target 97%. Capaian kinerja 

program ini telah mencapai 103,09%. 

7) Perbaikan Sistem yang Berkelanjutan, Bupati Demak menegaskan bahwa 

pembenahan sistem dan evaluasi Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari 

Korupsi (WBK) dilakukan secara konsisten untuk memperbaiki kekurangan 

dan meningkatkan akuntabilitas pemerintahan daerah. 

  

Gambar II.27 Penghargaan Unit Kerja Zona Integritas  

menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) 
Sumber Data: Portal RB Nasional, 2025 

Keberhasilan pencapaian target Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Kabupaten 

Demak Tahun 2025 yang terealisasi sebesar 3,17 (atau mencapai 101,60% dari 

target 3,12) tidak terlepas dari komitmen pengalokasian anggaran yang 

proporsional serta eksekusi program pengawasan sebagai berikut: 
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Tabel II.28 

Alokasi Anggaran dan Dukungan Program Indeks Persepsi Korupsi 

No Sasaran Indikator Satuan Kinerja No Program Keuangan 

Target Realisasi % Pagu Realisasi % 

1. Meningkatn
ya Kinerja 
Pelayanan 
Publik 
Pemerintah 
Daerah 

 

Indeks 
Persepsi 
Korupsi 

Angka 3,12 3,17 101,60 1 Program 
Penyelengg
araan 
Pengawasa
n 

2.737.798.00
0,00 

2.262.765.127
.000,00 

82,65 

2 Program 
Perumusan 
Kebijakan, 
Pendampin
gan Dan 
Asistensi 

1.988.651.00
0,00 

1.385.633.779
,00 

69,68 

Rata-rata Capaian 1 Indikator 101,60  Jumlah 4.726.449.00
0,00 

3.648.398.906
,00 

77,19 

Tingkat Efisiensi = (101,60 – 77,19) = 24,41 

Tingkat Efektivitas = 131,62 

Sumber: Inspektorat Daerah Kab. Demak, Tahun 2025. 

Dukungan anggaran tersebut dialokasikan secara strategis melalui dua 

program utama beserta turunan inovasinya, yaitu: 

Program Penyelenggaraan Pengawasan: Program ini didukung dengan 

realisasi anggaran sebesar Rp. 2.262.765.127,00 (82,65%). Program ini secara 

konkret mendorong kepatuhan dan mencegah penyimpangan, yang dibuktikan 

dengan capaian penurunan jumlah rekomendasi BPK sebesar 11,11% pada 

semester 1 tahun 2025. 

Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan, dan Asistensi: Dengan 

realisasi anggaran sebesar Rp1.385.633.779,00 (69,68% dari pagu), program ini 

berhasil memaksimalkan tingkat kepatuhan entitas daerah. Hal ini terlihat dari 

capaian indikator Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK dan APIP 

yang terealisasi secara sempurna sebesar 100%. 

Adapun efisiensi dan efektivitas dari capaian IPK Kabupaten Demak Tahun 

2025 adalah: 

1) Analisis Efektivitas: Pencapaian Target IPK 

a. Melampaui Target Tahunan, Realisasi IPK tahun 2025 mencapai angka 

3,17, yang berarti telah memenuhi 101,60% dari target yang direncanakan 

sebesar 3,12. 

b. Tren Pertumbuhan Positif, Capaian ini menunjukkan efektivitas pemulihan 

nilai integritas daerah yang terus meningkat secara konsisten sejak tahun 

2023 (2,8776) dan tahun 2024 (3,0956). 

c. Tingkat Efektivitas kinerja IPK tahun 2025 sebesar 131,62% 

2) Analisis Efisiensi capaian IPK 2025 
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Efisiensi terlihat dari cara Pemerintah Kabupaten Demak mengoptimalkan 

sumber daya dan inovasi/metode pengawasan untuk mencapai integritas 

tinggi: 

a. Inovasi Sosialisasi (Gen Wali Ojo Korupsi), Penggunaan strategi kampanye 

melalui media konvensional yang masif terbukti efisien dalam menyebarkan 

nilai antikorupsi hingga tingkat desa. Keberhasilan inovasi ini diakui secara 

nasional melalui Penghargaan Pariwara Antikorupsi 2025 dari KPK RI, di 

mana Demak menjadi kabupaten/kota terbaik se-Indonesia. 

b. Program Desa Waskita, Inovasi ini menciptakan efisiensi pengawasan 

anggaran dengan melibatkan peran aktif Badan Permusyawaratan Desa 

(BPD) dan masyarakat. Dengan keterlibatan publik dalam memantau 

perencanaan dan penggunaan anggaran, beban pengawasan formal dapat 

didukung oleh kontrol sosial yang lebih organik dan tepat sasaran. 

c. Integrasi Survei Penilaian Integritas (SPI), Pemanfaatan instrumen SPI dari 

KPK RI sebagai dasar perhitungan IPK memberikan efisiensi dalam 

pengukuran kinerja, di mana nilai SPI sebesar 79,46 menjadi variabel 

utama (n) yang dikonversi secara objektif menjadi nilai IPK skala 4. 

d. Tingkat Efisiensi penggunaan anggaran sebesar 24,41%. 

C. Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) 

Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) merupakan instrumen 

pengukuran kinerja tata kelola keuangan daerah yang menilai aspek efektivitas, 

efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam satu periode tertentu. Pengukuran 

IPKD berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2021 

tentang Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah. Pengukuran 

dilakukan terhadap dokumen perencanaan pembangunan daerah, penganggaran, 

pelaksanaan penyerapan anggaran, dan laporan hasil pemeriksaan atas Laporan 

Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) 1 (satu) tahun sebelum tahun berjalan. 

Penilaian IPKD mencakup enam dimensi, yaitu: 

1) Dimensi 1: kesesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran, 

2) Dimensi 2: pengalokasian anggaran belanja dalam APBD,  

3) Dimensi 3: transparansi pengelolaan keuangan daerah,  

4) Dimensi 4: penyerapan anggaran,  

5) Dimensi 5: kondisi keuangan daerah, dan  

6) Dimensi 6: opini Badan Pemeriksa Keuangan atas LKPD.  

Hasil pengukuran capaian kinerja Sasaran “Meningkatnya akuntabilitas 

kinerja Pemerintahan Daerah” dengan Indikator Indeks Pengelolaan Keuangan 

Daerah mencapai 89,65 %” dan termasuk predikat “Tinggi” sebagaimana 

disajikan dalam tabel berikut: 
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Tabel II.29 

Capaian Kinerja Indikator Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah 

No 
Indikator 

Kinerja 

Realisasi 2025 Target 

Akhir 

RPJMD 

(2026) 

Capaian 

s.d. 2025 

thd 2026 2021 2022 2023 2024 Target Realisasi Capaian 

1 IPKD 69,829 71,644 76,807 82,526 82,60 74,054 89,65 82,50  89,76  

Sumber http://ipkd-bpp.kemendagri.go.id/ 

Berdasarkan tabel di atas Kinerja Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah 

(IPKD) Kabupaten Demak pada tahun 2025 menunjukkan dinamika capaian yang 

memerlukan evaluasi lebih lanjut. Berdasarkan data pengukuran kinerja, target 

IPKD tahun 2025 ditetapkan sebesar 82,60. Namun, realisasi yang berhasil 

dicapai pada akhir tahun berada pada angka 74,054. Hal ini mengindikasikan 

bahwa tingkat capaian kinerja IPKD pada tahun 2025 baru menyentuh angka 

89,65%, atau belum memenuhi ekspektasi. Terdapat gap atau deviasi negatif 

sekitar 8,5 poin indeks yang mengisyaratkan adanya kendala baik secara 

administratif, struktural, maupun teknis dalam tata kelola keuangan daerah 

sepanjang tahun 2025 yang perlu segera diidentifikasi dan ditindaklanjuti. 

Apabila meninjau tren kinerja secara historis, tata kelola keuangan 

Kabupaten Demak sesungguhnya telah menunjukkan tren perbaikan yang sangat 

positif dan konsisten pada periode 2022 hingga 2024. Nilai IPKD merangkak naik 

secara berkelanjutan dari 71,644 pada tahun 2022, meningkat menjadi 76,807 

pada tahun 2023, dan mencapai puncaknya pada angka 82,526 di tahun 2024. 

Sayangnya, momentum peningkatan yang solid tersebut mengalami penurunan 

yang cukup tajam pada tahun 2025, mengembalikan tingkat kinerja ke level di 

bawah capaian tahun 2023. Penurunan drastis pasca puncak kinerja ini patut 

menjadi atensi serius perangkat daerah terkait agar kualitas perencanaan, 

penganggaran, hingga pelaporan keuangan dapat kembali dikembalikan ke jalur 

yang optimal. 

Terkait dengan proyeksi pemenuhan target akhir Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2026 yang ditetapkan sebesar 82,50, 

capaian IPKD Kabupaten Demak saat ini secara akumulatif mencatatkan progres 

sebesar 89,76% terhadap target akhir tersebut. Fakta menarik dari linimasa kinerja 

ini adalah capaian riil pada tahun 2024 (82,526) secara faktual telah berhasil 

melampaui target akhir RPJMD 2026. Hal ini membuktikan bahwa Pemerintah 

Kabupaten Demak secara kapasitas dan sistem sesungguhnya mumpuni untuk 

merealisasikan target tersebut. 

Pelaksanaan IPKD Tahun Anggaran 2024 Tahun Ukur 2025 terdapat 

mengalami perubahan metodologi pengukuran dan hal ini berpengaruh pada 
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"anomali penurunan" skor IPKD Kabupaten Demak dari 82,526 (2024) menjadi 

74,054 (2025). Perubahan metodologi pengukuran tersebut di antaranya: 

1) Dimensi 2: 

a. Penggantian indikator Mandatory Spending Alokasi Anggaran Kesehatan 

menjadi Alokasi Belanja Pegawai paling tinggi 30% dari total belanja APBD 

diluar tunjangan guru yang dialokasikan melalui TKD; 

b. Kriteria penilaian untuk Mandatory Spending Alokasi Belanja Infrastruktur 

Pelayanan Publik paling rendah 40% dari total belanja daerah diluar belanja 

bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah dan/atau desa; dan 

c. Penambahan penilaian pada indikator pengaloksian SPM, yaitu pemenuhan 

alokasi berdasarkan kebutuhan dan capaian output. 

2) Dimensi 3: Penyederhanaan dan Penambahan Dokumen Transparansi 

Pengelolaan Keuangan Daerah; 

3) Dimensi 4: Penghapusan Indikator Penyerapan Anggaran Belanja Tidak 

Terduga; 

4) Dimensi 5: 

a. Penghapusan Indikator Solvabilitas Layanan; 

b. Perubahan rumus penghitungan indikator Fleksibiltas Keuangan; 

c. Perubahan data-data yang harus diinput oleh pemerintah daerah; 

d. Penggantian sistem penilaian komparasi antar pemerintah daerah dalam 

satu kategori kemampuan keuangan daerah untuk menentukan indeks 

setiap indikator penilaian, diubah menjadi dengan metode skoring; 

e. Bobot penilaian sebelumnya 15 menjadi 20; 

5) Dimensi 6: Bobot penilaian sebelumnya 15 menjadi 10; 

Penggantian Pengategorian Hasil Pengukuran IPKD, semula menggunakan 

metode standar deviasi menjadi pembobotan 

Penurunan skor ini bukan semata-mata berarti kinerja riil pengelolaan 

keuangan Kabupaten Demak memburuk, melainkan merupakan dampak dari 

pengetatan standar evaluasi, perubahan indikator, dan pergeseran paradigma 

penilaian dari Kementerian Dalam Negeri. Berikut adalah analisis pengaruh 

pembaruan metodologi tersebut terhadap nilai IPKD Kabupaten Demak tahun 

2025: 

1) Transisi dari Penilaian Relatif (Komparatif) ke Absolut (Skoring) 

Pada metodologi lama, penilaian Dimensi 5 dan penentuan kategori akhir 

menggunakan sistem komparasi (kurva standar deviasi) antar daerah. Artinya, 

jika daerah lain kinerjanya rata-rata, Kabupaten Demak bisa mendapatkan skor 

tinggi hanya dengan tampil sedikit lebih baik dari daerah sekitarnya. Realitanya 

dengan diubahnya sistem menjadi metode skoring mutlak dan pembobotan, 

Kabupaten Demak kini dinilai berdasarkan standar absolut yang kaku. Tidak 

ada lagi "subsidi silang" nilai dari kelemahan daerah lain. Hal ini secara 
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otomatis menekan perolehan skor akhir karena standar pencapaiannya menjadi 

jauh lebih tinggi dan obyektif. 

2) Pengetatan Syarat Mandatory Spending (Dimensi 2) 

Penggantian indikator kesehatan dengan pembatasan Belanja Pegawai 

(maksimal 30%) dan kewajiban Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik (minimal 

40% dari total belanja di luar transfer) merupakan tantangan berat bagi postur 

APBD daerah mana pun. Jika postur APBD Demak di tahun anggaran 2024 

masih terbebani oleh tingginya proporsi belanja pegawai atau belum mampu 

mengalokasikan ruang fiskal sebesar 40% murni untuk infrastruktur publik, 

maka skor pada Dimensi 2 ini akan terkoreksi tajam. Ditambah lagi, pemenuhan 

Standar Pelayanan Minimal (SPM) kini dinilai hingga level "capaian output", 

bukan sekadar alokasi anggaran, menuntut akurasi perencanaan yang lebih 

presisi. 

3) Pergeseran Bobot Penilaian yang Mengubah "Kantung Nilai" (Dimensi 5 & 6) 

Penurunan bobot Dimensi 6 dari 15 menjadi 10 sangat berdampak. Selama ini, 

perolehan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK sering menjadi hal 

yang mendongkrak skor akhir IPKD. Dengan bobot yang berkurang, bantalan 

nilai ini mengecil. Sebaliknya, bobot Dimensi 5 (Kondisi Keuangan) justru 

dinaikkan dari 15 menjadi 20. Dengan adanya perubahan rumus fleksibilitas 

keuangan dan input data baru, ruang bagi Kabupaten Demak untuk 

mendapatkan skor tinggi di dimensi ini menjadi lebih ketat. Peningkatan bobot 

pada dimensi yang rumusnya diperketat ini memberikan efek ganda terhadap 

penurunan skor total. 

4) Adaptasi Kepatuhan Administratif (Dimensi 3) 

Adanya penambahan dan penyederhanaan dokumen pada Dimensi 

Transparansi menuntut adaptasi pengumpulan evidence (bukti dukung). 

Keterlambatan atau ketidaklengkapan penyesuaian dokumen transparansi 

format baru ke dalam sistem pada tahun transisi ini sering kali menyebabkan 

(tidak dinilai maksimal). 

Perkembangan Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) Kabupaten 

Demak selama periode lima tahun terakhir (2021–2025) menunjukkan dinamika 

pencapaian yang fluktuatif namun penuh catatan evaluasi yang konstruktif. 

Berdasarkan grafik tren, kinerja tata kelola keuangan daerah mencatatkan tren 

pertumbuhan yang sangat positif dan konsisten pada rentang waktu 2021 

hingga 2024, seperti tergambar dalam grafik berikut: 
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Grafik II.13 

Perkembangan IPKD Kabupaten Demak 2021-2025 

 

Sumber Data: BPP Kemendagri, 2021-2025 

Nilai IPKD merangkak naik secara bertahap mulai dari angka 69,829 pada 

tahun 2021, meningkat menjadi 71,644 (2022), melonjak ke 76,807 (2023), hingga 

mencapai titik puncaknya pada skor 82,527 di tahun 2024. Peningkatan beruntun 

selama empat tahun tersebut merepresentasikan komitmen berkelanjutan dan 

keberhasilan kumulatif Pemerintah Kabupaten Demak dalam mengoptimalkan 

kualitas tata kelola APBD secara komprehensif. 

Namun demikian, pada tahun 2025, grafik menunjukkan terjadinya koreksi 

nilai menjadi 74,054. Penting untuk digarisbawahi dalam evaluasi ini bahwa 

penurunan angka tersebut tidak serta-merta mencerminkan kemunduran kualitas 

tata kelola keuangan secara faktual. Penurunan ini utamanya merupakan implikasi 

langsung dari pemberlakuan pembaruan metodologi dan pengetatan parameter 

pengukuran IPKD oleh pemerintah pusat pada Tahun Ukur 2025. 

Pergeseran paradigma penilaian mulai dari transisi sistem komparasi relatif 

menjadi metode skoring absolut, pengetatan kriteria mandatory spending 

(khususnya untuk infrastruktur layanan publik dan pembatasan belanja pegawai), 

penyederhanaan indikator dimensi, hingga perubahan bobot penentu pada kondisi 

keuangan daerah membuat standar pencapaian nilai maksimal menjadi jauh lebih 

rigid dan menantang. Oleh karena itu, capaian 74,054 pada tahun 2025 ini secara 

esensial merupakan fase kalibrasi dan baseline (titik dasar) baru bagi Pemerintah 

Kabupaten Demak dalam menyesuaikan postur anggaran dan 

pertanggungjawabannya terhadap regulasi terbaru yang lebih berorientasi pada 

kemandirian fiskal dan capaian output layanan masyarakat. 

Secara agregat, total indeks mengalami kontraksi sebesar 8,47 poin (atau 

turun 10,27%), dari angka 82,527 turun menjadi 74,054. Berdasarkan rincian data, 

penurunan ini tidak terjadi secara merata di seluruh aspek, melainkan 

terkonsentrasi pada dimensi-dimensi yang terdampak langsung oleh perubahan 

metodologi dan pengetatan regulasi penilaian dari pemerintah pusat seperti yang 

tersaji dalam tabel berikut: 
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Tabel II.30 

Hasil Pengukuran IPKD Per Dimensi Tahun Anggaran 2023-2024 

 

Sumber Data: SK Gubernur Prov Jawa Tengah Nomor 100.3.3.1/509 Tahun 2025 

Faktor koreksi terbesar bersumber dari Dimensi 2 (Pengalokasian Anggaran 

Belanja dalam APBD) yang mengalami penurunan drastis sebesar 10,83 poin atau 

anjlok 54,17% (dari 20,000 menjadi 9,1667). Kontraksi tajam ini merupakan 

konsekuensi logis dari pemberlakuan kriteria Mandatory Spending yang baru, 

khususnya batas maksimal alokasi belanja pegawai (30%) dan batas minimal 

alokasi infrastruktur pelayanan publik (40%), serta penilaian SPM yang kini 

ditekankan pada capaian output. Selain itu, penurunan total nilai juga disumbang 

oleh Dimensi 6 (Kualitas Pelaporan) yang berkurang tepat 5,00 poin (turun 

33,33%). Penurunan pada dimensi ini murni disebabkan oleh perubahan bobot 

maksimal penilaian dari 15 menjadi 10, sehingga instrumen opini BPK yang 

selama ini menjadi daya ungkit nilai tertingginya mengalami pemotongan bobot 

secara struktural. Sedikit koreksi juga terjadi pada Dimensi 3 (Transparansi 

Pengelolaan Keuangan) sebesar 2,67% akibat adanya masa transisi penyesuaian 

penyederhanaan dan penambahan dokumen. 

Di sisi lain, tata kelola keuangan Pemerintah Kabupaten Demak sejatinya 

tetap menunjukkan kinerja impresif pada beberapa dimensi krusial lainnya di 

tengah pengetatan instrumen. Peningkatan paling signifikan terlihat pada Dimensi 

4 (Penyerapan Anggaran) yang berhasil meraih skor sempurna 20,00 (naik 

33,33% dari tahun sebelumnya). Kinerja positif juga dicatatkan pada Dimensi 5 

(Kondisi Keuangan) yang tumbuh sebesar 35,11% (dari 5,9210 menjadi 8,0000) 

meskipun sistem penilaiannya diubah menjadi metode skoring absolut yang lebih 

ketat. Selain itu, Dimensi 1 (Kesesuaian Dokumen Perencanaan dan 

Penganggaran) turut menyumbang tren positif dengan kenaikan sebesar 5,17%. 

Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) Kabupaten Demak tahun 

2025 juga disandingkan dengan capaian kabupaten lain di Provinsi Jawa Tengah 

yang berada dalam rumpun "Kategori Kemampuan Keuangan Daerah Sedang". 

Berdasarkan hasil perbandingan, skor IPKD Kabupaten Demak yang berada pada 

angka 74,0541 menempatkan Demak pada posisi menengah yang cukup 

kompetitif di antara daerah peer group-nya sebagai berikut: 
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Grafik II.14 

Perbandingan IPKD Kabupaten Demak dengan Kabupatenkategori 

Kemampuan Keuangan Daerah Sedang Tahun 2025 

 

Sumber Data: SK Gubernur Prov Jawa TengahNomor 100.3.3.1/509 Tahun 2025 

Berdasarkan data komparasi, perolehan nilai tertinggi di kelas ini dicatatkan 

oleh Kabupaten Tegal (77,5240), disusul oleh Kabupaten Wonosobo (76,3914), 

dan kabupaten tetangga, Kudus (74,9608). Sementara itu, capaian Kabupaten 

Demak masih terpantau lebih unggul dibandingkan dengan beberapa kabupaten 

lainnya, seperti Kabupaten Boyolali (70,2194) dan Kabupaten Brebes (66,7115). 

Posisi Kabupaten Demak yang berada di bawah Tegal, Wonosobo, dan 

terpaut tipis (sekitar 0,9 poin) dari Kabupaten Kudus memberikan wawasan 

evaluatif yang penting. Hal ini mengonfirmasi bahwa pengetatan metodologi 

penilaian IPKD pada Tahun Ukur 2025 terutama terkait syarat mandatory spending 

infrastruktur dan batasan belanja pegawai memberikan guncangan (koreksi nilai) 

yang dialami secara universal oleh seluruh daerah, bukan hanya Demak. 

Meskipun demikian, daerah-daerah yang berada di peringkat atas diindikasikan 

memiliki tingkat kelenturan postur APBD yang sedikit lebih adaptif terhadap 

indikator Dimensi 2 (Pengalokasian Anggaran) pada masa transisi ini. 

Meskipun secara agregat nilai IPKD mengalami penyesuaian, tata kelola 

keuangan Pemerintah Kabupaten Demak tetap menunjukkan resiliensi dan tren 

perbaikan yang sangat baik pada beberapa indikator kunci. Faktor-faktor yang 

menjadi pendorong keberhasilan kinerja di tahun 2025 meliputi: 

1) Optimalisasi Penyerapan Anggaran (Dimensi 4): Pemerintah Kabupaten Demak 

berhasil meraih skor maksimal (sempurna) sebesar 20, yang merupakan 

lonjakan signifikan sebesar 33,33% dari tahun sebelumnya. Hal ini didorong 

oleh akselerasi eksekusi program/kegiatan perangkat daerah yang efektif, serta 

diuntungkan oleh perubahan regulasi berupa penghapusan indikator 

penyerapan Belanja Tidak Terduga (BTT) yang selama ini kerap menjadi 

variabel tidak menentu. 

2) Peningkatan Resiliensi Kondisi Keuangan Daerah (Dimensi 5): Di tengah 

pengetatan parameter penilaian yang berubah dari sistem komparatif menjadi 
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skoring absolut, Kabupaten Demak justru berhasil mencatatkan peningkatan 

skor pada dimensi ini sebesar 35,11% (dari 5,921 menjadi 8). Hal ini 

mengindikasikan bahwa rasio kemandirian dan rasio efektivitas PAD Kabupaten 

Demak mampu beradaptasi dengan baik terhadap rumus penghitungan 

fleksibilitas keuangan yang baru. 

3) Konsistensi Dokumen Perencanaan dan Penganggaran (Dimensi 1): Terdapat 

tren penguatan sebesar 5,17% pada keselarasan antara dokumen 

perencanaan (RPJMD/RKPD) dengan dokumen penganggaran (KUA-PPAS 

dan APBD). Hal ini menunjukkan komitmen TAPD (Tim Anggaran Pemerintah 

Daerah) dalam menjaga disiplin perencanaan. 

4) Daya Saing Regional yang Terjaga: Dalam komparasi dengan kabupaten 

berkategori Kemampuan Keuangan Daerah Sedang di Jawa Tengah, 

Kabupaten Demak (74,0541) tetap mampu menunjukkan performa yang 

kompetitif dan unggul di atas beberapa daerah peer group-nya seperti 

Kabupaten Boyolali dan Brebes. Hal ini mengonfirmasi bahwa fondasi tata 

kelola keuangan Kabupaten Demak tetap solid dalam menghadapi transisi 

regulasi nasional. 

Ketidaktercapaian target IPKD tahun 2025 (realisasi 74,054 dari target 

82,60) secara fundamental tidak disebabkan oleh penurunan kinerja aparatur, 

melainkan dipengaruhi oleh perubahan regulasi dari pengetatan metodologi 

penilaian pemerintah pusat. Faktor-faktor hambatan utamanya meliputi: 

1) Pengetatan Batas Mandatory Spending (Dimensi 2): Ini merupakan faktor 

hambatan paling signifikan yang menggerus nilai hingga 54,17%. 

Pemberlakuan kriteria baru yang mewajibkan alokasi Belanja Pegawai 

maksimal 30% dan alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik minimal 40% 

(di luar dana transfer/bagi hasil) memberikan tekanan berat pada postur APBD. 

Ruang fiskal daerah yang terbatas membutuhkan waktu penyesuaian struktural 

untuk dapat memenuhi ambang batas yang sangat rigid tersebut. 

2) Perubahan Standar Evaluasi Standar Pelayanan Minimal (SPM): Masih pada 

Dimensi 2, perubahan titik berat penilaian SPM dari sekadar "alokasi anggaran" 

menjadi "capaian output" memberikan tantangan administratif dan teknis. 

Perangkat daerah pengampu SPM dituntut menyajikan bukti dukung realisasi 

output yang terukur presisi, bukan hanya serapan dananya. 

3) Reduksi Bobot Nilai Kualitas Pelaporan (Dimensi 6): Penurunan skor pada 

dimensi ini murni diakibatkan oleh pemotongan bobot maksimal penilaian dari 

15 menjadi 10. Konsekuensinya, raihan Opini Wajar Tanpa Pengecualian 

(WTP) dari BPK yang secara historis selalu menjadi "bantalan pengungkit" nilai 

tertinggi bagi Kabupaten Demak, kini mengalami penyusutan kontribusi nilai 

secara sistemik. 

4) Masa Transisi Penyesuaian Dokumen Transparansi (Dimensi 3): Terdapat 

sedikit koreksi nilai (-2,67%) yang disebabkan oleh dinamika adaptasi pada 

awal penerapan kebijakan penyederhanaan dan penambahan dokumen 
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transparansi format baru, yang membutuhkan penyesuaian sistem manajemen 

informasi di lingkup internal pemerintah daerah. 

Menyikapi dinamika perubahan indikator dan pengetatan metodologi 

penilaian Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) pada Tahun Ukur 2025, 

Pemerintah Kabupaten Demak perlu mengambil langkah-langkah strategis dan 

terukur. Rekomendasi perbaikan ke depan difokuskan pada penyesuaian 

arsitektur APBD dan penguatan administrasi pelaporan, antara lain: 

1) Restrukturisasi Postur APBD melalui Peran TAPD (Fokus Dimensi 2) 

a. Optimalisasi Belanja Infrastruktur Publik: Tim Anggaran Pemerintah Daerah 

(TAPD) perlu merumuskan skema penganggaran yang lebih agresif untuk 

memastikan alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik dapat memenuhi 

ambang batas minimal 40% (di luar dana transfer/bagi hasil/dana desa). Ini 

dapat dilakukan dengan mereklasifikasi belanja barang/jasa yang memiliki 

output infrastruktur fisik agar tercatat secara presisi dalam sistem. 

b. Rasionalisasi Belanja Pegawai: Melakukan efisiensi dan pemetaan ulang 

proyeksi belanja pegawai agar tidak melampaui batas maksimal 30%. 

Kebijakan rekrutmen formasi kepegawaian (CPNS/PPPK) dan pemberian 

TPP (Tambahan Penghasilan Pegawai) di tahun mendatang harus 

diperhitungkan secara cermat agar selaras dengan ruang fiskal daerah. 

2) Penguatan Evaluasi Capaian Output Standar Pelayanan Minimal/SPM (Fokus 

Dimensi) 

a. Mengubah paradigma pemenuhan SPM dari sekadar "kepatuhan alokasi 

anggaran" menjadi "keberhasilan capaian output". 

b. Bappeda litbang dan Inspektorat perlu memperketat reviu terhadap Indikator 

Kinerja Utama (IKU) pada Perangkat Daerah pengampu SPM (seperti Dinas 

Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinputaru, dll) untuk memastikan bahwa 

setiap rupiah yang dialokasikan benar-benar menghasilkan output layanan riil 

yang dapat dibuktikan secara administratif saat evaluasi IPKD. 

3)  Akselerasi Kepatuhan Transparansi Digital (Fokus Dimensi 3) 

a. Menyusun Standard Operating Procedure (SOP) lintas perangkat daerah 

(khususnya BPKPAD dan Diskominfo) terkait tenggat waktu pengunggahan 

dokumen perencanaan, penganggaran, dan pelaporan keuangan ke dalam 

portal resmi Pemkab maupun platform Kemendagri. 

b. Memastikan seluruh penambahan dan penyederhanaan format dokumen 

transparansi terbaru dapat diakomodasi oleh sistem informasi daerah tanpa 

keterlambatan, guna meminimalisir loss point pada indikator transparansi. 

4) Peningkatan Kemandirian Fiskal dan Fleksibilitas Keuangan (Fokus Dimensi 5) 

Mendorong intensifikasi dan ekstensifikasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) 

melalui digitalisasi pajak dan retribusi daerah. Peningkatan PAD secara 

langsung akan memperbaiki rasio efektivitas dan kemandirian keuangan 
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daerah, yang bermuara pada peningkatan skor fleksibilitas keuangan pada 

metode skoring absolut yang baru. 

5)  Benchmarking dan Asistensi Berkelanjutan 

a. Melakukan kaji banding (benchmarking) teknis ke daerah peer group di Jawa 

Tengah yang mencatatkan skor Dimensi 2 (Pengalokasian Anggaran) lebih 

tinggi pada tahun evaluasi ini, seperti Kabupaten Tegal atau Kabupaten 

Wonosobo, guna mengadopsi taktik penyesuaian postur anggaran mereka. 

b. Meningkatkan intensitas konsultasi dan asistensi dengan Biro Organisasi 

Provinsi Jawa Tengah maupun Kemendagri terkait interpretasi teknis 

indikator-indikator baru IPKD. 

Program/Kegiatan yang mendukung keberhasilan Indeks Pengelolaan 

Keuangan Daerah 2025 antara lain: 

1) Digitalisasi Perencanaan, Penganggaran, dan Penatausahaan (Penerapan 

SIPD) 

a. Pemerintah Kabupaten Demak secara penuh menggunakan Sistem 

Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) terintegrasi mulai dari tahap 

perencanaan, penganggaran, hingga penatausahaan keuangan. 

b. Penggunaan nomenklatur perencanaan dan keuangan telah disesuaikan 

dengan Kepmendagri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025. Langkah ini sangat 

krusial untuk mengamankan nilai pada Dimensi 1 (Kesesuaian Dokumen 

Perencanaan dan Penganggaran). 

2)  Kebijakan Efisiensi Belanja dan Optimalisasi Infrastruktur (Tindak Lanjut Inpres 

No. 1 Tahun 2025) 

a. Merespons Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi 

Belanja, Pemkab Demak melakukan pemotongan/efisiensi terhadap alokasi 

belanja perjalanan dinas sebesar 50%. 

b. Hasil efisiensi anggaran tersebut direalokasikan (refocusing) sebagian besar 

untuk mendanai pembangunan infrastruktur dan sanitasi. Kegiatan ini secara 

langsung merupakan strategi untuk mendongkrak skor Dimensi 2 

(Pengalokasian Anggaran), khususnya pemenuhan syarat Mandatory 

Spending infrastruktur pelayanan publik minimal 40%. 

3)  Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Melalui Inovasi Layanan Digital 

Untuk memperkuat kemandirian fiskal yang dinilai pada Dimensi 5 (Kondisi 

Keuangan), antara lain: 

a. SIPANDA (Sistem Informasi Pendapatan Daerah): Aplikasi yang dirancang 

untuk memudahkan masyarakat melakukan pembayaran pajak secara 

online, guna mendongkrak target PAD. 

b. Upaya optimalisasi pendapatan dilakukan melalui integrasi pelayanan 

BPHTB dan PBB-P2. 
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c. SP2D Online: Layanan penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana secara 

digital untuk mempercepat penyerapan anggaran perangkat daerah. 

4) Penataan Dokumen Regulasi dan Pedoman Tata Kelola Keuangan Pemkab 

Demak juga menerbitkan sejumlah payung hukum pada akhir 2024 dan awal 

2025 untuk menjamin tertib administrasi, yang berdampak pada penilaian 

Dimensi 3 (Transparansi) dan Dimensi 6 (Kualitas Pelaporan): 

a. Penerbitan Peraturan Bupati Demak Nomor 61 Tahun 2024 tentang 

Pedoman Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025. 

b. Penerbitan Peraturan Bupati Nomor 68 Tahun 2024 tentang Pedoman 

Pengelolaan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2025. 

c. Penerbitan Peraturan Bupati Demak Nomor 67 Tahun 2025 tentang 

Pedoman Pelaksanaan Anggaran yang menekankan pada penggunaan 

anggaran berbasis output kinerja yang terukur. 

Pemerintah Kabupaten Demak memiliki fondasi akuntabilitas yang sangat 

baik. Hal ini dibuktikan secara empiris melalui keberhasilan Demak meraih opini 

WTP untuk yang kesembilan kalinya dari BPK RI. Di dalam instrumen IPKD, 

capaian ini selaras dengan lonjakan performa pada lini eksekusi anggaran daerah. 

Kinerja Penyerapan Anggaran (Dimensi 4) sukses mencatatkan skor 

sempurna 20,0000 pada tahun 2024, yang merefleksikan kenaikan sangat 

signifikan sebesar 33,33% dari capaian tahun 2023. Penguatan pada penyerapan 

ini secara simultan berimbas pada membaiknya Kondisi Keuangan Daerah 

(Dimensi 5), di mana skornya naik sebesar 35,11% (dari 5,9210 menjadi 8,0000). 

Konsistensi juga terlihat pada Kesesuaian Dokumen Perencanaan dan 

Penganggaran (Dimensi 1) yang mencatatkan pertumbuhan positif sebesar 5,17% 

menjadi 13,2936. 

 

Gambar II.28 Penyerahan LHP Pemkab DemakTahun Anggaran 2024 
 Sumber Data: Dinkominfo Kab. Demak, 2025 
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Dalam upaya merealisasikan kinerja Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah, 

dukungan anggaran yang disediakan pada tahun 2025 adalah sebesar Rp. 

457.118.870.346,00, dengan tingkat penyerapan anggaran mencapai Rp. 

391.305.850.328,00 atau sebesar 85,73%. Berikut adalah dukungan anggaran dan 

program yang dilaksanakan tahun 2025 yang tersaji pada tabel berikut: 

Tabel II.31 

Alokasi Anggaran dan Dukungan Program IPKD Tahun 2025 

NO SASARAN 
INDIKA

TOR 

SATU

AN 

KINERJA 

NO PROGRAM 

KEUANGAN 

TAR 

GET 

REALI 

SASI 
(%) PAGU REALISASI % 

1 

Mening 

katnya 

Akuntabi

litas 

Kinerja 

Pemerin 

tahan 

Daerah 

Indeks 

Pengelo 

laan 

Keuang

an 

Daerah 

(IPKD) 

Angka 82,60 74,054  89,65  

1 

Program 

Pengelolaan 

Keuangan 

Daerah 

420.737.878.300,00 357.324.098.796,00 84,93 

2 

Program 

Pengelolaan 

Barang Milik 

Daerah 

1.400.000.000,00 1.195.674.523,00 85,41 

3 

Program 

Pengelolaan 

Pendapatan 

Daerah 

35.102.048.546,00 33.153.298.045,00 94,45 

CAPAIAN 89,65 JUMLAH 453.144.233.061,00 448.544.853.602,00 85,66 

TINGKAT EFISIENSI: - 

TINGKAT EFEKTIVITAS: - 

Sumber Data: BPKPAD Kab. Demak 2025 

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa tingkat Efisiensi dan 

Efektivitas Indikator Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) tidak dapat 

dihitung dikarenakan capaian kinerja belum mencapai 100%. Tingkat serapan 

anggaran secara kumulatif pendukung program yang mencapai 85,73% ini 

membuktikan bahwa operasional pelaksanaan program di bidang pengelolaan 

keuangan, pendapatan, dan aset daerah secara administratif telah berjalan 

dengan cukup efektif. Namun, mengacu pada realisasi capaian akhir indikator 

kinerja utamanya (IPKD hanya mencapai 74,054 atau 89,65% dari target), hal ini 

menjadi catatan evaluasi tersendiri. Tingkat penyerapan anggaran yang memadai 

pada ketiga program operasional ini belumlah cukup untuk mengamankan skor 

IPKD secara maksimal. Hal ini sejalan dengan analisis sebelumnya, di mana 

penilaian IPKD saat ini lebih ditekankan pada komposisi makro APBD (mandatory 

spending belanja infrastruktur publik dan batas maksimal belanja pegawai) serta 

kualitas pelaporan, bukan sekadar kelancaran penyerapan pagu kegiatan di 

perangkat daerah pengampu.  
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4. Analisis Kinerja Tujuan 2: “Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang 

Berkualitas dan Berdaya Saing”. 

Hasil pengukuran capaian kinerja Tujuan “Meningkatkan Sumber Daya Manusia 

yang Berkualitas dan Berdaya Saing” dengan Indikator Indeks Pembangunan 

Manusia (IPM) dan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) mencapai 95,53% dan 

termasuk predikat “Sangat Tinggi” sebagaimana disajikan dalam tabel berikut: 

Tabel II.32 

Capaian Indikator Kinerja Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan 

Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) Tahun 2025 

No Indikator Kinerja 

Realisasi 2025 Target 

Akhir 

RPJMD 

(2026) 

Capaian 

s.d 2025 

thd 2026 2022 2023 2024 Target Realisasi Capaian 

1 IPM 73,36 74,07 74,57 75,42 75,08 99,55  76,99 97,52  

2 
Emisi Gas Rumah 

Kaca (GRK) 
1.712,51 1.689,06 1.470,37 1.380,00 1.497,07 91,52  1354,56 89,48  

  Rata-rata capaian 95,53  
  

  

Sumber: BPS Kabupaten Demak & Buku Laporan Akhir Inventarisasi Gas Rumah Kaca Kabupaten Demak 2025  

Berdasarkan data tabel realisasi indikator kinerja di atas capaian kinerja IPM 

Kabupaten Demak menunjukkan tren pertumbuhan yang positif dan konsisten 

selama periode 2022–2024. Realisasi IPM tahun 2025 mencapai 75,08, atau 

sebesar 99,55% dari target yang ditetapkan sebesar 75,42. Jika dibandingkan 

dengan Target Akhir RPJMD (2026) sebesar 76,99, maka posisi capaian saat ini 

telah menyentuh 97,52%. 

Berbeda dengan IPM, indikator Emisi GRK memiliki karakteristik negatif 

indikator, di mana keberhasilan diukur dari semakin rendahnya angka realisasi 

dibandingkan target. Terjadi penurunan emisi yang signifikan dari tahun 2022 

(1.712,51) ke tahun 2024 (1.522,62). Realisasi emisi GRK tahun 2025 tercatat 

sebesar 1.497,07 GgCO2eq, sedikit melampaui ambang batas target yang 

ditetapkan sebesar 1.380,00. Hal ini menghasilkan tingkat capaian sebesar 

91,52%. Kenaikan tipis dari tahun 2024 ke 2025 menjadi sinyal perlunya 

penguatan kebijakan pada sektor energi dan limbah. Capaian terhadap Target 

Akhir RPJMD 2026 (1.354,56) saat ini berada pada angka 89,48%. Diperlukan 

upaya ekstra pada tahun terakhir untuk menekan kembali angka emisi GRK agar 

target final dapat terpenuhi. 

Secara akumulatif, rata-rata capaian kinerja untuk sasaran strategis yang 

diwakili oleh kedua indikator tersebut adalah 95,53%. Nilai ini mencerminkan 

tingkat akuntabilitas kinerja instansi yang Sangat Baik dalam mengelola 

keseimbangan antara pembangunan ekonomi-sosial (IPM) dan kelestarian 

lingkungan (GRK). 
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A. Indeks Pembangunan Manusia 

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator komposit untuk 

mengukur capaian pembangunan kualitas hidup manusia di suatu wilayah yang 

diukur menggunakan 3 (tiga) dimensi yaitu umur panjang dan hidup sehat, 

pengetahuan serta standar hidup layak.  

Usia harapan hidup pada saat lahir digunakan sebagai indikator umur panjang 

dan sehat. ini mewakili jumlah tahun yang diperkirakan dapat dicapai oleh bayi 

baru lahir, dengan asumsi bahwa pola angka kematian tidak berubah sepanjang 

usia bayi. Pengetahuan diukur melalui rata-rata lama sekolah dan harapan lama 

sekolah. Rata-rata lama sekolah merupakan rata-rata tahun penduduk berusia 25 

tahun ke atas yang menjalani pendidikan formal. Sementara harapan lama sekolah 

didefinisikan sebagai jumlah tahun pendidikan formal yang diharapkan akan 

diterima anak pada usia tertentu di masa depan. Standar hidup layak dicerminkan 

oleh pengeluaran per kapita yang disesuaikan, yang dihitung berdasarkan paritas 

daya beli. 

IPM diperoleh dengan menghitung rata-rata geometri dari indeks kesehatan, 

indeks pengetahuan, dan indeks pengeluaran, dengan rumus sebagai berikut: 

 

Keterangan:  

  

  

Sumber: BPS, 2025 

Indeks-indeks ini diterima melalui standardisasi dengan menggunakan nilai 

minimum dan maksimum untuk setiap komponen. Indeks Pembangunan Manusia 

(IPM) digunakan untuk mengukur perkembangan pembangunan dalam jangka 

panjang. Dua faktor penting untuk memantau kemajuan pembangunan manusia 

adalah kecepatan dan status capaian. Menurut UNDP, IPM memperhitungkan 

berbagai elemen kualitas hidup untuk menilai capaian pembangunan manusia. 

IPM, juga dikenal sebagai Human Development Index (HDI), adalah indeks 

gabungan yang membantu menjelaskan bagaimana masyarakat suatu wilayah 

dapat memperoleh manfaat dari pembangunan melalui pendapatan, kesehatan, 

pendidikan, dan faktor-faktor lainnya. 

Penghitungan IPM ditentukan oleh Nilai maksimum dan Minimum Angka 

Harapan Hidup, Harapan Lama Sekolah, Rata-rata Lama Sekolah, dan 

Pengeluaran Per kapita. Batas maksimum dan minimum Komponen IPM Metode 

Baru mengacu pada tabel di bawah ini: 
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Tabel II.33 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Sumber: Badan Pusat Statistik  

Hasil pengukuran kinerja Tujuan 2: “Meningkatkan Sumber Daya Manusia 

yang Berkualitas dan Berdaya Saing” dengan Indikator Indeks Pembangunan 

Manusia (IPM) mencapai 99,55 persen dan termasuk predikat “Sangat Tinggi” 

sebagaimana tersaji dalam tabel berikut: 

Tabel II.34 

Capaian indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM)  

Kab. Demak Tahun 2025 

No Indikator Kinerja 

Realisasi 2025 
Target 

Akhir 

RPJMD 

(2026) 

Capaian 

s.d 2025 

thd 2026 2022 2023 2024 Target Realisasi Capaian 

1 IPM 73,36 74,07 74,57 75,42 75,08 99,55  76,99 97,52  

Sumber: BPS Kab. Demak, 2022-2026 

Berdasarkan tabel di atas Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten 

Demak terus menunjukkan tren peningkatan yang konsisten dalam empat tahun 

terakhir, meski menghadapi tantangan untuk memenuhi target strategis jangka 

menengah pada akhir 2026. Analisis data capaian kinerja dari 2022 hingga 2025 

serta target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 

mengungkap narasi optimisme yang dibayangi kebutuhan akselerasi di tahun 

2026. 

Perkembangan IPM Kabupaten Demak dimulai dari angka 73,36 pada 2022. 

Dalam setahun, terjadi kenaikan sebesar 0,71 poin (atau 0,97%) menjadi 74,07 di 

2023. Momentum positif ini berlanjut pada 2024. Patut dicatat, realisasi IPM 2024 

tidak hanya memenuhi, tetapi melampaui target tahunannya sebesar 74,44, jika 

dibandingkan dengan 2023 mengalami kenaikan sebesar 0,50 poin atau (atau 

0,68%). Pemerintah daerah Kabupaten Demak pada 2025 menargetkan angka 

75,42, namun berhasil mencapai 75,08. Capaian ini 0,34 poin (atau 0,45%) lebih 

rendah dari target 2025, dengan tingkat ketercapaian (achievement rate) sangat 

tinggi, yaitu 99,55%. 
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Dengan posisi terkini di angka 75,08, berarti masih terdapat gap atau jarak 

sebesar 1,91 poin yang harus ditutup dalam waktu satu tahun (dari akhir 2025 ke 

akhir 2026). Dari perspektif pencapaian, posisi 2025 baru menyumbang 97,52% 

dari target akhir 2026. Ini berarti, untuk mencapai angka 76,99, Kabupaten Demak 

perlu melakukan lompatan peningkatan sebesar 2,54% dalam setahun, sebuah 

laju pertumbuhan yang hampir tiga kali lipat dari rata-rata kenaikan tahunan 

sebelumnya (sekitar 0,97% dari 2022 ke 2023). Hal ini menyiratkan perlunya 

intervensi khusus, program akseleratif, dan mungkin realokasi sumber daya yang 

lebih fokus pada tiga komponen IPM; kesehatan (usia harapan hidup), pendidikan 

(rata-rata lama sekolah & harapan lama sekolah), dan standar hidup layak 

(pengeluaran per kapita). 

Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Demak tahun 

2021-2025 dan perbandingannya dengan IPM Propinsi Jawa tengah dan IPM 

Nasional dapat diperlihatkan dalam infografis berikut ini: 

 
Gambar II.29 Perkembangan IPM Kab. Demak  

Tahun 2021 - 2025 
Sumber: BPS, BPS Prop. Jateng, BPS Kabupaten Demak, 2021-2025 

Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Demak 

dalam periode 2021 hingga 2025 menunjukkan tren peningkatan yang konsisten. 

Data yang ditampilkan dalam infografis memperlihatkan bahwa Kabupaten Demak 

berhasil menjaga momentum perbaikan kualitas hidup penduduknya, terutama 

pada aspek pendidikan, kesehatan, dan standar hidup layak. 

Pada tahun 2021, nilai IPM Kabupaten Demak berada di angka 72,57. 

Angka tersebut terus meningkat menjadi 73,36 pada 2022 dan kembali mengalami 
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lompatan positif pada 2023 dengan capaian 74,07. Kenaikan serupa terjadi di 

tahun 2024, ketika IPM mencapai 74,57, hingga akhirnya pada 2025 menyentuh 

75,08, yang menempatkan Kabupaten Demak dalam kategori "Tinggi". Secara 

umum, nilai IPM Kabupaten Demak selama periode 2021–2025 menunjukkan tren 

naik dan lebih tinggi dari capaian IPM Provinsi Jawa Tengah. Meskipun IPM 

Kabupaten Demak masih berada sedikit di bawah IPM Nasional, selisih tersebut 

terus menyempit dari tahun ke tahun. 

Adapun upaya – upaya yang dilakukan dan menjadi faktor pendukung 

keberhasilan peningkatan dalam mencapai target IPM Kabupaten Demak di 

antaranya: 

1) Peningkatan UHH 0,29 poin menjadi 76,08 menandakan adanya perbaikan 

taraf kesehatan masyarakat yang disebabkan oleh kesadaran gaya hidup 

sehat, ketercukupan gizi dan nutrisi, kesehatan linkungan, melahirkan di 

fasilitas kesehatan, kesadaran akan pentingnya menggunakan air minum 

layak, serta meningkatnya akses kesehatan; 

a. Akses Layanan Kesehatan Primer yang Merata: Keberhasilan Puskesmas 

dan Pustu (Puskesmas Pembantu) di desa-desa dalam memberikan 

layanan preventif dan kuratif, sehingga risiko kematian dini dapat ditekan. 

b. Penanganan Stunting yang Efektif: Intervensi gizi spesifik (pemberian 

makanan tambahan) dan sensitif (sanitasi/air bersih) yang dilakukan 

tahun-tahun sebelumnya mulai membuahkan hasil pada kualitas 

kesehatan anak. 

c. Cakupan Jaminan Kesehatan (UHC): Tingginya kepesertaan BPJS 

Kesehatan (PBI APBD maupun APBN) memastikan masyarakat tidak 

takut berobat karena biaya, sehingga penyakit tertangani lebih cepat. 

2) Peningkatan HLS dan RLS masing-masing 0,01 poin menjadi 13,37 dan 8,29 

menandakan adanya perbaikan fasilitas dan akses pendidikan, serta 

peningkatan kesadaran masyarakat dalam hal pendidikan; 

a. Infrastruktur Pendidikan: Perbaikan gedung sekolah dan akses jalan 

menuju sekolah (terutama di daerah pesisir yang rawan rob) membuat 

anak-anak tetap termotivasi bersekolah. 

b. Bantuan Pendidikan: Efektivitas penyaluran KIP (Kartu Indonesia Pintar) 

dan beasiswa daerah yang mengurangi angka putus sekolah di tingkat 

transisi (SD ke SMP, SMP ke SMA). Angka 13,37 menunjukkan 

ekspektasi masyarakat Demak sudah berorientasi hingga kuliah (Diploma 

1/Semester 2). 

c. Pendidikan Non-Formal (Kesetaraan): Keberhasilan program PKBM 

(Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat) dalam menjaring warga putus 

sekolah untuk mengikuti Paket B dan C, sehingga perlahan mendongkrak 

rata-rata lama sekolah penduduk dewasa. 

3) Peningkatan Pengeluaran riil per kapita per tahun yang telah disesuaikan 

0,423 poin menjadi 12.014 menandakan adanya perbaikan rata-rata konsumsi 

penduduk per tahun berdasarkan harga konstan yang disebabkan oleh 

meningkatnya daya beli masyarakat. 
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a. Pengendalian Inflasi Daerah: Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) 

Demak berhasil menjaga stabilitas harga bahan pokok. Pengeluaran riil 

dihitung berdasarkan daya beli; jika harga stabil dan pendapatan naik, 

skor ini akan naik. 

b. Dampak Infrastruktur (Tol Semarang-Demak): Keberadaan infrastruktur 

strategis seperti Jalan Tol Semarang-Demak kemungkinan besar 

memberikan multiplier effect pada ekonomi lokal, memperlancar logistik, 

dan memunculkan sentra ekonomi baru. 

c. Ketahanan Sektor Pertanian & Perikanan: Sebagai lumbung pangan, 

stabilitas harga gabah/beras dan hasil perikanan memberikan pendapatan 

yang stabil bagi mayoritas penduduk Demak, menjaga daya beli mereka 

tetap di atas ambang batas. 

Meskipun realisasi IPM di Kabupaten Demak memperlihatkan kinerja yang 

membaik namun belum memenuhi target 2025, hal ini menandakan terdapat 

permasalahan atauan hambatan yang menjadi penyebab kegagalan pencapaian 

tujuan, di antaranya sebagai berikut: 

1) Masih adanya anak usia sekolah (usia 7-18 tahun) yang putus/tidak sekolah 

dan belum kembali bersekolah melalui jalur pendidikan formal/nonformal. 

2) Belum solidnya intervensi lintas sektoral, tidak hanya pada jenjang SD dan 

SMP saja, namun hingga jenjang SMA/K di bawah kewenangan Provinsi dan 

Pendidikan Tinggi di bawah kewenangan Kementerian Pendidikan untuk 

bersama-sama meningkatkan partisipasi sekolah hingga ke jenjang 

Pendidikan Tinggi, disebabkan oleh belum optimalnya kerja sama lintas 

sektoral untuk mendorong masyarakat untuk melanjutkan ke jenjang 

Pendidikan Tinggi dikarenakan sudah tidak menjadi kewenangan Dinas 

Pendidikan Kabupaten Demak.  

3) Terbatasnya Ketersediaan guru yang berkualitas dan berkualifikasi tinggi 

merupakan faktor kunci dalam meningkatkan kualitas pembelajaran; 

4) Norma dan stereotip gender Anak perempuan sering kali kurang didukung 

untuk melanjutkan pendidikan; 

5) Masih ditemukannya kasus gizi buruk dan stunting pada balita yang 

disebabkan oleh karena masih adanya kasus kekurangan gizi pada balita; 

6) Tingginya angka kesakitan yang disebabkan oleh karena masih adanya kasus 

penyakit menular dan meningkatnya kasus penyakit tidak menular; 

7) Masih adanya kasus kematian ibu, bayi, dan balita; 

8) Masih rendahnya kesadaran masyarakat terhadap perilaku hidup bersih dan 

sehat; 

9) Layanan kesehatan yang terbatas di beberapa daerah, baik dari segi fasilitas 

maupun tenaga medis, dapat menghambat peningkatan harapan hidup dan 

kualitas hidup masyarakat; 

10) Terbatasnya kuantitas dan kualitas sarana prasarana fasilitas kesehatan dan 

sumber daya manusia kesehatan; 
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11) Masih tingginya angka kemiskinan di Kabupaten Demak. Kemiskinan dapat 

menghambat masyarakat dalam mengakses layanan dasar seperti pendidikan 

dan kesehatan; 

12) Masih adanya usia produktif yang belum mendapatkan kesempatan bekerja 

dan berpenghasilan. 

 Adapun Strategi peningkatan kinerja Indeks Pembangunan Manusia 

(IPM), Kabupaten Demak adalah: 

1) Dimensi Umur Panjang dan Hidup Sehat (Umur Harapan Hidup - UHH) 

Mempertahankan tren kenaikan UHH (saat ini 76,08 tahun) dengan fokus 

pada kualitas kesehatan lansia dan penurunan kematian ibu/bayi. 

a. Penguatan Layanan Geriatri (Lansia): Mengingat UHH sudah tinggi (76 

tahun), fokus pemerintah harus bergeser pada kesehatan lansia agar 

tetap produktif. Perbanyak Posyandu Lansia dan program "Lansia 

Tangguh". 

b. Penekanan Angka Stunting & AKI/AKB: Terus tekan angka stunting 

(tengkes) dan Angka Kematian Ibu/Bayi. Anak yang bebas stunting 

memiliki peluang hidup sehat lebih panjang. 

c. Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM): Pastikan akses air bersih dan 

sanitasi layak mencapai 100% di seluruh desa untuk mencegah penyakit 

menular (diare, dll) yang berdampak pada harapan hidup. 

d. Jaminan Kesehatan Semesta (UHC): Memastikan seluruh warga miskin 

tercover BPJS Kesehatan (PBI) agar tidak ada hambatan biaya untuk 

berobat. 

2) Dimensi Pengetahuan (Pendidikan) 

Dimensi Pengetahuan adalah sektor yang membutuhkan "dua kaki" strategi: 

satu untuk penduduk dewasa (RLS) dan satu untuk anak sekolah (HLS). 

a. Rata-rata Lama Sekolah (RLS) 

Angka 8,29 tahun (setara kelas 2 SMP) adalah bottleneck utama. Ini sulit 

naik karena menyangkut penduduk usia 25 tahun ke atas yang sudah tidak 

sekolah. 

i. Revitalisasi PKBM (Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat): Masifkan 

program Kejar Paket A, B, dan C. Pemerintah Desa bisa dialokasikan 

dana desa untuk beasiswa Kejar Paket bagi warganya yang putus 

sekolah. 

ii. Validasi Data ATS (Anak Tidak Sekolah): Lakukan penyisiran door-to-

door untuk mendata warga usia produktif yang belum tamat 9 tahun 

atau 12 tahun, lalu fasilitasi mereka masuk pendidikan kesetaraan. 

iii. Syarat Administrasi: Mendorong perangkat desa atau pekerja sektor 

informal untuk memiliki ijazah setara SMA sebagai syarat administrasi 

tertentu, memicu motivasi untuk ikut Kejar Paket C. 

iv. Rekomendasi Prioritas (Quick Wins): Jika anggaran terbatas, fokuslah 

pada RLS (Pendidikan Kesetaraan/Paket C). Karena menaikkan RLS 

dari 8,29 ke 9,00 (lulus SMP) akan memberikan dampak statistik yang 
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signifikan terhadap skor akhir IPM, sekaligus memperbaiki kualitas 

angkatan kerja di Demak. 

b. Harapan Lama Sekolah (HLS) 

Memastikan anak yang sekarang berusia 7 tahun akan terus sekolah 

hingga kuliah (Target: >13,37 tahun). 

i. Gerakan "Zero Drop Out" SMP ke SMA: Titik kritis putus sekolah 

biasanya terjadi saat transisi dari SMP ke SMA. Berikan beasiswa 

transportasi atau seragam khusus bagi siswa miskin di fase transisi ini. 

ii. Beasiswa Kuliah "Satu Desa Satu Sarjana": Pemerintah Kabupaten 

bisa memberikan beasiswa penuh bagi siswa berprestasi dari keluarga 

tidak mampu untuk menempuh pendidikan tinggi, guna mendongkrak 

angka harapan kuliah. 

iii. Perbaikan Fasilitas Sekolah Pinggiran: Pastikan akses sekolah di 

daerah pesisir (Sayung, Bonang, Wedung) sama baiknya dengan di 

kota agar anak tidak malas sekolah karena akses yang sulit 

(rob/banjir). 

3) Dimensi Standar Hidup Layak (Pengeluaran Riil per Kapita) 

Meningkatkan daya beli masyarakat (saat ini Rp 12.014.000/tahun) di atas laju 

inflasi. 

a. Pengendalian Inflasi Daerah (TPID): Daya beli adalah fungsi dari Pendapatan 

dikurangi Harga Barang. Tim Pengendalian Inflasi Daerah harus menjaga harga 

bahan pokok tetap stabil agar pengeluaran riil masyarakat bernilai tinggi. 

b. Hilirisasi Produk UMKM: Demak kuat di sektor pertanian (bawang, jambu, beras) 

dan perikanan. Dorong industri pengolahan (hilirisasi) agar petani menjual 

barang jadi/setengah jadi, bukan bahan mentah, untuk meningkatkan nilai tukar 

petani/nelayan. 

c. Padat Karya & Investasi: Permudah izin investasi yang menyerap banyak tenaga 

kerja lokal (bukan hanya padat modal), untuk mengurangi pengangguran dan 

menambah pendapatan rumah tangga. 

d. Bansos Tepat Sasaran: Pastikan bantuan sosial (PKH, BPNT) benar-benar jatuh 

ke desil terbawah untuk mendongkrak daya beli kelompok miskin, yang akan 

sangat berpengaruh pada perhitungan rata-rata pengeluaran. 

Tujuan 2 “Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan 

Berdaya Saing” dengan indikator Indeks Pembangunan manusia (IPM) memilik 4 

(empat) Sasaran, yaitu: Sasaran 3: Meningkatnya kualitas pendidikan, Sasaran 4: 

Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat, Sasaran 5: Meningkatnya 

pendapatan masyarakat, Sasaran 6: Meningkatnya kesetaraan dan keadilan 

gender dalam pembangunan. Adapun penjelasan pada masing – masing sasaran 

adalah sebagai berikut: 

5. Analisis Kinerja Sasaran 3: “Meningkatnya Kualitas Pendidikan” 

Indeks Pendidikan adalah salah satu pembentuk Indeks Pembangunan 

Manusia yang merupakan rata-rata dari Indeks Harapan Lama Sekolah dan Indeks 

Rata-rata Lama Sekolah. Harapan lama sekolah merupakan lamanya sekolah 

(dalam tahun) yang diharapkan dapat dirasakan oleh anak umur tertentu di masa 
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mendatang. Rata-rata lama sekolah merupakan jumlah tahun yang digunakan oleh 

penduduk dalam menjalani pendidikan formal. Formulasi perhitungannya sebagai 

berikut: 

 
Sumber Data: Badan Pusat Statistik 

Harapan Lama Sekolah (HLS) adalah lamanya sekolah (dalam tahun) yang 

diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. 

Indikator ini dipilih untuk mengetahui seberapa lama kesempatan anak usia 

sekolah dalam mendapatkan pelayanan pendidikan. Diasumsikan bahwa peluang 

anak tersebut akan tetap bersekolah pada umur berikutnya sama dengan peluang 

penduduk yang bersekolah perjumlah penduduk untuk umur yang sama saat ini. 

Angka harapan lama sekolah dihitung untuk penduduk berusia 7 tahun ke atas. 

Harapan Lama Sekolah (HLS) adalah indikator yang perhitungannya menjadi 

tanggungjawab Badan Pusat Statistik (BPS). Formulasi perhitungannya adalah 

sebagai berikut: 

 
Sumber Data: Badan Pusat Statistik 

Indikator ini dipilih untuk mengetahui seberapa lama kesempatan anak usia 

sekolah dalam mendapatkan pelayanan Pendidikan dan digunakan untuk 

mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang yang 

ditunjukan dalam bentuk lamanya pendidikan (dalam tahun) yang diharapkan 

dapat dicapai oleh setiap anak. Harapan Lama Sekolah adalah lamanya sekolah 

(dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di 

masa mendatang. 

Rata-rata Lama Sekolah (RLS)/ Mean Years School (MYS) didefinisikan 

sebagai jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan 

formal. Indikator ini digunakan untuk mengetahui kualitas pedididikan masyarakat 

dalam suatu wilayah. Rata-rata lama sekolah merupakan rata-rata jumlah tahun 
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yang dihabiskan oleh penduduk berusia 15 tahun ke atas untuk menempuh semua 

jenis pendidikan yang pernah dijalani. Untuk mereka yang tamat SD 

diperhitungkan lama sekolah selama 6 tahun, tamat SMP diperhitungkan lama 

sekolah selama 9 tahun, tamat SMA diperhitungkan lama sekolah selama 12 

tahun tanpa memperhitungkan apakah pernah tinggal kelas atau tidak. 

Rata-rata lama sekolah menggambarkan tingkat pencapaian setiap 

penduduk dalam kegiatan bersekolah. Semakin tinggi angka lamanya bersekolah 

semakin tinggi jenjang pendidikan yang telah dicapai penduduk, sehingga indikator 

ini sangat penting karena dapat menunjukkan kualitas sumber daya manusia. 

Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) adalah indikator yang perhitungannya menjadi 

tanggungjawab Badan Pusat Statistik (BPS). Formulasi perhitungannya adalah 

sebagai berikut: 

 
Sumber Data: Badan Pusat Statistik 

Hasil pengukuran capaian kinerja Sasaran “Meningkatnya Kualitas 

Pendidikan” dengan Indikator Indeks Pendidikan mencapai 97,15% dan termasuk 

predikat “Sangat Tinggi” sebagaimana disajikan dalam tabel berikut: 

 Tabel II.35 

Capaian Indikator Kinerja Indeks Pendidikan Tahun 2025 

Indikator 

Kinerja 

Realisasi 2025 Target 

Akhir 

RPJMD 

(2026) 

Capaian 

s.d 2025 

thd 2026 2022 2023 2024 Target Realisasi Capaian 

Indeks 

Pendidikan 
0,640  0,646  0,647  0,667  0,648  97,15  0,664  97,59  

Sumber: BPS Kabupaten Demak 2022-2025 

Berdasarkan tabel di atas Perkembangan Indeks Pendidikan Kabupaten 

Demak dalam kurun waktu 2022–2025 menunjukkan kecenderungan peningkatan 

yang stabil, meskipun dengan laju yang relatif moderat. Pada tahun 2022, nilai 

Indeks Pendidikan berada pada angka 0,640. Nilai ini meningkat menjadi 0,646 

pada tahun 2023, atau terjadi kenaikan sebesar 0,006 poin (setara 0,94%). Tren 

positif berlanjut pada tahun 2024 dengan capaian 0,647, meningkat 0,001 poin 

atau sekitar 0,15% dibanding tahun sebelumnya. 
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Pemerintah Kabupaten Demak tahun 2025 menetapkan target Indeks 

Pendidikan sebesar 0,667. Realisasi tahun 2025 mencapai 0,648, mengalami 

kenaikan 0,001 poin (0,15%) dari realisasi 2024. Bila dibandingkan dengan target 

tahun 2025, capaian tersebut mencapai 97,15%, menunjukkan bahwa meskipun 

peningkatan terus terjadi, upaya akselerasi perlu ditingkatkan agar kesenjangan 

target tahunan dapat ditutup sepenuhnya. 

Jika diukur terhadap target akhir RPJMD Tahun 2026, yaitu 0,664, capaian 

hingga 2025 telah mencapai 97,55% dari target jangka menengah tersebut. Hal ini 

menunjukkan bahwa Kabupaten Demak berada pada jalur yang tepat untuk 

mencapai target RPJMD, dan hanya memerlukan tambahan kenaikan sekitar 

0,016 poin pada tahun 2026. Dengan mempertimbangkan tren pertumbuhan 

indikator pada tahun-tahun sebelumnya, target RPJMD sangat berpotensi tercapai 

apabila intervensi strategis dalam peningkatan layanan pendidikan terus diperkuat. 

Capaian Indeks Pendidikan Kabupaten Demak dari tahun ke tahun selalu 

mengalami peningkatan dengan rata-rata peningkatan 0,005 poin per tahun 

sebagaimana di perlihatkan dalam infografis berikut ini. 

Grafik II.15 

Perkembangan HLS, RLS, dan Indeks Pendidikan Kabupaten Demak Tahun 

2021 - 2025 

 

Sumber Data: BPS Kabupaten Demak, 2021-2025 

Dimensi pendidikan ditopang oleh 2 pilar utama yaitu Harapan Lama 

Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS). Perbedaan antara HLS dan 

RLS dipengaruhi oleh usia penduduk yang menjadi sasarannya, jika HLS 

merefleksikan penduduk yang berusia 7 – 24 tahun (rentang sekolah dasar sampai 

dengan perguruan tinggi) maka RLS dipengaruhi oleh penduduk dewasa berusia 

≥ 25 tahun ke atas. 
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Harapan Lama Sekolah (HLS) di Kabupaten Demak pada tahun 2025 

sebesar 13,37 tahun, ini berarti harapan seorang anak untuk bersekolah di 

Kabupaten Demak baru mencapai tingkat SLTA. Sementara itu indikator Rata-rata 

Lama Sekolah (RLS) di Kabupaten Demak pada tahun 2025 baru mencapai 8,29 

tahun atau setara dengan rata-rata tingkat pendidikan kelas 2-3 SMP. Ini berarti 

rata-rata lama sekolah penduduk Kabupaten Demak usia 25 tahun ke atas masih 

cukup jauh dibandingkan target wajib belajar. 

Jika dilihat dari tren peningkatan/kemajuan pencapaian periode 2021-2025, 

Harapan Lama Sekolah (HLS), Rata-rata Lama Sekolah (RLS), dan Indeks 

Pendidikan. HLS mengalami kenaikan bertahap dari 13,32 tahun pada tahun 2021 

menjadi 13,37 tahun pada tahun 2025. Kenaikan sebesar 0,05 tahun atau 0,38 

persen selama lima tahun ini mencerminkan peningkatan peluang bagi anak-anak 

di Kabupaten Demak untuk mengakses pendidikan lebih lama, meskipun laju 

pertumbuhannya masih relatif moderat. Di sisi lain, RLS menunjukkan peningkatan 

yang lebih signifikan, dari 7,86 tahun pada 2021 menjadi 8,29 tahun pada 2025, 

atau meningkat sebesar 0,43 tahun (5,47 persen).  

Sejalan dengan peningkatan HLS dan RLS, nilai Indeks Pendidikan 

Kabupaten Demak juga menunjukkan perkembangan positif. Indeks ini meningkat 

dari 0,632 pada tahun 2021 menjadi 0,648 pada tahun 2025, atau naik sebesar 

0,016 poin (2,53 persen) dalam lima tahun. Meskipun kenaikan tahunan 

cenderung melambat pada 2024 dan 2025, tren keseluruhan mengindikasikan 

adanya kemajuan berkelanjutan dalam pembangunan pendidikan daerah. 

Perkembangan Indeks Pendidikan Kabupaten Demak jika dibandingkan 

dengan Kab/Kota sekitarnya, Provinsi Jawa Tengah, dan Nasional Tahun 2025 

dapat kita lihat seperti grafik di bawah ini: 

Grafik II.16 

Perbandingan Indeks Pendidikan Kabupaten Demak, Kab/Kota sekitarnya, 

Provinsi Jawa Tengah, dan Nasional Tahun 2025 

 

Sumber Data: BPS, BPS Prop. Jateng, BPS Kabupaten Demak, 2025 
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Berdasarkan grafik di atas terlihat bahwa capaian Indeks Pendidikan 

Kabupaten Demak pada tahun 2025 berada pada angka 0,648. Angka ini 

menunjukkan tingkat kinerja yang berada pada kategori cukup baik, meskipun 

belum mencapai level optimal jika dibandingkan dengan nasional. Dibandingkan 

dengan capaian Provinsi Jawa Tengah sebesar 0,634, kinerja Kabupaten Demak 

berada 0,014 poin lebih tinggi. Sementara itu, jika dibandingkan dengan capaian 

nasional sebesar 0,672, selisihnya mencapai 0,024 poin. Perbedaan ini 

mengindikasikan bahwa kualitas pendidikan di Kabupaten Demak perlu terus 

ditingkatkan agar mampu bersaing dengan capaian nasional dan mendekati 

target-target pembangunan sumber daya manusia. 

Dalam konteks regional, posisi Kabupaten Demak berada pada kelompok 

menengah, di atas beberapa kabupaten seperti Rembang (0,610), Blora (0,605), 

dan Grobogan (0,600), Pati (0,633), Semarang (0,640) dan Jepara (0,634) namun 

masih tertinggal dari kabupaten dengan kinerja tinggi seperti Kudus (0,692). 

Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun indikator pendidikan Kabupaten Demak 

telah menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun, percepatan peningkatan 

kinerja masih perlu ditingkatkan agar kesenjangan dengan daerah benchmark 

dapat semakin dipersempit. 

Ditinjau dari komponen pembentuknya, Harapan Lama Sekolah (HLS) 

Kabupaten Demak yang mencapai 13,37 tahun telah berada pada level yang 

cukup baik dan sedikit lebih tinggi dibandingkan rata-rata provinsi. Namun, pada 

indikator Rata-rata Lama Sekolah (RLS), capaian sebesar 8,29 tahun masih lebih 

rendah dibandingkan daerah-daerah yang memiliki Indeks Pendidikan lebigh 

tinggi, sehingga berdampak terhadap nilai indeks secara keseluruhan. Hal ini 

menegaskan bahwa tantangan utama dalam peningkatan Indeks Pendidikan 

terletak pada peningkatan partisipasi dan penyelesaian pendidikan penduduk, 

terutama pada jenjang pendidikan menengah. 

Faktor-faktor pendukung capaian peningkatan Indeks Pendidikan tahun 

2025 adalah sebagai berikut: 

1) Faktor Pendukung melalui Harapan Lama Sekolah (HLS) 

HLS di Kabupaten Demak pada tahun 2025 mencapai 13,37 tahun, yang 

berarti anak-anak di Kabupaten Demak memiliki harapan untuk menempuh 

pendidikan hingga tingkat SLTA/Diploma I, keberhasilan ini didorong oleh 

beberapa faktor strategis: 

a. Aksesibilitas Luas dan Pendidikan Gratis; Pemerintah memberikan 

layanan pendidikan bermutu dengan kebijakan sekolah gratis untuk 

tingkat Wajib Belajar Pendidikan Dasar (Wajar Dikdas) 9 tahun. 

b. Stimulus Keuangan bagi Siswa; Pemberian bantuan operasional, 

BAUSKM (Bantuan Anak Usia Sekolah Keluarga Miskin), serta beasiswa 

bagi siswa berprestasi sangat membantu menjaga keberlanjutan sekolah 

anak-anak dari berbagai lapisan ekonomi. 
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c. Penerapan Pendidikan Inklusif; Strategi ini memastikan seluruh siswa, 

tanpa memandang latar belakang sosial-ekonomi atau kondisi tertentu, 

memiliki kesempatan yang sama untuk belajar. 

d. Pencegahan Dini Putus Sekolah; Upaya aktif untuk mengidentifikasi dan 

menangani siswa yang rentan putus sekolah membantu mempertahankan 

angka partisipasi sekolah (APS). 

e. Peningkatan Partisipasi Jenjang Awal; Program Pengelolaan Pendidikan 

berhasil mendorong tingkat partisipasi warga usia 7-12 tahun hingga 

mencapai 99,67% dan usia 13-15 tahun sebesar 99,2% 

2) Faktor Pendukung melalui Rata-rata Lama Sekolah (RLS) 

RLS Kabupaten Demak tahun 2025 berada pada angka 8,29 tahun, yang 

setara dengan tingkat pendidikan kelas 2 atau 3 SMP. Meskipun masih 

menghadapi tantangan pada penduduk usia dewasa, terdapat faktor 

pendukung yang mendorong tren peningkatan indikator ini: 

a. Peningkatan Literasi Masyarakat; Melalui program pembinaan 

perpustakaan, masyarakat didorong untuk lebih berpendidikan, yang 

secara jangka panjang berkontribusi pada kualitas SDM. 

b. Pendidikan Kesetaraan (Paket A, B, dan C); Program pendidikan 

nonformal menjadi solusi utama untuk meningkatkan rata-rata lama 

sekolah bagi penduduk usia produktif (25 tahun ke atas) yang di masa lalu 

memiliki akses terbatas ke pendidikan formal. 

c. Relevansi Kurikulum; Penerapan muatan lokal di sekolah membantu 

pendidikan menjadi lebih relevan dengan kebutuhan daerah, sehingga 

memotivasi penduduk untuk menyelesaikan jenjang pendidikannya. 

3) Dukungan Faktor Sistemik dan Kualitas Pendidikan 

Selain faktor spesifik di atas, keberhasilan Indeks Pendidikan secara 

keseluruhan didukung oleh peningkatan kualitas sistemik: 

a. Kualitas Tenaga Pendidik; sertifikasi guru melalui program pelatihan 

memastikan proses pembelajaran berjalan secara berkualitas. 

b. Pembentukan Karakter dan Disiplin; Melalui program keolahragaan, siswa 

tidak hanya belajar secara akademis tetapi juga disiplin dan kerja sama 

tim, yang mendukung motivasi mereka untuk tetap bersekolah. 

Beberapa hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target indeks 

pendidikan 2025 di antaranya: 

1) Hambatan pada Capaian Harapan Lama Sekolah (HLS) 

a. HLS yang mencapai 13,37 tahun menunjukkan bahwa harapan 

pendidikan anak-anak di Demak baru mencapai tingkat SLTA/Diploma I, 

jenjang pendidikan tinggi masih terbatas bagi sebagian masyarakat 

karena faktor ekonomi, letak geografis yang sulit, atau keterbatasan 

infrastruktur pendukung. 

b. Disparitas Wilayah; Adanya perbedaan kualitas pendidikan yang cukup 

mencolok antara daerah perkotaan dan pedesaan menghambat 

peningkatan HLS secara merata di seluruh Kabupaten Demak. 
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c. Masalah Motivasi dan Relevansi; Kurangnya motivasi dan keterlibatan 

siswa seringkali disebabkan oleh kurikulum yang dinilai kurang menarik, 

metode pengajaran yang tidak interaktif, serta materi pembelajaran yang 

dirasa tidak relevan dengan kebutuhan siswa. 

2) Hambatan pada Capaian Rata-rata Lama Sekolah (RLS) 

RLS menjadi tantangan utama karena capaian 8,29 tahun (setara kelas 2-3 

SMP) masih jauh dari target wajib belajar dan lebih rendah dibandingkan 

daerah dengan Indeks Pendidikan yang lebih tinggi. Faktor penghambatnya 

antara lain: 

a. Beban Historis Pendidikan; Angka RLS sangat dipengaruhi oleh penduduk 

usia dewasa (25 tahun ke atas) yang mencerminkan terbatasnya akses 

pendidikan di masa lalu. 

b. Prioritas Ekonomi Keluarga; Penduduk usia produktif di Kabupaten Demak 

cenderung lebih fokus pada bekerja untuk mencari nafkah daripada 

melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. 

c. Rendahnya Partisipasi Pendidikan Kesetaraan; Capaian kinerja untuk 

penduduk usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar 

dan menengah untuk berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan baru 

mencapai 16,78%. 

3) Hambatan Sistemik dan Sumber Daya 

Kegagalan dalam mencapai target indeks pendidikan juga dipengaruhi oleh 

kendala struktural dalam sistem pendidikan: 

a. Keterbatasan Finansial; Banyak lembaga pendidikan menghadapi kendala 

anggaran yang menghambat investasi pada infrastruktur, peralatan 

pembelajaran, serta pengembangan kurikulum. 

b. Kualitas dan Kuantitas Tenaga Pendidik; Pemerintah daerah masih 

menghadapi tantangan berupa kekurangan jumlah guru yang memadai 

serta adanya guru yang belum memenuhi kualifikasi yang dipersyaratkan. 

c. Budaya Inovasi dan Evaluasi; Belum kuatnya budaya pembelajaran yang 

merangsang inovasi serta kurangnya sistem evaluasi dan pengukuran 

kinerja yang komprehensif menyulitkan identifikasi masalah dan 

perumusan solusi yang efektif. 

Rekomendasi untuk meningkatkan capaian Indeks Pendidikan di Kabupaten 

Demak melalui penguatan indikator Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata 

Lama Sekolah (RLS) adalah: 

1) Strategi Peningkatan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) 

RLS dipengaruhi oleh penduduk dewasa berusia 25 tahun ke atas. Mengingat 

indikator ini mencerminkan capaian masa lalu, rekomendasi utamanya adalah: 

a. Akselerasi Pendidikan Kesetaraan; Dalam jangka pendek, solusi yang 

paling memungkinkan untuk meningkatkan RLS penduduk usia produktif (

≥ 25 tahun) adalah dengan menggalakkan kembali Program Penyetaraan 

Paket A, Paket B, dan Paket C. 
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b. Prioritas Lokus Wilayah; Fokuskan intervensi pada wilayah-wilayah yang 

secara data memiliki angka RLS rendah dengan menyesuaikan 

karakteristik permasalahan di wilayah tersebut. 

2) Strategi Peningkatan Harapan Lama Sekolah (HLS) 

HLS merefleksikan peluang pendidikan bagi penduduk usia 7–24 tahun. Untuk 

meningkatkan angka ini, langkah-langkah yang direkomendasikan adalah: 

a. Keberlanjutan Program Sekolah Gratis; Memastikan program sekolah 

gratis berjalan efektif, khususnya bagi siswa dari keluarga miskin, guna 

menjamin tidak ada siswa yang putus sekolah karena kendala biaya. 

b. Alokasi Anggaran Khusus; Mengalokasikan anggaran secara spesifik 

untuk meningkatkan kualitas pendidikan di wilayah-wilayah yang memiliki 

angka HLS rendah. 

c. Pemberian Penghargaan; Memberikan penghargaan kepada tenaga 

pendidik yang mampu menjadi agen perubahan pendidikan di 

lingkungannya. 

3) Perbaikan Sistemik dan Kualitas Layanan Pendidikan 

Peningkatan kedua indikator tersebut juga memerlukan dukungan dari sisi 

manajerial dan kualitas proses belajar-mengajar: 

a. Pembangunan Basis Data Terpadu; Membangun sistem data terintegrasi 

yang mencakup data Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK), siswa, 

serta sarana dan prasarana pendidikan yang selalu diperbaharui. 

b. Peningkatan Kompetensi Guru; Melanjutkan dan memperkuat program 

sertifikasi tenaga pendidik untuk menjamin kualitas pengajaran. 

c. Inovasi dan Relevansi Kurikulum; Mengembangkan budaya inovasi 

pembelajaran agar proses sekolah lebih menarik bagi siswa. 

Meningkatkan relevansi pendidikan melalui integrasi muatan lokal yang 

sesuai dengan kebutuhan daerah. 

d. Penguatan Literasi dan Karakter; Terus mendorong kunjungan 

perpustakaan untuk menciptakan masyarakat yang lebih berpendidikan, 

serta memperkuat program keolahragaan untuk membentuk disiplin dan 

motivasi siswa. 

Meningkatnya Kualitas Pendidikan dengan indikator kinerja Indeks 

Pendidikan dicapai melalui dukungan pelaksanaan program/kegiatan 

sebagaimana pada tabel berikut ini: 

1) Program Ayo Sekolah Kembali; Kegiatan ini bertujuan menuntaskan 

penanganan Anak Tidak Sekolah (ATS) dan anak berisiko putus sekolah 

dengan pemberian beasiswa berdasarkan jenjang: PAUD (Rp750 ribu), SD 

(Rp1 juta), SMP (Rp1,5 juta), dan SMA (Rp2 juta) per orang. 
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Gambar II.30 Beasiswa Ayo Sekolah Kembali 

Sumber: Dokumentasi Kegiatan Dindikbud 2025 

2) Pendidikan Kesetaraan (Paket A, B, dan C); Program ini menjadi strategi 

utama untuk meningkatkan angka RLS bagi penduduk usia produktif (≥ 25 

tahun) yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah. 

 
Gambar II.31 Pendidikan Kesetaraan (Paket A, B, dan C) 

Sumber: Dokumentasi Kegiatan Dindikbud 2025 

3) Beasiswa BASIMDA dan BAZNAS; Pemberian Bantuan Anak Usia Sekolah 

Keluarga Miskin (BAUSKM/BASIMDA) untuk jenjang pendidikan dasar serta 

beasiswa sarjana dari BAZNAS Demak bagi mahasiswa yang memiliki 

keterbatasan ekonomi. 

 
Gambar II.32 Beasiswa BASIMDA dan BAZNAS 

Sumber: Dokumentasi Kegiatan Dindikbud, BAZNAS 2025 

4) Layanan Sekolah Gratis; Pemberian layanan pendidikan bermutu tanpa biaya 

untuk tingkat Wajib Belajar Pendidikan Dasar (Wajar Dikdas) 9 tahun. 

5) Pengembangan Sekolah Unggulan: Merencanakan pengembangan sekolah 

unggulan di setiap kecamatan untuk memeratakan kualitas akses pendidikan 
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6) Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan; Kegiatan nyata meliputi 

sertifikasi guru (target 51,12% pada 2025) serta pelatihan kompetensi rutin 

bagi ASN tenaga pendidik melalui sistem seperti ELSA (e-Learning System for 

ASN). 

 
Gambar II.33 ELSA (e-Learning System for ASN) 

Sumber: Elsa Learning system BPKSDM 2025 

7) Pengembangan Kurikulum Muatan Lokal; Mengintegrasikan muatan lokal 

daerah ke dalam kurikulum di sekolah-sekolah untuk meningkatkan relevansi 

pendidikan dengan kebutuhan dan potensi daerah. 

 
Gambar II.34 Kurikulum Muatan Lokal 

Sumber: Dokumentasi Kegiatan Dindikbud 2025 

 

8) Ajang dan Lomba Kreativitas; Penyelenggaraan lomba bagi guru dan siswa 

untuk memotivasi prestasi dan inovasi dalam proses pembelajaran. 
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Gambar II.35 Ajang dan Lomba Kreativitas 

Sumber: Dokumentasi Kegiatan Bapperida, Dindikbud 2025 

9) Rehabilitasi Infrastruktur: Pembangunan dan perbaikan ruang kelas, ruang 

guru, laboratorium TIK, serta sarana sanitasi sekolah yang layak. 

 
Gambar II.36 Rehabilitasi Infrastruktur Pendidikan 

Sumber: Dokumentasi Kegiatan Dindikbud 2025 

10) Program Pembinaan Perpustakaan; Pengembangan Taman Baca Integratif, 

penambahan armada perpustakaan keliling, serta aplikasi iDemak untuk 

meningkatkan minat baca dan literasi masyarakat. 
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Gambar II.37 Pengembangan Taman Baca Integratif 

Sumber: Dokumentasi Kegiatan Dinperpusar 2025 

11) Pengembangan Kapasitas Keolahragaan; Pembangunan Sport Center dan 

pembinaan prestasi olahraga untuk membentuk karakter, disiplin, dan motivasi 

belajar peserta didik. 

 
Gambar II.38 Pengembangan Taman Baca Integratif 

Sumber: Dokumentasi Kegiatan Dinpora 2025 

Pemerintah Kabupaten Demak pada tahun 2025 telah berupaya 

meningkatkan kualitas pendidikan. Intervensi program-program utama dan alokasi 

anggaran yang cukup signifikan masih belum sepenuhnya mampu menjawab 

tantangan kualitas pendidikan di Kabupaten Demak. Kabupaten Demak telah 

merumuskan enam program utama, yang meliputi program pelestarian naskah 

kuno, pembinaan perpustakaan, pengembangan pendidik dan tenaga 

kependidikan, pengelolaan pendidikan, pengembangan kapasitas keolahragaan, 

hingga pengembangan kurikulum. Untuk menggerakkan instrumen kebijakan 

tersebut, pagu anggaran yang disediakan mencapai Rp. 218.381.452.714,00. 

Dengan penyerapan anggaran mencapai Rp. 212.701.796.137,00, atau sebesar 

97,40% seperti pada tabel berikut: 
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